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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak

ekonomi.
Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan

Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan
hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya
untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya
untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan
Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan
ajar; dan
Penggunaan untuk kepentingan  pendidikan  dan
pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan
suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat
digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser
Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan

pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus
juta rupiah).
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku
berjudul The Integrated Islamic P2P Lending Ecosystem
Model - Untuk Akses Pembiayaan UMKM yang
Berkelanjutan ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini
hadir sebagai kontribusi dalam pengembangan model bisnis
P2P Lending Syariah yang dirancang khusus untuk
meningkatkan pembiayaan UMKM secara berkelanjutan di
Indonesia.

Dalam buku ini, saya menguraikan sebuah model
bisnis berbasis ekosistem fintech yang terintegrasi dari tiga
klaster utama, yaitu ekosistem fintech, faktor-faktor
pembentuk model bisnis yaitu regulasi, teknologi,
manajerial dan sosial, serta variabel pembiayaan UMKM
yang berkelanjutan meliputi produk, segmen usaha, risiko,
dan dampak pembiayaan. Model ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman mendalam dan solusi yang
relevan bagi para pemangku kepentingan di sektor UMKM
dan fintech Syariah.

Harapan saya, buku ini dapat menambah wawasan
para akademisi, praktisi, regulator, dan masyarakat luas
untuk memperkuat dan memperluas pembiayaan Syariah
bagi UMKM, sekaligus menjadi referensi praktis dan dasar
pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional melalui ekonomi Syariah.

Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan
kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan
dan bantuan dalam proses penyusunan buku ini, khususnya
kepada kedua orang tua penulis- almarhum H. Usman
Lubis dan almarhumah Hj Walimah Yus, kedua mertua-
almarhum H. Banuaran Ritonga dan Hj Riana Hotnida
Lubis, istri tercinta Hj. Linda Mora Ritonga, S.E., serta
seluruh keluarga besar penulis.
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Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera
Utara- Bapak Prof. Dr. H. Syukri Al Bani, M.A, Ketua
Program Studi dan Sekretaris Program Studi S3 Ekonomi
Syariah UIN Sumatera Utara- Bapak Prof. Dr. Andri
Soemitra, M.A dan Bapak Dr. Yusrizal, M.Si dan Ketua STIE
Eka Prasetya Ibu Dr Sri Rezeki, S.E., M.Si, penerbit PT Radja
Intercontinental Publishing, serta semua pihak yang tidak
dapat penulis sebutkan satu per satu atas semua bantuan
dan dukungannya.

Penulis Semoga buku insangat merasakan bahwa
buku ini masih sangat membutuhkan perbaikan dan
penyempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat
mengharapkan sumbang saran dari pembaca demi
perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini
bermanfaat dan dapat menjadi sumbangsih positif bagi
perkembangan industri fintech Syariah dan pemberdayaan
UMKM di Indonesia.

Medan Juli 2025
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Dr. Afrizal, S.E., M.Si
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BAB I

LATAR BELAKANG DAN KONTEKS
PERKEMBANGAN TRANSFORMASI
DIGITAL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
EKONOMI DAN UMKM DI INDONESIA

Teknologi digital berkembang pesat hingga saat ini dan
berdampak pada banyak aktivitas masyarakat. Hal ini terkait
erat dengan dampak sinergis dari peningkatan kemampuan
komputasi dan adopsi transformasi digital, seperti Internet of
Things (IoT), Big Data Analytics, Kecerdasan Buatan (Artificial
Intelligence-Al), Machine Learning, dan Robotika. Transformasi
digital memengaruhi fundamental ekonomi, memodifikasi cara
perdagangan masyarakat baik perorangan maupun perusahaan,
serta mengganggu sistem tradisional, termasuk sektor keuangan.

Perkembangan teknologi informasi mempercepat
globalisasi dan mengubah kehidupan masyarakat baik dari segi
perilaku, perubahan sosial budaya, komunikasi dan gaya hidup
yang lebih modern dan canggih. Situasi ini membuka peluang
pasar baru yang mendorong perubahan perilaku pelaku
ekonomi dan memfasilitasi evolusi sistem perekonomian dari
perekonomian yang berbasis fabrikasi menjadi perekonomian
berbasis digital. Ekonomi digital semakin berkembang seiring
dengan penggunaan teknologi dan komunikasi (Putri, 2022).

Ekonomi digital merujuk kepada seluruh kegiatan
perekonomian yang mengandalkan penggunaan elemen-elemen
digital. Ini mencakup teknologi digital, infrastruktur digital,
layanan digital, dan data digital. Dalam pengertian ini, ekonomi
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digital meliputi berbagai kegiatan ekonomi yang melibatkan
penggunaan elemen-elemen digital dari sudut pandang
produsen, konsumen, maupun pemerintah, yang secara aktif
mengintegrasikan elemen-elemen digital dalam proses ekonomi
mereka. Dalam cakupan luas ekonomi digital mencakup
berbagai sektor yang didukung oleh teknologi digital, misalnya,
e-commerce, financial technology (fintech), dan healthtech
(Kemenko Perekonomian, 2023).

Perkembangan ekonomi digital berakibat pada 3 (tiga)
dimensi. Pertama, memperluas akses ke sistem keuangan.
Kemajuan digital memberikan alternatif pengelolaan keuangan
yang praktis dan mudah diakses bagi semua orang, hasil dari
kolaborasi antara teknologi dan sektor keuangan (World Bank,
2017). Inovasi digital turut menangani isu lama dari inklusi
keuangan berupa biaya akses yang tinggi, keterbatasan riwayat
keuangan perorangan, dan tingkat kepercayaan yang rendah
(Carstens, 2019). Kedua, informasi yang detail merupakan aspek
yang penting untuk menyatukan ekonomi dan transaksi
keuangan elektronik. Kemajuan teknologi yang mengubah cara
pengelolaan informasi menciptakan kesempatan baru bagi
perkembangan ekonomi dan sektor keuangan (Amamiya, 2018).
Ketiga, dengan adanya perubahan struktur dan tatanan sektor
keuangan, peran non-bank semakin kuat. Seiring dengan
perubahan cara penyediaan layanan keuangan, pembaruan
layanan melalui pemanfaatan teknologi dan pengumpulan
informasi secara terperinci mulai bermunculan (BI, 2019).

Teknologi informasi merupakan kekuatan yang
mengganggu industri yang ada dan standarnya (Maynard, 2015).
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Fenomena ini mulai terjadi saat dunia memasuki era Revolusi
Industri 4.0. Ciri utama Revolusi Industri 4.0 adalah adanya
integrasi antara informasi dan teknologi komunikasi pada sektor
industri (Rohman, 2023). Revolusi Industri 4.0 merevolusi
industri dengan kemajuan pesat dalam teknologi digital,
konektivitas, dan otomatisasi.

Dalam bukunya, “The Fourth Industrial Revolution”,
Schwab menggambarkan revolusi industri sebagai peristiwa
bersejarah di mana teknologi menyebabkan perubahan besar
dalam tatanan sosial dan ekonomi. Meski fase ini telah dimulai
sejak awal abad 21, namun istilah Industri 4.0 baru muncul pada
2011 dalam Hannover Fair di Jerman. Revolusi Industri 4.0,
merujuk pada integrasi teknologi digital, konektivitas, dan
kecepatan otomatisasi dalam industri. Revolusi ini melibatkan
penerapan teknologi seperti IoT, Al, big data, robotika,
komputasi awan, dan manufaktur cerdas. Dampaknya meluas ke
berbagai sektor, termasuk manufaktur, pertanian, kesehatan,
transportasi, logistik, dan layanan (Schwab, 2016).

Perkembangan teknologi yang disruptif telah melahirkan
inovasi terkini berbasis teknologi sehingga tidak dapat
dibendung bahkan di bidang keuangan. Fintech muncul seiring
dengan berkembangnya teknologi informasi seperti internet,
telepon pintar, dan analisis big data, sehingga memungkinkan
penyediaan layanan keuangan lebih cepat dan murah
(Batunanggar, 2019).

Banyak perusahaan rintisan (startup) bermunculan di
pasar keuangan di beberapa negara, seperti Tiongkok dan
Kenya, merevolusi sistem pembayaran, tabungan, kredit mikro,

ated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Untuk Akses
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dan fungsi perbankan lainnya dengan cara yang belum pernah
terjadi sebelumnya. Perusahaan rintisan ini terus memperoleh
pelanggan baru melalui aplikasi selulernya, tanpa memerlukan
produk perbankan yang sudah ada. Ini adalah pengalaman
layanan keuangan baru yang lebih didorong oleh teknologi dan
perilaku nasabah dibandingkan proses perbankan. Perubahan
ini didorong oleh perusahaan teknologi seperti m-Pesa, Ant
Financial (Alipay), Tencent (WeChat/WePay), dan Paytm. Hal
ini kemudian dikombinasikan dengan operator fintech negara
maju seperti Acorns, Digit, dan Robinhood untuk menciptakan
model perilaku dalam berinvestasi dan menabung (King, 2020).

Fintech dianggap sebagai salah satu sektor keuangan
yang paling menjanjikan mengingat solusi yang ditawarkannya.
Perkembangan fintech didorong oleh perusahaan rintisan yang
ditopang oleh model bisnis yang inovatif, solusi dan layanan
inovatif yang merevolusi dunia keuangan secara global.
Sebagian besar fintech berkaitan dengan aksesibilitas dan
ketersediaan infrastruktur (internet, teknologi seluler, sensor,
dan lain-lain), program teknologi (platform, analisis big data,
dan lain-lain), dan proses bisnis (Leong et al., 2017; Puschmann,
2017).

Istilah fintech awalnya diperkenalkan oleh Peter Knight,
seorang editor The Sunday Times Business Newsletter tahun
1980. Fintech merujuk pada layanan yang tersedia di internet
melalui komputer atau perangkat genggam. Awalnya, fintech
muncul untuk memenuhi kebutuhan dana bagi individu yang
ingin mengembangkan teknologi namun ditolak oleh
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pemerintah dan institusi keuangan lainnya (Kaji, Nakatsuma &
Fukuhara, 2021).

Fintech mengubah layanan keuangan secara drastis
dengan meningkatkan efisiensi, berpusat pada pelanggan dan
transparansi dalam industri jasa keuangan (Gomber et al., 2018),
dan memungkinkan seseorang melakukan transaksi finasial
tanpa perlu mempunyai akun bank dan memberikan potensi
sistem keuangan yang lebih aman, andal, dan efisien yang
memenuhi kebutuhan pelanggannya (Coeckelbergh, 2017).
Model bisnis fintech dikembangkan agar terjangkau dan hemat
biaya sehingga menonjol dibandingkan dengan penyedia
layanan keuangan tradisional (Gagliardi, Dickerson, & Skan,
2016).

Perkembangan industri fintech Indonesia ditopang oleh
semakin banyaknya pengguna internet dan telepon pintar.
Indonesia mengalami pertumbuhan penggunaan teknologi
digital yang semakin signifikan. Dalam laporan Hootsuite (We
are Social) yang bertajuk “Digital 2023 Global Overview Report”,
menunjukkan bahwa pada akhir Januari 2023 lebih dari 54
persen jumlah penduduk dunia sangat aktif menggunakan
internet. Terdapat 4,76 miliar jiwa dari total 8,01 miliar jiwa
merupakan pengguna internet aktif. Sementara dari total
penduduk Indonesia yang berjumlah 276,4 juta jiwa, pengguna
internet aktif berjumlah 60,40 persen atau setara dengan 167 juta
jiwa (Wearesocial, 2023).

Pelaku fintech tengah mengarahkan bisnis mereka ke
sektor Syariah. Keputusan ini diambil karena Indonesia memiliki
pasar yang luas dan sekitar 85 persen penduduknya beragama
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Islam. Walau fintech Syariah masih jauh tertinggal dibandingkan
fintech konvensional, diharapkan fintech Syariah di Indonesia,
yang merupakan negara dengan mayoritas Muslim, dapat
berkembang seiring dengan tren gaya hidup halal dan mendapat
dukungan lebih dari pemerintah yang semakin fokus pada
industri ekonomi dan keuangan Syariah (Rohman, 2023).

Perkembangan digital di sektor keuangan memperluas
akses dan memperkuat stabilitas bagi komunitas yang belum
memiliki akses perbankan (unbanked). Inovasi digital berpotensi
menumbuhkan persaingan antar dunia usaha, meningkatkan
keberagaman layanan keuangan, dan pada gilirannya
mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Terdesentralisasinya sistem keuangan mengurangi
ketergantungan pada pihak-pihak tertentu, menjadikan inovasi
digital sebagai faktor penting dalam mencapai pembangunan
yang adil dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas.

Kebutuhan masyarakat akan layanan fintech semakin
beragam. Umumnya, Peer-to-Peer (P2P) Lending merupakan
layanan fintech Syariah yang paling sering diimplementasikan di
berbagai negara. Di sisi lain, layanan fintech Syariah yang
volume transaksinya masih rendah adalah layanan asuransi.
Menariknya, adalah penyelenggara fintech di negara-negara
ASEAN mulai mengarahkan fokus mereka dari pelanggan
individu ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang
diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi
(CCAF, ADBI, & FinTechSpace, 2019).

Annual Member Survey (AMS) 2022/2023 vyang
diselenggarakan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)
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menunjukkan bahwa fintech memainkan peran penting dalam
UMKM. Fintech menyokong UMKM, mulai dari dukungan
finansial untuk bisnis, memfasilitasi transaksi, pendampingan
akuntansi digital dan penghitungan dan pelaporan pajak. Selain
itu, inisiatif Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)
dari Bank Indonesia, yang banyak digunakan oleh UMKM, turut
memfasilitasi adopsi dan pemanfaatan fintech secara luas
(AFTECH, 2023).

Industri jasa keuangan memiliki peran krusial dalam
mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Namun
hal ini saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan industri
jasa keuangan. Industri jasa keuangan seharusnya tidak hanya
mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga mendukung
perluasan lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan
mengurangi tingkat kemiskinan (Beck, Demirgtic-Kunt, &
Maksimovic, 2008).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan
salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan
ekonomi di Indonesia (Marliyah, Nawawi, & Humairoh, 2022).
Kehadiran UMKM terbukti mampu mengatasi berbagai
permasalahan perekonomian, mulai dari penciptaan lapangan
kerja hingga pengentasan kemiskinan dan mengurangi
ketimpangan distribusi pendapatan (Erdin & Ozkaya, 2020;
Meghana, Asli, & Maksimovic, 2011; Tambunan, 2012). Selain
berperan dalam menciptakan kesempatan kerja dan
meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi, UMKM juga
berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia
(Lubis, Lumbanraja & Hasibuan, 2018). Studi yang dilakukan
pada 70 negara menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi
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terhadap ketenagakerjaan dan Produk Domestik Bruto (PDB)
(Ayyagari et al., 2016).

Menurut Bank Dunia peranan UMKM sangat penting
karena (a) berkontribusi sekitar 40 persen PDB; (b) mencakup
lebih dari 90 persen dari total perusahaan; dan (c) menyediakan
50 persen dari total pekerjaan (World Bank Group, 2020).
European Commission menyebutkan terdapat 22,8 juta UMKM
mencakup lebih dari 99,8 persen dari total perusahaan, 64,4
persen dari total tenaga kerja dan 51,8 persen dari nilai tambah
bruto di negara-negara Eropa pada tahun 2021(Commission,
2022). BPS menyebutkan UMKM di Indonesia berjumlah 65,4
juta unit atau sebesar 99,9 persen dari total perusahaan,
menyerap 119,5 juta tenaga kerja atau sebesar 96,9 persen dari
total tenaga tenaga dan menyumbang 60,5 persen PDB di tahun
2019 (Badan Pusat Statistik, 2019).

Meski berperan strategis, UMKM masih menghadapi
tantangan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Salah satu
tantangan yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan modal
(Pritandhari, 2022; Tambunan, 2012). Sebagian besar UMKM
tidak memiliki akses pembiayaan perbankan dan lembaga
keuangan non-bank (Schiffer & Weder, 2001; Beck, Demirgiic-
Kunt, & Maksimovic, 2008; Irjayanti & Azis, 2012; Tambunan,
2012). Rendahnya jumlah UMKM yang menerima pembiayaan
dari perbankan terhambat oleh berbagai hambatan teknis dan
non-teknis misal agunan yang tidak memadai, mekanisme yang
kompleks, dan keterbatasan informasi (Beck, 2017).

Indonesia, misalnya, dengan PDB sebesar $1,1 triliun
pada tahun 2021, memiliki 100 juta populasi yang tidak
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mempunyai rekening bank pada periode yang sama. Terkait
UMKM, hanya 39 persen yang merupakan usaha mikro dan 50
persen usaha menengah memanfaatkan layanan pembiayaan
dari bank (Deni et al., 2022). Beberapa penelitian empiris
menunjukkan bahwa kinerja unggul suatu perusahaan dapat
dicapai melalui perolehan modal finansial. Aksesibilitas ke
keuangan meningkatkan pertumbuhan perusahaan  dan
pembangunan dan pada gilirannya, mempengaruhi kinerja
ekonomi secara keseluruhan secara positif (Syahdan, Djaelani &
Mahdi, 2020). Wiklund dan Shepherd (2005) menyebutkan
bahwa agar usaha kecil dapat mencapai dan mempertahankan
keunggulan kompetitif, mereka memerlukan akses yang baik
terhadap sumber daya keuangan. Studi Wiklund dan Shepherd
(2005) menemukan bahwa akses terhadap modal keuangan
dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dipertegas oleh
Liu, et al (2022) bahwa UMKM yang mempunyai akses
pendanaan yang dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis lebih
tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki akses serupa.

Semua  penelitian = mengenai UMKM  telah
mengidentifikasi bahwa terbatasnya akses terhadap pendanaan
dari lembaga keuangan formal adalah penyebabnya kendala
terbesar yang dihadapi banyak UMKM. Hal ini menghalangi
mereka untuk mencapai tingkat produktivitas dan daya saing
yang lebih tinggi karena terbatasnya akses terhadap sumber
keuangan yang menyebabkan kurangnya sumber daya untuk
mempekerjakan karyawan yang terlatih, perluasan pasar,
inovasi dan peningkatan teknologi (Minetti dan Zhu, 2011;
Rahaman, 2011; Ayyagari et al., 2016; Jinjarak & Wignaraja, 2016;
Kumar, 2017; Tambunan, 2018). Lebih lanjut Levine (2004)
menegaskan perusahaan yang memiliki akses keuangan yang
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terbatas atau tidak sama sekali dapat menghadapi kendala serius
terkait kemampuannya dalam mencapai pertumbuhan
perusahaan.

Peran  industri  keuangan  tradisional = dalam
pengembangan dan keberlanjutan bisnis UMKM masih kurang
optimal. Pemerintah telah berupaya untuk memberikan akses
keuangan yang lebih baik kepada UMKM melalui lembaga
keuangan formal. Namun terdapat kesenjangan yang besar
antara tingkat pembiayaan yang dibutuhkan UMKM dengan
tingkat pembiayaan yang diberikan ( AFTECH, 2021).

Terdapat beberapa hambatan yang mengurangi akses
pembiayaan oleh UMKM. Dari sisi lembaga keuangan, hal ini
mencakup kurangnya pengetahuan staf lembaga keuangan
mengenai karakteristik UMKM dan kebutuhannya. Kendala
lainnya adalah belum mampunya lembaga keuangan
memberikan pinjaman kepada UMKM karena database calon
UMKM yang mereka gunakan (sebagai database untuk
menjaring calon nasabah) masih terbatas (APF Canada, 2018;
ILO, 2019; PwC, 2019); dan terbatasnya segmen masyarakat yang
dapat dilayani oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya
(Chen & Sergi, 2018; Seibel & Agung, 2006).

Sementara itu, hambatan dari sisi UMKM, adalah
manajemen usaha yang belum profesional serta keuangan
perusahaan yang belum dipisahkan dari keuangan pribadi.
Hambatan lain adalah ketidaklengkapan dokumen hukum atau
administratif misal izin usaha dan dokumen administrasi
lainnya. Di samping itu, pemahaman terhadap produk dan jasa
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keuangan, khususnya di bidang pendanaan, di kalangan usaha
kecil dan menengah masih rendah (BI & LPPI, 2015; PwC, 2019).

Penyaluran pembiayaan terhadap UMKM terus
meningkat dari tahun ke tahunnya namun porsi pembiayaan
UMKM terhadap total pembiayaan perbankan masih kecil. OJK
melaporkan jumlah pembiayaan kepada UMKM tahun 2022
sebesar Rp1.348 triliun dari total pembiayaan yang disalurkan
oleh lembaga bank yang sebesar Rp6.497 triliun atau hanya
sebesar 21 persen sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 1.1
berikut:

5.683

Triliun Rp

1.10Z
2019 2020 2021

H TOTAL PEMBIAYAAN PERBANKAN
B TOTAL PEMBIAYAAN UMKM

Gambar 1. 1 Porsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit
Perbankan (Triliun Rupiah)
Sumber: OJK (diolah), 2023

Lembaga keuangan Syariah dapat menjadi salah solusi
yang tepat dalam memenuhi kebutuhan permodalan UMKM di
Indonesia. Pembiayaan kepada UMKM yang dilakukan
perbankan Syariah meskipun meningkat cukup signifikan setiap
tahunnya di mana pada tahun 2022 mencapai Rp87 triliun
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namun porsinya masih kecil dibandingkan dengan total
pembiayaan Syariah yang sebesar Rp49ltriliun atau hanya
sebesar 17 persen sebagaimana ditampilkan Gambar 1.2 berikut:

66 69 ® 87

2019 2020 2021 2022

Triliun Rp

ETOTAL PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
B TOTAL PEMBIAYAAN UMKM

Gambar 1. 2 Porsi Pembiayaan UMKM Terhadap Total
Pembiayaan Perbankan Syariah (Triliun Rupiah)
Sumber: OJK (diolah), 2023

Selain perbankan, penyaluran pembiayaan ke UMKM juga bisa
dilakukan melalui fintech. Pemerintah Indonesia sekarang
menganggap industri fintech berpotensi menyokong UMKM
yang belum mendapatkan perhatian cukup dari sektor
perbankan. Salah satu produk fintech yang mewakili inovasi
produk perbankan adalah layanan pinjaman bernama P2P
Lending. Sejak Zopa, pelopor P2P Lending yang dibangun oleh
Dave Nicholson, Giles Andrews, dan Richard Duvall,
diluncurkan di Inggris pada tahun 2005, platform ini
berkembang pesat di seluruh dunia (Liu et al., 2018).

Dalam pandangan Moro-Visconti, Rambaud, & Pascual
(2020), fintech dapat memberikan solusi untuk keuangan
berkelanjutan di antaranya pembiayaan UMKM dan solusi
platform digital (crowdfunding dan P2P Lending). P2P Lending
adalah platform pendanaa yang memungkinkan pemberi
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pinjaman dan peminjam berinteraksi secara langsung melalui
media online tanpa melalui institusi keuangan (Chen et al., 2014;
Guo et al., 2016). Peminjam menyampaikan informasi tentang
detail mengenai kondisi pribadi dan keuangan mereka, dan
pemberi pinjaman diberi kesempatan untuk menilai risiko
peminjam dan memilih preferensi pembiayaan mereka. Baik
pemberi pinjaman maupun peminjam dapat berupa individu
atau bisnis (Galloway, 2009).

Kelebihan dari P2P Lending adalah menawarkan akses
pembiayaan yang lebih cepat dan mudah, terutama bagi
perorangan atau UMKM yang belum mendapatkan layanan dari
lembaga keuangan formal atau yang menghadapi menghadapi
tantangan dalam memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan
konvensional seperti bank (unbanked dan underserved) (Jagtiani
& Lemieux, 2018; Kusumaningsih, Pratiwi, Supriadi, & Priadi,
2018; Marginingsih, 2021; Zetzsche, Buckley, Barberis, & Arner,
2017; Ravishankar, 2021; Katsamakas & Sanchez-Cartas, 2022;
OJK, 2023b). Dengan kata lain, fintech dapat mempercepat dan
meningkatkan inklusi keuangan (Makina, 2019; Arner et al,
2020; Kurniasari et al., 2021; Soemitra, 2023).

Inklusi keuangan diketahui merujuk pada proses yang
meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi layanan
keuangan, yang pada gilirannya mendukung perbaikan kualitas
hidup, membuka peluang baru, dan memperkuat ekonomi.
(Babajide, Adegboye & Omankhanlen, 2015) dan literasi
keuangan merupakan merupakan faktor penting untuk inklusi
keuangan (Kostov, et al., 2015; Grandolini, 2015; Chikalipah,
2017; Abel et al., 2018). Literasi keuangan dapat didefinisikan
sebagai kesadaran, wawasan, dan pemahaman individu
mengenai konsep keuangan (Shih & Ke, 2014). Literasi keuangan
mencakup pemahaman pengetahuan keuangan yang berkaitan
dengan pengelolaan sumber daya keuangan. Ini juga dapat
didefinisikan sebagai kemampuan untuk menilai dan
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mengambil keputusan terkait pengelolaan keuangan (Samy et
al., 2008).

Dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan
(SNLIK) tahun 2022, terdapat 5 (lima) indikator yang dinilai
untuk menentukan tingkat literasi keuangan, yaitu pengetahuan,
keterampilan, keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan, serta
sikap dan perilaku keuangan untuk menilai upaya peningkatan
kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan
individu. Hasil SNLIK tahun 2022 menghasilkan indeks literasi
keuangan masyarakat Indonesia mencapai 49,68 persen,
mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 (38,03 persen). Di
samping itu jika dilihat dari indeks literasi keuangan
berdasarkan segmen layanan keuangan, fintech termasuk
terendah yaitu sebesar 10,90 persen (OJK, 2022). Hal ini
menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia
belum mempunyai literasi keuangan yang baik.

Untuk mencapai pertumbuhan UMKM diperlukan
upaya peningkatan literasi keuangan pemilik dan pengelola.
Pengetahuan keuangan dalam menjalankan usaha mereka
sangat penting bagi UMKM. Misalnya, mereka perlu memiliki
kemampuan menyusun laporan keuangan dalam kegiatan
pembiayaan yang membutuhkan pengetahuan keuangan
lainnya (Christelis, Jappelli & Padula, 2010; Bruhn & Zia, 2011;
Drexler, Fischer & Schoar, 2014; Dahmen & Rodriguez, 2014;
Hossain, 2020).

Dalam menyalurkan dan meningkatkan pembiayaan
kepada UMKM, P2P Lending dapat memberikan solusi di mana
lembaga keuangan konvensional tidak dapat melakukannya.
Hal ini disebabkan faktor keunikan dalam model operasi mereka
(Ventura et al., 2015), di antaranya, pembiayaan tanpa jaminan
yang merupakan produk P2P Lending yang paling umum saat
ini dan model penilaian pembiayaan yang inovatif. Namun P2P
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Lending juga menghadapi berbagai risiko seperti pembiayaan
macet, pencurian data, dan pembiayaan fiktif. P2P lending wajib
menjamin keamanan semua transaksi keuangan yang terjadi di
platform mereka dan didasarkan pada peraturan formal dan
tepat untuk melindungi kepentingan semua pihak. Keberhasilan
industri ini bergantung pada strategi mitigasi risiko mereka
(Kurniasari et al., 2021).

Selain strategi mitigasi risiko, dalam meningkatkan
pembiayaan kepada UMKM penyelenggara P2P lending juga
harus menyediakan berbagai pilihan produk bagi pelanggan,
bersama dengan kualitas yang lebih baik dengan harga
terjangkau. Inklusivitas keuangan merupakan kondisi di mana
produk dan layanan keuangan terjangkau, disajikan dengan
memenuhi akuntabilitas, berkelanjutan dan tersedia bagi
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka (Kurniasari et
al., 2021). Konsistensi berinovasi perusahaan fintech dalam
pengembangan produk dan layanan yang disesuaikan untuk
pengguna dan UMKM untuk meningkatkan akses keuangan dan
inklusivitas. Akses produk keuangan melalui fintech
berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih besar bagi
UMKM (Nugraha et al., 2022).

Data OJK menunjukkan bahwa pembiayaan yang
disalurkan P2P Lending meningkat tajam dalam lima tahun
terakhir. Total pembiayaan P2P Lending di tahun 2022 mencapai
Rp51,12 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi tahun 2018,
angka ini tumbuh sekitar 1.054 persen sebagaimana ditampilkan
Gambear 1.3 berikut:
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Gambear 1. 3 Nilai Pendanaan Fintech P2P Lending (Triliun
Rupiah)
Sumber: OJK (diolah), 2023

Kinerja P2P Lending secara keseluruhan menunjukkan
tren positif terlihat dari peningkatan outstanding pembiayaan
sebesar 12,46 persen secara year on year menjadi Rp53,12 triliun
per Agustus 2023. Tetapi, terjadi penurunan outstanding
pembiayaan secara month to month sebesar 5,11persen dengan
tingkat kesehatan pembiayaan yang terjaga dengan TWP90 di
bawah 5 persen yaitu pada level 2,88 persen sebagaimana
ditampilkan Gambar 1.4 berikut:
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Gambar 1. 4 Outstanding Penyaluran Pembiayaan Fintech P2P
Lending (Triliun Rupiah)
Sumber: OJK (2023b)
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Sementara itu pada akhir tahun 2022 sumbangan P2P
Lending Syariah belum signifikan dibandingkan dengan total
industri, tetapi berpotensi besar untuk berkembang di masa
depan. Tercatat aset P2P Lending Syariah sebesar Rp133,64
miliar atau 2,42 persen dari total aset industri P2P Lending. Dari
segi outstanding pembiayaan, P2P Lending Syariah memiliki
outstanding pembiayaan sebesar Rp1,99 triliun atau 3,89 persen
dari total outstanding pembiayaan P2P Lending. Sedangkan total
pembiayaan yang disalurkan P2P Lending Syariah sebesar
Rp7,13 triliun atau sebesar 1,35 persen dari total penyaluran
pembiayaan fintech P2P Lending (OJK, 2023a).

Outstanding pembiayaan P2P Lending kepada UMKM
tercatat belum signifikan yaitu sebesar Rp53,12 triliun (posisi
Agustus 2023). Jenis pembiayaan sektor produktif tertinggi
bersumber dari perdagangan besar dan eceran, reparasi dan
perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 44,9 persen dari total
pembiayaan sektor produktif sebagaimana ditampilkan Gambar

50,00

1.5 berikut:
40,00
30,00
20,00
10,00

Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22 Mar-23 Jun-23 Aug-23

60,00

B Outstanding Pinjaman (Triliun Rp) Presentase terhadap UMKM

Gambar 1. 5 Porsi Outstanding Pembiayaan Fintech P2P
Lending Kepada Sektor UMKM (Triliun Rupiah)
Sumber: OJK (2023b)
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Potensi lain muncul dari besarnya kebutuhan
pembiayaan UMKM. Studi yang diinisiasi oleh EY Parthenon
dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)
memperlihatkan tren peningkatan gap antara penawaran dan
permintaan pembiayaan UMKM hingga tahun 2026 yang
diperkirakan sebesar Rp4.300 triliun sementara lembaga
keuangan memiliki kapasitas terbatas hanya sebesar Rp1.900
triliun (EY Parthenon, 2023) sebagaimana ditampilkan Gambar
1.6 berikut:
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Gambear 1.6 Permintaan Historis dan Proyeksi Pembiayaan
UMKM
(Triliun Rupiah) Sumber: EY Parthenon, 2023
Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor
fintech. Menurut Napitupulu et al. (2017) hal ini disebabkan oleh
berbagai faktor, termasuk perubahan perilaku, perekonomian,
geografi, kultur, demografi, dan pengetahuan dan pemahaman
masyarakat tentang produk dan layanan keuangan. Dalam
konteks fintech Syariah, prospek ekspansinya terlihat sangat
menjanjikan dan didukung oleh beberapa faktor kunci yang
dapat mempercepat pertumbuhannya. Menurut Rohman et al.
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(2021), faktor-faktor berikut mendorong peluang besar dalam
pengembangan fintech Syariah di Indonesia: (1) Sebagai
mayoritas penduduk Indonesia, umat Islam dianggap sebagai
pasar yang potensial untuk perkembangan fintech Syariah di
masa mendatang. Dengan jumlah fintech Syariah yang masih
terbatas, ada peluang untuk pertumbuhan yang signifikan
dengan menarik lebih banyak pelanggan dari masyarakat
Muslim; (2) Perkembangan ekonomi Syariah baik di dalam
negeri maupun mancanegara berpotensi menuju arah positif
yang bisa mendorong kemajuan fintech Syariah; (3) Semakin
intensifnya stimulus dan dukungan dari pemerintah dan Majelis
Ulama Indonesia (MUI) dalam mempromosikan ekonomi
Syariah turut memperkuat inisiatif pengembangan fintech
Syariah di tanah air; dan (4) Pemanfaatan teknologi yang
semakin menyebar di berbagai komunitas membuat produk
fintech Syariah mudah diidentifikasi dan digunakan masyarakat.

Fintech Syariah dapat memperkuat keuangan Syariah
dengan melalui peningkatan efisiensi layanan dan mengatasi
berbagai tantangan (Ali et al., 2019). Adapun tantangan yang
dihadapi fintech Syariah di Indonesia menurut Rohman et al.
(2021), antara lain: (1) Masyarakat masih belum familiar dengan
fintech Syariah karena rendahnya edukasi dan pengetahuan
masyarakat mengenai jasa keuangan Syariah; (2) Kebanyakan
regulasi yang dikeluarkan pemerintah meliputi fintech
konvensional, dan belum sepenuhnya mengakomodasi fintech
Syariah; (3) Rendahnya pemahaman agama masyarakat terlihat
dari masih banyaknya orang yang terlibat dalam praktik riba;
dan (4) Jumlah SDM yang memahami dan menguasai aturan
berkenaan ekonomi Syariah masih terbatas.
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Perkembangan teknologi digital yang pesat telah
berdampak sangat luas. Revolusi digital ini secara fundamental
mengubah upaya banyak perusahaan dalam mengelola
bisnisnya. Hitt, Ireland, & Hoskisson, (2019) berpendapat bahwa
perubahan teknologi digital telah memaksa perusahaan untuk
mengubah model bisnis yang biasa digunakan untuk
memperoleh keuntungan dan secara masif selanjutnya
menciptakan lanskap industri yang sangat kompetitif dan penuh
dengan ketidakpastian.

Inovasi yang diterapkan fintech Syariah berpotensi
merevolusi layanan keuangan Syariah melalui penggunaan
teknologi canggih. Model bisnis merupakan aspek terpenting
dalam inovasi suatu organisasi yang perlu diperhatikan
(Chesbrough & Rosenbloom, 2002). Temuan penelitian ini
dikembangkan oleh Nicoletti (2017) yang menyatakan bahwa
ada empat inisiatif penting yang dapat dilakukan perusahaan
dalam melakukan inovasi yaitu produk, proses, organisasi, dan
model bisnis. Penelitian tentang model bisnis bertujuan untuk
menjawab  pertanyaan tentang bagaimana organisasi
menciptakan nilai. Model bisnis telah digambarkan sebagai
konsep dari perspektif yang berpusat pada pelanggan atau
digunakan untuk menyoroti aspek-aspek yang merupakan
batasan bagi aspek bisnis.

Hasil penelitian kolaborasi antara Christoper Zott dan
Lorenzo Massa dari IESE Business School serta Raphael Amit
dari University of Pennsylvania menunjukkan bahwa istilah
model bisnis muncul terutama untuk menerangkan tiga
fenomena. Pertama, terkait dengan e-business dan penggunaan
teknologi informasi dalam suatu organisasi; kedua, terkait
dengan masalah strategi, seperti penciptaan nilai, keunggulan
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kompetitif, dan kinerja perusahaan; dan ketiga, terkait dengan
manajemen inovasi dan teknologi (Zott, Amit, & Massa, 2011).

Untuk memahami persaingan dan kolaborasi dalam
inovasi fintech dapat dilakukan dengan menganalisis ekosistem
fintech. Ekosistem fintech adalah jaringan kompleks yang terdiri
dari interaksi perusahaan fintech, lembaga keuangan, regulator,
pemerintah, investor, dan lembaga talenta yang memiliki minat
yang sama dalam memajukan industri jasa keuangan melalui
inovasi teknologi (OXEPR, 2019). Diemers et al, (2015)
mengemukakan ekosistem fintech sangat penting untuk
mengembangkan inovasi teknologi ini agar sistem keuangan dan
pasar lebih efisien dan meningkatkan pengalaman pelanggan.
Elemen-elemen ekosistem fintech tersebut terdiri dari: (1)
Pemerintah (menerapkan kebijakan dan peraturan yang
mendorong pengembangan ekosistem fintech; (2) Lembaga
keuangan (meliputi bank, investor, pemodal ventura); (3)
Pengusaha (berkontribusi melalui teknologi yang inovatif dan
disruptif).

Sedangkan menurut Lee & Shin (2018) elemen-elemen
ekosistem fintech terdiri dari : (1) Perusahaan rintisan fintech
(misal perusahaan fintech pembayaran, pengelolaan kekayaan,
peminjaman, urun dana, pasar modal, dan asuransi);, (2)
Pengembang teknologi (misal analisa data besar, komputasi
awan, cryptocurrency, dan pengembang platform online); (3)
Lembaga Pemerintah (misal otoritas keuangan dan lembaga
legislatif); (4) Pelanggan (misal perorangan dan institusi); dan (5)
Lembaga keuangan konvensional (misalnya bank, asuransi,
sekuritas dan pemodal ventura). Berbagai pemangku
kepentingan dalam ekosistem fintech saling mendukung dan
berperan dalam mendorong inovasi, merangsang ekonomi,
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mendorong sinergisitas dalam sektor finansial, dan berdampak
pada kemanfaatan bagi pelanggan.

Dalam Global Islamic Fintech (GIFT) Report 2021,
dilaporkan terdapat beberapa indikator yang dipakai untuk
menilai keberlanjutan ekosistem bisnis fintech Syariah, seperti
(a) peraturan; (b) kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam; (c)
jangkauan fintech global; (d) hubungan yang erat dengan
konsumen; (e) talenta; (f) permodalan; (g) keterlibatan bank; dan
(h) pangsa pasar keuangan Syariah (DinarStandard & Ellipses,
2021). Keseluruhan indikator tersebut berhubungan secara
positif dengan kekuatan dan keberlangsungan industri fintech
Syariah di suatu negara.

Model bisnis P2P Lending Syariah yang dapat
meningkatkan pembiayaan UMKM yang berkelanjutan di
Indonesia merupakan fokus utama dalam penelitian disertasi ini.
Pembiayaan UMKM yang berkelanjutan yang dibahas dalam
penelitian ini merujuk pada pembiayaan yang memberi dampak
pada keberlangsungan usaha UMKM. Dalam pandangan Eresia-
Eke & Raath (2013) UMKM yang memiliki keberlangsungan
usaha adalah yang menunjukkan pertumbuhan usaha (business
growth) dari waktu ke waktu. Terdapat tiga variabel yang dapat
diukur untuk menentukan pertumbuhan wusaha yaitu
pertumbuhan keuangan (financial growth), pertumbuhan
strategis (strategic growth) dan pertumbuhan organisasi
(organizational growth). Wickham (2006) mendefinisikan
pertumbuhan keuangan sebagai pengembangan bisnis sebagai
entitas komersial, berfokus pada peningkatan omset, biaya dan
investasi yang dibutuhkan untuk mencapai omset itu, dan
keuntungan yang dihasilkan; pertumbuhan strategis berkaitan
dengan perubahan yang terjadi di mana organisasi berinteraksi
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dengan lingkungannya sebagai keseluruhan strategis yang
koheren, terutama, berkaitan dengan cara organisasi
mengembangkan kemampuannya untuk memperluas pasar; dan
pertumbuhan organisasi berkaitan dengan perubahan dalam
proses, budaya, dan sikap bisnis saat tumbuh dan berkembang.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemudahan
akses keuangan bagi UMKM yang diberikan oleh lembaga
keuangan berdampak bukan saja pada pemenuhan kebutuhan
modal (Barata, 2019; Shofawati, 2019; Winarto, 2020; Utami &
Sitanggang, 2021; Eca, 2022; AFTECH, 2023) tetapi juga pada
omzet (Shariff, Peou & Ali, 2010; Fraser, Bhaumik & Wright,
2015; Kumar, 2017; Hossain, 2020; Saripudin, Nadya &
Igbal,2021; Ega, 2022); peningkatan literasi keuangan (Kumar,
2017; Saripudin, Nadya & Iqbal,2021; Mahmood et al., 2017); dan
peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) (Kumar,
2017; Barata, 2019; Abbasi et al., 2020). Dengan demikian
pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM berdampak pada
pemenuhan kebutuhan modal serta peningkatan omzet, literasi
keuangan, dan kapabilitas SDM, dan selanjutnya berdampak
pada keberlangsungan bisnis UMKM.

Sesuai dengan in-depth interview peneliti dengan Bapak
Muhammad Rasyid Ridho dari PT Alami Fintek Sharia dan
Bapak Handika Surbakti dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia
(AFSI) terkait upaya pengembangan model bisnis P2P Lending
Syariah yang dapat meningkatkan pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan di Indonesia, ada empat faktor yang harus
mendapat perhatian penyelenggara P2P Lending Syariah yaitu
(1) Regulasi dari regulator (Peraturan OJK/POJK dan fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia/ DSN-MUI);
(2) Sosial (peningkatan kesadaran sosial meliputi privasi dan
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keamanan data dan proteksi nasabah dari risiko pembiayaan); (3)
Teknologi (infrastruktur teknologi informasi dan kemudahan
penggunaan teknologi oleh nasabah); dan (4) Manajerial
(manajemen sumber daya insani dan manajemen permodalan).
Keempat faktor tersebut sejalan dengan elemen-elemen yang
terdapat di dalam ekosistem fintench.

Sejumlah aturan dan kebijakan telah dikeluarkan oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bank
Indonesia (BI) dan OJK bagi industri fintech konvensional.
Namun, dalam penerapannya masih ada berbagai masalah dan
tantangan, khususnya terkait perlindungan konsumen dan
pelaku usaha fintech, akibat hadirnya fintech ilegal yang tidak
terawasi asosiasi fintech dan OJK. Meskipun OJK telah rutin
mempublikasikan daftar perusahaan fintech yang memiliki izin
operasional, langkah ini belum cukup efektif untuk menutup
celah, sehingga praktik fintech ilegal masih terus berlangsung.
Kondisi ini tidak hanya merugikan pengguna jasa, tetapi juga
mengganggu ekosistem bisnis fintech secara keseluruhan
(Rohman et al., 2021).

Berbagai masalah hukum sering kali muncul dalam
industri fintech, termasuk fintech Syariah, seperti masalah dalam
penagihan dan penyalahgunaan data pribadi nasabah. Salah satu
kasus yang menjadi sorotan di media sosial pada tahun 2018
adalah penagihan kredit oleh perusahaan fintech RupiahPlus
(RP) yang dilakukan dengan cara kasar dan intimidatif (Rizki,
2018). Upaya perlindungan hukum dapat diawali dengan
pembuatan regulasi fintech Syariah. Penyusunan dan penataan
sistem regulasi perlu difokuskan pada efektivitas sistem hukum
dalam ekonomi pasar. Ketua Umum AFSI, Ronald Yusuf Wijaya,
menyarankan OJK untuk mengeluarkan regulasi yang lebih luas
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terkait operasional fintech mengingat POJK fintech belum
mampu memenuhi kebutuhan industri fintech Syariah
(Wulandari, 2021).

Selain aspek regulasi dan perlindungan konsumen, aspek
teknologi, sumber daya insani (talenta) dan pendanaan juga
menjadi fokus dalam AMS 2022/2023. Teknologi digital yang
yang diadopsi oleh industri fintech dipandang dapat mendorong
pertumbuhan inklusi keuangan. Tetapi ada beberapa tantangan
berupa kesenjangan yang masih harus diatasi, di antaranya
adalah teknologi dan infrastruktur pendukung dan keahlian.
Kesenjangan teknologi ini dapat berdampak langsung pada
kemampuan dan efektivitas operasional perusahaan fintech,
seperti dalam hal adopsi teknologi seperti penerapan cloud
computing, blockchain, atau kecerdasan buatan. Negara-negara
dengan teknologi yang lebih maju mungkin dapat
mengimplementasikan teknologi lebih cepat dan efisien,
berdampak pada keunggulan kompetitif dalam hal
produktivitas, penghematan biaya, dan inovasi.

Pelaku industri fintech turut mengalami kesenjangan
keahlian berupa keahlian strategis, yaitu perlindungan siber,
analisis data dan pemahaman sektor finansial. Solusi yang dapat
dilakukan di anataranya menyelenggarakan pelatihan internal
dalam berbagai keahlian, dan menarik talenta dari perusahaan
serupa.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi digital yang cepat
di Indonesia, penyelenggara fintech mengandalkan beberapa
sumber permodalan sebagai penopang utama ekspansi dan
kesinambungan sektor ini. Survei AMS 2022 /2023 menunjukkan
38,7 persen responden mendapatkan modal dari perusahaan
modal ventura, menunjukkan ketertarikan investor yang besar
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terhadap peluang di industri fintech Indonesia. Di sisi lain, 36
persen responden mengandalkan modal sendiri,
mengindikasikan komitmen dan keyakinan pelaku fintech
terhadap industri fintech.

Berdasarkan temuan empiris pada studi literatur
terdahulu, penelitian model bisnis fintech berkisar pada area
pembayaran mobile, keuangan mikro, P2P Lending, dan
crowdfunding (Liu, Li, & Wang, 2020). Penelitian disertasi ini
berupaya mengambil area model bisnis fintech khususnya P2P
Lending Syariah yang berkenaan dengan keuangan mikro. Hal
tersebut sejalan dengan perkembangan P2P Lending Syariah
dalam pembiayaan UMKM namun jumlahnya masih kecil jika
dibandingkan dengan keseluruhan total pembiayaan lembaga
perbankan nasional. Sehingga, model bisnis dalam penelitian
disertasi ini diharapkan sebagai inovasi dalam mengembangkan
keuangan mikro terutama pembiayaan mikro Syariah di
Indonesia.

Selain penelitian terdahulu mengenai model bisnis,
beberapa temuan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor
yang dominan dalam pembentukan model bisnis fintech menjadi
subjek penelitian disertasi ini. Roeder et al, (2018)
mengidentifikasi enam dimensi model bisnis fintech yaitu: (a)
Komponen Teknologi Dominan; (b) Proposisi Nilai; (c) Saluran
Distribusi; (d) Pelanggan; (e) Arus Pendapatan; dan (f) Produk
dan layanan. Dimensi produk dan layanan menjadi faktor yang
paling berpengaruh pada kesuksesan model bisnis fintech.
Dimensi penawaran barang/jasa menjadi faktor keberhasilan
model fintech yang bertopang pada inovasi dalam menciptakan
keunggulan kompetitif perusahaan fintech (Roeder et al., 2018).
Model bisnis P2P Lending Syariah memiliki keunggulan khusus
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dalam penawaran layanan dengan berbasis akad-akad Syariah
yang berupaya menghindari akad-akad yang tidak sesuai
dengan Maqasid As-Syariah.

Penelitian yang mengkaji model bisnis P2P Lending
Syariah yang diimplementasikan untuk meningkatkan
pendanaan UMKM yang berkelanjutan di Indonesia sejauh ini
belum dipraktikkan. Namun sejumlah model bisnis fintech
Syariah yang pernah diteliti adalah: pertama, model bisnis
fintech berbasis Agricultural Value Chain Financing (AVCEF).
Model bisnis fintech ini merupakan skema pendanaan Syariah
berbasis komunitas dan institusional yang menargetkan sektor
pertanian dengan menyatukan sejumlah pelaku usaha seperti
pemilik tanah, pemasok, petani, perantara, pengecer, dan
investor (Ningrat & Nurzaman, 2019). Kekurangan penelitian ini
masih bersifat tawaran model (purposed model) yang belum
diimplementasikan dalam fintech Syariah terutama dalam
faktor-faktor pembentuk bisnis model yaitu dari pembentukan
kemitraan berbagai pihak dan infrastruktur teknologi terutama
di wilayah pertanian sehingga mendorong peneliti untuk
mengembangkan temuan faktor-faktor pembentuk model bisnis
P2P Lending Syariah dalam pembiayaan UMKM  secara
menyeluruh bukan hanya fokus pada sektor pertanian.

Kedua, model bisnis fintech yang mengintegrasikan
konsep baitul maal wa tamwil (BMT) atau dikenal sebagai
Fintech Micro BMT (FMB) dan dirancang dengan pendekatan
Business Model Canvas (BMC) yang diperkenalkan oleh
Osterwalder & Pigneur pada di tahun 2010. Model ini mencakup
sembilan blok utama yaitu: segmen pelanggan, proposisi nilai,
saluran distribusi, arus pendapatan, sumber daya utama,
hubungan pelanggan, aktivitas kunci, kemitraan strategis, dan
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skema biaya (Haidar, 2021). Kekurangan penelitian ini adalah
merancang satu model bisnis yang hanya terbatas pada
penyaluran pembiayaan sektor UMKM yang menjadi anggota
BMT sehingga masih bersifat sebagai wadah kerjasama BMT di
tingkat asosiasi dan membutuhkan pengembangan yang lebih
inovatif dalam bentuk digitalisasi layanan keuangan. Oleh
karena itu penelitian disertasi ini berupaya merancang model
bisnis P2P Lending Syariah yang cakupan segmen
pembiayaannya lebih luas, tidak terbatas pada UMKM yang
menjadi anggota BMT.

Ketiga, model bisnis fintech yang mendukung
Sustainable Development Goals (SDGs) terutama mengentaskan
kemiskinan (SDGs Pertama), mengurangi kelaparan (SDGs
Kedua) dan mengurangi ketidaksetaraan/ ketimpangan sosial
(SDGs Kesepuluh) di Indonesia (Hudaefi, 2020). Penelitian ini
menemukan sejumlah temuan model bisnis fintech yang dapat
menyokong ketiga SDGs tersebut dengan mengumpulkan dan
membiayai UMKM dan juga mencakup sejumlah upaya di
antaranya: (1) Pembiayaan sektor yang tertinggal; (2) Pemberian
bantuan kepada korban bencana alam dan konflik; dan (3)
Pengumpulan dan pendistribusian dana infaq, wakaf dan
sedekah (Hudaefi, 2020). Kekurangan penelitian ini adalah tidak
disertai dengan analisis mengenai bentuk hingga elemen-elemen
yang memengaruhi kesuksesan model bisnis fintech. Peneliti
dalam penelitian disertasi ini berupaya untuk menindaklanjuti
kekurangan penelitian tersebut.

Analisis ~ faktor-faktor =~ yang menjadi  prioritas
pengembangan model bisnis fintech dalam meningkatkan
pembiayaan UMKM yang berkelanjutan dapat dimodelkan
sebagai suatu suatu model yang ideal dengan teknik analisis
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Analytic  Network  Process (ANP). ANP  berupaya
mengkonstruksi ekosistem fintech apa saja yang membentuk
model bisnis P2P Lending Syariah yang ideal dan menganalisis
faktor-faktor yang menyertai setiap ekosistem P2P Lending
Syariah di Indonesia saat ini. Dengan demikian penelitian lebih
mendalam mengenai ekosistem fintech dan faktor-faktor yang
membentuk model bisnis P2P Lending Syariah dalam
meningkatkan pembiayaan UMKM yang berkelanjutan di
Indonesia sangat penting dilakukan.
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BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN LANDASAN
KONSEPTUAL

Komposisi kajian pustaka dalam penelitian ini
terdiri dari tiga bagian yaitu Grand Theory, Middle Range
Theory serta Applied Theory. Dalam konteks penelitian
ilmiah, Grand Theory mengacu pada kerangka teoritis yang
luas dan umum yang digunakan untuk menjelaskan
fenomena yang kompleks dalam suatu domain penelitian
tertentu. Grand Theory seringkali digunakan untuk
memberikan pemahaman yang luas dan mendalam tentang
aspek fundamental dari fenomena yang diteliti sebelum
lebih mendetail ke tingkat yang lebih spesifik. Grand
Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori
Magqasid al-Syari'ah (Ibnu “Asyur, 2001)

Middle Range Theory merupakan teori yang berada
pada level menengah. dalam penelitian merujuk pada
kerangka teoritis yang lebih terfokus dan spesifik
dibandingkan dengan Grand Theory, namun lebih luas dan
lebih  umum dibandingkan dengan Applied Theory.
Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Theory of Business Ecosystem (Moore, 1993) dan
Theory of Stakeholder (Freeman, 1984).

Applied Theory merupakan teori yang berada di
level mikro dan siap diaplikasikan. Applied Theory yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of
Disruptive (Christensen, 1997) dan Theory of Financial
Intermediation (Gurley & Shaw, 1956).
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Grand Theory, Middle Range Theory serta Applied
Theory dalam penelitian disertasi ini ditunjukkan pada
gambar 2.1 berikut:

Grand Theory (Ibnu ‘Asyur, 2001)

-
Magqasid al-Syari'ah }

Middle

RangeTheory (Moore, 1993) (Freeman, 1994)

s N
Theory of Business Ecosystem } [ Theory of Stakeholder

Applied Theory

Intermediation (Gurley & (Christensen, 1997)
Shaw, 1956)

[ Theory of Financial } [ Theory of of Disruptive

J

Gambar 2.1. Grand Theory, Middle Range Theory dan
Applied Theory

A. Magqasid al-Syari'ah

Tujuan ekonomi Islam adalah kemaslahatan atau
kesejahteraan manusia di bidang harta atau kekayaan
material. Namun demikian hal tersebut tidaklah dipahami
sebagai sesuatu yang terpisah dari bentuk pengabdian
(ibadah) kepada Allah Swt, sehingga kemaslahatan dan
pengelolaan harta material tetap harus merujuk pada nilai-
nilai ke-Tuhan-an dan berkaitan dengan aspek-aspek
kemaslahatan lainnya dalam Magqasid al-Syari'ah (Yafiz,
2015).

Magqasid al-Syari'ah secara terminologi mengacu
pada sekumpulan makna atau tujuan yang ingin diraih
oleh syara’” dalam sebagian besar atau seluruh kasus
hukumnya, atau bisa juga dipahami sebagai tujuan dari
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syariat, atau esensi dari setiap hukum yang ditetapkan
oleh syar’i (pemegang otoritas syariat, Allah SWT dan
Rasul-Nya) (al-Zuhaily, 1986). Menurut etimologi,
Magqasid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yakni Maqgashid
dan Syariah. Maqashid adalah bentuk plural dari maqshad
yang bermakna tujuan atau kesengajaan (Auda, 2008).
Sementara itu, Syariah dapat diartikan sebagai jalan
menuju sumber air selalu tersedia. Syariah juga dipahami
sebagai jalan yang lurus. Ini sangat sesuai dengan peran
Syariah bagi kehidupan manusia, baik dalam
hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat
manusia, baik yang beragama Islam ataupun non-Muslim
dan lingkungan sekitarnya (Syaltut, 1985)

Salah satu ulama kontemporer yang berkontribusi
besar dalam pemikiran Maqasid al-Syari'ah adalah
Muhammad ibn Tahir al-'Asyur atau lebih dikenal dengan
Ibnu “Asyur, seorang ulama kelahiran Tunisia tahun 1879.
Di tangan Ibnu “Asyur, Maqgasid al-Syari'ah praktis untuk
diimplementasikan kasus-kasus terkini sehingga syariat
Islam akan terus mampu menyikapi perubahan waktu.
Ibnu “Asyur menuangkan pemikiran mengenai Maqasid
al-Syari'ah dalam kitabnya Magqgasid al-Syari'ah al-
Islamiyah.

Ibnu “Asyur (2001) mendefinisikan Maqasid al-
Syari'ah sebagai hikmah, rahasia dan tujuan dari
penetapan Syari’at secara umum dengan tanpa membatasi
pada bidang tertentu. Dari definisi tersebut dapat
dipahami bahwa Magqasid al-Syari'ah adalah prinsip-
prinsip yang dijadikan sebagai referensi dalam
pembentukan hukum, dan prinsip-prinsip itu bersifat
universal dalam arti tidak terbatas pada satu atau dua
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permasalahan hukum. Magqasid al-Syari'ah merupakan
sasaran global dari syariah yang dirancang untuk meraih
kemaslahatan (maslahah) untuk manusia baik di dunia
maupun di akhirat, baik dalam urusan duniawi maupun
spiritual, baik dalam hubungan individu dengan
Tuhannya maupun dalam hubungan antarindividu.
Dalam pandangan Ibnu ‘Asyur, Maqasid al-Syari'ah
adalah konsep yang mengarah pada kepentingan umat
manusia secara keseluruhan, yang mencakup aspek
spiritual dan duniawi kehidupan mereka. Prinsip ini
membimbing interpretasi dan implementasi hukum-
hukum Syariah sehingga mereka dapat memenuhi tujuan-
tujuan tersebut, seperti menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta benda.

Magqasid al-Syari'ah menurut Ibnu ‘Asyur (2001)
terdiri dari atas dua bagian yaitu: Maqasid asy-Syari’ah al-
‘Ammah (tujuan umum) dan Maqasid asy-Syari’ah al-
Khashshah (tujuan khusus). Pemisahan antara Magqgasid
asy-Syari’ah al-‘Ammah dan Maqasid asy-Syari'ah al-
Khashshah membantu untuk memahami bahwa ada
tujuan-tujuan yang tetap dan universal dalam syari’at
Islam (Maqasid asy-Syari’ah al-’Ammah), sementara ada
juga tujuan-tujuan yang lebih kontekstual dan spesifik
yang perlu diperhatikan dalam mengaplikasikan hukum
(Maqasid asy-Syari’ah al- Khashshah). Hal ini
memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan hukum
dan adaptasi terhadap kondisi sosial yang berubah seiring
waktu.

Magqasid asy-Syari’ah al-“Ammah menurut Ibnu
‘Asyur (2001) adalah ma'aniy dan hikam yang tampak
diinginkan oleh asy-Syari' (Allah) dalam semua atau
sebagian besar kondisi pembentukan syariat, tidak hanya
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terbatas pada jenis hukum tertentu, mencakup awsaf
syariat, tujuan umum syariat, dan maksud-maksud yang
selalu diperhatikan dalam penetapan hukum, serta
beberapa nilai dari tujuan-tujuan yang tidak selalu tampak
pada seluruh jenis dimaksud syariat etapi terdapat dalam
banyak jenis hukum syariat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
Magqasid asy-Syari’ah al- “Ammah adalah makna dan
hikmah, yaitu mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip
dasar maslahat yang ingin dicapai melalui hukum-hukum
syariat, mempunyai karakteristik khas yang merefleksikan
keutamaan syariat Islam, memiliki tujuan dan prinsip
dasar sebagaimana dimaksud menjadi Maqasid al-
‘Ammah jika terdapat dalam seluruh atau sebagian besar
hukum-hukum syariat.

Magasid asy-Syari’ah al- ‘Ammah dari semua
hukum adalah tujuan yang tidak terbatas pada satu
hukum tertentu saja. Misal tujuan dari ibadah secara
umum adalah untuk memuliakan Allah Swt dan merasa
takut kepada-Nya, bertawakkal dan menyerahkan segala
urusan kepadaNya. Setiap aturan baik perintah ataupun
larangan bertujuan untuk mengabdi kepada Allah Swt,
menghadirkan  maslahat dan mencegah bahaya,
meringankan dan menghapus kesukaran. Maqasid asy-
Syari’ah al- ‘Ammah turut memelihara ketertiban
masyarakat, dan menjaga kebaikan akal, tindakan, dan
lingkungan sekitar.

Maslahat menurut terminologi dalam pandangan
Ibnu ‘Asyur adalah karakteristik satu tindakan yang bisa
mewujudkan kebaikan atau manfaat secara berkelanjutan
untuk umat maupun perorangan. Maslahat yang hendak

34 | The Integrated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Untulg
Umkm Berkelanjutan



dicapai menurut Ibnu “Asyur terdiri dari empat bagian,

yaitu:

1. Maslahat ditinjau dari dampaknya terhadap
keberlangsungan umat. Pembagian maslahah ini oleh
Ibnu ‘Asyur membantu dalam memahami berbagai
tingkatan dan jenis kepentingan yang harus
dipertimbangkan dalam merumuskan hukum Islam.
Dengan mempertimbangkan maslahah ini, hukum
Islam dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara
lebih luas dan kontekstual, sesuai dengan keadaan
masyarakat, ekonomi, dan kultur yang berbeda-beda
dari waktu ke waktu. Hal ini memberikan landasan
yang kuat bagi keberhasilan umat Muslim dalam
mempertahankan nilai-nilai Islam dan mewujudkan
kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Ditinjau dari perspektif ini maslahat terdiri atas
Maslahah al-Daruriyat, Maslahah al-Hajiyat dan
Maslahah al-Tahsiniyat.

a. Maslahah al-Daruriyyat merujuk kepada
kemaslahatan yang merupakan kebutuhan
fundamental dan esensial bagi kehidupan umat
Muslim. Ini mencakup perlindungan terhadap
agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan
(nasl), dan harta (maal). Maslahah ini merupakan
landasan yang harus dipenuhi untuk menjaga
eksistensi dan keberlanjutan umat secara
keseluruhan.

b. Maslahah al-Hajiyyat adalah kemaslahatan yang
memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak
esensial namun penting untuk kesejahteraan
umum. Contohnya termasuk pemenuhan
kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan
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aspek-aspek lain yang mendukung kehidupan
sosial yang stabil dan berkelanjutan.

c. Maslahah al-Tahsiniyyat mencakup
kemaslahatan yang bertujuan untuk
meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan
masyarakat secara keseluruhan. Ini meliputi
upaya-upaya untuk mencapai keadilan sosial,
pengembangan budaya, lingkungan yang sehat,
dan peningkatan kesejahteraan umum.

2. Maslahat ditinjau dari hubungan dengan masyarakat
secara umum, komunitas, atau perorangan. Pembagian
ini membantu dalam memahami bahwa hukum Islam
tidak hanya mempertimbangkan kemaslahatan secara
umum yang melibatkan seluruh umat dan
kesejahteraan umum, tetapi juga memperhatikan
kepentingan khusus dari kelompok atau individu
dalam masyarakat. Pendekatan ini memberikan
kerangka kerja yang lebih luas untuk penafsiran dan
aplikasi hukum Islam yang memperhitungkan
berbagai konteks dan kebutuhan yang berbeda dalam
masyarakat Muslim. Ditinjau dari perspektif ini
maslahat terdiri atas Maslahat al Kulliyah, dan
Maslahat al-Juz’iyah.

a. Maslahah al-Kulliyah merujuk kepada
kemaslahatan yang bersifat umum atau universal,
yang berhubungan dengan kepentingan dan
kesejahteraan umum dari seluruh masyarakat atau
komunitas umat Islam secara keseluruhan. Ini
mencakup tujuan-tujuan besar dalam hukum Islam
yang mencerminkan kepentingan kolektif dari
seluruh umat. Maslahah ini menekankan nilai-nilai
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fundamental yang melindungi dan
mempromosikan kesejahteraan bersama.

b. Maslahah al-Juz'iyah adalah kemaslahatan yang
bersifat  spesifik, yang berkaitan dengan
kepentingan kelompok atau individu tertentu
dalam masyarakat. Maslahah ini lebih terfokus
pada kebutuhan khusus dari sebagian masyarakat
atau individu, yang mungkin tidak berlaku secara
universal untuk seluruh umat. Pendekatan ini
memperhitungkan variabilitas kondisi sosial dan
kebutuhan individu atau kelompok tertentu dalam
masyarakat Islam.

Maslahat  ditinjau dari terwujudnya kebutuhan atau
perlindungan dari kerusakan. Pembagian ini membantu
dalam mengarahkan pemikiran hukum Islam untuk
mempertimbangkan dengan cermat manfaat yang akan
diperoleh atau kerusakan yang akan dicegah dalam
konteks masyarakat dan situasi yang berbeda-beda. Ibnu
‘Asyur memandang bahwa prinsip-prinsip ini penting
untuk memastikan bahwa hukum Islam memberikan
perlindungan yang optimal dan mempromosikan
kesejahteraan umat secara efektif. Ditinjau dari
perspektif ini maslahat terdiri atas Maslahah Qat’iyah,
Maslahah Dzanniyah dan Maslahah Wahmiyah.

a. Maslahah Qat’iyah merujuk kepada kemaslahatan yang
pasti atau yang dapat dipastikan akan terjadi. Ini
berarti manfaat atau kebaikan yang dapat dijamin
terwujud atau kerusakan yang dapat dipastikan
akan dicegah dengan mengambil tindakan tertentu.
Hukum Islam akan mengutamakan untuk mencapai
Maslahah Qat’iyah ini karena kepastiannya dalam
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memberikan manfaat atau melindungi dari
kerusakan.

b. Maslahah Dzanniyah adalah kemaslahatan yang
didasarkan pada kemungkinan atau dugaan akan
terwujudnya manfaat atau kerusakan. Meskipun
tidak sepasti Maslahah Qat’iyah, Maslahah Dzanniyah
tetap dianggap penting dalam konteks hukum Islam
untuk mempertimbangkan kemungkinan-
kemungkinan yang dapat berkontribusi terhadap
kesejahteraan umum atau pencegahan kerusakan.

C. Maslahah Wahmiyah adalah kemaslahatan yang
diragukan atau keraguan terhadap terwujudnya
manfaat atau kerusakan. Ibnu ‘Asyur menekankan
bahwa hukum Islam mungkin tidak memberikan
perhatian terlalu besar pada Maslahah Wahmiyah
karena ketidakpastiannya dalam memberikan
manfaat atau melindungi dari kerusakan. Hal ini
karena hukum Islam lebih condong untuk berfokus
pada kemaslahatan yang lebih pasti atau
berdasarkan dugaan yang kuat.

4. Maslahat dilihat dari maksud dari suatu tindakan atau
akibat dari tindakan. Maslahat dalam konteks ini
mengacu pada pertimbangan atas tujuan atau implikasi
dari suatu perbuatan dalam hukum Islam. Pendekatan
ini mendasarkan penafsiran dan aplikasi hukum Islam
pada pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan yang
diinginkan atau akibat yang diharapkan dari suatu
tindakan. Pendekatan ini menunjukkan evolusi dalam
metodologi hukum Islam yang lebih responsif terhadap
konteks sosial dan perubahan zaman. Dengan
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mempertimbangkan maslahah dari perspektif tujuan atau
implikasi ~ perbuatan, ini —mempengaruhi dan
memfasilitasi munculnya metode-metode seperti
tathallu’at (observasi), tafatanat (pemahaman), dan
madahir (fenomenologi).

a. Tathallu’at mencerminkan pendekatan di mana para
ulama atau penegak hukum Islam melakukan
pengamatan langsung terhadap realitas sosial,
ekonomi, dan budaya masyarakat. Observasi ini
membantu mereka untuk memahami dengan lebih
baik konteks aktual di mana hukum Islam diterapkan,
sehingga mereka dapat mengambil keputusan hukum
yang lebih relevan dan bermanfaat.

b. Tafatanat mengacu pada pemahaman mendalam
terhadap nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan-
tujuan dalam hukum Islam. Dengan
mempertimbangkan maslahah dari sudut pandang
tujuan atau implikasi perbuatan, para ulama dapat
memperdalam pengetahuan bagaimana hukum Islam
dapat memenuhi tujuan-tujuan Magqasid al-Shari’ah
(dengan cara yang paling efektif.

c. Madahir melibatkan pendekatan fenomenologis yang
memperhatikan bagaimana individu atau masyarakat
mengalami dan merespons hukum Islam dalam
kehidupan sehari-hari mereka. Dengan
mempertimbangkan maslahah dari perspektif tujuan
atau implikasi perbuatan, metode ini membantu
dalam memahami bagaimana aplikasi hukum Islam
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dapat mempengaruhi dan merespons realitas sosial
yang dihadapi oleh umat Muslim.

Maqasid asy-Syari’ah al-Khashshah didefinisikan Ibnu
‘Asyur (2001) sebagai ketentuan yang diinginkan asy-Syari ‘
(Allah) untuk merealisasikan keinginan-keinginan insan
yang mendatangkan kemanfaatan, atau untuk menjaga
kemaslahatan umum dalam kegiatan yang bersifat pribadi,
sehingga kepentingan pribadi tidak mengganggu prinsip-
prinsip kemaslahatan umum, yang disebabkan kelalaian
atau dorongan nafsu dan keinginan yang menyimpang,
termasuk setiap sasaran yang menjadi pedoman dalam
setiap hukum yang mengatur perilaku manusia. Sebagai
contoh, pembuktian yang kuat sebagai tujuan akad rahn
(gadai), pemeliharaan aturan rumah tangga dan keluarga
dalam pernikahan, dan mencegah Kkerugian yang
berkelanjutan sebagai tujuan talak.

Magqasid asy-Syari’ah al-Khdshshah mengacu pada
tujuan-tujuan yang lebih detail dan khusus, terkait dengan
kebutuhan dan konteks sosial yang spesifik. Misalnya,
dalam konteks ekonomi, Magasid asy-Syari’ah al-Khashshah
dapat merujuk pada perlindungan kebebasan ekonomi
individu atau keadilan dalam distribusi sumber daya.
Pandangan Ibnu ‘Asyur tentang Magasid asy-Syari'ah al-
Khashshah menjadi penting dalam menafsirkan hukum
Islam dalam konteks modern dan menawarkan pendekatan
yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perubahan
sosial dan kebutuhan manusia. Konsep ini membantu
untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam
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tentang tentang penerapan hukum Islam dalam kehidupan
sehari-hari.

Magqasid asy-Syari’ah al-Khdshshah dalam muamalah,
menurut Ibnu ‘Asyur (2021) terdiri dari hukum
kekeluargaan, hukum perniagaan, hukum
ketenagakerjaan, hukum tabarru ‘at (seperti sedekah, hibah,
pemerdekaan budak), hukum peradilan dan kesaksian,
serta hukum (sanksi) pidana. Kategori-kategori ini
membantu untuk memahami bagaimana pokok-pokok
ajaran Islam, khususnya terkait hukum dan etika ekonomi,
berusaha mencapai tujuan-tujuan khusus yang spesifik
untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dalam
masyarakat.

Terkait dengan hukum perniagaan Ibnu ‘Asyur
mengungkapkan lima Magasid asy-Syari’ah khusus dalam
perputaran kekayaan, yaitu: ar-rawaj (penyebaran
kepemilikan), al-wudhuhul amwal (transparansi), hifz al-mal
(perlindungan terhadap harta), asbatul amwal (kepastian
hukum atas kepemilikan), dan al-’Adlu (berkeadilan).

1. ar-Rawaj (penyebaran kepemilikan). Ar-rawaj adalah
pendistribusian harta yang sah kepada sejumlah besar
orang dalam masyarakat, bukan terbatas pada
komunitas tertentu. Menurut Ibnu ‘Asyur ar-rawaj
sebagai magqasid Syari'ah dalam muamalah terkait harta
kekayaan, dimaknai dari sejumlah teks yang
mendorong secara jelas supaya aktivitas muamalat
diimplementasikan secara masif dan luas dengan
berbagai pendekatan, di antaranya menyebut pelaku
pasar berdampingan dengan mujahidin, sebagaimana
firman Allah QS. al-Muzammil (73): 20 yang artinya:
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“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari
sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan
Allah..”; pengizinan aktivitas perniagaan dalam
pelaksanaan ibadah haji yang sebelumnya dianggap
kemungkaran dalam tradisi jahiliyah, sebagaimana
yang tercantum dalam QS al-Bagarah (2) : 198 yang
artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari
Tuhanmu....”

2. al-Wudhuhul amwal (transparansi). al-Wuduhul amwal
yaitu harta yang merupakan objek kekayaan harus jelas
wujud dan batasannya sehingga mengurangi risiko
sengketa akibat gugatan dari pihak lain. Misal, saksi dan
benda jaminan dalam pembiayaan telah diterangkan
secara detail dalam QS al-Baqarah (2): 282 dan 283 yang
artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila
kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang
pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.
Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya
sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya.
Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang
itu mendiktekannya....”

3. Hifz al-Mal (perlindungan terhadap harta). Akad
muamalat terkait harta kekayaan diatur oleh syariat
untuk menjaga harta dari peralihan yang tidak sah dan
tekanan terhadap pemiliknya sebagaimana firman
Allah dalam QS An-Nisa (4): 29 yang artinya: “Wahai
orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka
di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
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Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

4. Asbatul Amwal (kepastian hukum atas kepemilikan).
Kepastian hukum dimaksudkan agar peralihan harta
dengan tujuan melindungi hak eksklusif pemilik harta
dalam mengelola dan memanfaatkan dari harta
tersebut. Dengan demikian, setiap pelaksanaan kontrak
atau peralihan kepemilikan harus melibatkan saksi dan
dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam QS Al-
Baqgarah (2):282.

5. al-"Adlu (berkeadilan). Keadilan dalam kepemilikan
harta mencakup peralihan yang tidak dilakukan dengan
cara yang zalim. Peralihan yang adil dilakukan dengan
bekerja, pemberian, atau warisan. Menjaga keadilan
juga melibatkan penerapan batasan dalam penggunaan
harta agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa peneliti
menggunakan Magqasid al-Syari'ah sebagai Grand Theory
dalam penelitian ini:

1. Menyediakan Kerangka Nilai dan Tujuan. Magashid al-
Syari’ah merupakan prinsip-prinsip dalam hukum Islam
yang bertumpu pada tujuan syariat Islam yang
komprehensif, termasuk di dalamnya adalah menjaga
dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi
masyarakat. Dengan mendasarkan model bisnis P2P
Lending Syariah pada Magashid al-Syari’ah, penelitian
dapat menunjukkan bagaimana praktik bisnis tersebut
dapat mendukung dan mempromosikan pencapaian
tujuan-tujuan tersebut dalam konteks ekonomi dan
keuangan.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Magasid al-Syari'ah
memuat prinsip-prinsip ekonomi Syariah misal
pelarangan riba, keadilan dalam penyebaran kekayaan,
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dan keberlanjutan ekonomi. Dalam P2P Lending
Syariah, ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya
untuk  mengembangkan model bisnis  yang
berkelanjutan secara ekonomi dan sosial, yang tidak
hanya menguntungkan peminjam dan pendana, tetapi
juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkeadilan.

3. Orientasi pada Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.
Magqasid  al-Syari'ah  menggarisbawahi keutamaan
keadilan sosial, dan kesejahteraan umum. Berkenaan
pembiayaan UMKM, teori ini dapat digunakan untuk
menilai sejauh mana model bisnis P2P Lending Syariah
mendatangkan  kemanfaatan yang adil dan
berkelanjutan bagi UMKM dan masyarakat secara
keseluruhan.

4. Kewajiban Berbagi Risiko dan Keuntungan. Salah satu
aspek krusial Magasid al-Syari'ah adalah prinsip berbagi
risiko dan keuntungan. Dalam P2P Lending Syariah,
model bisnis ini menekankan pentingnya transparansi,
tanggung jawab sosial, dan kesepakatan yang adil
antara semua pihak yang terlibat.

5. Pengembangan Inklusif dan Berkelanjutan. Magasid al-
Syari'ah juga mendukung pengembangan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan, yang berfokus pada
pembangunan  masyarakat dan  pengentasan
kemiskinan melalui akses keuangan yang adil dan
berbasis prinsip Syariah.

1. Theory of Business Ecosystem

Konsep awal ekosistem diperkenalkan oleh ahli Biologi
Jerman, Haeckel pada tahun 1866 sebagai “ekologi”, pada
awalnya bertujuan mempelajari komposisi dan sistem fisik di

44 | The Integrated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Untulg
Umkm Berkelanjutan



dalam lingkungan alam (von Haeckel, 1998). Seiring berjalannya
waktu konsep ekologi berkembang, bukan hanya sekedar
memeriksa flora dan fauna, tetapi mengeksplorasi lebih jauh lagi,
bagaimana interaksi di antara organisme dengan lingkungannya
(MclIntosh, 1986). Ekosistem didefinisikan oleh Tansley, ahli
ekologi Inggris, sebagai lingkungan yang dinamis dan sistem
komprehensif yang berinteraksi (Tansley, 1935). Sepanjang
perkembangan teori ekosistem, para ahli mengajukan berbagai
definisi, namun memiliki kesamaan bahwa ekosistem berkenaan
dengan interaksi keseluruhan makhluk hidup dan makhluk tak
hidup dalam lingkungan alam, dan kosep dasar ini berpengaruh di
berbagai bidang, melampaui asal-usul ekologinya (Jacobides,
Cennamo, & Gawer, 2018).

Theory of Business Ecosystem diperkenalkan oleh James
F. Moore, seorang penulis dan konsultan manajemen, melalui
artikelnya yang terbit di Harvard Business Review berjudul
"Predators and Prey: A New Ecology of Competition" pada tahun
1993. Teori ini memberikan pandangan bagaimana perusahaan
menavigasi dinamika lingkungan pasar. Didefinisikan sebagai
konsorsium ekonomi yang dibentuk melalui interaksi dan
kolaborasi, ekosistem bisnis menekankan pada saling bergantung
dan berkembang bersama hubungan antar organisasi atau individu
dalam kelompok bisnis. Dalam sebuah ekosistem bisnis,
perusahaan-perusahaan mengembangkan kemampuan inovasi
secara bersamaan, bekerja secara kooperatif dan kompetitif untuk
mendukung terciptanya produk baru yang dapat memenuhi
kebutuhan pelanggan, dan pada akhirnya bekerja sama kembali
dalam membuat inovasi berikutnya.

Dalam pandangan Moore (1993) bisnis yang sukses
adalah bisnis yang berkembang pesat dan efektif. Namun bisnis
yang inovatif tidak bisa berevolusi dalam ruang hampa.
Perusahaan harus menarik berbagai sumber daya, seperti dana,
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rekan usaha, penyuplai, dan pelanggan untuk membangun
kolaborasi jaringan. Menurut Moore (1993) ada 4 (empat) tahapan
evolusi (Birth, Expansion, Leadership, Self-Renewal) yang
memberikan kerangka kerja bagi perusahaan untuk memahami
dinamika ekosistem bisnis. Pada awalnya berfokus pada saling
ketergantungan dan pengembangan bersama antar anggota dalam
ekosistem tersebut, kemudian secara kolektif membentuk jaringan
yang luas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan
(Moore, 1993; Moore, 1996).

Berikut adalah beberapa alasan mengapa peneliti
menggunakan Theory of Business Ecosystem sebagai Middle
Theory dalam penelitian ini:

1. Fokus pada Interaksi dan Hubungan Ekosistem. Business
Ecosystem Theory secara khusus mengkaji dinamika
hubungan antara berbagai entitas dalam suatu ekosistem
bisnis, seperti platform P2P, lembaga keuangan syariah,
peminjam UMKM, pendana, dan regulator. Dengan
menggunakan teori ini sebagai Middle Range Theory,
penelitian dapat lebih mendalam dalam menganalisis
bagaimana kolaborasi dan distribusi nilai di dalam ekosistem
P2P Lending Syariah mempengaruhi kemampuan untuk
meningkatkan pembiayaan UMKM secara berkelanjutan.

2. Relevansi dalam Konteks Fintech Syariah. Mengingat
penelitian berfokus pada model bisnis P2P Lending Syariah,
Business Ecosystem Theory memberikan pandangan yang lebih
komprehensif tentang bagaimana teknologi fintech Syariah
dan lembaga keuangan Syariah berinteraksi dalam ekosistem
ini. Teori ini memungkinkan analisis terhadap peran
berbagai pemangku kepentingan berkaitan dengan
menawarkan opsi pembiayaan UMKM yang memenuhi
ketentuan Syariah.
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3. Kemampuan dalam Menjelaskan Dinamika Perubahan dan
Pertumbuhan. Business Ecosystem Theory memberikan
kerangka kerja yang memadai untuk menjelaskan bagaimana
perubahan struktural dalam ekosistem bisnis, termasuk
teknologi dan inovasi baru, dapat memengaruhi model
bisnis. Hal ini krusial untuk memahami cara kerja platform
P2P  Lending  Syariah dapat mengadaptasi dan
mengoptimalkan model bisnisnya untuk meningkatkan
akses dan keberlanjutan pembiayaan UMKM.

2. Theory of Stakeholder

Theory of Stakeholder pertama kali dicetuskan oleh
Robert Edward Freeman, seorang filsuf Amerika dan profesor
administrasi bisnis di Darden School of the University of
Virginia, dalam bukunya "Strategic Management: A Stakeholder
Approach” pada tahun 1984. Stakeholder atau pemangku
kepentingan dalam pandangan Freeman (1984) adalah kelompok
atau perorangan apa pun yang bisa memengaruhi atau dipengaruhi
oleh realisasi tujuan organisasi. Keberhasilan organisasi tidak
hanya diukur dari perspektif finansial, tetapi juga dari perspektif
pemenuhan kepentingan pemangku kepentingan.

Seiring berjalannya waktu, Theory of Stakeholder telah
berkembang menjadi semakin penting, dengan karya-karya utama
Clarkson (1995), Donaldson & Preston (1995), Mitchell, Agle, &
Wood (1997), Rowley (1997) dan Frooman (1999). Dari
perspektif awalnya strategis, teori ini berkembang dan diadopsi
sebagai sarana manajemen oleh organisasi yang berbasis pasar
(market-based organizations) (Mainardes, Alves & Raposo,
2011).

Theory of Stakeholder mengacu pada empat bidang
akademis utama yaitu sosiologi, ekonomi, politik dan etika dan
Terutama referensi mengenai perencanaan strategis organisasi,
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teori sistem, tanggung jawab sosial perusahaan dan teori
organisasi. Dalam konteks perencanaan strategis perusahaan,
keberhasilan strategis berhubungan dengan integrasi semua
kepentingan pemangku kepentingan. Teori sistem maupun teori
organisasi fokus pada gagasan bahwa organisasi adalah sistem
terbuka yang berinteraksi dengan beragam pihak ketiga dan
diperlukan dalam menyusun strategi agar perusahaan dapat
bertahan hidup. Sementara tanggung jawab sosial perusahaan
penting untuk membangun hubungan yang kuat dan dapat
dipercaya serta menjaga reputasi yang baik dengan semua
kelompok di luar perusahaan.

Theory of Stakeholder merupakan alternatif manajemen
strategis untuk merespons peningkatan kompetisi, globalisasi dan
kompleksitas operasional perusahaan (Mainardes, Alves &
Raposo, 2011). Asal usul teori ini dapat ditelusuri hingga ke masa
Adam Smith dengan teorinya, The Theory of Moral Sentimens.
Pemanfaatannya yang modern dalam literatur manajemen dibawa
oleh Stanford Research Institute, yang memperkenalkan istilah ini
pada tahun 1963 untuk menggeneralisasi dan memperluas
gagasan tentang pemegang saham sebagai satu-satunya kelompok
yang dibutuhkan oleh manajemen (Jongbloed, Enders & Salerno,
2008). Dalam pandangan Freeman (1984) perusahaan harus
memikirkan kepentingan pihak-pihak terkait dalam pengambilan
keputusan strategis, bukan hanya pemegang saham.

Menurut Clarkson (1995) pemangku kepentingan terdiri
atas dua kelompok: (1) Kelompok primer, yang memiliki kontrak
formal dengan perusahaan, seperti pelanggan, pemasok,
karyawan dan pemegang saham; dan (2) Kelompok sekunder,
yang tidak memiliki kontrak formal seperti pemerintah dan
masyarakat. Friedman & Miles (2006) menyebutkan bahwa
istilah “pemangku kepentingan” berkembang luas dalam
beberapa dekade terakhir. Istilah ini sangat populer dengan dunia
usaha, pemerintah, organisasi non-pemerintah dan bahkan dengan
media.
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Di kalangan akademisi, tak terhitung banyaknya definisi
dari “pemangku kepentingan” sehingga tidak ada definisi tunggal,
definitif dan diterima secara umum. Bryson (2004), Buchholz &
Rosenthal (2005), Pesqueux & Damak-Ayadi (2005), Friedman &
Miles (2006) dan Beach (2008) mengungkap ada 66 (enam puluh
enam) konsep yang berbeda untuk istilah “pemangku
kepentingan”. Meskipun masing-masing peneliti mendefinisikan
konsep secara berbeda, namun mereka sepakat bahwa perusahaan
harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan dan pengaruh
masyarakat dan kelompok yang mungkin terkena dampak
kebijakan dan operasinya.

Teori ini berfokus pada pentingnya memastikan interaksi
dengan para pemangku kepentingan dan mewujudkan ekspetasi
mereka, khususnya yang memiliki kendali atas sumber daya
perusahaan. Perusahaan harus mengakomodasi keinginan dan
kebutuhan para pemangku kepentingan untuk memperkuat
hubungan dan meningkatkan kinerja bisnis. Dalam pandangan
Freeman & McVea (2001), perusahaan harus memastikan bahwa
kepentingan pemangku kepentingan terpenuhi dan terintegrasi
dalam tujuan utama perusahaan dan hubungan dengan pemangku
kepentingan dikelola secara strategis dan koheren.

Salah satu pendekatan untuk membina hubungan dengan
para pemangku kepentingan perusahaan adalah dengan
mempublikasikan sustainability report yang mencakup dimensi
lingkungan, sosial dan tata kelola (Environmental, Social, and
Governance/ESG). Menurut Boffo & Patalano (2020), ESG
mengacu pada proses mempertimbangkan elemen-elemen
lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengalokasian aset dan
pengambilan  keputusan risiko  sehingga menghasilkan
keuntungan finansial jangka panjang yang berkelanjutan.

Sustainability report lebih dari sekadar melaporkan
kinerja operasional ESG, namun juga merupakan alat penilaian
strategis dan platform komunikasi dengan investor dan berbagai
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pemangku kepentingan. Hal ini menurut Horisch, Freeman, &
Schaltegger (2014) disebabkan pemangku  kepentingan
mempunyai kapasitas dalam mengelola sumber daya yang
dibutuhkan dalam keberlanjutan organisasi. Usaha yang ditempuh
dalam memelihara hubungan dengan pihak-pihak terkait dan
untuk melindungi kepentingan semua pihak dengan merilis
sustainability report (Horisch, Schaltegger, & Freeman, 2020).
Sustainability report juga berfungsi sebagai pemeriksaan
“kesehatan” tahunan terhadap kekuatan dan kelemahan suatu
perusahaan untuk peningkatan keberlanjutan dalam memberikan
hasil yang bermanfaat bagi bisnis dan pemangku kepentingan
perusahaan tersebut. Dengan demikian, pemangku kepentingan
dapat menilai kinerja perusahaan secara langsung dan
mempengaruhi keputusan mereka dalam memberikan kontribusi
terhadap perusahaan (PwC, 2023).

Theory of Stakeholder mempromosikan pendekatan yang
pragmatis, efisien, efektif, dan beretika dalam pengelolaan
organisasi dalam lingkungan yang sangat rumit dan dinamis
(Freeman, 1984; Freeman, Harrison, & Wicks, 2007). Perusahaan
harus mengelola pemangku kepentingan — apakah mereka pandai
mengelola pemangku kepentingan adalah persoalan lain.
Pemangku kepentingan yang memperoleh perlakuan baik
biasanya merespons dengan cara yang positif terhadap organisasi,
misal berbagi informasi penting (seluruh pemangku kepentingan),
meningkatkan pembelian produk atau jasa (pelanggan),
memberikan insentif pajak atau keringanan lainnya (komunitas),
menyediakan akses keuangan yang lebih baik (pemodal),
meningkatkan pembelian saham (pemegang saham), atau
menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, bahkan dalam
kondisi sulit (karyawan). Hal ini efektif karena memanfaatkan
energi pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan organisasi
dan berguna dalam lingkungan yang rumit dan penuh tantangan
disebabkan perusahaan yang mengelola pemangku kepentingan
memiliki informasi yang lebih baik sebagai dasar pengambilan
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keputusan dan, karena perusahaan tersebut menarik bagi pelaku
pasar lainnya.

Dengan demikian Theory of Stakeholder merupakan teori
yang mendorong perusahaan untuk fokus pada kepentingan
pemangku kepentingan (internal dan eksternal) dalam proses
pengambilan keputusan yang strategis, menciptakan kolaborasi
dengan pemangku kepentingan dan memungkinkan perusahaan
untuk menciptakan nilai dan keberlangsungan usaha dalam
jangka panjang.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa peneliti
menggunakan Theory of Stakeholder sebagai Middle Theory
dalam penelitian ini:

1. Fokus pada Interaksi Antar Pihak. Theory of Stakeholder
berfokus pada analisis interaksi dan hubungan antara berbagai
pemangku kepentingan dalam sebuah ekosistem bisnis.
Dalam konteks P2P Lending Syariah, pemangku kepentingan
meliputi UMKM sebagai peminjam, investor, platform
fintech, penyedia layanan keuangan Syariah, regulator, dan
masyarakat umum. Teori ini membantu untuk memahami
bagaimana interaksi di antara pemangku kepentingan ini
mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan model bisnis.

2. Pentingnya Kepentingan Bersama. Theory of Stakeholder
menekankan pentingnya mengidentifikasi dan memahami
kepentingan bersama antara berbagai pihak dalam mencapai
tujuan yang diinginkan. Dalam kasus P2P Lending Syariah,
hal ini mencakup kebutuhan UMKM akan akses pembiayaan
yang ramah Syariah, kebutuhan investor untuk keuntungan
yang berkelanjutan, platform fintech untuk kepatuhan
terhadap prinsip Syariah dan regulasi, serta kepentingan
masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan.

3. Analisis Konflik dan Sinergi. Theory of Stakeholder
membantu untuk menganalisis potensi konflik atau sinergi
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antara pemangku kepentingan dalam ekosistem P2P Lending
Syariah. Misalnya, konflik bisa muncul antara kepentingan
investor untuk tingkat pengembalian yang tinggi dan risiko
yang dikelola dengan baik, dibandingkan dengan kebutuhan
UMKM akan tingkat bunga yang terjangkau dan aksesibilitas
yang mudah terhadap pembiayaan.

3. Theory of Financial Intermediation

Pemikiran Robert Gurley dan Edward Shaw dalam
mempelopori Theory of Financial Intermediation merupakan
salah satu langkah penting dalam perkembangan teori ini pada
pertengahan abad ke-20. Robert Gurley dan Edward Shaw secara
bersama-sama menerbitkan makalah seminal mereka yang
berjudul "Financial Intermediaries and the Saving-Investment
Process" pada tahun 1956. Dalam makalah ini, mereka membahas
peran lembaga keuangan, khususnya bank-bank, sebagai
perantara  dalam  proses  tabungan-investasi. = Mereka
mengemukakan bahwa lembaga keuangan memiliki peran
penting dalam menghimpun dana dari pihak yang mempunyai
surplus tabungan dan menyalurkan dana bagi mereka yang
memerlukan dana untuk investasi yang bermanfaat (Gurley &
Shaw, 1956).

Gurley & Shaw (1956) mengembangkan konsep bahwa
bank bukan hanya sebagai pengumpul dana dan pemberi
pinjaman, tetapi juga memiliki peran dalam menciptakan uang
atau ekspansi kredit, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat
aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kontribusi mereka
memberikan dasar penting bagi pemahaman kita tentang peran
lembaga keuangan dalam perekonomian modern, dan
mempengaruhi perkembangan teori intermediasi keuangan
selanjutnya.

Pemikiran Robert Gurley dan Edward Shaw selanjutnya
tentang peran penting dari lembaga keuangan, khususnya bank
sentral, dalam mengatur dan mempengaruhi aktivitas ekonomi
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dituangkan dalam makalah seminal mereka yang berjudul " Money
in a Theory of Finance" pada tahun 1960. Gurley & Shaw (1960)
mengembangkan teori tentang hubungan antara lembaga
keuangan, seperti bank komersial, dan ekonomi makro. Lembaga
keuangan, melalui mekanisme penyediaan kredit dan aliran uang,
memainkan peran krusial dalam membantu alokasi sumber daya
ekonomi dan mengatasi masalah ketidakseimbangan likuiditas.
Salah satu konsep kunci dari pemikiran Gurley dan Shaw adalah
"intermediasi keuangan," yaitu fungsi lembaga keuangan dalam
menghimpun dana dari pihak yang mempunyai surplus likuiditas
dan menyalurkan pembiayaan kepada mereka yang memerlukan
modal untuk investasi atau konsumsi. Mereka juga membahas
peran bank sentral dalam mengatur suplai uang dan kebijakan
moneter untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi secara
keseluruhan. Secara umum, pemikiran Gurley dan Shaw
memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendalami
keterkaitan antara sistem finansial dan pertumbuhan ekonomi,
serta pentingnya aturan moneter dalam mengelola stabilitas
ekonomi.

Berikutnya adalah pemikiran Raymond W. Goldsmith
dalam tulisannya yang berjudul "Financial Structure and
Development as a Subject for International Comparative Study"
yang menyoroti hubungan antara sistem keuangan dan
pembangunan ekonomi. Goldsmith (1969) mendefinisikan sistem
keuangan sebagai jaringan institusi, pasar, dan instrumen
keuangan yang memediasi transfer dana dari nasabah deposan ke
pihak yang memerlukan dana untuk investasi. Sistem ini tidak
hanya mencakup perbankan, tetapi juga pasar modal, lembaga
keuangan non-bank, dan regulasi yang mengaturnya. Sistem
keuangan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi jangka panjang. Salah satu peran utama sistem keuangan
adalah sebagai lembaga intermediasi bagi pihak deposan dan
pihak yang memerlukan modal untuk investasi.
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Lebih lanjut Goldsmith (1969) menekankan bahwa sistem
keuangan terus berkembang seiring waktu, terutama melalui
pengaruh modernisasi teknologi dan inovasi keuangan.
Perkembangan seperti pengenalan instrumen keuangan baru,
teknologi informasi, dan globalisasi telah mengubah cara sistem
keuangan beroperasi dan berinteraksi dalam ekonomi global.
Keberadaan sistem keuangan yang handal dan efektif penting
dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta
berkelanjutan. Hal ini karena sistem keuangan yang baik dapat
membantu  meningkatkan  akses terhadap pembiayaan,
mengurangi biaya modal, dan meningkatkan efisiensi alokasi
sumber daya.

Ada tiga pendekatan dalam Theory of Financial
Intermediation yaitu Informational Asymmetry Approach,
Transaction Costs Approach dan Regulation of Money
Production and of Saving in and Financing of the Economy
Approach. Pertama, Informational Asymmetry Approach.
Pemikiran dari Akerlof (1970), Stiglitz & Weiss (1981), Stiglitz
& Weiss (1983), dan Gale & Hellwig (1985) memberikan
wawasan penting dalam memahami beberapa masalah yang
relevan dalam Theory of Financial Intermediation.

1. Akerlof (1970) dalam artikel klasiknya "The Market for
Lemons" menggambarkan bagaimana asimetri informasi
dapat menghambat transaksi yang efisien di pasar keuangan,
terutama dalam konteks peminjaman dan investasi.

2. Stiglitz & Weiss (1981) mengembangkan teori tentang credit
rationing untuk menjelaskan fenomena di mana lembaga
keuangan tidak memberikan kredit kepada peminjam yang
potensial  karena  ketidakmampuan mereka  untuk
membedakan antara peminjam yang berisiko tinggi dan
rendah secara akurat. Ini berkenaan dengan asimetri informasi
di mana peminjam mempunyai informasi lebih akurat tentang
risikko mereka sendiri dibandingkan dengan pemberi

54 | The Integrated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Unt
Umkm Berkelanjutan



pinjaman. Kontribusi ini menyoroti bagaimana pasar kredit
mungkin tidak efisien akibat ketidakmampuan lembaga
keuangan untuk menilai risiko dengan akurat.

3. Stiglitz & Weiss (1983) mengembangkan teori tentang moral
hazard, yang terjadi ketika pihak yang diasuransikan atau
didanai memiliki insentif untuk meningkatkan risiko perilaku
mereka karena mereka tidak bertanggung jawab atas semua
konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam konteks
intermediasi keuangan, moral hazard dapat terjadi ketika
peminjam memiliki insentif untuk mengambil risiko yang
lebih besar karena mereka percaya bahwa risiko tersebut akan
ditanggung oleh pemberi pinjaman atau lembaga keuangan.
Hal ini dapat mengarah pada pengurangan kualitas portofolio
kredit dan risiko kebangkrutan

4. Gale & Hellwig (1985) mengembangkan teori tentang The Ex
Post Verification Problem yang berkaitan dengan kesulitan
dalam memverifikasi atau memverifikasi kembali kualitas dan
kinerja dari apa yang telah dibiayai atau dipinjamkan setelah
transaksi  dilakukan. Masalah ini mengacu pada
ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memonitor dan
mengevaluasi dengan akurat hasil dari investasi atau pinjaman
setelah mereka diberikan. Kontribusi mereka menyoroti
pentingnya pengaturan dan mekanisme pengawasan yang
efektif dalam mengatasi masalah ini.

Pemikiran dari tokoh-tokoh ini memberikan kontribusi
penting dalam teori intermediasi keuangan dengan
mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul akibat asimetri
informasi, moral hazard, dan tantangan verifikasi. Kontribusi
mereka telah membantu dalam memperdalam pemahaman
tentang dinamika pasar keuangan dan pengembangan kebijakan
untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem keuangan.

Kedua, Transaction Costs Approach. Pemikiran Benston
& Smith (1976), Campbell & Kracaw (1980) dan Fama (1980)
menyoroti biaya-biaya yang terlibat dalam proses intermediasi
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keuangan, baik dari perspektif lembaga keuangan maupun dari

perspektif nasabah atau peminjam.

1. Benston & Smith (1976) dalam tulisan mereka, "4
Transactions Cost Approach to the Theory of Financial
Intermediation", mengembangkan pendekatan biaya transaksi
untuk menjelaskan peran lembaga keuangan dalam
mengurangi biaya transaksi ekonomi. Mereka menyoroti
bahwa lembaga keuangan, seperti bank dapat mengurangi
biaya informasi dan biaya pencarian yang dialami oleh
individu dan perusahaan dalam proses pengumpulan dana dan
penggunaan dana. Kontribusi mereka menekankan
pentingnya efisiensi dan pengurangan biaya dalam
intermediasi keuangan.

2. Campbell & Kracaw (1980) dalam tulisan mereka,
"Information Production, Market Signaling, and the Theory
of Financial Intermediation"”, mengembangkan teori tentang
produksi informasi dan sinyal pasar dalam konteks
intermediasi keuangan. Mereka menyoroti bahwa lembaga
keuangan tidak hanya berperan sebagai perantara dalam
pengumpulan dan penyaluran dana, tetapi juga memainkan
peran penting dalam menghasilkan informasi yang penting
untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak yang
bertransaksi. Kontribusi mereka mengenai sinyal pasar dan
produksi informasi membantu memperdalam pemahaman
tentang cara lembaga keuangan membantu meningkatkan
efisiensi pasar.

3. Fama (1980) dalam tulisannya, "Banking in the Theory of
Finance", mengembangkan konsep efisiensi pasar dalam
konteks intermediasi keuangan. Dia menekankan bahwa
lembaga keuangan, termasuk bank dan pasar keuangan
lainnya, berfungsi untuk menyediakan mekanisme yang
memfasilitasi alokasi dana yang efisien berdasarkan informasi
yang tersedia.
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Pemikiran dari tokoh-tokoh ini secara kolektif
memberikan landasan teoritis yang kuat dalam mengembangkan
pemahaman tentang peran lembaga keuangan dalam intermediasi
keuangan, produksi informasi, efisiensi pasar, dan pengurangan
biaya transaksi. Kontribusi mereka membantu dalam
merumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja
sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara
lebih efektif.

Ketiga, Regulation of Money Production and of Saving in
and Financing of the Economy Approach. Pemikiran Guttentag &
Lindsay (1968), Fama (1980), Mankiw (1986) dan Merton (1995)
memberikan kontribusi penting dalam pengembangan Financial
Intermediation Theory dan pemahaman tentang bagaimana
lembaga keuangan memainkan peran dalam perekonomian.

1. Guttentag & Linsay (1968) dalam tulisannya “The
Uniqueness of Commercial Banks” mengembangkan konsep
tentang peran lembaga keuangan dalam mengalokasikan dana
dari penyedia dana kepada pengguna dana. Mereka menyoroti
bahwa lembaga keuangan tidak hanya menyediakan saluran
untuk pengumpulan dan penyaluran dana, tetapi juga
mempengaruhi tingkat bunga dan alokasi sumber daya dalam
perekonomian.

2. Fama (1980) dikenal dengan karyanya tentang teori pasar
modal, termasuk dalam konsep efisiensi pasar. Dalam konteks
intermediasi keuangan, Fama mengajukan bahwa pasar
keuangan cenderung efisien, di mana harga-harga aset
mencerminkan informasi yang tersedia dengan baik. Ini
mengimplikasikan bahwa lembaga keuangan, seperti pasar
saham dan obligasi, berfungsi untuk memfasilitasi alokasi
dana yang efisien berdasarkan informasi yang tersedia.

3. Mankiw (1986) dalam tulisannya “The Allocation of Credit
and Financial Collapse” mengembangkan teori tentang
modal manusia dan konsumsi intertemporal. Meskipun
kontribusinya lebih banyak berfokus pada makroekonomi dan
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kebijakan moneter, pandangannya tentang bagaimana
individu mengatur konsumsi mereka berhubungan erat
dengan cara lembaga keuangan menyediakan produk dan
layanan keuangan yang mendukung tabungan dan investasi
jangka panjang.

4. Merton (1995) yang terkenal dengan kontribusinya dalam
teori keuangan dan manajemen risiko dalam tulisannya
“Financial Innovation and the Management and Regulation
of Financial Institutions”, menyoroti bagaimana lembaga
keuangan dapat mengelola risiko secara efektif dan
memberikan perlindungan kepada investor dan peminjam.

Pemikiran dari tokoh-tokoh ini secara kolektif membentuk
landasan teoritis yang kuat untuk memahami peran lembaga
keuangan dalam intermediasi keuangan, efisiensi pasar modal,
manajemen risiko, dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan. Mereka telah memberikan wawasan
yang berharga dalam mengembangkan teori dan praktik
intermediasi keuangan yang relevan dengan dinamika pasar
keuangan modern.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa peneliti
menggunakan Theory of Stakeholder sebagai Applied Theory
dalam penelitian ini:

1. Pengelolaan Aliran Dana. Theory of Stakeholder secara
khusus membahas tentang peran lembaga keuangan dalam
memfasilitasi aliran dana dari pihak yang mempunyai surplus
dana (investor) kepada pihak yang memerlukan dana
(peminjam atau UMKM). Dalam konteks P2P Lending
Syariah, platform fintech berperan sebagai perantara yang
menghubungkan  investor dengan @ UMKM  yang
membutuhkan pembiayaan. Teori ini membantu untuk
memahami bagaimana mekanisme intermediasi keuangan
dapat diterapkan dalam konteks Syariah untuk memfasilitasi
pembiayaan yang berkelanjutan bagi UMKM.

58 | The Integrated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Unt
Umkm Berkelanjutan



2. Pentingnya Keuangan Syariah. Dalam P2P Lending Syariah,
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah seperti larangan
riba dan investasi dalam aktivitas yang halal sangat penting.
Theory of Stakeholder membantu untuk memahami
bagaimana platform fintech dapat mengelola dana secara
Syariah-compliant, yaitu memastikan bahwa investasi dan
penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Syariah.

3. Efisiensi dalam Alokasi Dana. Salah satu tujuan utama dari
intermediasi keuangan adalah untuk meningkatkan efisiensi
dalam alokasi dana, yaitu memastikan bahwa dana tersedia
bagi yang membutuhkan dengan biaya yang wajar. Dalam
konteks P2P Lending Syariah, teori ini membantu untuk
mengidentifikasi cara-cara di mana platform fintech dapat
meningkatkan efisiensi dalam proses pemberian pinjaman dan
mengurangi biaya transaksi, sehingga memberikan manfaat
yang lebih besar bagi UMKM.

4. Inovasi Fintech. Model bisnis P2P Lending Syariah yang
berbasis teknologi fintech merupakan inovasi yang relatif
baru. Theory of Stakeholder membantu untuk memahami
bagaimana inovasi teknologi dapat diterapkan dalam konteks
intermediasi keuangan, serta potensi dampaknya terhadap
keberlanjutan usaha UMKM dan inklusi keuangan.

4. Theory of Disruptive Innovation

Theory of Disruptive Innovation atau Theory of
Disruptive pertama kali diperkenalkan dalam buku yang ditulis
oleh Clayton M. Christensen yang berjudul "The Innovator's
Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail"
yang diterbitkan pada tahun 1997. Buku ini menjadi karya seminal
yang membawa konsep ini ke dalam perhatian utama dalam dunia
bisnis, manajemen, dan inovasi. Dalam pandangan Christensen
(1997), bisnis disruptif sebagai sesuatu yang bukan sekadar
inovasi, melainkan ide untuk menjelaskan bahwa perusahaan
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yang berhasil tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan saat

ini, tetapi juga mengantisipasi kebutuhan masa depan mereka.

Menurut Diamandis & Kotler (2014) disrupsi merupakan
pendorong utama kemajuan dan perubahan yang fundamental
dalam masyarakat, terutama didorong oleh teknologi canggih
seperti kecerdasan buatan, robotik, dan bioteknologi. Sedangkan
menurut Kasali (2017) disrupsi adalah sebuah pembaharuan yang
mengubah sistem lama dengan pendekatan baru. Dirupsi
menggantikan teknologi tradisional berbasis fisik dengan
teknologi digital yang menciptakan solusi yang lebih inovatif,
efisien dan semakin berguna.

Christensen (1997) mengembangkan teori tentang
bagaimana perusahaan besar yang sudah mapan sering kali gagal
menghadapi perubahan dan inovasi yang dilakukan oleh pesaing
baru yang mengganggu pasar dengan cara-cara yang tidak
terduga. Christensen menggunakan studi kasus dari berbagai
industri untuk menunjukkan bagaimana inovasi-inovasi kecil
yang awalnya dianggap tidak signifikan dapat tumbuh dan
menggantikan produk atau layanan yang sudah ada di pasar.
Perusahaan sering kali gagal karena mereka terlalu fokus pada
memenuhi  kebutuhan pelanggan yang sudah ada dan
mempertahankan produk atau layanan yang sudah mapan
(sustaining technologies), sementara mereka kurang siap atau
tidak mampu menanggapi perubahan mendadak atau disrupsi
yang dibawa oleh teknologi baru atau model bisnis yang berbeda.

Menurut Christensen (1997) beberapa faktor penyebab
kegagalan perusahaan dalam menghadapi disrupsi adalah:

1. Keterlambatan reaksi. Perusahaan cenderung terlambat dalam
merespons perubahan pasar atau teknologi baru yang muncul.
Mereka mungkin terlalu terfokus pada mempertahankan
model bisnis atau produk yang sudah ada, sehingga tidak siap
untuk mengadopsi atau mengembangkan inovasi baru yang
memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang.
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2. Terlalu fokus pada pelanggan yang sudah ada. Perusahaan
sering kali terjebak dalam memuaskan pelanggan yang sudah
ada dengan produk atau layanan yang sudah mapan
(sustaining technologies). Mereka mungkin mengabaikan
peluang untuk menarik pelanggan baru atau segmen pasar
baru yang membutuhkan solusi yang berbeda atau lebih
inovatif.

3. Ketergantungan pada jaringan nilai yang ada. Ketergantungan
pada jaringan nilai (value networks) yang sudah terbentuk
dengan pemasok, distributor, dan mitra lainnya bisa menjadi
hambatan untuk mengadopsi perubahan baru. Perusahaan
mungkin kesulitan mengubah atau menyesuaikan hubungan
ini ketika teknologi atau model bisnis berubah secara
mendadak.

4. Fokus pada pendapatan saat ini. Perusahaan yang sudah
mapan sering kali lebih fokus pada memaksimalkan
pendapatan dan keuntungan dari produk atau layanan yang
sudah ada, daripada menginvestasikan sumber daya untuk
mengembangkan atau mengadopsi teknologi baru yang
mungkin belum menghasilkan keuntungan dalam waktu
singkat.

5. Sumber daya dan kapabilitas yang tidak tepat. Perusahaan
mungkin tidak memiliki sumber daya atau kapabilitas yang
diperlukan untuk mengembangkan atau mengadopsi inovasi
baru dengan cepat. Hal ini bisa meliputi sumber daya manusia
yang tidak memiliki keahlian baru yang diperlukan, atau
infrastruktur yang tidak mendukung adopsi teknologi baru
dengan efektif.

Dengan memahami faktor-faktor di atas, perusahaan dapat
lebih siap menghadapi disrupsi dengan menjadi lebih fleksibel,
adaptif, dan proaktif dalam mengidentifikasi serta mengeksplorasi
peluang-peluang inovasi yang baru. Inovasi disruptif dapat
memicu reaksi positif dalam industri dengan mendorong
perusahaan-perusahaan untuk lebih fokus pada inovasi dan
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penciptaan produk inovatif yang dapat mendatangkan nilai
tambah yang lebih besar untuk pelanggan.

Christensen (1997) mengidentifikasi tiga jenis inovasi
utama yang harus dilakukan perusahaan, yaitu:

1. Inovasi Disruptif (Disruptive Innovation). Jenis inovasi ini
merujuk pada produk atau layanan baru yang awalnya
memenuhi kebutuhan yang kurang penting atau kurang
dihargai oleh pasar utama, tetapi kemudian berkembang
menjadi produk atau layanan yang lebih baik atau lebih murah
daripada yang sudah ada, menggantikan produk atau layanan
yang telah mapan di pasar.

2. Inovasi Berkelanjutan (Sustaining Innovation). Jenis inovasi
yang lebih umum dan terfokus pada meningkatkan kinerja
produk atau layanan yang sudah ada dalam hal kualitas, fitur,
atau kinerja lainnya yang diinginkan oleh pelanggan utama.
Inovasi ini bertujuan untuk mempertahankan posisi
perusahaan di pasar dan sering kali dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan.

3. Inovasi Efisiensi (Efficiency Innovation). Jenis inovasi ini
berfokus pada pengembangan produk atau layanan yang lebih
murah atau lebih efisien dalam biaya produksi atau
penggunaan sumber daya. Tujuan utamanya adalah untuk
mengurangi biaya produksi atau operasional tanpa mengubah
produk atau layanan secara signifikan.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa peneliti
menggunakan Theory of Disruptive Innovation sebagai Applied

Theory dalam penelitian ini:

1. Pemahaman tentang Perubahan Industri. Theory of Disruptive
Innovation membahas bagaimana inovasi atau teknologi baru
dapat mengganggu model bisnis yang ada, terutama dalam
industri tradisional yang mapan. Dalam konteks P2P Lending
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Syariah, teknologi fintech telah memperkenalkan model bisnis
yang baru dan efisien untuk memfasilitasi pembiayaan
UMKM. Teori ini membantu untuk memahami bagaimana
inovasi fintech berpotensi mengubah secara signifikan cara
pembiayaan tradisional dilakukan, termasuk dalam konteks
Syariah.

2. Peran Teknologi dalam Akses Keuangan. Platform P2P
Lending Syariah berbasis fintech menawarkan kemudahan
dan keterjangkauan akses bagi UMKM untuk mendapatkan
pembiayaan, yang sebelumnya mungkin sulit diakses melalui
jalur tradisional. Theory of Disruptive Innovation membantu
untuk mengidentifikasi bagaimana teknologi dapat berperan
dalam meningkatkan inklusi keuangan, memfasilitasi
pertumbuhan UMKM, dan meningkatkan akses ke modal
kerja.

3. Dampak Terhadap Ekosistem Bisnis. Inovasi dalam P2P
Lending Syariah berbasis fintech tidak hanya mengubah cara
pembiayaan dilakukan, tetapi juga mempengaruhi ekosistem
bisnis secara lebih luas. Misalnya, dampaknya terhadap
lembaga keuangan tradisional, regulasi keuangan, dan praktik
bisnis di industri keuangan.

4. Keberlanjutan dan Adaptasi. Theory of Disruptive Innovation
juga relevan dalam konteks keberlanjutan model bisnis P2P
Lending Syariah. Dalam menghadapi perubahan yang
disebabkan oleh teknologi dan inovasi, penting untuk
memahami bagaimana platform fintech dapat beradaptasi
secara berkelanjutan, mempertahankan kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip Syariah, dan tetap memberikan nilai tambah
yang berkesinambungan bagi UMKM dan pemangku
kepentingan lainnya.

5. Pembiayaan Mikro Syariah

Keuangan mikro berkembang dari eksperimen di Amerika
Latin dan Asia Selatan, tetapi permulaan yang terbaik diketahui
terjadi di Bangladesh pada tahun 1976, setelah bencana kelaparan
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besar tahun 1974. Pendukung keuangan mikro menyatakan bahwa
keuangan mikro sudah membantu mengurangi tingkat
kemiskinan, meningkatkan tingkat pendidikan, dan membuka
jutaan usaha kecil. Ide mengenai keuangan mikro sekarang telah
meluas, dan diadopsi di Afrika, Amerika Latin, Asia, dan Eropa
Timur, serta negara-negara kaya seperti Norwegia, Amerika
Serikat, dan Inggris (Rahman, 2010).

Soemitra (2021) memaparkan perkembangan ekonomi
dan keuangan Islam telah melewati periode panjang sejak pertama
kali disuarakan dalam bentuk gagasan pada era 1940-an hingga
1960-an. Kemudian, gagasan tersebut diimplementasikan dalam
bentuk praktik ekonomi dan keuangan Islam pada tahun 1970-an
hingga berkembang seperti sekarang. Pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi serta keuangan Islam, yang diikuti oleh
pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga ekonomi dan
keuangan Islam, didorong oleh keyakinan bahwa terdapat
perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Kapitalisme-
Materialisme dan sistem ekonomi serta keuangan Islam.

Pesatnya pertumbuhan keuangan Islam tidak hanya
berlangsung di sejumlah negara Islam, tetapi turut menyebar ke
negara-negara non-Muslim dengan populasi Muslim yang cukup
besar, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Literatur
pembiayaan Islam berpendapat bahwa keuangan mikro sesuai
dengan tujuan keuangan Islam (Abdulsaleh & Worthington,
2013). Dalam pandangan Hassan & Saleem (2017) keuangan
mikro Syariah adalah sub-sistem dari sistem keuangan Islam.
Magasid Shariah memotivasi pembiayaan mikro Syariah dan
menetapkan bahwa Syariah sebagai peraturan Ilahi bagi umat
manusia, yang tujuan utamanya adalah memperkaya
kesejahteraan manusia.

Keuangan mikro Islam dapat dibaca antara lain dalam
buku “Introduction to Islamic microfinance” (Obaidullah, 2008),
“Islamic microfinance: Theory, policy and practice” (Khan,
2008), dan “Islamic microfinance : An ethical alternative to
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poverty alleviation” (Rahman, 2010). Obaidullah (2008)
menjelaskan bahwa keuangan mikro Islam adalah pendekatan
Islam untuk pengentasan kemiskinan melalui lembaga nirlaba
dengan menggunakan instrumen sosial, seperti zakat, infaq,
sadagah dan wakaf dan instrumen keuangan komersial, seperti
pembiayaan mikro untuk organisasi yang berorientasi pasar. Khan
(2008) dan Rahman (2010) menyebutkan bahwa keuangan mikro
Islam adalah kombinasi keuangan Islam dan keuangan mikro
yang sebagian besar menggunakan instrumen komersial seperti
mudhrabah, musyarakah, murabahah, ijarah, gardh hasan, dan
lain-lain.

Selanjutnya Khan (2008) menjelaskan  ciri-ciri
pembiayaan mikro sebagai berikut: (1) Jangka waktu relatif
pendek, pada sebagian besar kasus, kurang dari 12 bulan, dan
umumnya untuk modal kerja; (2) Agunan fisik seperti properti
sebagaimana persyaratan lembaga keuangan tradisional
digantikan oleh sistem jaminan kolektif (atau solidaritas)
kelompok yang anggotanya saling bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa pinjaman masing-masing dilunasi; dan (3)
Prosedur permohonan dan pencairan pinjaman dirancang untuk
membantu masyarakat berpenghasilan rendah, mudah dipahami,
disediakan secara lokal, dan dapat diakses dengan cepat.

Berikut merupakan skema pembiayaan mikro

Syariah (Antonio, 2011):
a. Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu bentuk perjanjian
kerjasama dalam ekonomi Islam di mana satu pihak
menginvestasikan modal (shahib al-mal) dan pihak lainnya
menyediakan tenaga kerja dan keterampilan (mudharib) untuk
mengelola usaha atau proyek tertentu. Keuntungan dari usaha
tersebut dibagi kepada kedua belah pihak berdasarkan
persetujuan sebelumnya. Apabila terjadi kerugian, investor
menanggung kerugian selama kerugian tersebut tidak

ated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Untuk Akses
Pembiayaan Umkm Berkelanjutan | 65



disebabkan oleh kelalaian pengelola. Jika kerugian itu
diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola,
maka pengelola harus menanggung kerugian itu.
b. Musyarakah

Musyarakah adalah suatu bentuk pembiayaan atau
investasi dalam ekonomi Islam di mana dua pihak atau lebih
berpartisipasi dalam modal dan manajemen suatu proyek atau
usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai
dengan kesepakatan sebelumnya. Manfaat dari pembiayaan
mudharabah dan musyarakah adalah prinsip bagi hasil dalam
kedua pembiayaan tersebut berbeda dengan pendekatan bunga
tetap di mana bank akan menuntut penerima pembiayaan
(nasabah) sebesar jumlah bunga tetap tanpa memperhatikan
keuntungan yang diperoleh nasabah, bahkan jika mengalami
kerugian dan terjadi resesi keuangan.

c. Murabahah
Murabahah adalah metode jual beli di mana barang dijual
dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah
disetujui. Dalam transaksi murabahah, penjual wajib
mengungkapkan harga pokok barang yang dibeli dan
menetapkan keuntungan yang akan ditambahkan. Pembiayaan
murabahah memiliki berbagai keuntungan, di antaranya
adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli
dan harga jual kepada nasabah. Di samping itu, skema
murabahah dikenal karena kesederhanaannya dan kemudahan
dalam pengelolaan administrasi.
d. ljarah

ljarah adalah sebuah akad dalam ekonomi Islam yang
mengacu pada kontrak sewa-menyewa yang memungkinkan
penerima jasa untuk memanfaatkan aset atau layanan yang
dimiliki oleh penyedia jasa dengan membayar biaya sewa atau
imbalan tertentu. Dalam transaksi ijarah, penyedia jasa atau
pemilik aset (mu'jir) menyewakan aset atau layanan kepada
penerima jasa (mustajir) untuk periode waktu tertentu dengan
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pembayaran sewa atau biaya sewa yang disetujui sebelumnya.
Aset yang dapat disewakan meliputi berbagai hal, seperti
kendaraan, peralatan, atau properti. Hal ini memberikan
kesempatan bagi penerima jasa untuk memanfaatkan aset tanpa
harus memiliki aset tersebut secara langsung, sementara
penyedia jasa memperoleh pendapatan dari sewa yang
dibayarkan oleh penerima jasa. Dalam konteks pembiayaan
syariah, transaksi ijarah memungkinkan terciptanya hubungan
yang adil dan transparan antara penyedia jasa dan penerima
jasa, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang
mendorong kesetaraan dan keadilan dalam transaksi ekonomi.
e. Qard al-hasan

Qard al-hasan adalah pemberian dana kepada individu lain
yang bisa dikembalikan tanpa mengharapkan keuntungan.
Dalam konteks figh, Qard al-hasan dianggap sebagai bentuk
bantuan sosial, bukan transaksi komersial. Manfaat dari Qard
al-hasan termasuk memberikan dukungan finansial jangka
pendek bagi mereka yang menghadapi kesulitan. Selain itu,
Qard al-hasan membedakan perbankan Syariah dari
perbankan konvensional dengan menonjolkan misi sosial
selain misi komersial, yang dapat menaikkan citra dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan
Syariah.

Murabahah, musyarakah, dan ijarah merupakan kontrak atau
instrumen yang sangat aplikatif untuk skema pembiayaan mikro
Syariah untuk meningkatkan potensi pengusaha kecil. Model
pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan Syariah lebih
sesuai dan lebih dapat diterima (Wilson, 2007). Selain itu,
pembiayaan Syariah dengan berbasis mudarabah, musharakah,
murabahah, dan ijarah juga memiliki fitur dan karakteristik yang
berkontribusi terhadap pengembangan keuangan ekonomi yang
lebih bernilai bagi orang miskin dan pengusaha-pengusaha kecil
(Rahim & Rahman, 2007).
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6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki pengertian yang beragam
sehingga tidak ada definisi khusus tentang UMKM yang
dapat digunakan sebagai referensi oleh setiap ekonom,
badan statistik, atau peneliti ekonomi (Berisha & Pula,
2015). Variabilitas definisi ini memang menjadi isu penting
pada tataran global (World Bank, 2019). Definisi dan
kriteria UMKM bergantung kepada standar setiap negara
karena karakteristik dan permasalahan UMKM pada tiap-
tiap negara tidak selalu sama. Meskipun terdapat
perbedaan definisi UMKM, pengertian UMKM sangat
penting dan bermanfaat seperti untuk menghasilkan data
statistik, memantau kesehatan sektor ini dari waktu ke
waktu, dan dalam menentukan kelayakan atas bentuk
bantuan publik tertentu (OECD, 2004).

Ardic, Mylenko, & Saltane (2011) menyebutkan
bahwa kriteria tenaga kerja dan nilai penjualan adalah
parameter paling akurat yang menentukan usaha kecil dan
menengah. Nilai jual total cukup logis untuk dijadikan
kriteria, mengingat parameter nilai jual mencerminkan
surplus ekonomi yang dimiliki tidak hanya oleh produsen,
penjual, dan pekerja, tetapi juga konsumen. Semakin besar
penjualan, semakin besar surplus ekonomi. Sementara itu,
Bloem (2012) menyimpulkan ada tiga kriteria yang biasa
digunakan banyak negara atau lembaga dalam
mendefinisikan UMKM yaitu jumlah pekerja, nilai
penjualan dalam setahun, dan total aset. Banyak negara di
dunia ini yang menggunakan ketiga kriteria tersebut.

Lembaga internasional seperti Uni Eropa (UE) dan
Bank Dunia mendefinisikan UMKM yang berbeda. UE
melalui pedoman yang dirilis oleh European Commission
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menetapkan kriteria untuk mengklasifikasikan badan
usaha sebagai UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja,
omset tahunan dan neraca tahunan (Commission, 2005).
Kriteria jumlah karyawan adalah yang utama, sedangkan
dua kriteria keuangan lainnya bersifat opsional. Detail

mengenai

Enterprise

tipe UMKM menurut
Commission dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:
Tabel 2.1 Tipe UMKM Menurut Kriteria European Commission

Headcount:

Annual

kriteria European

Annual
Cateso Annual Work Unit Turnoverr Balance Sheet
gory (AWU) Total
Medium- <250 <60 <€50 million
sized million
Small <50 =l <€10 million
million
Micro <10 <€2 million <€2 million

Sumber: European Commission (2005)

Bank Dunia menetapkan tiga kriteria kuantitatif
untuk mendefinisikan UMKM vyaitu jumlah tenaga kerja,
dan neraca tahunan (aset) dalam dollar US atau omset
dalam dollar US (Independent Evaluation Group, 2008).
Suatu perusahaan harus memenuhi kriteria jumlah tenaga

kerja dan minimal

satu kriteria keuangan untuk

diklasifikasikan sebagai UMKM. Detail tentang kategori
UMKM menurut kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia
dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Tipe UMKM Menurut Kriteria Bank Dunia
Enterprise Number of Total
Indicators Employees Total Assets Annual Sales

Medium > 50; >$3,000,000; >$3,000,000;
<300 <$15,000,000 <$15,000,000

Small >10; >$100,000; >$100,000;
<50 <$3,000,000 <$3,000,000
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Micro | <10 | <$100,000 | <$100,000

Sumber: Independent Evaluation Group (2008)

Baik UE maupun Bank Dunia memiliki kriteria
serupa, termasuk jumlah karyawan, dan total penjualan,
atau aset. Namun jumlah yang ditentukan untuk berbeda.
Misalnya, ketika mendefinisikan kategori perusahaan
menengah, UE menetapkan batas untuk jumlah pekerja
tidak melebihi 250 orang, sedangkan Bank Dunia
menetapkan batas untuk jumlah pekerja tidak melebihi 300
orang. Perbedaan tidak hanya terjadi pada ukuran jumlah
pegawai, namun juga pada dua ukuran lainnya, yaitu
penjualan dan aset.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2008 tentang UMKM mengartikan UMKM mengacu
pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yaitu:
1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang

perorangan atau badan usaha milik perorangan yang

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah
sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri yang dijalankan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang
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memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil adalah

sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai
dengan maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua milyar
lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dijalankan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria
Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah).

Detail tipe UMKM berdasarkan Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:
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Tabel 2.3 Tipe UMKM Menurut Indikator Dalam

UU 20/2008
. Kriteria
No Kategori Asset (Rp) Omset (Rp)
1 Usaha Mikro Max 50 Jt Max 300 Jt
2 Usaha Kecil >50Jt-500]Jt | >300]Jt-25M
3 Usaha Menengah >500Jt-10M | >25M-50M

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008

Kriteria UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan
hasil penjualan tahunan sesuai Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 berubah setelah terbit Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan pada 2
Februari 2023. Namun penjelasannya tidak detail. Sehingga
kemudian diterbitkan kurang lebih 49 peraturan turunan
untuk menerangkan poin-poin yang belum lengkap
deskripsinya pada Undang-Undang dimaksud.

Salah satunya ada Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan,
Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (PP No. 7 tahun 2021). Merujuk Pasal 35-36 PP
No. 7 Tahun 2021, pengklasifikasian UMKM mengacu pada
modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Parameter
modal usaha diimpelentasikan untuk klasifikasi UMKM
yang berencana mendirikan usaha sesudah PP No. 7 tahun
2021 berlaku. Sementara parameter penjualan tahunan
untuk pengklasifikasian UMKM yang telah ditetapkan
sebelum PP ini tetap digunakan. Selain itu, PP No. 7 Tahun
2021 juga berisikan sejumlah aturan dan kebijakan
mengenai kemudahan dalam mendirikan usaha, perizinan,
dan dukungan serta aksesibilitas terkait pinjaman,
pemasok dan pasar bagi koperasi dan UMKM. PP No 7
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tahun 2021 turut mengubah batasan kriteria skala aset
menjadi skala modal.

Sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021, UMKM

diartikan sebagai berikut:

1.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau
Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha
Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini..
Dalam mengidentifikasi apakah UMKM termasuk

dalam kategori usaha mikro, kecil, atau menengah, UMKM
dikategorikan berdasarkan kriteria seperti modal usaha
dan penjualan tahunan sebagaimana ditampilkan Tabel 2.4
berikut:
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Tabel 2.4 Tipe UMKM Menurut Indikator Dalam PP No. 77

tahun 2021
Kategori | Modal Usaha Hasil Penjualan Tahunan |
Usaha s.d Rp1.000.000.000,00 s.d Rp2.000.000.000,00.
Mikro tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha

Usaha Kecil Lebih dari Lebih dari
Rp1.000.000.000,00. s.d Rp2.000.000.000,00. s.d
Rp5.000.000.000,00 tidak Rp15.000.000.000,00.

termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha

Usaha Lebih dari Lebih dari
Menengah Rp5.000.000.000,00. s.d Rp15.000.000.000,00. s.d
Rp10.000.000.000,00 tidak Rp50.000.000.000,00.

termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha
Sumber: PP No. 71 tahun 2021

7. Financial Technology (Fintech)

Fintech tidak dapat didefinisikan dengan satu cara,
tetapi terdapat sejumlah referensi yang bisa digunakan
untuk menerangkan fintech (Schueffel, 2016). Dalam
berbagai literatur ditemukan definisi terkait fintech.
Pengertian secara sederhana dari fintech adalah teknologi
yang diterapkan untuk mempertinggi kualitas layanan
keuangan (Dorfleiner et al, 2017). Sementara itu Arner,
Barberis, & Buckley (2016); dan Rahim, (2016)
mendefinisikan fintech sebagai bisnis yang berfokus pada
penyampaian layanan keuangan kepada pelanggan dengan
memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi canggih.
Oxford Dictionary menjelaskan fintech sebagai teknologi
dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyokong

layanan perbankan dan keuangan (Alam, Gupta & Zameni,
2019).
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Chishti & Barberis (2016); Abdillah (2020); dan
Wardhana et al (2021) mendefinisikan fintech sebagai
penerapan teknologi secara menyeluruh oleh lembaga
keuangan untuk meningkatkan fungsi, produk, dan
layanan kepada pelanggan. Pendapat lain dikemukakan
oleh Gomber et al (2017) bahwa fintech merupakan produk
dari inovasi teknologi internet yang memulai perubahan
signifikan di sektor keuangan dengan mentrasformasi
kemapanan, model bisnis, dan layanan yang ditawarkan.
Puschmann (2017) mempertegas bahwa fintech merupakan
hasil inovasi dalam industri keuangan yang dipicu oleh
kemajuan teknologi informasi, yang menghasilkan model
bisnis, produk, dan layanan baru, baik dalam organisasi
maupun antar-organisasi, serta proses dan sistem baru.
Sementara itu Leong & Sung (2018) menyatakan fintech
sebagai sebuah gagasan kreatif yang bertujuan untuk
meningkatkan layanan finansial dengan menawarkan
solusi berbasis teknologi sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Beberapa lembaga dan asosiasi turut mendefinisikan
fintech diantaranya Financial Stability Board (FSB) yang
mendefinisikan fintech sebagai teknologi inovatif yang
menciptakan model bisnis baru, aplikasi, proses, atau
produk yang berdampak besar dalam penawaran layanan
finansial (FSB, 2017). The National Digital Research Centre
(NDRC) yang berpusat di Dublin, Irlandia mendefinisikan
fintech sebagai terobosan dalam layanan finansial yang
terintegrasi dengan teknologi dengan inovasi baru (Tim
Dinar, 2020) dan AFTECH yang mengadopsi definisi Bank
Dunia mengenai fintech sebagai industri yang terdiri dari
perusahaan-perusahaan yang menerapkan teknologi untuk
meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan layanan
keuangan ( AFTECH, 2021).
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Definisi fintech juga termaktub dalam Peraturan
Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial, di mana fintech
diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem
keuangan yang menghasilkan produk, jasa, teknologi
dan/atau model bisnis baru, dan dapat berdampak pada
stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau
efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan sistem
pembayaran (BI, 2017).

Selain PBI, definisi fintech juga terdapat di dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.
13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di
Sektor Jasa Keuangan. OJK menggunakan istilah Inovasi
Keuangan Digital (IKD) sebagai referensi definisi fintech
yaitu aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan
instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru
di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem
digital (POJK, 2018). Sehingga kedua regulasi baik PBI No.
19/12/PBI/2017 maupun POJK No. 13/POJK.02/2018
mencerminkan esensi yang serupa dalam mendefinisikan
fintech sebagai ragam inovasi yang menyediakan nilai
tambah pada sektor jasa keuangan. Dari beberapa
penjelasan mengenai pengertian fintech di atas, bisa
disarikan bahwa fintech merujuk pada pembaharuan digital
di bidang finansial dengan bantuan teknologi yang
membuat transaksi finansial menjadi lebih simpel, aman,

dan canggih.

8. Financial Technology Syariah
Dalam sejarah perkembangan sistem finansial
modern di dunia, sistem keuangan Syariah menunjukkan
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arah dan daya tarik yang kuat, di mana sistem Syariah kini
mencakup produk dan jasa. Industri keuangan Syariah
dikembangkan untuk menyediakan layanan lembaga
keuangan berdasarkan prinsip-prinsip di mana lembaga
fatwa memainkan peran penting (Khan & uz-Zafar, 2019).
Menurut Hasan et al., (2020) pertumbuhan fintech, yang tak
terpisahkan dari kemajuan teknologi global dalam sektor
keuangan Syariah memerlukan dukungan dari fatwa
ulama untuk memastikan kepatuhan Syariah, walaupun ini
melahirkan isu baru bagi institusi keuangan Islam dalam
hal efisiensi, mempertahankan pelanggan, keterbukaan,
pertanggunjawaban, dan kelayakannya. El Amri &
Mohammed (2021) menegaskan bahwa pentingnya fatwa
mengenai implementasi fintech dan aplikasinya pada sektor
finansial Syariah wuntuk memastikan kehalalannya
sehubungan sekarang fintech telah mengendalikan industri
finansial.

GIFT Report 2022 yang dirilis oleh DinarStandar
memberikan gambaran menyeluruh tentang
perkembangan, tantangan, dan peluang dalam industri
fintech Islam global saat ini (DinarStandard & Ellipses,
2023). Industri fintech Islam terus mengalami pertumbuhan
yang signifikan di berbagai belahan dunia, dengan banyak
inovasi yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat Muslim. Terdapat peningkatan dalam inovasi
produk fintech yang sejalan dengan ketentuan Syariah,
seperti platform investasi, pembiayaan, dan pembayaran
yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam.

Saat ini banyak lembaga keuangan dan perusahaan
fintech yang mengadopsi teknologi baru seperti Al,
blockchain, dan big data untuk meningkatkan layanan
mereka. Namun masih ada tantangan terkait regulasi dan
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standar global yang konsisten untuk fintech Islam,
meskipun beberapa negara telah membuat langkah untuk
memfasilitasi perkembangan industri ini. Kolaborasi antara
lembaga keuangan, fintech, dan regulator semakin penting
untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan
fintech Islam secara berkelanjutan. Peningkatan kesadaran
dan pendidikan mengenai fintech Islam di kalangan
konsumen dan pelaku industri menjadi kunci untuk
mempercepat adopsi teknologi ini

GIFT Report 2022 melaporkan bahwa Malaysia, Arab
Saudi, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Inggris sebagai
lima negara dengan ekosistem fintech Syariah paling kuat di
antara 64 negara yang dievaluasi. Volume pembiayaan
yang diinisiasi fintech Syariah Indonesia tercatat tumbuh
130 persen year on year (2020-2021) dan volume pasar
diproyeksi tumbuh sebesar $179 miliar tahun 2026 dengan
Tingkat Pertumbuhan Tahunan Gabungan (Compounded
Annual Growth Rate /CAGR) atau sebesar 17,9 persen
dibandingkan dengan pasar fintech dunia. Di samping itu,
volume transaksi fintech Syariah di Indonesia diproyeksi
tumbuh dari $4.239,4 juta tahun 2021 menjadi $11.263,6 juta
pada tahun 2026 dengan CAGR sebesar 21,6 persen.

Dalam GIFT Report 2022 juga disebutkan bahwa
Arab Saudi, Iran, Malaysia, Uni Emirat Arab, Turki dan
Indonesia adalah negara-negara teratas dalam hal volume
transaksi fintech Syariah pada tahun 2020. Masing-masing
volume transaksi sebagai berikut: Arab Saudi ($26 miliar),
Iran ($19,1 miliar), Malaysia ($4,8 miliar), Uni Emirat Arab
($4,8 miliar), Turki ($4,4 miliar), dan Indonesia ($4,2 miliar)
(DinarStandard & Ellipses, 2023).
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Sektor keuangan Syariah termasuk di dalamnya
fintech Syariah bukan hanya dinilai dari aspek fisik yang
ada, tetapi juga harus diperhatikan dari perspektif sistem
keuangan yang diterapkannya. Semua aspek harus
terintegrasi dalam kerangka Syariah agar terhindar dari
unsur keharaman. Ini berdasarkan kewajiban setiap
Muslim untuk menjalankan syariat Islam secara total
(kaffah) dalam setiap sisi kehidupan.".

Baik fintech konvensional maupun fintech Syariah
memiliki pengertian yang serupa, namun berbeda dalam
hal dasar prinsipnya, yaitu fintech Syariah berlandaskan
pada syariat Islam, terutama dalam hal transaksi ekonomi
(Hasan, 2018). Dalam sektor keuangan Islam, perlu adanya
jaminan mengenai kepatuhan Syariah terhadap produk
dan layanan fintech (Abdullah, 2016). Pelaksanaan fintech
Syariah harus sesuai dengan ketentuan Syariah (sharia
compliance) sejalan dengan regulasi otoritas terkait
(Rohman, 2023). Dengan demikian fintech merujuk pada
bisnis berbasis teknologi yang menawarkan produk atau
layanan keuangan inovatif yang mematuhi prinsip-prinsip
Syariah

Laldin & Furqani (2019) mengemukakan bahwa
fintech Syariah yang lahir dari terobosan teknologi sektor
finansial harus memiliki kejelasan kriteria, sekurang-
kurangnya terdapat 5 (lima) kriteria fintech Syariah, sebagai
berikut:

1. Secara prinsip, inovasi dalam keuangan dan teknologi
Syariah diperbolehkan (ibahah), terutama karena Islam
selalu mendukung inovasi dalam layanan finansial
untuk mempermudah manusia dalam melakukan
transaksi secara efektif dan efisien
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2. Implementasi fintech harus mematuhi larangan, di
antaranya  bunga  (riba),  perjudian  (maysir),
ketidakpastian (gharar), bahaya (dharar), kecurangan
(tadlis), dan lain-lain

3. Implementasi fintech harus mematuhi ketentuan akad,
seperti rukun (rukn) dan syarat (shurut)

4. Implementasi fintech harus menimbang etika bisnis
menurut Syariah

5. Implementas fintech harus bermaksud merealisasikan
kemaslahatan dan menjauhi kerugian di masyarakat.

Fintech Syariah memerlukan referensi yurisprudensi
Islam atau figh al-mu’amalah yang memberikan ciri khas
sektor finansial Syariah. Dimensi pertama adalah larangan
riba (bunga). Ayat paling rinci mengenai larangan riba
adalah Surah Al-Bagarah ayat 275. Dimensi kedua adalah
larangan maysir atau judi seperti termaktub dalam Surah
Al-Bagarah ayat 219; dan dimensi berikutnya adalah
larangan gharar atau ketidakjelasan dalam bertransaksi
seperti tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 (Hui,
Manaf, & Shakri, 2019).

Dalam pandangan Tarigan (2019) riba merupakan
salah satu tema yang sangat penting dalam kajian ekonomi
Islam karena Al-Qur’an mengecamnya dengan sangat
keras dan riba berdampak pada kehancuran fundamental
ekonomi negara dan umat. Al-Qur’an menegaskan
pengharaman riba secara bertahap dalam empat wahyu
yang berbeda, yaitu Surah Ar-Rum: 39 (tahap pertama),
Surah An-Nisa: 160-161 (tahap kedua), Surah Ali Imran: 130
(tahap ketiga), dan Surah Al-Baqarah: 275-278 (tahap
keempat).
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Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan
jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan
persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang
dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa
bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, riba
berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah
teknis, riba bermakna pengambilan tambahan dari harta
pokok atau modal secara batil. Secara historis, riba hampir
sama tua dengan peradaban manusia, dan praktiknya
sudah dikecam lama. Plato (427-347 SM) dan Aristoteles
(384-322 SM), dua filosof Yunani, termasuk yang mengutuk
pembungaan uang yang dalam literatur Barat disebut
dengan usury atau interest (Harahap et al., 2015).

Maysir artinya sesuatu yang mengandung unsur
judi. Ayub (2007) mendefinisikan maysir sebagai kekayaan
yang diperoleh dengan mudah atau perolehan kekayaan
melalui keberuntungan, baik yang melibatkan atau tidak
melibatkan penghilangan hak orang lain. Sedangkan Igbal
& Mirakhor (2011) mendefinisikan maysir sebagai “gambling
or any game of chance” yang bermakna perjudian atau
permainan yang bergantung pada keberuntungan, di mana
hasilnya ditentukan secara acak dan tidak dapat diprediksi,
sehingga melibatkan risiko kehilangan uang atau aset tanpa
adanya usaha atau keterampilan yang jelas.

Gharar secara harfiah berarti penipuan, bahaya,
risiko, dan ketidakpastian yang berlebihan dan tidak perlu
(ambigu). Secara teknis, ini berarti menempatkan diri pada
risiko dan bahaya yang berlebihan dalam suatu transaksi
bisnis akibat terlalu sedikit informasi atau informasi yang
tidak seimbang tentang harga, kualitas, dan kuantitas dari
nilai tukar, tanggal pengiriman, kemampuan baik pembeli
atau penjual untuk memenuhi komitmen mereka, atau
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adanya ketidakjelasan dalam ketentuan perjanjian yang
dengan demikian mengekspos salah satu pihak pada risiko
yang tidak perlu (Igbal & Mirakhor, 2011).

Dasar utama dalam menilai kepatuhan fintech
Syariah adalah dengan merujuk pada Al-Qur’an, hadits
dan ijtihad. Disebabkan fintech merupakan layanan
keuangan baru maka peran ijtihad menjadi lebih penting,
tanpa mengabaikan norma muamalah yang telah
ditentukan oleh ulama salaf (Aziz, 2020). Islam mempunyai
sejumlah dasar hukum yang berfungsi mengatur setiap
aspek kehidupan manusia. Beberapa dasar hukum Islam
yang mengemukakan penjelasan mengenai pengharaman
riba dan menghalalkan jual beli sebagai berikut:

1. Al-Qur’an
a. Surah al-Baqarah: 275

P65 A el g st it ol sk WSl B3k ¥ 1 38T el

G B 486 0w 23 et Sesle 23T #555 ad b AT T e 1 G
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
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penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S. al-
Baqarah: 275).

Istilah al-bay’ dan al-riba dalam ayat di atas
menunjukkan bahwa transaksi yang benar-benar
diperbolehkan oleh Allah adalah jual beli, sementara
Allah menegaskan keharaman riba.

b. Surah al-Nisa: 29

Al Qur’an selain menerangkan jual beli dan riba
juga memaparkan perbuatan yang batil seperti
tercantum dalam Surah al-Nisa: 29:

Gl Yaa a8 i o 53 0556 01 ey oKaz K0l 5 ¥ i o g
Wiy 25, O a1 28

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh
dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu” (Q.S. al-Nisa: 29).

Istilah al-batil dalam ayat di atas menunjukkan
tindakan yang bisa merugikan diri sendiri atau orang
lain, termasuk transaksi fintech  berpotensi
menimbulkan kerugian semua pihak terkait. Shihab
(2002) berpendapat bahwa makna al-batil adalah
ketidaksesuaian dengan aturan agama atau
kesepakatan persyaratan. Berkenaan hal ini, Nabi Saw
bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu
Hurairah Radhiyallahu:

s gt 5 99 s e ) it e O3l

“kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati)
syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak
menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”
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c. Surah al-Baqarah: 282
o i & B0 2 a1 ) s g 0 Gt
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah  kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya
dengan  benar. Dan  janganlah  penulis  enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang
itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.
Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
dari orang-orang lelaki (di antaramuy). Jika tak ada dua oang
lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu
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menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas
waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu'amalahmu  itu), kecuali  jika mu'amalah  itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.
Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya
hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. al-Baqarah: 282).
Isltilah yang terkait dengan muamalah dalam
ayat di atas adalah dayn (utang) yakni uang yang
dipinjamkan dari pemilik uang kepada penerima
manfaat, dan transaksi ini harus tertulis baik secara
manual maupun elektronik. Menurut Imam al-
Qurtubi, perlu dibuat pencatatan untuk saling
mengingatkan dan  mencegah = kemungkinan

penyangkalan (Aziz, 2020).

2. Hadits )
535 Aiaa g Bal&e il Lagie dll oia ) e (p dll 2e (o
oSale all o 38 canad sall 8155 G50 lalad) 3 s el
el sl s (3 (198) "5 2" S5 (e Sl | sk 0f s
Dari Abdullah bin Abbas -radiyallahu 'anhuma-, ia
berkata, "Dahulunya Ukaz, Majinnah, dan Zul Majaz adalah
pasar-pasar di masa jahiliyah. Mereka merasa dosa berjualan
pada musim (haji), maka turunlah ayat, "Tidak ada dosa
bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari
Tuhanmu" (Al-Bagarah: 198) di musim-musim haji (H.R.
Bukhori dari Ibnu Abbas).
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Hadits tersebut menyampaikan bahwa sistem
ekonomi dan keuangan pra-Islam boleh diadaptasi oleh
sistem ekonomi dan keuangan Islam, sepanjang sesuai
dengan ketentuan syariat Islam. Rasulullah Saw juga
mengingatkan pentingnya mengikuti ketentuan Syariah
dalam sebuah hadits yang dlrlwayatkan oleh Rifa’ah:

uw‘rydijlu‘ Jb@)&bwéﬁo@\dce)dwu)f
ovw)ﬁ)m\du\g»ﬂ s

Dari Rifa'ah bin Rafi', dari Nabi Saw, beliau
bersabda: "Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan
pada hari kiamat sebagai orang-orang yang celaka (fujjar),
kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan
jujur."

3. Kaidah Fikih mengenai keabsahan transaksi
b GG we L 0K 8T LS ata) by

“Syarat sah sebuah transaksi adalah pelaku transaksi
mengetahui dan memahami apa yang dilakukan bahkan
kemungkinan risiko yang menyertai transaksi yang
dilakukannya” (' Abas, 2002).

Al-Qur’an menyatakan bahwa salah satu tujuan
kehadiran Nabi Muhammad Saw sebagai utusan Allah
Swt adalah memerdekakan manusia dari segala bentuk
ketidaktahuan dan belenggu yang mengekangnya. Islam
sangat menekankan kesejahteraan manusia dan
berkomitmen yang kuat terhadap kemerdekaan
individu, terutama dalam kegiatan ekonomi dan
keuangan. Transaksi jual beli secara online dibolehkan
dalam Syariah, dan para pelaku bisnis online dapat
meraih keuntungan dengan cara yang halal.

Fintech ~ Syariah  berdasar Fatwa DSN-MUI
No.117/DSN-MUI/II/2018 didefinisikan sebagai sebagai
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suatu penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan
prinsip Syariah  yang mempertemukan atau
menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima
pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan
melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan
internet. Fatwa ini juga menyatakan bahwa fintech Syariah
harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di antaranya
adalah menghindari riba, gharar (akad yang tidak jelas),
maysir (spekulasi), tadlis (tidak transparan), dharar (bahaya),
zhulm (kerugian satu pihak), dan haram.

Menurut MUI minimal terdapat empat fase agar
penyelenggara fintech bertransformasi menuju fintech
Syariah (Aziz, 2020) yaitu:

1. Penyelenggara tercatat di OJK/BI

2. Penyelenggara menyelesaikan tahap penelaahan
dokumen yang diperlukan oleh DSN-MUI dalam
memverifikasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
Syariah

3. Penyelenggara menjalani presentasi di depan tim
Visitasi dari DSN-MUI

4. Penyelenggara memperoleh rekomendasi DPS-MUL

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-
MUI/II/2018 terdapat beberapa akad dalam P2P Lending
Syariah. Pelaksanaan akad dalam Islam adalah hal yang
sangat penting. Perpindahan kepemilikan suatu barang
dari satu pihak ke pihak lain hanya dapat diterima jika
didasarkan pada akad yang sejalan dengan syariat Islam.
Semua jenis transaksi harus didasari oleh adanya akad atau
tindakan yang diizinkan dalam Islam (Rohman, 2023).

Landasan pemikiran ini mengarah pada
pemahaman bahwa setiap orang pasti berinteraksi dengan
orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
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mengharuskan aturan tertentu agar terhindar dari tindakan
yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip
kepemilikan individu dalam Islam harus dialihkan melalui
bentuk dan jenis transaksi (akad) yang sejalan dengan
syariat Islam saat terjadi peralihan. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa akad akan menentukan keabsahan dari
transaksi yang dilaksanakan (Faiz, 2020).

Adapun akad-akad dalam P2P Lending Syariah yang

tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-
MUI/II/2018 adalah sebagai berikut:

1.

Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang
mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang
dipertukarkan (barang dan harga).

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan
pembayaran ujrah atau upah.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak
atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap
pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's
al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi
sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional,
sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara
proporsional

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara
pemilik modal (shahibu al-maal) yang menyediakan
seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan
keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai
nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan
kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Qardh adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman
dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib
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mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan
waktu dan cara yang disepakati

6. Wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi
kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk
melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh
diwakilkan

7. Wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah yang disertai
dengan imbalan berupa ujrah (fee).

9. Regulasi Financial Technology

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai
sumber hukum formil berupa peraturan perundang-
undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan
suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum
(Yunto, 2012).

Pasal 1 angka 2 UU No 15 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
menjelaskan definisi peraturan perundang-undangan
adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Menurut Black Law Dictionary, kata regulasi
(regulation) diartikan sebagai “a rule or order, having legal
force. issued by an administrative agency or a government”, atau
satu peraturan atau keputusan yang mempunyai kekuatan
hukum, yang diterbitkan oleh pemerintah (Garner, 2009).
Pengertian regulasi yang lain disebutkan dalam
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Encyclopedia of the American Judicial System yaitu:
“regulations are issued by wvarious federal government
departments and agencies to carry out the intent of legislation
enacted by Congress”. Regulasi dimaknai sebagai aturan
yang diterbitkan oleh berbagai lembaga pemerintahan
untuk melaksanakan maksud undang-undang yang telah
ditetapkan. Dari beberapa pengertian tersebut di atas,
dapat disimpulkan bahwa regulasi merujuk pada
peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah
atau lembaga yang berwenang,.

Di Indonesia terdapat tujuh klaster fintech dengan
peraturan yang menaungi sebagaimana ditampilkan Tabel

2.5 berikut: ( AFTECH, 2021)
Tabel 2.5 Daftar Regulasi dan Inisiatif Pemerintah Berdasarkan Klaster

Fintech

Pinjaman POJK OJK Tujuan:

Online 77/0JK.01./2016 Untuk mengembangkan klaster
tentang layanan Pinjaman Onlinedengan
peminjaman menetapkan persyaratan untuk
uang berbasis perusahaan
teknologi Pinjaman Online.

informasi
Pemaparan utama:

Untuk menentukan bentuk
entitas, persyaratan modal
minimum, larangan
memberikan atau menerima
pinjaman secara langsung,
pinjaman maksimumyang
diberikan, dan periode sandbox
wajib untuk pendatang baru.
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PBI No. 18/40/ BI Tujuan:

PBI/2016 Untuk mengatur infrastruktur
tentang pembayaran danlayanan
penyelenggara pembayaran digital.

anproses

transaksi Pemaparan utama:
pembayaran Perizinan dan persyaratan

persetujuanBank Indonesia,
kewajiban dan batasan penyedia
pembayaran digital

PBI No. 19/12/ BI Tujuan:

PBI/2017 Untuk meningkatkan

tentang regulasi teknologi finansial,
Pembayaran penyelenggaraa termasuk pembayaran
Digital n teknologi digital.

finansial

(Tekfin) Pemaparan utama:

Definisi teknologi finansial,
regulatorysandbox, perizinan
dan pemantauan perusahaan
Tekfin, batasan dan sanksi.

PBI No. BI Tujuan:

20/6/PBI/2018 Untuk memastikan transaksi
tentang uang uang elektronik lebihaman.
elektronik

Pemaparan utama:
Pembaruan persyaratan
lisensi untukpenyedia uang
elektronik, persyaratan

floating fund.
PBI No. 22/23/ BI Tujuan:
PBI/2020 tentang Untuk menetapkan standar
sistem pembayaran baru bagi perusahaanyang

menyediakan layanan
pembayaran dan infrastruktur
untuk layanan tersebut, serta
meningkatkan kriteria tata
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Klaster Regulasi/Inisiatif Penerbit Catatan ‘

kelola risiko dan kepatuhan.

Pemaparan utama:

Konsep penyedia jasa dan
penyedia infrastruktur,
perizinan yang sesuai dengan
jenis produk/

fungsi yang diberikan,
pembatasan kepemilikan saham
danpengendalian oleh asing.

Blueprint Sistem BI Tujuan:

Pembayaran (i) mendukung integrasi

Indonesia2025 ekonomi dan keuangan
digitalnasional;

(il mendukung digitalisasi
perbankan;

(i) menjamin interlink antara
Tekfin dan perbankan;

(iv) memastikan adanya
keseimbangan antara
inovasi, perlindungan
konsumen, dan
persaingan usaha yang
sehat; dan

(v) menjaga kepentingan
nasional dalam
ekonomi dankeuangan
digital lintas batas.
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Pemaparan utama:

Blueprint tersebut mencakup

limainisiatif untuk mencapai

visi 2025:

(i) open banking,

(i) sistem pembayaran ritel,

(i) infrastruktur pasar,

(iv) data dan

(v) regulasi, perizinan dan
pengawasan.

Kelima inisiatif tersebut akan

dilaksanakan secara paraleloleh

lima kelompok kerja di bawah

BIL

POJK No. 4 tahun OJK Tujuan:
2021 tentang Mengatur lembaga keuangan
Penerapan bukan bank untuk
Manajemen Risiko menerapkan manajemen risiko
dalam Penggunaan di bidang teknologi informasi.
Teknologi Informasi
oleh lembaga jasa Pemaparan utama:
keuangan bukan bank Rincian jenis lembaga
keuangan bukan bank dan
rincian persyaratan minimum
manajemen risiko dan tata
kelola perusahaan.
POJK No. 16 OJK Tujuan:
tahun2021 Pemutakhiran atau
tentang Equity perubahan dari POJK No. 57
/ Securities Tahun 2020 tentang Equity /
Crowdfunding Securities Crowdfunding.

Pemaparan utama:
- Penghapusan Pasal 6:
Perusahaan yang
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Regulasi/Inisiatif Penerbit Catatan ‘

melakukanequity

crowdfunding harus

Equity terdaftar sebagai

Crowdfunding penyelenggara sistem
elektronik di
Kementerian
Komunikasi dan Informatika
RI (KOMINFO).

- Penghapusan Pasal 13
Bagian 1 (e): fotokopi
buktipendaftaran di
KOMINFO.

- Penambahan Pasal 15A
antara Pasal 15 dan Pasal 16:
penyelenggara yang telah
memperoleh izin OJK harus
terdaftar sebagai
penyelenggara sistem
elektronik di KOMINFO dan
dilarang melakukan
pertukaran sebelum
menyerahkan bukti
pendaftaran kepada OJK,
kecuali penyelenggara telah
memperoleh izin yang
menunjukkanperluasan
kegiatan usaha dari equity
crowdfunding dan penyedia
yang sudah melakukan
ekuitas dalam bentuk
equity crowdfunding.

- Perubahan Pasal 85: tambahan
Pasal 15 A ayat (1) dan (2).
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POJK No. 57
tahun2020
tentang Equity /
Securities
Crowdfunding

OJK

Tujuan:

Memperluas cakupan POJK No.
37 Tahun 2018tentang Equity /
Securities Crowdfunding.

Pemaparan utama: Persyaratan
minimal perizinan, kegiatan
usaha, kebutuhan modal, dan
kualifikasi sumberdaya
manusia, serta batasan dan
pelaporan yang harus
dipatuhi oleh perusahaan.

Bank Digital

POJK No.13/
POJK.03/2021
2021 tentang
Penyelenggara
an

Produk Bank
Umum

OJK

Tujuan:

Meningkatkan proses
penyediaan produk perbankan
melalui perencanaan dan
prosedur persetujuan yang
lebih cepat dengan tetap
mengutamakan manajemen
risiko.

Pemaparan utama:
Mengelompokkan produk
bank menjadi produk dasar
dan produk tambahan, di
mana produk tambahan
mencakup produk perbankan
berbasis

TI yang mencakup (tetapi tidak
terbatas pada) perbankan
elektronik, perbankan digital,
dan neobank.

POJK No.12/
POJK.03,/2021

tentangbank umum

OJK

Tujuan:

Menyesuaikan regulasi dengan
industri keuangan global yang
dinamis dan mempercepat
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Regulasi/Inisiatif Penerbit Catatan ‘

transformasi digital perbankan.

Pemaparan utama:

- Menetapkan bahwa bahkan
bank yang sepenuhnya
digital masih diharuskan
memiliki satu kantor pusat
fisik.

- Mendefinisikan Bank Digital
baik sebagai bank baru yang
didirikan sejak awal secara
digital atau bank yang sudah
berdiri dan bertransformasi
secara digital.

- Menetapkan peraturan
dan persyaratan khusus
untukBank Digital
termasuk, namun tidak
terbatas pada manajemen
risiko, perlindungan data
konsumen, dan kontribusi

terhadap inklusi

keuangan.
POJK No.12/ OJK Tujuan:
POJK.03/2018 Mengatur layanan perbankan
tentang digital sebagai carauntuk
penyelenggaraan meningkatkan akses ke
Layanan layanan keuangan.
Perbankan
Digital oleh Bank Pemaparan utama:
Umum - Bank yang menawarkan

layanan perbankan digital
diharuskan untuk membentuk
unit khusus untuk layananini,
yang bertanggung jawab
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untuk menerapkan standar,
alokasi sumber daya,
memastikan kepatuhan dan
efektivitas, dan banyak lagi.
- Mengatur verifikasi
konsumen yang
diperlukan untuklayanan
perbankan digital.
- Menetapkan
persyaratan dan proses
bank dalammelakukan
layanan digital .

POJK No.3/ OJK Tujuan:

POJK.4/2021 Mewujudkan pasar modal yang
tentang terorganisir, adil, dan efisien.
Penyelenggaraan

Kegiatan di Pemaparan utama:

Bidang Pasar Menyatakan persyaratan dan
Modal tanggung jawab bursa, reksa

dana, perusahaan efek, dan
pihak lain di pasar modal. -
Menetapkan persyaratan dan
peran untuk penasihat investasi
dan manajer investasi.

Peraturan OJK OJK Tujuan:
Nomor Mengembangkan industri reksa
39/POJK.04/201 dana melalui perluasan jalur
4 Tentang Agen distribusi penjualan reksa dana,
Wealth Penjual Efek peningkatan basis investor
Management Reksa Dana domestik, dan peningkatan
capacity building Agen Penjual
Efek Reksa Dana.

Pemaparan utama:
Dalam peraturan ini, dibuka
kesempatan bagi Pihak
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Regulasi/Inisiatif Penerbit Catatan ‘

selain Perbankan untuk
dapat menjadi Agen Penjual.
- Efek Reksa Dana (APERD)
sehingga dapat memberi
peluang yang lebih luas
dalam memasarkan. - Efek
Reksa Dana kepada calon
investor yang pada akhirnya
akan meningkatkan jumlah
dana kelolaan. - Reksa Dana
dan memperluas basis
investor. Pihak-pihak
tersebut meliputi:
Perusahaan Efek,
perusahaan yang
menyelenggarakan kegiatan
usaha di bidang pos dan
giro, perusahaan pergadaian,
perusahaan perasuransian,
perusahaan pembiayaan,
dana pensiun, dan
perusahaan penjaminan
serta Perusahaan Efek yang
khusus didirikan untuk
memasarkan Efek Reksa

Dana.
POJK No. 13 tahun | OJK Tujuan: Mengatur lembaga
2018 tentang keuangan yang melibatkan
Inovasi Keuangan ekosistem digital dalam proses
Digital (IKD) bisnis, model bisnis, dan

instrumen keuangannya.

Pemaparan utama:

- Inovasi Keuangan Digital
(IKD).

- Menyebutkan jenis dan
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Inovasi
Keuangan
Digital (IKD)

kriteria IKD.
- Persyaratan bagi perusahaan
IKD untuk dicatat ke OJK.
Regulatory Sandbox.
Mengatur Regulatory Sandbox
untuk percobaan sebelum
peluncuran komersial.
- Pengendalian, Pelaporan, dan
Tata Kelola Perusahaanuntuk
bisnis.

Surat Edaran OJK
No. 20 tahun 2019
dalam mekanisme
pencatatan
penyelenggaraan
Inovasi Keuangan
Digital (IKD)

Surat Edaran OJK
No. 21 tahun 2019
tentang Regulatory
Sandbox

Surat Edaran OJK
No. 22 tahun 2019
dalam mekanisme
pencatatan
penyelenggaraan

OJK

OJK

OJK

Tujuan:

Mengatur pelaksanaan
mekanisme pencatatanIKD.
Pemaparan utama:

Proses rinci sebelum, selama,
dansetelah pencatatan, serta
proses pengendalian dan
pelaporan.

Tujuan:

Untuk mengatur proses
implementasi Regulatory
Sandbox.

Pemaparan utama:

Proses rinci dari Regulatory
Sandbox.

Tujuan:

Untuk menunjuk Asosiasi
Tekfin dalam kaitannya
dengan IKD.

Pemaparan utama:
Rincian persyaratan untuk
proses, serta peran,
wewenang, dan larangan
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Regulasi/Inisiatif Penerbit Catatan ‘

bagi asosiasi dalam hal

2021 tentang
penerapan Anti
Pencucian Uang
dan Pencegahan
Program
Pendanaan
Terorismeuntuk
jasa pinjaman
berbasis teknologi

pengangkatan oleh OJK
Umum POJK No. 6/ OJK Tujuan:
POJK.04/ Agar tidak terjadi

penyimpangan di klaster
TekfinPinjaman Online.

Pemaparan utama:
Mengatur manajemen

risiko yang diperlukan
untuk anti pencucian uang
dan pendanaan

terorisme, termasuk ketentuan
umum, praktik manajemen
risiko, tanggung jawab
pemantauan, organisasi dan
fungsi manajemen risiko,
evaluasi manajemen risiko,
dan sanksi.
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Rancangan
undang-undang
tentang
Perlindungan
Data Pribadi

Tujuan:

Mengatur tentang pengolahan
data pribadi di

Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pada saat Undang-
Undang ini mulai berlaku,
pihak yang terlibat dalam
pemrosesan Data Pribadi, harus
menyesuaikan dengan
persyaratan pemrosesan
hukum/undang-undang.
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Pemaparan utama:
Persetujuan eksplisit
diperlukan dari pemilik
data untukpemrosesan
data pribadi.

- Jadwal tanggapan untuk
hak subjek data telah
disebut-kan secara terpisah
dalam tagihan.

- Pengontrol data untuk
memberi tahu pemilik data
danMenteri dalam waktu 3
hari setelah pelanggaran
data.

- Hukuman untuk
ketidakpatuhan dapat
berkisar dari IDR 20 Miliar
hingga 70 Miliar atau
Penjara berkisar antara 2
hingga 7 tahun.

Rancangan Tujuan:

undang-undang Untuk secara jelas

tentang mendefinisikan dan meng-
Keamanan Siber gambarkan peran, tanggung

jawab, dan otoritas lembaga
terkait dalam mengatasi
ancaman keamanan siber.

Sumber: AFTECH (2021)

Dalam ekonomi digital yang identik dengan perubahan secara
cepat dan dinamis, kebijakan pemerintah harus dapat mendukung
perubahan, inovasi, dan cukup fleksibel bagi pihak yang
menerapkannya. Terlepas dari keunggulan yang dimiliki, terdapat
beberapa risiko fintech di antaranya pembiayaan macet, pencurian data,
pembiayaan fiktif, privasi pelanggan, gangguan sistem dan serangan
dunia maya, maupun tantangan perlindungan konsumen lainnya.
Mekanisme Regulatory Sandbox lahir untuk mengatasi risiko-risiko ini
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sebelum produk dipasarkan secara luas, dan Indonesia telah
mengadopsi mekanisme ini yang telah dijalankan di Negara Inggris,
Singapura, dan Australia (Hakim & Hapsari, 2022).

Regulatory Sandbox sebagai peraturan fintech didefinisikan
sebagai kerangka kerja yang dibuat oleh regulator sektor keuangan
untuk memungkinkan pengujian langsung inovasi berskala kecil oleh
perusahaan swasta dalam lingkungan yang terkendali (beroperasi di
bawah pengecualian khusus, tunjangan, atau pengecualian terbatas
lainnya yang terikat waktu) di bawah pengawasan regulator (Jenik &
Lauer, 2017).

Sedangkan menurut Surat Edaran OJK No. 21 /SEOJK.02/2019
tentang Regulatory Sandbox disebutkan bahwa Regulatory Sandbox
adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis,
instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara. (OJK, 2019).
Adapun tujuan dari Regulatory Sandbox adalah untuk memastikan IKD
memenubhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat inovatif dan berorientasi ke depan

2. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana
utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa
keuangan

Mendukung inklusi dan literasi keuangan

Bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas

Dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada
Menggunakan pendekatan kolaboratif

Memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan
data.

Regqulatory Sandbox dilaksanakan dengan menggunakan
metode sampling dan prototyping, di mana fintech terpilih dari setiap
model bisnis (cluster) dinilai. Terdapat lima langkah strategis yang
terlibat: (1) Mengerti tentang model usaha, mekanisme bisnis, dan
struktur pengelolaan; (2) Menentukan metode dan skenario evaluasi;
(3) Penilaian dan uji coba; (4) Penyempurnaan desain; dan (5) Penilaian
akhir. Proses evaluasi menghadirkan panel pengawas yang akan
menilai apakah model fintech apakah model fintech disetujui,
memerlukan revisi, atau tidak mendapat rekomendasi untuk
pendaftaran atau operasi. Lamanya proses Regulatory Sandbox bisa
beragam dari beberapa bulan hingga 1 (satu) tahun, dengan

NSO Ww
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perpanjangan hingga 6 (enam) bulan jika mereka direkomendasikan
untuk merevisi bisnis mereka.
Adapun proses Regulatory Sandbox OJK adalah sebagai berikut:

Regulation
No.13/P0JK.02/2018

Duration of 1 year, with
6 months extension

Regulatory

Application
{for recording)

& months

!IIE\l“\

) Correction / improvement

Not recommended

Fintech
Business

Innovation

Gambar 2.2 Regulatory Sandbox POJK No.13/POJK.02/2018
Sumber: OJK (2018)

Manfaat Regulatory Sandbox bagi perusahaan adalah sebagai
berikut: (a) Kemampuan untuk menilai produk dan layanan dalam
lingkungan yang terjaga; (b) Mempersingkat masa pemasaran dengan
biaya yang berpotensi lebih rendah; (c) Dukungan dalam
mengidentifikasi perlindungan perlindungan konsumen yang tepat
untuk membangun ke dalam produk dan layanan baru; dan (d) Akses
keuangan yang lebih baik.

10. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah faktor krusial untuk
memperkuat kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa
keuangan. Dengan demikian, industri jasa keuangan harus
memastikan bahwa pelayanan yang disampaikan kepada
pelanggan dilakukan secara berkeadilan dan penuh
keterbukaan.

Masa perlindungan konsumen di Indonesia dimulai
dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20
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April 2000. Pentingnya regulasi yang khusus menangani
perlindungan konsumen menjadi sangat mendesak untuk
ditindaklanjuti mengingat keadaan Indonesia pasca
pemulihan dari krisis keuangan dunia tahun 1998.

UUPK dirumuskan untuk menciptakan
pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi yang
bisa mendorong pertumbuhan dunia usaha sehingga dapat
menghadirkan berbagai barang atau jasa yang mampu
meningkatkan kesejahteraan sosial. Di samping itu, UUPK
dibuat untuk menghadapi konsekuensi semakin
terbukanya pasar nasional sebagai dampak dari globalisasi
ekonomi serta sebagai langkah wuntuk memperkuat
pemahaman, wawasan, kepedulian, keahlian dan
kemandirian konsumen untuk menjaga dirinya, serta
mengembangkan etika bisnis yang bertanggung jawab
untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen (OJK,
2017).

Istilah konsumen tidak asing bagi masyarakat,
berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika) atau
consument/konsument (Belanda). Secara umum, konsumen
adalah pihak yang memakai. Secara literal kata consumer
adalah lawan dari produsen,  setiap orang yang
mengonsumsi barang. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
mengartikan kata consumer sebagai pemakai atau
konsumen (Nasution, 2001).

Nasution (2001) menentukan parameter mengenai
konsumen sebagai berikut:

1. Konsumen adalah pihak yang memperoleh barang atau
jasa untuk kebutuhan tertentu
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2. Konsumen antara adalah pihak yang memperoleh
barang atau jasa untuk keperluan produksi barang/jasa
atau untuk tujuan perdagangan

3. Konsumen akhir adalah pihak yang mengakses dan
memanfaatkan barang atau jasa untuk keperluan hidup
pribadi, keluarga, atau rumah tangga dan bukan untuk
tujuan komersial

Secara otentik, Undang-Undang No. 8 tahun 1999
merumuskan konsumen adalah setiap orang pemakai
barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sementara itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(POJK) No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan

Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

mengartikan konsumen sebagai pihak-pihak yang

menempatkan  dananya dan/atau  memanfaatkan
pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara
lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal,
pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada

Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan (OJK, 2022c).

POJK No. 6/POJK.07/2022 merumuskan Lembaga

Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan

kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian,

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa

Keuangan lainnya. Sedangkan Pelaku Usaha Jasa

Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak

yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana,

penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa
keuangan.
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Sebelum OJK didirikan, BI dan Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK),
Kementerian Keuangan RI bertanggung jawab atas
pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
Perlindungan konsumen dan masyarakat turut dilakukan
oleh lembaga-lembaga tersebut. Dengan pembentukan
OJK, fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat kini
dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi, sejalan
dengan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4
tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, perlindungan konsumen di sektor keuangan
menerapkan prinsip: (1) Edukasi yang memadai; (2)
Keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau
layanan; (3) Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang
bertanggung jawab; (4) Perlindungan aset, privasi, dan data
konsumen; (5) Penanganan pengaduan dan penyelesaian
sengketa yang efektif dan efisien; (6) Penegakan kepatuhan;
dan (7) Persaingan yang sehat.

Secara umum upaya perlindungan konsumen dan
masyarakat di sektor jasa keuangan meliputi upaya yang
bersifat pencegahan (preventiffy dan yang bersifat
penanggulangan (represif). Bentuk perlindungan yang
bersifat pencegahan sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 28 meliputi:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat
atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan
produknya
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2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan
kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi
merugikan masyarakat; dan

3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan.

Sedangkan langkah yang bersifat penanggulangan
(represif) mengacu pada Pasal 29 UU No. 21 tahun 2011 yang
mencakup penyediaan sistem layanan pengaduan
konsumen, pengembangan mekanisme pengaduan, dan
dukungan untuk penyelesaian keluhan konsumen yang
dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan. Di
samping itu OJK juga mempunyai kewenangan yang diatur
dalam Pasal 30 UU No. 21 tahun 2011 untuk melakukan
pembelaan hukum yang meliputi memerintahkan atau
melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa
Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen
yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.

Pada sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen
yang dilakukan oleh OJK akan memberikan manfaat bagi:
(OJK, 2017).

1. Konsumen dan Masyarakat

Perlindungan konsumen yang diberlakukan oleh
OJK akan meningkatkan transparansi produk dan
layanan keuangan. Ini akan meningkatkan aksesibilitas
dan kelengkapan informasi bagi konsumen dan
masyarakat sehingga mereka lebih memahami
bagaimana cara menggunakan produk dan jasa
keuangan yang disediakan oleh LJK. Konsumen dan
masyarakat juga akan mempunyai kemungkinan untuk
memilah dan membandingkan berbagai produk
keuangan. Melalui transparansi, konsumen dan
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masyarakat akan lebih memahami kegunaan, biaya, dan
risiko dari produk keuangan sebelum membelinya.
2. Lembaga Jasa Keuangan
Perlindungan konsumen yang dilakukan OJK
bermanfaat dalam mengembangkan LJK. Hal ini
disebabkan konsumen dan masyarakat akan merasa
lebih terlindungi saat memanfaatkan produk dan
layanan keuangan, yang pada gilirannya akan
meningkatkan loyalitas dan jumlah pelanggan. Situasi
ini tentu saja akan menambah profitabilitas LJK.
3. Pemerintah dan Lembaga Terkait
Perlindungan konsumen yang diterapkan oleh
OJK akan mendorong LJK untuk bertindak hati-hati dan
menghasilkan konsumen serta publik yang memahami
produk dan layanan keuangan. Kedua aspek tersebut
akan menciptakan industri keuangan yang teratur
(market  discipline), yang pada gilirannya akan
mengembangkan akses keuangan. Situasi ini akan
memperkuat program pemerintah dalam mencapai
masyarakat yang lebih makmur.
11. Permodalan
Sasaran utama suatu perusahaan adalah
mengoptimalkan kekayaan atau nilai perusahaan (firm
value) yang dapat dicapai melalui tiga keputusan penting
yaitu investasi, pendanaan dan dividen (Jensen and
Meckling, 1976; Skomp,1990; Freeman & Hobbes, 1991;
Cohen and Yagil 2007; Salvatore, 2012). Nilai perusahaan
sangat penting karena menggambarkan kinerja perusahaan
dan bisa memengaruhi penilaian investor terhadap
perusahaan. Perusahaan yang berkinerja tinggi memiliki
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reputasi yang baik dan membangun kepercayaan di

kalangan pemangku kepentingan.

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk
mempertahankan dan memajukan bisnisnya. Di antara
keputusan krusial yang harus diputuskan oleh manajer
keuangan untuk memastikan kelangsungan hidup
perusahaan adalah keputusan pendanaan. Keputusan
pendanaan dapat dipahami sebagai keputusan yang terkait
dengan struktur keuangan perusahaan (financial structure)
yang mencerminkan proporsi modal internal dan eksternal.
Dana yang diperoleh perusahaan ini dapat berdampak
pada nilai perusahaan (Modigliani & Miller, 1963; De
Angelo & Maelis, 1980; Bradley et al., 1984). Menurut
Subramanyam (2014) ada dua sumber utama pendanaan
yaitu pemilik atau pemegang saham dan kreditor.
Keputusan tentang struktur pembiayaan berkaitan dengan
kondisi di pasar keuangan.

Ketentuan permodalan penyelenggara P2P Lending
saat ini ditetapkan dalam POJK No.10/POJK.05/2022.
Dalam POJK tersebut ketentuan modal disetor dinaikkan
menjadi Rp25 miliar, di sisi lain ekuitas minimal ditetapkan
sebesar Rp12,5 miliar. Mengacu pada POJK
No.10/POJK.05/2022 Pasal 50 aturan yang
memberlakukan nilai ekuitas minimum adalah sebagai
berikut:

1. Penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling
sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus
juta rupiah).

2. Ekuitas sebagaimana dimaksud wajib dilakukan secara
bertahap, sebagai berikut:

a. Paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah) berlaku 1 (satu) tahun terhitung
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sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
diundangkan;

b. Paling sedikit Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar
limaratus juta rupiah)berlaku 2 (dua) tahun
terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
diundangkan; dan

c. Paling sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar
lima ratus juta rupiah) berlaku 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
diundangkan.

Sementara modal disetor harus disetor secara tunai,
penuh, dan ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka
atas nama penyelenggara pada:

1. Bank Umum, Bank Umum Syariah, atau Unit Usaha
Syariah dari Bank Umum di Indonesia bagi
penyelenggara konvensional; atau

2. Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dari Bank
Umum di Indonesia bagi penyelenggara berdasarkan
prinsip Syariah.

Perubahan ini bertujuan untuk mengatasi masalah
kekurangan modal dan ekuitas yang mungkin dihadapi
oleh perusahaan. Sebelumnya, modal disetor ditetapkan
sejumlah Rp1.000.000.000,00 pada saat pendaftaran dan
Rp2.500.000.000,00 untuk izin beroperasi. Perubahan ini
berdasar pada analisis kebutuhan nyata permodalan di
industri P2P Lending. Di samping itu, perubahan ketentuan
terkait modal disetor dan ekuitas bermaksud agar industri
ini bisa lebih sehat, berkelanjutan, meningkatkan

kepatuhan penyelenggara, dan menghadirkan
perlindungan yang lebih optimal bagi konsumen (OJK,
2023b).
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12. Sumber Daya Manusia (SDM)

Di semua organisasi terdapat banyak sumber daya
atau aset yang mempengaruhi kinerja organisasi. Menurut
Mathis & Jackson (2008) organisasi harus mengelola empat
jenis aset yaitu (1) Fisik (bangunan, tanah, furnitur,
komputer, kendaraan, peralatan, dan lain-lain); (2)
Keuangan (uang tunai, sumber daya keuangan, saham,
surat berharga keuangan, dan lain-lain); (3)
Intangible/Tidak  berwujud (kemampuan penelitian
khusus, paten, sistem informasi, desain, proses operasi, dan
lain-lain); (4) Manusia (individu dengan bakat,
kemampuan, pengalaman, keahlian profesional, dan lain-
lain).

SDM merupakan salah satu aset terpenting bagi
sebuah perusahaan, karena mereka merupakan faktor
utama yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan
sebuah organisasi. SDM memainkan peran kunci dalam
organisasi untuk meraih keunggulan kompetitif. Dengan
kemajuan teknologi dan dinamika lingkungan, SDM
menjadi elemen krusial dalam menentukan kapasitas
organisasi atau perusahaan dalam menghadapi persaingan
global. Keberhasilan suatu organisasi hanya bisa terwujud
melalui SDM yang berkualitas, unggul, dan mampu
bersaing.

Organisasi membutuhkan SDM karena
menawarkan keunggulan yang lebih tinggi dibandingkan
sumber daya lain. Keistimewaan yang dimiliki SDM ini
sangat berharga, unik, dan tidak tergantikan oleh sumber
daya lain (Noe et al., 2010). SDM tidak sekedar mencakup
orang-orang dalam organisasi. SDM menurut Mathis &
Jackson (2008) adalah kumpulan aspek kemampuan,
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pengetahuan, keterampilan, pengalaman hidup, dan
motivasi dari pekerja. Sementara Kenton (2023)
menyebutkan bahwa istilah SDM mengacu pada nilai
ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja. SDM
mencakup aset seperti pendidikan, pelatihan, kecerdasan,
keterampilan, kesehatan, dan hal-hal lain yang dihargai
oleh pemberi kerja seperti loyalitas dan ketepatan waktu.

Merujuk pendapat Manshor (2014), ada dua jenis
bakat (talent) yaitu pertama, keterampilan umum dengan
lima keterampilan belajar fungsional yang penting
(keterampilan pribadi, keterampilan bersosialisasi, etika
dan nilai-nilai, manajemen dan kepemimpinan, dan kerja
sama tim); dan kedua, bakat teknis yang membutuhkan
keterampilan khusus dan pengetahuan khusus.

Sementara menurut Wicaksana & Sihite (2022),
talenta dapat dibagi menjadi empat kategori yang
mencakup aspek-aspek berikut: Pertama, Talenta sebagai
Kemampuan Individual. Talenta dapat didefinisikan
sebagai kemampuan individual yang unik dari seseorang,
yang memungkinkan mereka untuk melampaui rata-rata.
Ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan atribut
pribadi yang membedakan seseorang dari orang lain dan
memungkinkannya untuk mencapai kesuksesan di bidang
tertentu. Kedua, Talenta sebagai Penghasil Output Unggul.
Dalam konteks bisnis, talenta merujuk pada individu yang
mampu menghasilkan output yang jauh lebih besar
daripada rekan-rekan mereka dalam situasi kerja tertentu.
Mereka mungkin memiliki keunggulan dalam hal
kreativitas, produktivitas, atau kualitas kerja yang
membuat mereka menjadi kontributor yang berharga bagi
organisasi. Ketiga, Talenta sebagai Kapabilitas Istimewa.
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Dalam perspektif organisasi, talenta mengacu pada
individu atau kelompok orang yang memiliki kapabilitas
istimewa yang dapat diarahkan untuk memberikan
manfaat yang signifikan bagi organisasi. Mereka mungkin
memiliki keahlian khusus, pengalaman, atau pemahaman
yang berharga dalam mencapai tujuan organisasi. Dan
keempat, Talenta sebagai Kombinasi Kompetensi Khusus.
Talenta juga bisa dipandang sebagai kombinasi kompetensi
khusus  yang  memungkinkan  individu  untuk
menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan baik. Ini
mencakup pengetahuan teknis, keterampilan
interpersonal, kemampuan kepemimpinan, dan sifat-sifat
lainnya yang mendukung kesuksesan dalam peran
tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa talenta
merupakan kombinasi dari atribut individu, kemampuan
khusus, dan kontribusi organisasional yang bersama-sama
menciptakan nilai tambah dalam konteks kerja. Memahami
berbagai dimensi talenta memungkinkan organisasi untuk
mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan
potensi karyawan secara lebih efektif dalam mencapai
tujuan bisnis mereka.

Kemampuan bahasa pemrograman dan penguasaan
teknologi informasi lanjutan seperti Cybersecurity, Cloud
Computing, Big Data Analytic Artificial
Intelligence, dan Digital Business merupakan keahlian utama
yang dibutuhkan di masa depan. Talenta digital sendiri
diartikan sebagai SDM dengan kemampuan menguasai
teknologi digital. Sebuah studi yang dilakukan Microsoft
bersama IDC pada tahun 2018 menyebut talenta
digital adalah salah satu kunci penting transformasi digital
(Microsoft, 2018). Menurut Capgemini (2018), talenta
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digital meliputi hard digital skills (seperti data analytics) dan
soft digital skills (seperti digital-first mindset).

13. Infrastruktur Teknologi Informasi

Istilah teknologi informasi sering disingkat TI dalam
bahasa Indonesia dan dikenal juga dengan istilah
telematika. Dalam bahasa Inggris, istilah information
technology (IT) sangat sering digunakan dan disebut juga
dengan Infotech.

Turban, Rainer, & Potter (2005) memaknai teknologi
informasi sebagai gabungan dari sumber daya informasi
perusahaan, para pengguna, dan manajemen yang
mengelolanya. Menurut Williams & Sawyer (2011)
teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan
berbagai teknologi yang mendukung produksi, manipulasi,
penyimpanan, komunikasi, dan distribusi informasi. Lebih
lanjut Information Technology Association of America (ITAA)
memaknai teknologi informasi sebagai Disiplin ilmu yang
fokus pada desain, pengembangan, penerapan, dan
pengelolaan sistem informasi berbasis komputer, termasuk
aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras (Gaikwad,
2015).

Mengacu kepada Roadmap Pengembangan dan
Penguatan Layanan Pendanaan bersama Berbasis
Teknologi Informasi yang dirilis oleh OJK, teknologi
informasi menjadi alat utama yang menggerakkan berbagai
proses dalam industri fintech P2P Lending (OJK, 2023b).
Teknologi informasi dalam POJK No. 10/POJK.05/2022
adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis,
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dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa
keuangan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan
bahwa teknologi informasi adalah ntegrasi teknologi
komputer dan jaringan yang digunakan untuk mengatur,
memproses, dan menyimpan informasi dalam format
digital. Teknologi ini mencakup penggunaan perangkat
lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan untuk
pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan informasi
dengan kecepatan tinggi. Untuk menyebarluaskan
informasi, teknologi informasi bergantung pada
infrastruktur ~ yang mendukung proses tersebut.
Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur
teknologi informasi.

Istilah infrastruktur teknologi informasi mulai
popular di tahun 1990an. Duncan (1995) mendefinisikan
infrastruktur teknologi informasi dalam dua komponen
yaitu pertama, technical information technology infrastructure
sebagai bagian teknologi informasi terukur yang
membentuk dasar bagi aplikasi bisnis, terdiri dari platform
teknologi informasi (hardware dan operating system),
jaringan (network), teknologi komunikasi, data, dan aplikasi
software inti; dan kedua, human information technology
infrastructure mencakup manusia, kemampuan organisasi,
keahlian spesifik, kompetensi, pemahaman, dedikasi, nilai-
nilai, norma, dan struktur organisasi. Turban, Rainer, &
Potter (2005) memaknai infrastruktur teknologi informasi
sebagai saranaa fisik, elemen teknologi informasi, layanan
teknologi informasi, dan manajemen teknologi informasi
yang mendukung seluruh organisasi.

Infrastruktur teknologi informasi juga dapat
didefinisikan sebagai fundamen dari kekuatan teknologi
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informasi. Kapabilitas teknologi informasi ini meliputi
internal technical (equipment, software, dan cabling) dan human
expertise yang dibutuhkan untuk menawarkan layanan
yang dapat diandalkan (Rusdiana & Irfan, 2014). Sementara
Laudon & Laudon (2016) menyebutkan bahwa
infrastruktur teknologi merupakan integrasi perangkat
keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk
menjalankan seluruh organisasi dan digunakan secara
kolektif di seluruh perusahaan atau di berbagai unit bisnis
dalam perusahaan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
infrastruktur teknologi informasi merupakan serangkaian
layanan dalam perusahaan yang disediakan oleh
manajemen dan melibatkan keterampilan serta keahlian
teknis. Layanan ini mencakup sebagai berikut:

1. Layanan platform komputasi, yaitu sistem komputasi
yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan
penyuplai dalam lingkungan digital yang terintegrasi.

2. Layanan manajemen data yang menyimpan serta
mengatur data organisasi dan memfasilitasi program
untuk menganalisis data.

3. Layanan aplikasi perangkat lunak yang memfasilitasi
kapabilitas untuk berbagai aktivitas bisnis organisasi, di
antaranya Customer Relationship Management, Supply
Chain, dan Knowledge Management System

4. Layanan manajemen fasilitas fisik, yang
mengembangkan serta mengelola instalasi fisik yang
diperlukan untuk komputasi, telekomunikasi, dan
pengelolaan data..

5. Layanan manajemen teknologi informasi, yang
merancang dan membangun infrastruktur,
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menyelaraskan layanan dengan wunit-unit bisnis,
mengelola akuntansi untuk biaya teknologi informasi,
serta menyediakan layanan manajemen proyek.

6. Layanan standar teknologi informasi, yang menetapkan
kebijakan mengenai teknologi informasi yang akan
diterapkan, termasuk waktu dan cara penggunaannya,
untuk perusahaan dan unit-unit bisnisnya

7. Layanan pendidikan teknologi informasi, yang
menyediakan program pelatihan untuk manajer dan
karyawan dalam perencanaan serta pengelolaan
investasi teknologi informasii.

8. Layanan penelitian dan pengembangan teknologi
informasi, yang menyiapkan riset tentang proyek dan
investasi teknologi informasi yang berpotensi
membantu strategi diferensiasi perusahaan (Laudon &
Laudon, 2016).

Menurut Robertson & Sribar (2002), infrastruktur
yang fleksibel memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Efisien, berbagai komponen teknologi dapat
diintegrasikan dan digunakan bersama secara efisien
(interoperable)

2. Efektif, Dberbagai komponen teknologi dapat
diintegrasikan dan digunakan oleh berbagai sistem
aplikasi

3. Fleksibel (agility), kemudahan wuntuk melakukan
modifikasi pada elemen-elemen infrastruktur teknologi
informasi dalam rangka penggantian, peningkatan, atau
pembaharuan.

Sedangkan parameter dari infrastruktur yang
fleksibel yaitu: (Robertson & Sribar, 2002)
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1. Time to Market, berhubungan percepatan implementasi
fitur baru sehingga organisasi dapat segera merasakan
manfaatnya.

2. Scalability, kemampuan menyesuaikan diri dengan
perubahan atau pengembangan infrastruktur untuk
menangani tantangan yang ada.

3. Extensibility, kemampuan suatu infrastruktur dalam
menambahkan fitur baru sehingga fungsi layanan bisa
beradaptasi dengan perubahan strategi bisnis.

4. Complexity Partitioning, kemampuan untuk memecah
struktur aplikasi menjadi bagian-bagian yang dapat
dikelola secara independen (modular)

5. Reusability, penggunaan kembali elemen-elemen
infrastruktur oleh berbagai layanan teknologi informasi
dalam organisasi.

6. Integration, penggunaan teknologi standar terbuka yang
memungkinkan integrasi antar berbagai elemen
infrastruktur.

7. Presentation, menyediakan berbagai pilihan user
interface.

A. Kajian Penelitian Model Bisnis Financial Technology

Teknologi digital telah mengubah tatanan bisnis
tradisional. Bisnis digital diartikan sebagai ouput dari
perubahan proses bisnis utama melalui pemanfaatan
teknologi digital, termasuk internet (Chaffey & Allen, 2015).
Bisnis digital bukan hanya membuat online suatu bisnis,
akan tetapi didefinisikan bagaimana melakukan suatu
bisnis dengan cara berbeda dengan mengaplikasikan
teknologi digital untuk meningkatkan keuntungan dan
menangani pelanggan, mitra usaha dan komunikasi
internal (Chaffey, 2015).
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Dalam perkembangannya bisnis digital melahirkan
bisnis model digital (digital business model) dan
bertransformasi menjadi model bisnis digital (digital
business model transformation). Model bisnis dapat diartikan
sebagai rencana terperinci dari strategi yang akan
diterapkan pada struktur, proses, dan sistem dalam
organisasi perusahaan. (Osterwalder & Pigneur, 2014).
Pendapat lain berasal dari Zott, Amit, & Massa (2011) yang
memaknai model bisnis sebagai suatu konten, struktur dan
pengaturan dari aktivitas dalam eksploitasi peluang bisnis.
Lebih rinci lagi Carter & Carter, (2020); Pizzi, Corbo, &
Caputo, (2020) mendefinisikan model bisnis sebagai cara
organisasi  berinteraksi di lingkungannya dengan
mengembangkan strategi, membangun sumber daya, dan
kemampuan untuk memberikan nilai kepada pemangku
kepentingan.

Sebagian besar hasil penelitian yang didapat
berupaya memodelkan fintech dengan konsep Business
Model Canvas (BMC). BMC merupakan salah satu model
bisnis yang dikembangkan oleh Osterwald and Pigneur
pada tahun 2010 sebagai sebagai kerangka kerja yang
berharga dalam memformulasikan strategi bisnis digital.
BMC telah dipublikasi sebagai bagian co-creation yang
melibatkan 470 praktisi dari 25 negara. Elemen dari BMC
yaitu: (a) Value proposition. (b) Customer segments; (c)
Customer relationships; (d) Channels; (e) Key partners; (f)
Activities; (g) Resources; (h) Cost structure; dan (i) Revenue
stream (Osterwalder & Pigneur, 2014).

Model bisnis fintech saat ini harus mampu
mengembangkan peta jalan fintech secara holistik selaras
dengan strategi dan rencana pengembangan ekonomi
digital nasional, dalam rangka pengembangan ekosistem
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yang sehat, mencakup perlindungan data, perlindungan
konsumen, regulasi dan pengawasan, regulatory sandbox,
innovation hub, risk management, dan cyber-risk. Dalam
konteks Indonesia, kerja sama antara OJK dan pihak-pihak
terkait, baik di level nasional maupun mancanegara, adalah
hal yang krusial. Selain itu, sinergi antara penyelenggara
fintech dengan institusi keuangan non-fintech, lembaga
keuangan mikro, koperasi, dan agen masyarakat juga perlu

dilakukan (Batunanggar, 2019).

Dalam penelitian ini, dikaji beberapa model-model
bisnis fintech baik dengan konsep BMC maupun lainnya
sebagai berikut:

1. Model bisnis fintech dengan pembiayaan berbasis
komunitas dan institusional berbasis Syariah
menargetkan sektor pertanian dengan menyatukan
sejumlah elemen seperti penyuplai, petani, perantara,
retailer, pendana, dan perusahaan. Platform fintech
berbasis rantai nilai (value chain based) diharapkan
meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan
keberlanjutan dalam ekosistem pertanian (Ningrat &
Nurzaman, 2019) sebagaimana ditampilkan pada
Gambar 2.3 berikut:
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Gambar 2.3 Digital Hub for Actors and Stakeholders
Sumber: Ningrat & Nurzaman (2019)

Model bisnis fintech berbasis blockchain (blockchain-based
fintech); Model bisnis ini terdiri dari elemen-eleman
kunci yang menggambarkan keunggulan-keunggulan
inti  blockchain yaitu terdiri dari: desentralisasi,
keamanan kriptografi, transparansi, kekekalan data.
Elemen keamanan kriptografi yang diwakili oleh
elemen kunci transaksi aman, elemen transparansi yang
diwakili oleh elemen kunci kontrak transparan, elemen
transparansi yang diwakili oleh elemen kunci kontrak
transparan, dan elemen kekekalan data yang diwakili
oleh elemen kunci kontrak yang tidak dapat diubah
(Welsch, Ditirr & Thiesse, 2020) sebagaimana
digambarkan pada gambar 2.4 berikut:
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Gambar 2.4 Consolidated Business Model Canvas of
FinTech Startups
Sumber: Welsch, Diirr & Thiesse (2020)

3. Model bisnis fintech di mana fintech berperan sebagai
enabler dalam mengintegrasikan praktik ekonomi
sirkular oleh UKM. Hasil penelitian digunakan untuk
mengembangkan kanvas model bisnis berkelanjutan
yang memperhitungkan peran fintech dalam ekonomi
sirkular seperti ditampilkan pada Gambar 2.5 berikut:
(Pizzi, Corbo & Caputo, 2020)
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Gambar 2.5 Fintech and SMEs Sustainable
Business Models in a Circular Economy

Sumber: Pizzi, Corbo & Caputo (2020)

Model bisnis di mana fintech diintegrasikan dengan
Baitul Maal wa Tamwil atau Fintech Micro BMT (FMB).
FBM merupakan gabungan dari berbagai BMT yang
masih dalam pengembangan digitalisasi dengan dua
fungsinya yaitu komersial dan sosial. FBM
menggunakan pemodelan ekosistem hybrid yang
dikembangkan APEX (Asosiasi Fintech) yang bekerja
sama dengan perusahaan fintech (Haidar, 2021) seperti
ditampilkan pada Gambar 2.6 berikut:
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Gambar 2.6 Fintech-Micro BMT (FMB) Canvas Business
Model
Sumber: Haidar (2021)

5. Bank XYZ's New Business Model. Bank XYZ melakukan
inovasi dalam memanfaatkan tren teknologi seperti Big
Data untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah,
menggarap segmen pasar unbanked, mengurangi tingkat
fraud, dan mengembangkan produk investasi online.
Perubahan yang dilakukan Oleh Bank XYZ berfokus
pada integrasi produk dan penyediaan layanan
perbankan digital yang memenuhi kebutuhan pasar
saat ini, dengan tujuan untuk dapat bertahan dalam
menghadapi persaingan (Rangkuti et al., 2020)
sebagaimana model bisnis yang ditampilkan pada
Gambar 2.7 berikut:




Key Partners Key Activities Value Pr [ Target Customer
Technology Vendors Branch Operations - provides financial Personal Assistance | Retail and Corporate
senvices that help Depositors
Regulators IT Operations customer growth and | Automation/Self Service
success ) Retail and Corporate
Investment Partners IT Development Intelligence Bofrowers
Assistance
- generates high retum
consistenly to
Key Resources lders D Channel
Physical and IT Bank Branches
Inf i "
ssiucture - provide fast and Internet Banking
efficient digital i
Loan Asset Chat Mes: in
Aszels banking services o System o
customers
IT Developers
ATM
Mobile Banking App

Cost Structure Revenue Model

Interest Expenses Interest Income

h.

Channel Cosls Fee Income
Staff Salary
Investment dividend
Operational Cost

Gambar 2.7 New BMC of Bank XYZ

Sumber: Rangkuti et al., (2020)

6. Ekosistem fintech dikembangkan sebagai pandangan
arsitektur level atas dari sektor fintech sendiri. Ekosistem
fintech yang dikembangkan pertama kali oleh Lee &
Shin (2018) diidentifikasi menjadi lima elemen yaitu: (1)
Startup fintech (pembayaran, wealth management, Lending,
crowdfunding, capital market, dan fintech asuransi); (2)
Pengembang teknologi (analitik big data, komputasi
awan, mata uang kripto, dan pengembang media
sosial); (3) Pemerintah (regulator keuangan dan
legislatif); (4) Nasabah (perorangan dan organisasi); dan
(5) Institusi keuangan non-fintech (bank, perusahaan
asuransi, perusahaan sekuritas, dan pemodal ventura).
Selanjutnya terdapat setidaknya enam tantangan yang
dihadapi oleh startup fintech dan lembaga keuangan
non-fintech di masa inovasi disruptif ini yaitu: (i)
manajemen investasi, (ii) manajemen pelanggan, (iii)

ted Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Untuk Akses
Pembiayaan Umkm Berkelanjutan | 125



regulasi, (iv) integrasi teknologi, (v) keamanan dan
privasi, dan (vi) manajemen risiko (Lee & Shin, 2018).
Adapun temuan tersebut dapat dimodelkan
sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.8 berikut:

Payment, Wealth Management,
Lending, Crowdfunding, Capital
barket, and Insurances Fintech

companies
Big Data Analytics, Cloud Fintech
Computing, = Startups o
Cryptocurrency, and Social = Financial Regulators and
Media Developers \\ Legislature
Technology
Developers
Fintech |
|
| Ecosystem |
\ ; i /
Fi ial Traditional
CU'":"“' Financial
Promars Institutions
Individuals and e —_— —" Traditional banks, Insurance
Organizations companies, Stock Brokerage

Firms, and Venture Capitalists

Gambar 2.8 The Five Elements of the Fintech Ecosystem
Sumber: Lee & Shin, (2018)

B. Kerangka Penelitian

Berdasarkan pada penelitian terdahulu dan
pendekatan yang digunakan maka dapat dirancang
kerangka penelitian seperti ditampilkan pada Gambar 2.9
berikut:
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| L |
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T
| |

Produk Segmen Risiko Dampak

Gambar 2.9 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian pada gambar di
atas, dapat dilihat model bisnis P2P Lending Syariah yang
dapat meningkatkan pembiayaan @UMKM yang
berkelanjutan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan
responden yang terdiri dari pakar, praktisi, dan akademisi
yang memiliki keahlian terkait penelitian ini, model bisnis
tersebut dibentuk oleh ekosistem fintech, yang juga
dibentuk oleh 4 (empat) faktor/aspek yang terdiri dari
Regulasi, Sosial, Teknologi dan Manajerial. Sedangkan
faktor-faktor yang membentuk pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan terdiri atas 4 (empat) faktor yaitu Produk,
Segmen, Risiko dan Dampak.

Ekosistem Major dalam penelitian ini adalah
Ekosistem Utama fintech dalam P2P Lending Syariah yang
terdiri dari penyelenggara P2P Lending Syariah sendiri,
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Bank Syariah, dan Partner/Mitra. Sedangkan Ekosistem
Minor adalah Ekosistem Pendukung yang terdiri dari
Otoritas Fintech (OJK), Otoritas Syariah (DSN-MUI),
Asosiasi Fintech, dan Perguruan Tinggi.

Untuk menjawab model bisnis P2P Lending Syariah
berbasis ekosistem fintech yang ideal untuk diterapkan
untuk  meningkatkan pembiayaan @UMKM yang
keberlanjutan digunakan pendekatan Analytic Network
Process (ANP).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk
mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa suatu masalah
secara sistematis, atau dengan giat dan berdasarkan dengan
ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat dari pada kejadian
atau keadaan-keadaan dengan maksud untuk akan
menetapkan faktor-faktor pokok atau menemukan paham-
paham dalam mengembangkan metode-metode baru
(Rahmani, 2016). Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang
ditransformasi menjadi penelitian kuantitatif dengan
metode Analytic Network Process (ANP).

ANP adalah teori matematika yang memungkinkan
pengambil keputusan untuk menangani faktor-faktor yang
saling terhubung dan umpan balik secara sistematis.
Dengan bahasa lain, ANP adalah satu dari metode
pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai kriteria
(Multiple Criteria Decision Making/MCDM) yang
dibangun oleh Thomas L. Saaty, seorang profesor di
University of Pittsburgh (Tanjung & Devi, 2018).
Keunggulan metode ini dibandingkan dengan metode
lainnya terletak pada kemampuannya dalam membantu
pengambil keputusan untuk mengukur dan mensintesis
berbagai faktor dalam sebuah hierarki atau jaringan.

Pendekatan ANP digunakan berkaitan dengan
tujuan penelitian ini yaitu: (1) Menganalisis faktor-faktor
yang membentuk peningkatan pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan di Indonesia; (2) Menganalisis peranan
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faktor-faktor sosial, regulasi, teknologi dan manajerial yang
membentuk model bisnis P2P Lending Syariah dalam
meningkatkan pembiayaan UMKM yang berkelanjutan di
Indonesia; (3) Menganalisis ekosistem fintech yang
membentuk model bisnis P2P Lending Syariah dalam
meningkatkan pembiayaan UMKM yang berkelanjutan di
Indonesia; dan (4) Menawarkan model bisnis P2P Lending
Syariah berbasis ekosistem fintech yang ideal dalam
meningkatkan pembiayaan UMKM yang berkelanjutan di
Indonesia.

A. Sumber Data Penelitian

Data merupakan fakta yang dapat diolah menjadi
kesimpulan dalam konteks masalah yang sedang diteliti.
Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
belum tersedia dan harus dikumpulkan melalui instrumen
penelitian seperti kuesioner, wawancara, dan observasi.
Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada atau
dipublikasikan oleh lembaga tertentu dan dapat langsung
digunakan oleh peneliti (Tanjung & Devi, 2018).

Instrumen pengumpulan data primer dalam
penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner.
Wawancara adalah interaksi dua arah dengan tujuan
tertentu, di mana pewawancara (interviewer) mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai (inferviewee)
memberikan jawaban. Wawancara merupakan metode
percakapan dengan tujuan spesifik, di mana pertanyaan
diajukan secara lisan dalam pertemuan langsung dengan
individu atau kelompok yang sedang diteliti (Moleong,
2012). Sedangkan kuesioner merupakan metode
pengumpulan data yang melibatkan pemberian
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serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk diisi. Teknik ini efisien digunakan ketika
peneliti sudah mengetahui variabel yang akan diukur dan
apa yang diharapkan dari jawaban responden (Sugiyono,
2010).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan
para ahli dan praktisi yang memiliki pengetahuan tentang
isu yang dikaji guna mengumpulkan data sebagai sumber
dekomposisi masalah penelitian yaitu dalam mengungkap
faktor-faktor yang membentuk peningkatan pembiayaan
UMKM yang berkelanjutan, faktor-faktor sosial, regulasi,
teknologi dan manajerial apa saja yang membentuk model
bisnis P2P Lending Syariah dan mengetahui ekosistem
fintech apa saja yang membentuk model bisnis P2P Lending
Syariah dalam meningkatkan pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan di Indonesia.

Proses ini dilanjutkan dengan pengisian kuesioner
dengan para responden. Jenis pertanyaan dalam kuesioner
ANP adalah pertanyaan tertutup, yang menyediakan opsi
jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Pertanyaan
tertutup ini memudahkan responden dalam memberikan
jawaban dengan cepat serta mempermudah peneliti dalam
menganalisis data dari kuesioner yang terkumpul.
Responden dalam penelitian ini ditentukan melalui metode
purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel dengan
pertimbangan khusus, di mana individu yang dipilih
dianggap memiliki pengetahuan yang paling relevan
mengenai topik yang diteliti (Sugiyono, 2010). Responden
yang valid dalam ANP adalah mereka yang memiliki
keahlian atau keunggulan di bidang terkait (Rusydiana &
Devi, 2013).
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Turpin & Marais (2004) menjelaskan kriteria pakar
yang dapat digunakan peneliti dalam permasalahan
pengambilan keputusan yaitu: (1) seorang pakar harus
benar-benar memahami masalah baik secara keseluruhan
maupun khusus; (2) seorang pakar harus memiliki banyak
informasi atau sumber informasi yang dibutuhkan
(packaging of information); (3) memiliki teknologi pendukung
(self-help technology). Pada dasarnya tidak memahami
teknologi pendukung tidak masalah, namun pakar atau
pengambil keputusan yang dimaksud pernah melakukan
pengambilan keputusan dan memiliki metode tersendiri
dalam pengambilan keputusan.

B. Metode Pengolahan Data

Masalah yang rumit memerlukan keputusan yang
akurat sebagai salah satu solusi untuk mengatasi tantangan
yang dihadapi. Pengambilan keputusan umumnya
dihadapkan pada beragam kriteria yang melandasi. Teknik
pengambilan keputusan juga sangat dibutuhkan karena
para pengambil keputusan umumnya lebih dari satu orang,.

Umumnya para informan dalam  teknik
pengambilan keputusan memiliki beragam latar belakang,
karakter dan ide sehingga seringkali menyebabkan
kesulitan dalam menentukan pilihan. Mengambil
keputusan tanpa  pertimbangan mungkin tidak
memerlukan teknik khusus. Namun, hasilnya mungkin
tidak sesuai atau memadai untuk situasi tersebut. Oleh
karena itu, diperlukan metode pengambilan keputusan
yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek
yang relevan, sehingga hasilnya lebih berbasis ilmiah dan
dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu
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suatu teknik/metode/alat untuk membantu pengambilan
keputusan yang dapat meminimalisasi tingkat subjektif
informan, salah satunya yaitu metode ANP (Tanjung &
Devi, 2018).

ANP merupakan pengembangan dari metode
Analytical Hierarchy Process (AHP). Keunggulan ANP
dibandingkan metode lainnya adalah kemampuannya
dalam mengukur dan mensintesis berbagai faktor dalam
struktur hierarki atau jaringan. Keunggulan lainnya adalah
konsepnya yang sederhana. Karena kesederhanaan metode
ini, ANP menjadi metodologi yang lebih umum dan lebih
mudah diterapkan dalam berbagai studi kualitatif,
evaluasi, pemetaan, perencanaan strategi, alokasi sumber
daya, dan berbagai aplikasi lainnya (Tanjung & Devi, 2018).

Dalam pendekatan kualitatif, belum ada metodologi
lain yang dapat melakukan sintesis sebagaimana ANDP.
Biasanya, penelitian kualitatif hanya mendeskripsikan
temuan dari lapangan tanpa melakukan sintesis mendalam.
Dibandingkan dengan metode AHP, ANP menawarkan
sejumlah keunggulan, seperti perbandingan yang lebih
objektif, kemampuan prediktif yang lebih akurat, dan hasil
yang lebih stabil. ANP bersifat lebih umum dibandingkan
AHP dalam analisis keputusan multi-kriteria. Sementara
AHP mengatur masalah keputusan dalam bentuk hierarki
bertingkat, ANP menggunakan pendekatan jaringan yang
tidak memerlukan penetapan level seperti yang diperlukan
dalam AHP (Tanjung & Devi, 2018).

ANP diterapkan untuk menyelesaikan masalah
yang melibatkan berbagai alternatif dan kriteria. Dalam
proses  analisisnya, = ANP  menerapkan  metode
perbandingan berpasangan untuk alternatif dan kriteria
proyek. Di dalam AHP, struktur hierarkis mencakup
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tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif, dengan setiap
level memiliki elemen-elemen tersendiri. Sebaliknya,
dalam ANP, level-level tersebut dikenal sebagai klaster
yang bisa mencakup kriteria dan alternatif, dan saat ini
disebut sebagai simpul.

Di bawah ini dijelaskan perbedaan antara jaringan
hierarki dan jaringan umpan balik yang diterapkan dalam
analisis dengan pendekatan AHP dan ANP

Tujuan

Komponen, Klaster,

Kriteria

Subkriteria ' . . - '
v

Level

Alternatif
Garis putaran

mengindikasikan
bahwa setiap elemen

hanya bergantung

dirinya sendiri

Gambar 3. 1 Jaringan Hirarki
Sumber: Saaty & Vargas (2006) dimodifikasi dalam
(Tanjung & Devi, 2018)

Gambar 31 di atas menunjukkan model
pengambilan keputusan dengan pendekatan jaringan
hirarki. Menurut Ma’arif dan Hendri (2003) dalam Tanjung
& Devi (2018) hirarki adalah alat dasar dalam pemikiran
manusia yang digunakan untuk mengidentifikasi elemen-
elemen suatu masalah. Elemen-elemen tersebut kemudian
dikelompokkan dalam bentuk kumpulan homogen dan
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diatur dalam tingkatan yang berbeda. Meskipun tidak ada
aturan baku dalam menyusun jaringan hirarki,
penyusunannya tetap harus disesuaikan dengan situasi
keputusan yang dihadapi..

Selain menggunakan jaringan hirarki, pengambilan
keputusan juga bisa dilakukan dengan menyusun jaringan
feedback (jaringan timbal balik). Jaringan ini lebih tepat
untuk menggambarkan situasi masalah penelitian yang
sangat kompleks seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
Secara ringkas, jaringan feedback diilustrasikan pada
Gambar 3.2 berikut:

Garis lurus dari komponen C4 ke

@ kkan

adanya hubungan/pengaruh  di
antara elemen-elemen vang ada di
komponen C4 terhadap elemen-
elemen yang ada pada komponen

C2 atau disebut juga outer

dependence

Garis putaran dalam komponen menunjukkan
adanya hubungan/pengaruh dari setiap elemen-

elemen dalam suatu komponen atau disebut juga

dengan inner dependence

Gambar 3. 2 Jaringan Feedback
Sumber: Saaty & Vargas (2006) dimodifikasi dalam
(Tanjung & Devi, 2018)
Dengan memanfaatkan jaringan feedback, elemen-
elemen dapat saling bergantung pada komponen seperti
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dalam jaringan hirarki, namun juga dapat saling terhubung
antara sesama elemen. Selain itu, suatu elemen bisa
bergantung pada elemen-elemen lain dalam satu
komponen. Komponen lain yang terhubung melalui garis
lurus antar klaster disebut sebagai outer dependence.
Sementara itu, elemen-elemen yang dibandingkan dalam
komponen yang sama membentuk hubungan yang disebut
"garis putaran" (inner dependence) (Saaty & Vargas, 2000).

Penggunaan jaringan feedback memungkinkan
penetapan prioritas yang lebih objektif berdasarkan
penilaian para responden, karena mempertimbangkan
berbagai aspek, sehingga prediksi yang dihasilkan menjadi
lebih akurat. Dengan demikian, pendekatan ANP
diharapkan memberikan hasil yang lebih stabil saat
menggunakan jaringan feedback.

Menurut Ascarya (2005), tujuan utama ANP adalah
memahami keseluruhan dampak dari setiap elemen. Oleh
karena itu, semua komponen harus diorganisasi dalam
kerangka kerja jaringan atau hirarki kontrol. Meskipun
tidak ada aturan baku untuk membangun kerangka kerja,
baik dalam pendekatan hirarki maupun umpan balik,
kerangka tersebut harus sesuai dengan teori atau penelitian
sebelumnya dan secara akurat mencerminkan masalah
yang sedang diteliti.

Terdapat tiga prinsip dasar ANP yaitu dekomposisi,
penilaian komparasi (comparative judgements), dan
komposisi hierarkis atau sintesis dari prioritas (Ascarya,
2005):

1. Prinsip dekomposisi, yaitu digunakan untuk
menyusun masalah yang kompleks ke dalam sebuah
struktur hirarki atau kerangka ANP yang terdiri dari
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berbagai jaringan klaster.

. Prinsip penilaian komparasi digunakan untuk
menyusun perbandingan berpasangan (pairwise
comparison) antara semua kombinasi elemen dalam
klaster berdasarkan klaster induknya. Perbandingan ini
bertujuan untuk menentukan prioritas lokal elemen-
elemen di dalam klaster dengan merujuk pada klaster
induknya.

. Prinsip komposisi hierarkis atau sintesis digunakan
untuk mengalikan prioritas lokal elemen-elemen dalam
klaster dengan prioritas global elemen induk, sehingga
menghasilkan prioritas global untuk seluruh hierarki.
Hasil tersebut kemudian dijumlahkan untuk
menentukan prioritas global elemen-elemen pada level
terendah (biasanya merupakan alternatif)

Ada tiga fungsi utama ANP, yaitu (Ascarya, 2005):
Menstruktur kompleksitas. Masalah akan sulit
dipecahkan dan diselesaikan tanpa struktur yang baik.
ANP dapat mengatasi masalah yang kompleks dan
sulit untuk diselesaikan

Pengukuran dalam skala rasio. Ini dibutuhkan untuk
mencerminkan proporsi. ANP menerapkan skala rasio
pada setiap level dalam hierarki atau jaringan,
termasuk level terendah (alternatif dalam model
pilihan). Penggunaan skala rasio ini menjadi lebih
penting ketika prioritas digunakan tidak hanya untuk
pemilihan, tetapi juga untuk aplikasi lain, seperti
alokasi sumber daya

Sintesis. Sintesis mengacu pada proses
menggabungkan semua bagian menjadi sebuah
keseluruhan. Mengingat kompleksitasnya,

pengambilan  keputusan atau prediksi sering
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melibatkan banyak dimensi untuk sintesis secara
intuitif. ANP memainkan peran penting karena dapat
membantu dalam pengukuran dan sintesis berbagai
faktor dalam  hirarki atau jaringan untuk
menyelesaikan masalah tertentu.

C. Tahapan dan Waktu Penelitian

Metode penelitian ANP mempunyai 3 (tiga) fase
yaitu menyusun kerangka kerja ANP atau konstruksi
model, kuantifikasi model dan sintesis dan analisis,
sebagaiman ditampilkan pada Gambar 3.3 berikut:

s 7
—» iKajian Pustaka )} </I| n-Depth Interview( —
Konstruksi
Model
o)
—DLH‘HIidasiﬂl\'onfirmasi :\[Udl:l)) ———
[————{( Penyusunan Kuisioner j4¢———
Kuantifikasi Peneliti m
Model
Penyebaran Kuisioner
I )
ke Informan
A 4
I
Sintesi dan :
Analisis ~ ~
( Interpretasi Hasil }

Gambar 3.3 Tahapan Penelitian
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Konstruksi Model

Pada fase ini, peneliti melakukan dekomposisi
masalah, yaitu memahami isu yang akan diteliti.
Penelitian ini dilakukan melalui beberapa pendekatan,
seperti kajian pustaka dengan mengkaji penelitian
sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian dan
wawancara mendalam dengan praktisi yang terlibat
dalam perusahaan fintech Syariah serta akademisi yang
memiliki pengetahuan tentang pengembangan fintech
Syariah. = Masalah-masalah  yang  diidentifikasi
kemudian dikonstruksikan dalam sebuah model agar
lebih mudah dipahami oleh peneliti dan responden.
Setelah model dikonstruksikan, dilakukan wvalidasi
untuk memastikan bahwa model yang dibuat
berdasarkan pendapat berbagai sumber adalah akurat
dan mewakili masalah yang diteliti (Tanjung & Devi,
2018). Proses penyusunan model dimulai dengan
membuat satu set lengkap jaringan kelompok atau
komponen serta elemen-elemen yang relevan dengan
setiap kriteria kontrol. Untuk setiap kriteria kontrol,
semua elemen dalam kelompok ditentukan dan
dihubungkan sesuai dengan pengaruh ketergantungan
dari luar (outer dependence) dan dari dalam kelompok
itu sendiri (inner dependence). Hubungan ini
menggambarkan adanya jaringan pengaruh antar
elemen. Tanda anak panah yang menghubungkan
kelompok  satu  dengan  kelompok lainnya
menunjukkan adanya pengaruh antara elemen
kelompok yang berbeda, sementara tanda loop atau
anak panah melingkar mengindikasikan bahwa elemen
dalam suatu kelompok saling mempengaruhi satu
sama lain
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2. Kuantifikasi Model

Setelah model dikonfirmasi dan dipastikan
validitasnya, langkah berikutnya adalah menerapkan
model tersebut ke dalam sotware ANP (Superdecisions)
untuk membuat kuesioner perbandingan pasangan.
Kuesioner ANP terdiri dari pertanyaan yang
melibatkan perbandingan berpasangan (pairwise
comparison) antar elemen dalam klaster untuk
menentukan elemen mana yang memiliki pengaruh
lebih besar dan seberapa besar perbedaannya. Dalam
ANP, skala pengukuran biasanya menggunakan nilai
dari 1 hingga 9. Panduan untuk pembuatan kuesioner
perbandingan berpasangan dengan skala pengukuran

adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 Skala dalam Analytic Network Process (ANP)
KeTIeI:lgti(r?tan Deskripsi Penjelasan
[ geemabngeen | = | 000007 000000000 |
1 Sama besar | Dua elemen yang
pengaruh/ dibandingkan memiliki
) tingkat kontribusi kepentingan
kepentingannya | yang sama terhadap tujuan.
3 Sedikit lebih | Pengalaman dan penilaian
besar sedikit mendukung satu
4 pengaruhnya/ elemen diandingkan elemen
kepentingannya | yang lain.
5 Lebih besar | Pengalaman dan penilaian
pengaruhnya/ kuat ~mendukung satu
6 tingkat elemen dibandingkan
kepentingannya. | elemen lainnya.
7 Sangat lebih S 1 lebih
besar atu elemen sangat lebi
dibandingkan elemen
pengaruh/ lai .
8 tinekat ainnya, dan dominan
ingka dituni :
. itunjukan dalam praktik.
kepentingannya.
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Tingkat
Kepentingan

Deskripsi Penjelasan

Amat sangat | Bukti-bukti yang memihak

lebih besar | satu elemen lainnya
9 pengaruhnya/ memiliki bukti yang tingkat
tingkat kemungkinan afirmasinya

kepentingannya. | tertinggi.
Sumber: Saaty & Vargas (2006) dimodifikasi dalam
(Tanjung & Devi, 2018)
3. Sintesis dan Analisis

Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian
dikuantifikasikan dengan memasukkan data ke dalam
software dan menghitung rata-rata dari jawaban
responden. Proses ini disebut sintesis hasil. Hasil yang
diperoleh juga akan dianalisis menggunakan Kendall’s
coefficient of concordance, yang merupakan alat ukur
untuk menentukan tingkat kesepakatan antara
responden. Setelah sintesis dilakukan, fase terakhir
adalah menginterpretasikan hasil, yang menandai akhir
dari proses penelitian. Analisis-analisis yang diterapkan
dalam penelitian ANP meliputi:

a. Konsistensi. Untuk menentukan prioritas dalam
analisis jaringan ANP, dilakukan perbandingan
pasangan antara satu kriteria dan kriteria lainnya.
Membandingkan satu kriteria dengan kriteria
lainnya cukup sederhana, tetapi jika terdapat banyak
kriteria, kemungkinan terjadinya inkonsistensi
dalam perbandingan akan meningkat. Inkonsistensi
pada matriks estimasi dapat dihitung dengan
menggunakan nilai maksimum eigenvalue (A_max)
dan jumlah elemen n dalam matriks (Saaty & Vargas,
2006) dengan rumus:
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— Amax — 1
H="n
di mana, p = consistency index; Apg,= maximum
eigenvalue of matrix A; dan n = order of matrix A.

b. Tingkat Kesepakatan (Rater Agreement). Ukuran yang
menunjukkan tingkat kesesuaian atau persetujuan
dari para responden (R1-Rn) terhadap suatu
masalah dalam satu klaster diukur dengan Kendall’s
Coefficient of Concordance (W; 0 < W < 1). Nilai W=1
menunjukkan kesesuaian yang sempurna (Ascarya,
2012). Untuk menghitung Kendall's (W), dengan
menggunakan rumus:

12s
Ry (n® —n)
Jika nilai W yang diperoleh adalah 1 (W=1), ini berarti
penilaian atau pendapat dari para responden
menunjukkan kesesuaian yang sempurna. Sebaliknya,
jika nilai W mendekati 0 atau sama dengan 0, ini
mengindikasikan adanya ketidaksesuaian atau variasi
yang signifikan dalam jawaban para responden.
(Ascarya, 2012).
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BAB IV
KONTRIBUSI DAN PERAN FINANSIAL
TEKNOLOGI DALAM MENDUKUNG UMKM
DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sebagai alternatif pembiayaan di Indonesia, P2P
Lending Syariah berkembang sesuai dengan kebutuhan
pembiayaan berbagai sektor, termasuk UMKM, industri
kreatif, properti, pembiayaan haji, konsumsi, dan sektor
lainnya, dengan menggunakan model bisnis Syariah (OJK,
2023a). Menurut OJK, hingga akhir Desember 2022,
terdapat 7 penyelenggara P2P Lending Syariah, yang
mencakup 6,86 persen dari total 102 penyelenggara P2P
Lending sebagaimana ditampilkan Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 P2P Lending Syariah Terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan
No Nama Platform Nama Perusahaan Tanggal Terdaftar
1  Ammana.id PT Ammana Fintek Syariah 13 Desember 2019
2  ALAMI PT Alami Fintek Sharia 27 Mei 2020
3 DANA SYARIAH PT Dana Syariah Indonesia 23 Februari 2021
4  Duha SYARIAH PT Duha Madani Syariah 21 April 2021
5 Qazwa PT Qazwa Mitra Hasanah 24 Agustus 2021
6 ls)éill;rllf;-l[ PT Piranti Alphabet Perkasa 8 September 2021
7  ETHIS PT Ethis Fintek Indonesia 17 September 2021

Sumber: OJK, 2023
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Selama tahun 2022, jumlah perusahaan P2P Lending
Syariah mengalami stagnan. Ini disebabkan oleh
moratorium yang diterapkan oleh OJK terhadap penerbitan
izin usaha baru, baik untuk penyelenggara P2P Lending
konvensional maupun yang berbasis Syariah. Moratorium
tersebut bertujuan untuk memberikan waktu dalam
memperbaiki sistem pengawasan dan memastikan
peningkatan kualitas industri P2P Lending.

Salah satu perusahaan P2P Lending Syariah di
Indonesia adalah PT. Alami Fintek Sharia (ALAMI) dan
berkantor di Plaza 89, Kav. X7, JIn. H.R. Rasuna Said No. 6,
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta
Selatan. Visi Alami adalah mewujudkan masyarakat yang
lebih sejahtera secara merata, menggunakan teknologi yang
berdasarkan prinsip Syariah. Sedangkan misinya adalah
membangun ekosistem Syariah yang memampukan
masyarakat Muslim untuk mewujudkan kehidupan sesuai
nilai-nilai Islami yang berkelanjutan.

Sejak didirikan pada April 2019 dan memperoleh
izin resmi dari OJK pada Mei 2020, ALAMI berkomitmen
untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah, yang mencakup
etika, tata kelola yang baik, dan keadilan sosial. Sebagai
perusahaan rintisan di sektor keuangan, ALAMI bertujuan
untuk membantu masyarakat mencapai kehidupan yang
lebih adil dan makmur.

Beberapa penghargaan yang diraih oleh Alami
antara lain adalah:

1. Runner Up 35% INSEAD Venture Competition tahun
2019, yaitu ajang kompetisi kewirausahaan unggulan
yang berlaku untuk partisipan pada semua program
degree di INSEAD Business School;
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2. Runner Up TagqwaTech Competition pada tahun 2019,
yakni kompetisi startup yang diperuntukkan untuk
produk dan layanan konsumen Muslim (B2C), bisnis
B2B, atau komunitas di seluruh dunia;

3. Honourable Mention sebagai Best P2P Finance
Platform dalam World Islamic Fintech Award 2019.
Penghargaan yang diberikan kepada platform P2P
yang paling outstanding dalam menerapkan prinsip
pembiayaan Syariah;

4. Global Winner the Best P2P Financing Platform dalam
ajang Asset Asian Award 2020. Penghargaan yang
diberikan kepada Islamic Bank terbaik juga kepada
kesepakatan yang paling menjanjikan dalam periode
review; dan

5. Pemenang Best P2P Finance Platform dalam World
Islamic Fintech Award 2020. Penghargaan yang
diberikan kepada platform P2P yang paling outstanding
dalam menerapkan prinsip pembiayaan Syariah

Merujuk Impact Report 2021 yang dirilis oleh Alami,
sejak beroperasi pada 2019 ALAMI telah mendukung
UMKM dengan total proyek pendanaan mencapai 7.518
(per Desember 2021) dengan total penyaluran mencapai
hampir Rp3 triliun. Per Juni 2022, total pembiayaan Alami
mencapai lebih dari $200 juta dengan10.000 proyek UMKM
dan menjalin kerja sama dengan kanal-kanal mitra
khususnya eFishery dan Aruna (Alami, 2022).

Dalam pengelolaan portofolio, ALAMI Fintek Sharia
secara strategis menetapkan alokasi sebesar 45 persen dari
total penyaluran pembiayaan untuk mendukung aktivitas
perdagangan dan distribusi. Langkah ini diambil dengan
tujuan untuk memberikan dukungan yang signifikan bagi
sekitar 3.500 proyek perdagangan dan distribusi, yang
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bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kelancaran
aktivitas ekonomi di sektor riil.

Kontribusi ALAMI dalam mewujudkan nilai
ekonomi memberikan dampak yang luas dalam berbagai
aspek keberlanjutan, termasuk akses pembiayaan, sumber
daya, dan pelayanan kesehatan. Contohnya, ALAMI telah
menciptakan 12.000 lapangan kerja formal dan 12.000
lapangan kerja non-formal melalui pembiayaan industri
tenaga kerja. Di sektor kesehatan, pembiayaan produktif
yang disediakan oleh ALAMI telah memperbaiki layanan
kesehatan di daerah-daerah terpencil, dengan 12.500 ibu
hamil mendapatkan fasilitas yang memadai melalui
layanan kesehatan yang didanai di wilayah-wilayah
tersebut Dalam mewujudkan komitmennya untuk
memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan
ekonomi dan keuangan Syariah, Alami memfokuskan
upaya pada dua aspek yaitu:

1. Inklusi Keuangan Syariah, melalui:

a. ALAMI, platform pembiayaan berbasis Syariah yang
mempertemukan penerima pembiayaan dengan
pendana melalui teknologi maju dengan sistem yang
adil dan transparan

b. Hijra Bank, untuk menjawab kebutuhan umat Islam
akan layanan keuangan dan perbankan yang
berdasarkan prinsip-prinsip Syariah

2. Literasi Keuangan Syariah, melalui:

a. ARQAM Accelarator, program akselarasi yang
menggabungkan pelatihan, berbagi pengetahuan,
dan akses terhadap modal kerja dan pasar bagi
pengusaha/UMKM Muslim berpotensi tinggi
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b. ALAMI  Institute, lembaga think-tank untuk
mendorong pertumbuhan pembiayaan Syariah
dengan pemahaman dan penerimaan yang kuat
melalui penelitian inovasi, dialog, program literasi,
dan pengembangan teknologi.

Adapun jenis pembiayaan yang disalurkan
oleh ALAMI mencakup:

1. Invoive  Financing. Pembiayaan berupa layanan
pengelolaan penagihan piutang berdasarkan bukti
tagihan (invoice), baik dengan atau tanpa talangan
(qardh), diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki
tagihan kepada pihak ketiga (payor). Pembiayaan ini
terdiri dari Account Receivable Financing (pembiayaan
yang mencakup penagihan invoice kepada pihak ketiga)
dan Supply Chain Financing (pembiayaan yang
disediakan kepada pihak ketiga melalui perusahaan
yang telah menjalin kemitraan dengan ALAMI).

2. Purchase Order Financing. Pembiayaan yang disalurkan
kepada pelaku usaha yang telah menerima pesanan
atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak
ketiga, dengan menggunakan akad Murabahah,
Musyarakah, Ijarah, Musyarakah Mutanagisah, Musyarakah
Muntahiyah Bittamlik, dan lainnya.

3. Community-based Financing (CBF). Pembiayaan berbasis
komunitas yang disalutkan kepada anggota komunitas
yang membutuhkan pendanaan dengan skema
pembayarannya dikoordinasikan melalui pengurus
komunitas.
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A. Temuan Penelitian
1. Sejarah Perkembangan Fintech

Istilah fintech bukanlah hal yang relatif baru. Awal
1990an Citicorp memprakarsai The Financial Services
Technology Consortium sebagai inisiatif untuk mendorong
kerjasama di Amerika Serikat (Hochstein, 2015). Namun
konsep tersebut sudah ada jauh sebelumnya.
Perkembangan fintech seiring berjalannya waktu akibat
kemajuan teknologi dan internet. Menurut de Cos, (2019);
Griffoli (2017); Anyfantaki (2016); Chishti & Barberis (2016),
Carney (2016); Darolles (2016); Arner, Barberis, & Buckley
(2015); Walden & Storhm (2021), Sharma (2022) dan Zigurat
(2002).

Perkembangan Fintech di Indonesia

Indonesia menjadi target pasar yang menarik bagi
fintech, memiliki populasi dan demografi yang mendukung
perluasan pasar tersebut. Ekosistem fintech yang tumbuh
pesat di Indonesia sebagian besar didorong oleh
pemerintah yang secara proaktif menetapkan peraturan di
berbagai bidang termasuk P2P Lending, pembayaran digital
dan, lebih baru lagi, open banking diharapkan dapat
mendorong inovasi serta memperluas inklusi keuangan.
Kesempatan ini telah menarik minat investor baik lokal
maupun internasional, banyak di antaranya yang
berinvestasi pada potensi layanan keuangan digital di
Indonesia.

Perkembangan fintech sangat menjanjikan di
Indonesia di tengah maraknya pasar ekonomi digital.
Menurut laporan SEA e-Conomy 2022 yang dirilis oleh
Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi
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digital Indonesia mencapai $77 miliar pada tahun 2022,
atau sekitar 5,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini diproyeksikan akan terus meningkat, mencapai
kisaran $220-360 miliar pada tahun 2030, yang setara
dengan sekitar 9-15 persen dari PDB (Baijal, et al., 2022).

Dengan penerapan Strategi Nasional
Pengembangan Ekonomi Digital 2023-2030, diprediksi ada
peningkatan secara substansial kontribusi ekonomi digital
terhadap pertumbuhan PDB. Diproyeksikan pada tahun
2045, ekonomi digital dapat menyumbang hingga 20 persen
terhadap PDB. Kontribusi ini diharapkan menjadi
pendorong Indonesia untuk menjadi salah satu pemain
utama dalam ekonomi global. Perkiraan kontribusi
ekonomi digital akan melibatkan berbagai sektor, di mana
sektor utama diprediksi memberikan kontribusi sekitar 35
persen. Di samping itu, sektor-sektor yang lebih luas,
seperti e-commerce, fintech, transportasi, dan lainnya,
diharapkan memberikan kontribusi signifikan dengan
menyumbang sekitar 45 persen dari total kontribusi
ekonomi digital (Kemenko Perekonomian, 2023).

Peningkatan signifikan dalam kontribusi ekonomi
digital tersebut menandakan pergeseran yang besar dalam
pola ekonomi Indonesia. Dengan adanya pertumbuhan
yang kuat dalam sektor-sektor seperti e-commerce dan
fintech yang mengindikasikan bahwa ekonomi digital telah
menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi
Indonesia dan merupakan bagian integral dari strategi
pembangunan nasional menuju masa depan yang lebih
inklusif dan berkelanjutan.

Kinerja sektor ekonomi Indonesia mengalami
peningkatan yang signifikan. Penerapan Strategi Nasional
Pengembangan Ekonomi Digital 2023-2030 diperkirakan
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akan menyebabkan pergeseran besar dari sektor pertanian
ke sektor manufaktur dan jasa. Pada tahun 2045, sektor
manufaktur diprediksi akan menyumbang sekitar 24
persen dari PDB nasional, dampak adopsi teknologi digital
dan canggih dalam proses produksi. Selain itu, sektor jasa
diharapkan mengalami pertumbuhan yang substansial,
didorong oleh percepatan ekonomi yang dipicu oleh
kemajuan teknologi digital yang merata di seluruh
Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan industri fintech
tercermin dari meningkatnya jumlah penyelenggara fintech
yang memiliki lisensi, beragam solusi layanan keuangan
yang ditawarkan, serta adopsi yang semakin meluas di
pasar. Fintech di Indonesia mulai memperoleh legalitas
dengan diterbitkannya POJK Nomor 77/POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi. Peraturan ini tidak hanya
memberikan dasar hukum bagi fintech, melindungi semua
pihak yang terlibat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi.
Dengan adanya fintech, masyarakat kini dapat melakukan
transaksi keuangan secara online dengan lebih mudah.

AFTECH sebagai salah satu asosiasi yang
mengawasi perusahaan fintech di Indonesia, melaporkan
bahwa jumlah perusahaan fintech yang terdaftar sebagai
anggota AFTECH meningkat menjadi 366 pada tahun 2022,
naik dari 352 anggota pada tahun 2021 dan 302 anggota
pada akhir tahun 2020, sesuai dengan POJK
No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di
Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal model bisnis pelaku
fintech, tiga model bisnis terbesar di antara anggota
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AFTECH adalah pinjaman online dengan 102 anggota (30
persen), IKD dengan 88 anggota (259 persen), dan
pembayaran digital dengan 40 anggota (11,8 persen).
Pertumbuhan industri fintech di Indonesia dipengaruhi
oleh sejumlah faktor di antarnyaa demografi usia kerja,
ekonomi Dberbasis internet, penduduk unbanked dan
underbanked, literasi dan inklusi keuangan digital, regulasi,
dan investasi dalam fintech (AFTECH, 2023).

Berdasarkan AMS 2022/2023 sejumlah 42,7 persen
responden mencatat bahwa mayoritas pengguna layanan
fintech adalah perorangan, dengan 70,8 persen dari mereka
berusia antara 26 hingga 35 tahun, dan 23,1 persen lainnya
berada dalam rentang usia 36 hingga 50 tahun. Rentang
usia ini umumnya meliputi profesional muda yang sudah
familiar dengan teknologi dan mencari solusi keuangan
yang cepat serta nyaman. Fintech menjadi inovasi yang
sangat relevan untuk kelompok generasi muda yang
paham teknologi dan memiliki potensi untuk pertumbuhan
serta adopsi yang lebih besar. Sebagian besar pengguna
fintech berasal dari segmen berpenghasilan antara Rp5 juta
- Rp10 juta dan tinggal di Pulau Jawa, terutama di Jakarta,
Bandung, dan Surabaya. Selain individu, sekitar 28 persen
pengguna utama fintech berasal dari usaha kecil dan
menengah (UKM) (AFTECH, 2023).

Pemanfaatan layanan fintech juga juga sangat
mencolok di kalangan UKM, yang mencakup 28 persen dari
pengguna, serta usaha mikro yang mencapai 13,3 persen.
Temuan survei ini menunjukkan peran krusial fintech
dalam mendukung inklusi keuangan dan pengembangan
sektor UMKM di Indonesia. Berbagai model bisnis fintech
berkontribusi pada UMKM dengan menyediakan
pembiayaan atau modal, mempermudah transaksi,
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menawarkan pembukuan digital, dan membantu
perhitungan serta pelaporan pajak (CNN Indonesia, 2023).

Laporan Fintech in ASEAN 2022 menyoroti bahwa
perusahaan fintech di ASEAN mendapatkan pendanaan
sebesar $4,3 miliar dalam sembilan bulan pertama tahun
2022, yang menaikkan kontribusi ASEAN terhadap
pendanaan global dari 2 persen pada 2018 menjadi 7 persen
pada 2022. Pada periode yang sama, fintech Indonesia
berhasil mengumpulkan modal sebesar $1,4 miliar.
Indonesia menyumbang 33 persen dari total pendanaan
yang diterima ASEAN, berada di posisi tertinggi kedua
setelah Singapura dengan kontribusi 43 persen. Dari total
pendanaan yang diterima oleh industri fintech Indonesia,
sektor pembayaran menerima proporsi terbesar yaitu 43
persen, diikuti oleh sektor crypto assets dengan 13 persen,
dan sektor pinjaman online dengan 12 persen. Kenaikan
pendanaan fintech pada tahun 2022 menunjukkan
meningkatnya kepercayaan investor terhadap industri
fintech di Indonesia, meskipun bisnis perusahaan rintisan
global mengalami guncangan akibat perlambatan ekonomi
global (UOB, PwC, & SFA (2022).
3. Model Bisnis Fintech di Indonesia

Inovasi fintech kini mencakup lebih dari sekadar
pembayaran digital dan pinjaman online. Fintech
mengintegrasikan beragam teknologi sesuai dengan
kebutuhan konsumen, tingkat perkembangan, kebijakan,
serta infrastruktur teknologi yang tersedia. Lee & Shin
(2018) mengidentifikasi model bisnis fintech ke dalam enam
kategori sebagai berikut: (1) model bisnis pembayaran
(payment business model); (2) model bisnis manajeman aset
(wealth management business model); (3) model bisnis urun
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dana (crowdfunding business model); (4) model bisnis
pinjaman (lending business model); (5) model bisnis pasar
modal (capital market business model); dan terakhir (6) model
layanan asuransi (insurance services business model).

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.
19/12/ PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi
Finansial, penyelenggaraan fintech dikategorikan ke dalam:
(@) Sistem pembayaran; (b) Pendukung pasar; (c)
Manajemen investasi dan manajemen risiko; (d) Pinjaman,
pembiayaan, dan penyediaan modal; dan (e) Jasa finansial
lainnya  (BI, 2017). Sementara itu, POJK No.
13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di
Sektor Jasa Keuangan, ruang lingkup Inovasi Keuangan
Digital terbagi atas: (a) Penyelesaian transaksi; (b)
Penghimpunan modal; (c) Pengelolaan investasi; (d)
Penghimpunan dan penyaluran dana; (e) Perasuransian; (f)
Pendukung pasar; (g) Pendukung keuangan digital
lainnya; dan/atau (h) Aktivitas jasa keuangan lainnya
(OJK, 2018).

Berdasarkan struktur peraturan yang ada saat ini
pada BI dan OJK, DailySocial.id dalam laporannya yang
bertajuk Fintech Report 2021: The Convergence of (Digital)
Financial Services (DailySocial.id, 2021) memetakan model
bisnis fintech di Indonesia ke dalam enam kategori utama
yaitu pembayaran (payment), pinjaman (lending), urun dana
(crowdfunding), transfer (transfer), alat (tools), dan inovasi
keuangan (financial innovation) seperti dapat dilihat pada
Gambar 4.1 berikut:
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Payment Financial Innovation (Regulatory Sandbox)

Aggregator Blockchain
75 Credit Scoring eKYC
Digital Bank Financial Planner Financing Agent
Lending Crowdfunding Funding Agent Insurance Marketplace
P2P Lending Securities Crowdfunding Insurance Hub Insurtech
Digital Bank Distress Solution Regtech
Transfer Tools Tax & Accounting Transaction Authentication

Fund Transfer OPEN API Wealthtech Online Gold Depository
Identity Verification Project Financing Robo Advisor

Gambar 4.1 Pemetaan Segmen Bisnis Fintech Teregulasi
di Indonesia
Sumber: DSResearch Fintech Report 2021

Dalam AMS 2022/2023 disebutkan bahwa model
bisnis fintech anggota AFTECH terdiri dari 5 (lima) model
bisnis utama yaitu: (AFTECH, 2023)

1. Pinjaman Online
Menurut POJK No.10/POJK.05/2022, Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
(LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa
keuangan untuk mempertemukan pemberi dana
dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan
konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah secara
langsung  melalui  sistem  elektronik  dengan
menggunakan internet.
2. Sistem Pembayaran
Menurut PBI No. 23/6/PBI/2021 Sistem
Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup
seperangkat aturan, lembaga, mekanisme,
infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan
akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang
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5.

digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana
guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari
suatu kegiatan ekonomi. Sedangkan Penyedia Jasa
Pembayaran adalah Bank atau Lembaga Selain Bank
yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi
pembayaran kepada pengguna jasa (BI, 2021).
Neobank
Umumnya, Neobank berfungsi secara daring
dengan memanfaatkan aplikasi perangkat lunak dan
teknologi lainnya melalui ponsel, serta menawarkan
layanan perbankan digital. Menurut POJK No.12/
POJK.03/2021, definisi bank digital adalah Bank
Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan
dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui
saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat,
atau menggunakan kantor fisik yang terbatas.
Digital Asset
Digital Asset mengacu pada komoditi tidak berwujud
yang berbentuk aset digital yang diperdagangkan
sebagai instrumen investasi
IKD
Menurut POJK No. 13/POJK.02/2018, IKD

diartikan sebagai aktivitas pemutakhiran proses bisnis,
model bisnis, dan instrumen keuangan yang
memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan
dengan melibatkan ekosistem digital. Sampai dengan
April 2023, OJK mencatat terdapat 15 subklaster IKD
(AFTECH, 2023) yaitu:
a. Aggregator, situs web atau aplikasi yang membantu

pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang

layanan  keuangan dengan  mengumpulkan

ated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Untuk Akses
Pembiayaan Umkm Berkelanjutan | 155



informasi, menyaring dan membandingkan produk
dan layanan dari berbagai LJK secara digital.

b. Credit Scoring, entitas yang memproses data non-
kredit atau variannya dengan menggunakan
algoritma tertentu melalui teknologi informasi
untuk menghasilkan skor atau rating yang
menunjukkan penilaian kelayakan seseorang dalam
menerima layanan keuangan.

c. E-KYC, media yang menyediakan layanan
identifikasi dan verifikasi untuk calon nasabah atau
nasabah dengan memanfaatkan data dari Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil).

d. Financial Planner, sarana yang membantu seseorang
melakukan  perencanaan keuangan dengan
menyediakan rekomendasi tentang produk dan
layanan keuangan berdasarkan profil pengguna
guna memenuhi tujuan finansial.

e. Financing Agent, platform digital yang mendukung
LJK dalam memberikan pembiayaan kepada
pelanggan.

f. Funding Agent, platform digital yang mendukung
LJK dalam menarik calon nasabah pembiayaan.

g. Insurance Hub, pengelola sistem asuransi yang
memfasilitasi distribusi dan pengajuan klaim.

h. InsurTech, sarana digital yang menjalin kemitraan
dengan pialang dan/atau perusahaan asuransi
untuk menyajikan informasi, pembelian produk
asuransi, serta memproses pengajuan klaim dengan
lebih cepat..
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i. Online Distress Solution, sarana yang menawarkan
jasa perundingan bagi nasabah yang mengalami
masalah dalam membayar utang kepada kreditur.

j. Property Investment Management, sistem crowdfunding
online yang mengelola hak atas properti tanpa
menciptakan instrumen derivatif untuk
perdagangan sekunder.

k. RegTech - eSign, sistem sertifikasi elektronik yang
berafiliasi dengan Kemenkominfo, menyediakan
layanan untuk sektor keuangan dengan hasil berupa
tanda tangan digital.

1. RegTech - PEP, sistem layanan yang dapat
mengidentifikasi pelanggan berisiko tinggi (Anti-
Money Laundering) dengan melakukan pemeriksaan
latar  belakang  (Politically ~ Exposed  Persons)
pelanggan.

m.Tax & Accounting, sarana digital yang menawarkan
jasa penyusunan laporan keuangan dan pelaporan
pajak secara online untuk perorangan atau korporasi
sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan
perpajakan.

n. Authentication, Sistem yang menawarkan layanan
identifikasi dan verifikasi dengan menggunakan
data selain dari Dukcapil.

0. WealthTech, sistem yang menyatukan berbagai
layanan keuangan dan pendukung dari suatu Grup
Perusahaan Konglomerasi dan Mitra Bisnisnya
dalam satu aplikasi untuk memudahkan pengguna
dalam mengakses dan mengelola keuangan mereka,
termasuk  perbankan, pembiayaan, asuransi,
investasi, dan pendanaan
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4. Perkembangan dan Model Bisnis Fintech Syariah di
Indonesia

Fintech Syariah awalnya berdiri di Dubai, Uni
Emirat Arab. Tahun 2004 Beehive menjadi yang pertama
mendapatkan sertifikasi P2P Lending untuk menawarkan
pembiayaan terjangkau bagi UMKM. Pada tahun 2015 di
Singapura berdiri Kapital Boost, perusahaan yang
menyediakan pembiayaan UMKM secara Syariah dan
menerima sertifikat kepatuhan Syariah dari Financial
Shariah Advisory Consultacy (FSAC) Singapura. Di Malaysia,
berdiri HelloGold dengan memanfaatkan teknologi
blockchain berdasar ketentuan Syariah. Seiring waktu,
fintech Syariah terus berkembang di berbagai negara,
termasuk Indonesia (Yudha et al., 2021).

Sebagai bagian dari sektor keuangan Syariah yang
sedang berkembang, fintech Syariah dipengaruhi oleh
sejumlah faktor, yaitu: (a) menurunnya kepercayaan
terhadap perbankan konvensional; (b) penyebaran internet
dan teknologi di dunia; (c) keterbatasan akses dana bagi
calon nasabah yang dianggap unbankable; dan (d) efisiensi
dalam kecepatan transaksi finansial (Alam, Gupta &
Zameni, 2019).

Kegiatan bisnis dengan berbagai jenisnya dalam
bisnis dan keuangan Syariah memerlukan perhatian dari
pemerintah sebagai regulator, mengingat pertumbuhan
pesat model inovasi platform digital, seperti crowdfunding,
P2P Lending, e-commerce, cryptocurrency, blockchain, dan
sebagainya (Menne et al., 2022).

Keberadaan fintech  Syariah di  Indonesia
berlandaskan POJK No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang
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kemudian disempurnakan dengan POJK No. 10
/POJK.05/2022. Regulasi ini berlaku secara umum untuk
semua jenis fintech, baik yang mengikuti prinsip Syariah
maupun yang konvensional. Tetapi, fintech Syariah turut
merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/11/2018
tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kebutuhan akan fatwa MUI mengenai fintech
Syariah muncul karena teknologi digital menawarkan
kemudahan akses, efisiensi waktu, fleksibilitas transaksi,
serta peningkatan literasi keuangan dan teknologi
informasi bagi masyarakat. Tetapi, perkembangan ini juga
menyebabkan budaya konsumtif dan hedonis, serta praktik
rentenir modern, seperti penetapan bunga tinggi untuk
peminjam online dan metode penagihan yang tidak wajar
(Hakim & Irawan, 2019).

OJK dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah
Indonesia 2022 mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki
potensi besar untuk perkembangan industri fintech Syariah
karena negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di
dunia dan potensi ekonomi Syariah mencapai Rp3 triliun.
Indonesia juga menempati posisi kedua sebagai destinasi
wisata halal dunia pada tahun 2022, peringkat ketiga dalam
GIFT, serta merupakan pusat investasi Syariah dan
investasi hijau dunia (OJK, 2023a).

Pertumbuhan fintech Syariah di Indonesia adalah
tanggung jawab pemerintah, khususnya BI OJK.
Pemerintah telah menteapkan sejumlah regulasi yang
mencakup perizinan fintech, pemantauan dan pengawasan,
perlindungan konsumen termasuk fintech Syariah.
Meskipun regulasi khusus fintech Syariah belum ditetapkan
oleh pemerintah, tetapi DSN-MUI telah menerbitkan fatwa
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pada tahun 2018 yang harus dipatuhi oleh pelaku fintech
(Aulia, Yustiardhi & Permatasari, 2020).

Banyak kalangan semakin memperhatikan fintech
Syariah di Indonesia setelah terbentuknya AFSI yang
merupakan asosiasi yang menaungi perusahaan fintech
Syariah di Indonesia sesuai POJK No.13/POJK.02/2018
tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
Asosiasi ini dibentuk pada Oktober 2017 oleh Pusat Studi
Fintech Syariah Tazkia bersama delapan startup fintech
Syariah di Jakarta. Pembentukan asosiasi ini didorong oleh
semangat kolektif untuk mengintegrasikan potensi fintech
Syariah di Indonesia dan menyediakan layanan keuangan
yang bebas riba untuk umat. Tujuan lain dari asosiasi ini
adalah untuk mengadvokasi para pelaku startup fintech
Syariah dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada
regulator agar mendukung perkembangan industri fintech
Syariah. Setelah melakukan berbagai konsolidasi dengan
pelaku fintech Syariah dan memperluas jangkauannya ke
berbagai wilayah, AFSI resmi didirikan pada 8 Februari
2018.

Fintech dalam sektor keuangan Syariah global saat
ini sebagian besar didominasi oleh platform urun dana .
Selain urun dana, tipe fintech Syariah lainnya meliputi
platform pembayaran, Neobank, Robo-Advisory, dan
alternatif pembiayaan (DinarStandard & Ellipses, 2023).

Di Indonesia secara umum terdapat beberapa jenis
industri fintech Syariah, antara lain IKD, Securities
Crowdfunding (SCF), dan P2P Lending (OJK, 2023a).

1. IKD

IKD merupakan aktivitas pembaruan proses bisnis,

model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan

160 | The Integrated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Unt
Umkm Berkelanjutan



nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan
melibatkan ekosistem digital. Penyelenggara IKD harus
memenuhi tujuh kriteria, yaitu: (1) Bersifat inovatif dan
memiliki orientasi masa depan; (2) Mengandalkan
teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat utama
dalam memberikan layanan ke konsumen di sektor jasa
keuangan; (3) Mendukung inklusi dan literasi keuangan;
(4) Memberikan manfaat yang luas dan dapat digunakan
secara umum; (5) Dapat diintegrasikan dengan layanan
keuangan yang sudah ada; (6) Mengadopsi pendekatan
kolaboratif, dan (7) Memperhatikan perlindungan
konsumen serta perlindungan data.

OJK per 31 Desember 2022 telah mencatat 98
penyelenggara IKD yang berada dalam fase uji coba
regulatory sandbox, yang terdiri dari 15 klaster model bisnis
berbeda. Dari jumlah tersebut, ada 10 penyelenggara IKD
berbasis Syariah yang menawarkan layanan/produk
Syariah di beberapa klaster, seperti Aggregator, Funding
Agent, Financing Agent, Insurtech, dan Wealthtech. Pada
tahun 2022, jumlah penyelenggara IKD Syariah mengalami
pertumbuhan sebesar 11 persen dibandingkan tahun
sebelumnya. Selain itu, jumlah mitra mengalami
peningkatan signifikan, dengan kenaikan sebesar 87 persen
untuk LJK, 160 persen untuk fintech, dan 11 persen untuk
Penyelenggara Jasa Teknologi Informasi (PJTI) (OJK,
2023a).

2. Securities Crowdfunding

Fintech telah mengubah paradigma dan merevolusi
cara orang berinteraksi dengan layanan keuangan,
termasuk dalam hal pengumpulan dana. Urun dana adalah
salah satu metode pemanfaatan teknologi digital untuk
mengumpulkan dana, baik untuk kegiatan sosial maupun
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komersial. Konsep urun dana secara informal dan
tradisional bukan hal baru dan sering diaplikasikan dalam
keseharian masyarakat Indonesia. Urunan atau patungan
seringkali dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa
orang atau sekelompok orang dalam menghimpun dana
untuk suatu maksud tertentu, baik berupa tujuan sosial
(sumbangan, iuran) maupun tujuan komersial (patungan
usaha). Urun dana merujuk pada proses pengumpulan
dana atau patungan dengan memanfaatkan teknologi
digital, menghubungkan mereka yang membutuhkan
pendanaan dengan investor dengan memanfaatkan
teknologi digital.

Securities Crowdfunding (SCF) merupakan pendanaa
yang yang diterapkan untuk pendanaan komersial
dilakukan secara patungan (urunan) dari sejumlah investor
individu maupun institusi melalui platform crowdfunding
yang dikelola oleh penyelenggara SCF. Investor dapat
langsung menentukan bisnis atau proyek yang akan
didanai melalui platform SCF tersebut. Selain pendanaan
konvensional, SCF juga menyediakan skema pendanaan
Syariah yang mengikuti prinsip dan akad berbasis Syariah
(KNEKS, 2022).

Istilah SCF Syariah dalam sektor industri jasa
keuangan Syariah mulai dikenalkan pada tahun 2020
dengan ditetapkannya POJK No. 57/POJK.04/2020
mengenai Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana
Berbasis Teknologi Informasi dan disempurnakan dengan
POJK No. 16/POJK.04/2021. Regulasi tersebut merupakan
pengembangan dan penyempurnaan dari POJK
37/POJK.04/2018 yang sebelumnya mengatur tentang
equity crowdfunding. Pada awal tahun 2022, OJK merilis
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Surat Edaran No. 03/SEQOJK.04/2022 mengenai Mekanisme
Dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai efek
Syariah Dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi
Informasi sebagai operasionalisasi dari POJK No.
57/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2021
(KNEKS, 2022).

Surat Edaran Nomor 3/SEOJK.04/2022 berfungsi
sebagai pedoman bagi pelaku dalam menerbitkan efek
Syariah melalui skema pembiayaan untuk UKM
menggunakan SCF. SCF telah mendapatkan fatwa DSN-
MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Penawaran
Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis
Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic
Securities Crowd Funding). Dari 14 penyelenggara SCF,
tercatat ada 2 yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan
prinsip Syariah (full-fledged). Selain penyelenggara SCF
yang full-fledged, penyelenggara SCF pada umumnya juga
diizinkan menawarkan efek Syariah berupa sukuk (OJK,
2023).

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia
2022 yang dikeluarkan oleh OJK mengungkapkan bahwa
pada akhir tahun 2022, terdapat 85 penerbit dari sektor
UKM telah menerbitkan sukuk melalui skema SCF dengan
total nilai Rp167,52 miliar. Selain itu, 4 penerbit telah
menerbitkan saham Syariah melalui skema SCF dengan
total dana yang dihimpun sebesar Rp12,82 miliar (OJK,
2023a).

3. P2P Lending

Berdasarkan definisi Bank Dunia, P2P Lending
adalah jenis layanan keuangan yang memungkinkan
perorangan atau lembaga meminjam dan meminjamkan
dana langsung satu sama lain melalui platform daring.
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Dalam model bisnis ini, akan terbentuk ekosistem di mana

pihak yang membutuhkan dana dapat mengajukan

pinjaman dan pemberi pinjaman yang ingin
menginvestasikan uang mereka dapat menawarkan
pinjaman secara daring (OJK, 2023b).

Model bisnis ini berbeda dari sektor jasa keuangan
lainnya, karena penyelenggara P2P Lending hanya berperan
sebagai perantara dan tidak boleh mengumpulkan dana
pihak ketiga atau mengambil risiko atas pinjaman yang
diberikan oleh investor kepada peminjam. Dalam model
bisnis P2P Lending, = peminjam dapat mengajukan
permohonan pinjaman dengan jumlah yang diinginkan
berdasarkan tingkat bunga yang sesuai dengan jangka
waktu pinjaman. Sementara itu, investor dapat memilih
untuk mendanai peminjam yang sesuai dengan profil risiko
mereka masing-masing.

Dengan demikian secara umum, bisnis P2P Lending
memiliki tiga komponen utama, yaitu:

1. Platform Online. Perusahaan P2P Lending beraktivitas
melalui platform online yang menghubungkan
peminjam dengan investor. Platform ini berfungsi
sebagai perantara yang menghubungkan kedua belah
pihak.

2. Peminjam, merupakan pihak yang memerlukan dana
dan mengajukan pinjaman, baik sebagai perorangan
maupun lembaga. Permohonan pinjaman dilakukan
melalui  platform online, di mana peminjam
menyampaikan informasi mengenai jumlah pinjaman
dan data yang diperlukan.

3. Investor, perorangan atau lembaga yang bersedia
menyalurkan dana kepada peminjam. Mereka
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menyuntikkan dana ke dalam pinjaman yang diminta
oleh peminjam dan menerima pengembalian serta
keuntungan dari peminjam.

Model bisnis P2P Lending berawal pada tahun 2005
dengan nama Zopa yang didirikan oleh Dave Nicholson,
Giles Andrews, dan Richard Duvall di Inggris. Zopa
mengembangkan model di mana peminjam bisa
mendapatkan pinjaman langsung dari investor melalui
platform daring tanpa melibatkan lembaga keuangan
tradisional sebagai perantara.

Selanjutnya pada tahun 2006 Chris Larsen dan John
Witchel mendirikan Prosper, platform P2P Lending pertama
di Amerika Serika. Prosper memungkinkan peminjam
untuk mendapatkan pinjaman langsung dari pemberi
investor perorangan, sedangkan platform mengelola proses
penilaian risiko dan administrasi pinjaman. Seiring waktu,
kemajuan teknologi memungkinkan lahirnya lebih banyak
platform P2P Lending di seluruh dunia..

Pada tahun 2008, industri hipotek Amerika Serikat
mengalami krisis akibat masalah subprime mortgage. Krisis
ini berhubungan dengan pembiayaan berisiko tinggi
kepada peminjam dengan kredit buruk dan berdampak
pada tingginya tunggakan pembayaran. Krisis ini
berdampak signifikan terhadap perkembangan industri
P2P Lending, menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan
terhadap lembaga keuangan tradisional dan menciptakan
kebutuhan mendesak akan alternatif pembiayaan. Dalam
hal ini, P2P Lending muncul sebagai opsi menarik dengan
menyediakan platform di mana perorangan dan usaha kecil
dapat memperoleh pinjaman dari investor perorangan
tanpa keterlibatan lembaga keuangan konvensional (OJK,
2023b).
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Model bisnis P2P Lending di Indonesia berawal
ketika pada tahun 2016 OJK mengeluarkan POJK
No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Infomasi yang memungkinkan
platform P2P Lending di Indonesia beroparasi serta
pembentukan AFTECH yang menyokong pertumbuhan
P2P Lending. Selanjutnya pada tahun 2018 berdiri asosiasi
khusus untuk P2P Lending yaitu AFPI dan terbitnya POJK
No.10/POJK.05/2022 yang merupakan penyempurnaan
dari POJK sebelumnya.

Penerbitan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tersebut
di antaranya untuk bertujuan untuk memperkuat kerangka
hukum pelaksanaan P2P Lending berdasarkan prinsip
Syariah yang sebelumnya tidak diatur secara tegas pada
POJK 77/POJK.01/2016. Kehadiran POJK
10/POJK.05/2022 diharapkan mampu memacu kemajuan
P2P Lending Syariah. Selanjutnya pada akhir 2022 OJK
merilis Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
21/SEOJK.05/2022 tentang Permohonan Perizinan,
Permohonan Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik
Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi Informasi (OJK, 2023a).

B. Hasil Kerangka Jaringan

Kerangka jaringan ANP pada penelitian ini
diawali dengan dekomposisi model. Pada tahap ini
peneliti melakukan dekomposisi masalah, yaitu memahami
masalah yang akan diteliti berdasarkan kepada kajian
pustaka dan wawancara mendalam dengan praktisi fintech
Syariah, regulator dan akademisi yang memahami
perkembangan fintech Syariah.
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Masalah-masalah yang diidentifikasi dikembangkan
dalam sebuah model untuk memudahkan pemahaman
bagi peneliti dan responden. Selanjutnya dilakukan
pengujian model oleh salah satu responden yang dianggap
ahli mengenai masalah yang dikaji. Tujuannya adalah
untuk memastikan bahwa model masalah yang disusun
berdasarkan masukan dari berbagai sumber akurat dan
representatif atas masalah yang diteliti. Untuk menstruktur
masalah yang kompleks perlu dilakukan dekomposisi ke
dalam bentuk komponen-komponen, klaster dan sub-
klaster.

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan wawancara
mendalam dengan pakar/akademisi, regulator dan praktisi
fintech Syariah, dekomposisi model dalam penelitian ini
terbagi menjadi 3 (tiga) klaster yaitu klaster ekosistem
fintech pada P2P Lending Syariah dalam meningkatkan
pembiayaan UMKM yang berkelanjutan, klaster
aspek/faktor dalam ekosistem P2P fintech Lending Syariah
yang mendukung pembiayaan UMKM yang berkelanjutan,
dan klaster aspek pembiayaan UMKM yang berkelanjutan.
Masing-masing klaster tersebut mempunyai sub-klaster
dengan nama dan definisi sebagaimana ditampilkan pada
Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.3 Dekomposisi Model Penelitian

‘ NAMA KLASTER DEFINISI ‘

Aspek-aspek dalam Ekosistem P2P Lending Syariah yang
mendukung peningkatan pembiayaan UMKM yang berkelanjutan

1.REG Aspek regulasi ekosistem fintech
2.50C Aspek sosial ekosistem fintech
3.TECH Aspek teknologi ekosistem fintech
4.MGT Aspek manajerial ekosistem fintech

Aspek Regulasi Ekosistem P2P Lending Syariah
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NAMA KLASTER DEFINISI

Landasan Syariah dalam operasional P2P
Lending Syariah yang dikeluarkan otoritas
Syariah (DSN-MUI)

B. REGULATION | Regulasi operasional P2P Lending Syariah
yang dikeluarkan otoritas fintech (OJK)
Aspek Sosial Ekosistem P2P Lending Syariah

A.FATWA

A.PROTECT Aspek perlindungan nasabah dari risiko
pembiayaan P2P Lending Syariah
B. PRIVACY Aspek kerahasian data nasabah P2P Lending

Syariah baik pendana maupun UMKM

Aspek Teknologi Ekosistem P2P Lending Syariah

Aspek infrastruktur teknologi informasi

A. INFRASTRU yang menunjang pembiayaan UMKM pada
P2P Lending Syariah
Aspek kemudahan penggunaan teknologi
B. USR-EXP yang menunjang pembiayaan UMKM pada
P2P Lending Syariah

Aspek Manajerial Ekosistem P2P Lending Syariah

Aspek manajemen sumber daya insani P2P

A. TALENT Lending Syariah
Aspek manajemen sumber modal P2P
B. CAPTL Lending Syariah

Ekosistem Fintech pada P2P Lending Syariah dalam peningkatan
pembiayaan UMKM yang berkelanjutan

Ekosistem utama fintech pada P2P Lending
Syariah dalam pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan yang terdiri dari P2P Syariah,
Bank, dan Partner

Ekosistem pendukung fintech pada P2P
Lending Syariah dalam pembiayaan UMKM
2. MINOR yang berkelanjutan yang terdiri dari
Otoritas Fintech, Otoritas Syariah, Asosiasi
Fintech, dan Kampus

1. MAJOR
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‘ NAMA KLASTER DEFINISI ‘

Ekosistem Utama P2P Lending Syariah dalam peningkatan
pembiayaan UMKM yang berkelanjutan

1. P2P P2P Lending Syariah (Alami Fintech Syariah)
2. HIJRA Bank Syariah (BPRS Hijra Bank)
Mitra Pembiayaan UMKM pada P2P
3. MITRA Lending Syariah (Arqam dan Alami
Institute)

Ekosistem Pendukung P2P Lending Syariah dalam peningkatan
pembiayaan UMKM yang berkelanjutan

1.0JK Otoritas fintech (Otoritas Jasa Keuangan)
2.ASOSIASI Asosiasi fintech Syariah
3.DPS Otoritas  Syariah  (Dewan Pengawas
Syariah/DSN-MUI)
4.CAMPUS Perguruan Tinggi
Prioritas Aspek Pembiayaan UMKM yang berkelanjutan
1.SGMNT Aspek segmen usaha UMKM
2.PRDCT Aspek produk pembiayaan UMKM
3.IMPCT Aspek dampak pembiayaan UMKM
4.RISK Aspek mitigasi risiko pembiayaan UMKM
Aspek Segmen Usaha UMKM
A.FISHRY Segmen usaha perikanan dan kelautan
B.AGRICULT Segmen usaha pertanian, kehutanan dan
holtikultural
C.FARM Segmen usaha peternakan
D. ITECH Segmen usaha teknologi informasi
E. RITEL Segmen usaha ritel dan perdagangan

Aspek Produk Pembiayaan UMKM

Invoice financing yaitu pembiayaan P2P
Lending Syariah dalam bentuk jasa
A.INV-FIN pengurusan penagihan piutang
berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik
disertai atau tanpa disertai talangan (qardh)
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NAMA KLASTER DEFINISI

yang diberikan kepada pelaku usaha yang
memiliki tagihan kepada pihak ketiga
(payor).

Purchase Order Financing yaitu pembiayaan
P2P Lending Syariah yang diberikan kepada
pelaku usaha yang telah memperoleh
pesanan atau surat perintah kerja
pengadaan barang dari pihak ketiga dengan
menggunakan akad Murabahah, Musyarakah,
Ijarah, Musyarakah Mutanagisah, Musyarakah
Muntahiyah Bittamlik, dan lainnya.

B. PRCH-ORDR

Community-Based Financing yaitu
pembiayaan  P2P  Lending  Syariah
Pembiayaan berbasis komunitas

(community-based), yang diberikan kepada
anggota komunitas yang membutuhkan
pembiayaan, dengan skema
pembayarannya dikoordinasikan melalui
koordinator/pengurus komunitas.
Aspek Dampak Pembiayaan UMKM

A.CAPTL Akses UMKM terhadap modal yang mudah
dan sesuai Syariah

C.COMM-FIN

B.LABR Peningkatan kapasitas sumber daya UMKM
C.OMZT Peningkatan omzet usaha UMKM
D. LITRCY Peningkatan literasi bisnis dan Syariah

secara bersamaan
Aspek Mitigasi Risiko Pembiayaan UMKM
Pengukuran risiko pada usaha UMKM dari

A.ASSESMT Financial Data Center/ Mitra Usaha P2P
Lending Syariah
B.CSH-COL Adanya kolateral/penjamin berupa uang

cash proses pembiayaan UMKM
C.P. GUARNT Adanya penjamin personal seperti dari
UMKM sendiri
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Sumber: Hasil Analisis: 2023
Adapun kerangka jaringan dalam penelitian ini
dapat ditampilkan pada Gambar 4.2 berikut:

Model Bisnis P2P Lending Syariah Berbasis Ekosistemn

Financial Technology Dalam Meningkatkan Pembiayaan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berkelanjutan

P2P Lending Syariah

—ﬁﬁﬁ

REE”'“' 0-'“ Proteksi Infrastruktur Talenta

| Fatwa DSN-MUI | Privacy User Experisnce modal |
[ T I

invaice Fingncing | | Pengukuran Risiko Modal
Purchase Order Agriculture | cash coliateral | DM |
Financing
Farm | Personal omzet
€ ¥

based Financing itech Literasi

Gambar 4.2 Kerangka Jaringan ANP Model Bisnis P2P
Lending Syariah Dalam Meningkatkan Pembiayaan
UMKM yang Berkelanjutan di Indonesia

ed Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Untuk Akses
Pembiayaan Umkm Berkelanjutan | 171




Berdasarkan kerangka jaringan di atas, maka
dikembangkan jaringan kompleks berdasarkan jaringan
Analytic Network Prosecess (ANP) yang disusun dengan
menggunakan Software Super Deciosion sehingga terbentuk
jaringan sebagaimana ditampailkan pada Gambar 4.3

berikut:
b |

o= [
o]

Gambar 4.3 Kerangka Jaringan Model ANP
Menggunakan Software Super Decision

Berdasarkan data yang diproses dari masing-masing
informan dihasilkan tiga supermatriks yaitu ekosistem
fintech pada P2P Lending Syariah dalam meningkatkan
pembiayaan UMKM yang berkelanjutan, aspek/faktor
dalam ekosistem P2P fintech Lending Syariah yang
mendukung peningkatan pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan, dan aspek pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan. Kemudian, hasil analisis data dirinci
menurut prioritas individual informan dan dihitung nilai
kesepakatannya atau rater agreement (W). Selain itu, hasil
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analisis turut menghasilkan nilai rata-rata geometric mean
dari para informan.

C. Analisis Hasil Sintesis Penelitian

1. Prioritas Faktor Pembentuk Model Bisnis P2P Lending
Syariah Dalam Meningkatkan Pembiayaan UMKM
yang Berkelanjutan di Indonesia

Faktor-faktor pembentuk model bisnis P2P Lending
Syariah dalam pembiayaan UMKM yang berkelanjutan
terdiri dari: (a) Reg yang merujuk kepada aspek regulasi
ekosistem fintech; (b) Soc yang merujuk kepada aspek sosial
ekosistem fintech; (c) Tech yang merujuk kepada aspek
teknologi ekosistem fintech; dan (d) Mgt yang merujuk
kepada aspek managerial ekosistem fintech.

Berdasarkan hasil analisis, prioritas faktor
pembentuk model bisnis P2P Lending Syariah dalam
pembiayaan UMKM yang berkelanjutan adalah Reg
dengan gmean keseluruhan responden dalam penelitian ini
adalah yaitu 0,298 sedangkan aspek lainnya adalah Tech
dengan gmean sebesar 0,281; Mgt dengan gmean sebesar
0,203; dan Soc dengan gmean sebesar 0,137. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa aspek regulasi ekosistem fintech
sebagai faktor prioritas utama pembentuk model bisnis P2P
Lending Syariah dalam pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan. Adapun hasil analisis dapat digambarkan
dalam gambar 4.4 sebagai berikut:
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Gambar 4.4 Prioritas Klaster Faktor Pembentuk Model
bisnis P2P lending Syariah dalam Pembiayaan UMKM
yang berkelanjutan
Sumber: Hasil penelitian: 2023

a. Prioritas Sub-Klaster Faktor Regulasi

Faktor regulasi ekosistem fintech dalam pembiayaan
UMKM di Indonesia terdiri dari (a) Fatwa yang merujuk
kepada landasan Syariah dalam operasional P2P Lending
Syariah yang dikeluarkan otoritas Syariah (DSN-MUI) dan
(b) Regulation yang merujuk kepada regulasi operasional
P2P Lending Syariah yang dikeluarkan otoritas fintech
(OJK).

Berdasarkan hasil analisis, prioritas klaster faktor
regulasi adalah Regulation dengan gmean keseluruhan
responden dalam penelitian ini adalah yaitu 0,533
sedangkan Fatwa dengan gmean yaitu 0,442. Hal tersebut
menyimpulkan bahwa regulasi merupakan prioritas utama
faktor utama ekosistem fintech dalam meningkatkan
pembiayaan UMKM yang berkelanjutan.

Adapun hasil analisis dapat digambarkan dalam
Gambar 4.5 sebagai berikut:
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Gambar 4.5 Prioritas Sub-Klaster Faktor Regulasi
Sumber: Hasil penelitian: 2023
b. Prioritas Sub-Klaster Faktor Sosial

Faktor sosial ekosistem fintech dalam pembiayaan
UMKM di Indonesia terdiri dari (a) Protect yang merujuk
pada aspek perlindungan nasabah dari risiko pembiayaan
P2P Lending Syariah, dan (b) Privacy yang merujuk kepada
aspek kerahasiaan data nasabah P2P Lending Syariah baik
pendana maupun UMKM.

Berdasarkan hasil analisis, prioritas klaster faktor
sosial adalah faktor Protect dengan gmean keseluruhan
responden dalam penelitian ini adalah yaitu 0,576
sedangkan faktor Privacy dengan gmean yaitu 0,396. Hal
tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan nasabah dari
risiko pembiayaan P2P Lending Syariah merupakan
prioritas utama faktor sosial yang membentuk ekosistem
fintech dalam meningkatkan pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan.

Adapun hasil analisis dapat digambarkan dalam
Gambar 4.6 sebagai berikut:
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Gambear 4.6 Prioritas Sub Klaster Faktor Sosial
Sumber: Hasil penelitian: 2023

c. Prioritas Sub-Klaster Faktor Teknologi

Faktor teknologi ekosistem fintech  dalam
pembiayaan UMKM di Indonesia terdiri dari (a) Infrastru
yang merujuk kepada aspek infrastruktur teknologi
informasi yang menunjang pembiayaan UMKM pada P2P
Lending Syariah, dan (b) User-Exp yang merujuk kepada
aspek kemudahan penggunaan teknologi yang menunjang
pembiayaan UMKM pada P2P Lending Syariah.

Berdasarkan hasil analisis, prioritas klaster faktor
teknologi adalah Infrastru dengan gmean keseluruhan
responden dalam penelitian ini adalah yaitu 0,526
sedangkan User-Exp dengan gmean yaitu 0,440. Hal
tersebut menyimpulkan bahwa aspek infrastruktur
teknologi informasi merupakan prioritas aspek yang utama
pada ekosistem fintech dalam meningkatkan pembiayaan
UMKM yang berkelanjutan.

Adapun hasil analisis dapat digambarkan dalam
Gambear 4.7 sebagai berikut:
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Gambar 4.7 Prioritas Sub-Klaster Faktor Teknologi
Sumber: Hasil penelitian: 2023
d. Prioritas Sub-Klaster Faktor Manajerial

Faktor manajerial ekosistem fintech dalam
pembiayaan UMKM di Indonesia terdiri dari (a) Talent
yang merujuk kepada aspek manajemen sumber daya
insani P2P Lending Syariah, dan (b) Captl yang merujuk
kepada aspek manajemen sumber modal P2P Lending
Syariah.

Berdasarkan hasil analisis, prioritas klaster faktor
manajerial adalah Talent dengan gmean keseluruhan
responden dalam penelitian ini adalah yaitu 0,519
sedangkan Captl dengan gmean yaitu 0,448. Hal tersebut
menyimpulkan bahwa aspek manajemen sumber daya
insani merupakan prioritas utama faktor manajerial pada
ekosistem fintech dalam meningkatkan pembiayaan
UMKM yang berkelanjutan.

Adapun hasil analisis dapat digambarkan dalam
Gambar 4.8 sebagai berikut
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Gambar 4.8 Prioritas Sub-Klaster Faktor Manajerial
Sumber: Hasil penelitian: 2023
2. Prioritas Ekosistem Fintech yang Membentuk Model
Bisnis P2P Lending Syariah dalam pembiayaan
UMKM di Indonesia

Aspek ekosistem fintech dalam pembiayaan UMKM
di Indonesia terdiri dari (a) Major yang merujuk kepada
ekosistem utama fintech pada P2P Lending Syariah dalam
pembiayaan UMKM yang berkelanjutan yang terdiri dari
P2P Lending Syariah, Bank, dan Partner; dan (b) Minor yang
merujuk kepada ekosistem pendukung fintech pada P2P
Lending Syariah dalam pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan yang terdiri dari Otoritas Fintech, Otoritas
Syariah, Asosiasi Fintech, dan Kampus.

Berdasarkan hasil analisis, prioritas ekosistem fintech
dalam pembiayaan UMKM vyang berkelanjutan adalah
Major dengan gmean keseluruhan responden dalam
penelitian ini adalah yaitu 0,475 sedangkan Minor dengan
gmean sebesar 0,446. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
ekosistem utama yang terdiri dari P2P Syariah, Bank, dan
Partner merupakan prioritas fintech syariah dalam
meningkatkan pembiayaan UMKM yang berkelanjutan.
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Adapun hasil analisis dapat ditampilkan pada
Gambar 4.9 sebagai berikut:
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Gambar 4.9 Prioritas Ekosistem Fintech yang
Membentuk Model Bisnis P2P Lending Syariah Dalam
Meningkatkan Pembiayaan UMKM di Indonesia

Sumber: Hasil penelitian: 2023
a. Prioritas Sub-Klaster Ekosistem Major

Ekosistem Major fintech terdiri dari (a) P2P yang
merujuk kepada P2P Lending Syariah atau dalam lokus
penelitian ini adalah Alami Fintech Syariah; (b) Hijra yang
merujuk kepada Bank Syariah atau dalam lokus penelitian
ini adalah BPRS Hijra Bank; dan (c) Mitra yang merujuk
kepada Mitra Pembiayaan UMKM pada P2P Lending
Syariah atau dalam lokus penelitian ini adalah Argam dan
Alami Institute.

Berdasarkan hasil analisis, prioritas ekosistem
utama fintech syariah dalam pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan adalah P2P dengan gmean keseluruhan
responden dalam penelitian ini adalah yaitu 0,395
sedangkan Ekosistem Major lain adalah Hijra dengan
gmean sebesar 0,331 dan Mitra dengan gmean sebesar 0,210.
Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa P2P merupakan
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prioritas ekosistem utama dari fintech syariah dalam
meningkatkan pembiayaan UMKM yang berkelanjutan.

Adapun hasil analisis dapat digambarkan dalam
Gambar 4.10 sebagai berikut:
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Gambar 4.10 Prioritas Sub-Klaster Ekosistem Major
Sumber: Hasil penelitian: 2023
b. Prioritas Sub-Klaster Ekosistem Minor

Klaster ekosistem minor fintech terdiri dari (a) OJK
yang merujuk kepada otoritas fintech atau dalam lokus
penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan; (b) Asosiasi
yang merujuk kepada Asosiasi Fintech Syariah atau dalam
lokus penelitian ini adalah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia
(AFSI); (c) DPS yang merujuk kepada Otoritas Syariah atau
dalam lokus penelitian ini adalah Dewan Pengawas
Syariah; dan (d) Campus yang merujuk kepada perguruan
tinggi.

Berdasarkan hasil analisis, prioritas ekosistem minor
fintech  syariah dalam pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan adalah OJK dengan gmean keseluruhan
responden dalam penelitian ini adalah yaitu 0,345
sedangkan ekosistem minor lain adalah Asosiasi dengan
gmean sebesar 0,271; DPS dengan gmean sebesar 0,187; dan
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Campus dengan gmean sebesar 0,132. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa OJK merupakan prioritas utama
Ekosistem Minor dari fintech Syariah dalam meningkatkan
pembiayaan UMKM yang berkelanjutan.

Adapun hasil analisis dapat digambarkan dalam
Gambar 4.11sebagai berikut:
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Gambar 4.11 Prioritas Sub-Klaster Ekosistem Minor
Sumber: Hasil penelitian: 2023
3. Prioritas  Klaster = Pembiayaan @ UMKM yang
Berkelanjutan

Faktor-faktor pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan terdiri dari (a) Sgmnt yang merujuk kepada
aspek segmen usaha UMKM; (b) Prdct yang merujuk
kepada aspek produk pembiayaan UMKM,; (c) Impct yang
merujuk kepada aspek dampak pembiayaan UMKM; dan
(d) Risk yang merujuk kepada aspek mitigasi risiko
pembiayaan UMKM.

Berdasarkan hasil analisis, prioritas aspek
pembiayaan UMKM yang berkelanjutan adalah Prdct
dengan gmean keseluruhan responden dalam penelitian ini
adalah yaitu 0,297 sedangkan aspek lainnya adalah Risk
dengan gmean sebesar 0,248; Impct dengan gmean sebesar
0,174; dan Sgmnt dengan gmean sebesar 0,162. Hal tersebut
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mengindikasikan bahwa aspek produk sebagai prioritas
utama pembiayaan UMKM yang berkelanjutan.

Adapun hasil analisis dapat digambarkan dalam
Gambar 4.12 sebagai berikut:
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Gambar 4.12 Prioritas Klaster Pembiayaan UMKM yang
Berkelanjutan
Sumber: Hasil penelitian: 2023
a. Prioritas Sub-Klaster Segmen Usaha Pembiayaan
UMKM yang Berkelanjutan

Aspek segmen usaha pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan terdiri dari (a) Fishry yang merujuk kepada
usaha perikanan dan kelautan; (b) Agricult yang merujuk
kepada segmen wusaha pertanian, kehutanan dan
holtikultural; (c) Farm yang merujuk kepada segmen usaha
peternakan; (d) Itech yang merujuk kepada segmen usaha
teknologi informasi; dan (e) Ritel yang merujuk kepada
segmen usaha ritel dan perdagangan.

Berdasarkan hasil analisis, prioritas aspek segmen
pembiayaan UMKM vyang berkelanjutan adalah Ritel
dengan gmean keseluruhan responden dalam penelitian ini
adalah yaitu 0,264 sedangkan aspek lainnya adalah Itech
dengan gmean sebesar 0,149; Agricult dengan gmean sebesar
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0,151; Farm dengan gmean sebesar 0,147 dan Fishry dengan
gmean sebesar 0,139. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
segmen startup ritel dan perdagangan sebagai prioritas
utama segmen pembiayaan UMKM yang berkelanjutan.

Adapun hasil analisis dapat digambarkan dalam
Gambar 4.13 sebagai berikut:
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Gambar 4.13 Prioritas Sub Klaster Segmen Usaha
Pembiayaan UMKM yang Berkelanjutan
Sumber: Hasil penelitian: 2023
b. Prioritas Sub-Klaster Produk Pembiayaan UMKM
yang berkelanjutan

Aspek  produk pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan terdiri dari (a) Inv-Fin yang merujuk kepada
Invoice Financing; (b) Prch-Ordr yang merujuk kepada
Purchase Order Financing; dan (c) Comm-Fin yang merujuk
kepada Community-based Financing.

Berdasarkan hasil analisis, prioritas aspek produk
pembiayaan UMKM yang berkelanjutan adalah Comm-Fin
dengan gmean keseluruhan responden dalam penelitian ini
adalah yaitu 0,339 sedangkan aspek lainnya adalah Prch-
Ordr dengan gmean sebesar 0,297; dan Inv-Fin dengan
gmean sebesar 0,260. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
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produk pembiayaan berbasis komunitas sebagai prioritas
utama produk pembiayaan UMKM yang berkelanjutan.

Adapun hasil analisis dapat digambarkan dalam
Gambar 4.14 sebagai berikut:
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Gambar 4.14 Prioritas Sub-Klaster Produk Pembiayaan
UMKM yang berkelanjutan
Sumber: Hasil penelitian: 2023
c. Prioritas Sub-Klaster Dampak Pembiayaan UMKM
yang Berkelanjutan

Aspek dampak pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan terdiri dari (a) Captl yang merujuk kepada
akses UMKM terhadap modal yang mudah dan sesuai
Syariah; (b) Labr yang merujuk kepada peningkatan
kapasitas sumber daya UMKM; (c) Omzt yang merujuk
kepada peningkatan omzet usaha UMKM; dan (d) Litrcy
yang merujuk kepada peningkatan literasi bisnis dan
Syariah secara bersamaan.

Berdasarkan hasil analisis, prioritas aspek dampak
pembiayaan UMKM yang berkelanjutan adalah Captl
dengan gmean keseluruhan responden dalam penelitian ini
adalah yaitu 0,375 sedangkan aspek lainnya adalah Labr
dengan gmean sebesar 0,210; Litrcy dengan gmean sebesar
0,176; dan Omzt dengan gmean sebesar 0,164. Hal tersebut
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dapat disimpulkan bahwa peningkatan modal sebagai
prioritas utama dampak pembiayaan UMKM  yang
berkelanjutan.

Adapun hasil analisis dapat digambarkan dalam
Gambar 4.15 sebagai berikut:
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Gambar 4.15 Prioritas Sub-Klaster Dampak Pembiayaan
UMKM yang berkelanjutan
Sumber: Hasil penelitian: 2023
d. Prioritas Sub-Klaster Mitigasi Risiko Pembiayaan
UMKM yang Berkelanjutan
Aspek mitigasi risiko pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan terdiri dari (a) Assesmt yang merujuk kepada
pengukuran risiko pada usaha UMKM,; (b) Csh-Col yang
merujuk kepada adanya korateral/penjamin berupa uang
cash; dan (c) P-Guarnt yang merujuk kepada adanya
penjamin personal seperti dari UMKM sendiri.
Berdasarkan hasil analisis, prioritas aspek mitigasi
risiko pembiayaan UMKM yang berkelanjutan adalah
Assesmt dengan gmean keseluruhan responden dalam
penelitian ini adalah yaitu 0,458 sedangkan aspek lainnya
adalah Csh-Col dengan gmean sebesar 0,269; dan P-Guarnt
dengan gmean sebesar 0,216. Hal tersebut dapat
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disimpulkan bahwa pengukuran risiko pada usaha UMKM
merupakan prioritas utama mitigasi risiko pembiayaan
UMKM yang berkelanjutan.

Adapun hasil analisis dapat digambarkan dalam
Gambar 4.16 sebagai berikut:
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Gambar 4.16 Prioritas Sub-Klaster Mitigasi Risiko
Pembiayaan UMKM yang Berkelanjutan
Sumber: Hasil penelitian: 2023
4. Tingkat Kesepakatan Responden Terhadap Model
Bisnis P2P Lending Syariah Dalam Meningkatkan

Pembiayaan UMKM yang Berkelanjutan.

Tingkat kesepakatan responden dalam setiap klaster
dihitung menggunakan nilai koefisien Kendall (W). Nilai W
sebesar 1 menunjukkan kesepakatan yang sempurna di
antara penilaian atau pendapat responden. Sementara itu,
nilai W yang mendekati 0 atau sebesar 0 mengindikasikan
ketidaksepakatan atau variasi dalam jawaban responden.
Hasil analisis kesepakatan responden ditampilkan pada
Tabel 4.3 berikut:
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Tabel 4.4 Tingkat Kesepakatan Responden Penelitian

Klaster Sub Klaster 0%%
1.Reg 0.03

2.Soc \ 0.21

Factors 3. Tech 0.01
4.Mgt | 0.07

1.Sgmnt 0.06

. 2.Prdct | 0.03
Sustain 3.Impct 0.21
4 Risk \ 0.43

1.Major 0.18

Ecosystem 2.Minor ‘ 0.26

Sumber: Hasil penelitian: 2023

Koefisien = Kendall pada klaster =~ FACTORS
menunjukan tingkat kesepakatan responden yang rendah
yaitu sebesar 0,03 (Faktor Regulasi); 0,21 (Faktor Sosial);
0,01 (Faktor Teknologi); dan 0,07 (Faktor Manajerial).
Tingkat kesepakatan responden yang rendah tersebut
menunjukkan bahwa responden cukup sulit untuk sepakat
pada hampir semua aspek, terutama aspek teknologi.

Koefisien  Kendall ~pada  klaster = SUSTAIN
menunjukan tingkat kesepakatan yang responden yang
rendah yaitu sebesar: 0,06 (Aspek Segmen Pembiayaan);
0,03 (Aspek Produk Pembiayaan); 0,21 (Aspek Dampak
Pembiayaan); dan 043 (Aspek Mitigasi Risiko
Pembiayaan). Tingkat kesepakatan responden yang rendah
tersebut menunjukkan bahwa responden cukup sulit untuk
sepakat pada hampir semua aspek, terutama aspek produk
pembiayaan. Akan tetapi nilai koefisien pada sub-klaster
Aspek Mitigasi Risiko relatif tinggi yaitu sebesar 0,43
dibandingkan dengan sub-klaster lain di klaster yang sama.
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Sedangkan  koefisien = Kendall —pada Kklaster
ECOSYSTEM menunjukan tingkat kesepakatan yang
responden yang rendah yaitu sebesar: 0,18 (Ekosistem
Major); dan 0,26 (Ekosistem Minor). Tingkat kesepakatan
responden yang rendah tersebut menunjukkan bahwa
responden cukup sulit untuk sepakat pada hampir semua
aspek, terutama aspek Ekosistem Major.

D. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Pembiayaan P2P Lending Syariah Dalam
Meningkatkan Pembiayaan UMKM yang
Berkelanjutan

UMKM memegang peran penting dalam
perekonomian suatu negara dan pembiayaan yang
berkelanjutan merupakan kunci untuk mendukung
pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Oleh karena itu,
pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
peningkatan pembiayaan berkelanjutan P2P Lending
Syariah bagi UMKM sangat penting. Dengan
mengeksplorasi faktor-faktor ini, kita dapat memahami
tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri P2P
Lending Syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM
secara berkelanjutan.

Pemberdayaan =~ UMKM  adalah  serangkaian
kebijakan dan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas, produktivitas, daya saing, dan kesinambungan
usaha. Fintech Syariah menawarkan peluang besar bagi
UMKM dan relevan bagi pemuda Muslim yang ingin
memulai atau mengembangkan bisnis. Fintech Syariah
dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah
bagi UMKM dengan berpedoman pada prindip keuangan

188 | The Integrated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Unt
Umkm Berkelanjutan



Islam. Selain itu, adopsi fintech Syariah membantu
mengelola operasional UMKM secara efisien melalui
platform digital. Ini memungkinkan pemuda Muslim
dengan sumber daya dan pengalaman bisnis terbatas untuk
mengoptimalkan bisnis mereka dan bahkan menciptakan
lapangan kerja baru (Salsabila et al., 2023).

Studi Sung (2015) menemukan penggunaan P2P
Lending sebagai sumber keuangan eksternal menjadi solusi
efektif dalam membantu UMKM mengatasi kesulitan
finansial. Yu & Shen (2019) menjelaskan pembiayaan P2P
Lending dapat mengumpulkan dana dalam jumlah kecil
dan tersebar dari banyak orang untuk perusahaan rintisan
yang masih baru dan UMKM sehingga mereka dapat
menjalankan bisnis mereka dengan pendanaan yang sangat
dibutuhkan, yang dikumpulkan melalui platform daring
dari kumpulan prinsipal investasi daring yang luas.
Kemunculan P2P Lending telah membantu mengurangi
biaya transaksi bagi pihak-pihak yang terpinggirkan, dan
dengan demikian telah menarik minat masyarakat umum
untuk terlibat, dan telah berhasil mempromosikan
demokrasi keuangan dan inklusivitas kepada masyarakat
umum.

Teknologi digital tidak hanya memberikan akses
kepada UMKM untuk mendapatkan sumber pendanaan
yang beragam, seperti P2P Lending, tetapi juga sebagai
sarana untuk memperluas jangkauan pasar melalui
platform e-commerce. Hal ini membantu UMKM untuk
menjadi lebih kompetitif dalam pasar yang semakin
terhubung secara digital, di mana konsumen dapat dengan
mudah menjangkau produk atau layanan mereka melalui
internet. UMKM yang memanfaatkan teknologi digital
mampu berinovasi, membuat terobosan dalam berbisnis,
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dan bersaing di pasar internasional (Linawati et al., 2020).
Dengan demikian teknologi digital telah menjadi salah satu
faktor pendorong produktivitas bisnis UMKM.

Penelitian Lubis et al. (2024) menunjukkan peran e-
commerce dan fintech dalam perekonomian Indonesia telah
semakin penting selama pandemi COVID-19, memberikan
manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha, konsumen, dan
pemerintah. Bagi pelaku usaha, kedua sektor ini menjadi
solusi untuk mengatasi dampak pandemi dengan
meningkatkan skala bisnis dan menarik minat investor.
Mereka juga memberikan wawasan tentang tren dan
perilaku pasar, memperluas jangkauan pemasaran, dan
mendorong adaptasi terhadap kondisi pandemi dan
teknologi saat ini. E-commerce dan fintech juga memberikan
manfaat langsung bagi konsumen. Mereka menyediakan
keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi dengan
tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga konsumen
dapat berbelanja tanpa meninggalkan rumah. Selain itu,
proses transaksi menjadi lebih efektif dan efisien dalam hal
waktu, tenaga, dan pemilihan harga dibandingkan dengan
transaksi konvensional

Dengan berkembangnya e-commerce dan fintech, kita
juga akan melihat perkembangan teknologi yang lebih
lanjut untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih
baik. Ini mencakup inovasi dalam pembayaran digital,
pengiriman barang yang lebih cepat, serta peningkatan
layanan pelanggan secara online. Seiring dengan terus
berkembangnya sektor ini, kontribusi mereka terhadap
perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di
Indonesia akan semakin pesat.

190 | The Integrated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Unt
Umkm Berkelanjutan



Merujuk kepada penelitian yang dilakukan OJK
pada tahun 2022, terdapat gap pembiayaan UMKM.
Berdasarkan angka kebutuhan pendanaan UMKM nasional
tahun 2021, total kebutuhan pembiayaan mencapai Rp1.519
triliun, yang merupakan 55,43 persen dari total kebutuhan
UMKM dan bisa disokong oleh Industri Keuangan non-
Bank (IKNB). Tetapi kapasitas pembiayaan IKNB hanya
bisa memenuhi Rp229 triliun (15 persen) dari total
kebutuhan tersebut, sementara kontribusi industri P2P
Lending hanya mencapai Rp9 triliun (3,9 persen) dari total
kontribusi IKNB. Dengan demikian, masih ada gap
pembiayaan UMKM nasional sebesar Rp1.290 triliun
sebagaimana ditampilkan Gambar 4.17 berikut (OJK,

2023b):
' &

Kebutuhan Yang sudah Potensi Yang sudah Belum dilayani
pendanaan terpenuhi pembiayaan di terpenuhi oleh SJK
UMKM nasional perbankan luar perbankan IKNB+Pasar Modal

Gambar 4.17 Peta Pembiayaan UMKM oleh Sektor Jasa
Keuangan Tahun 2021
Sumber: OJK (2023b)

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui
bahwa ada peluang besar bagi P2P Lending untuk
berkembang lebih jauh dalam memberikan pembiayaan
kepada sektor produktif. Meski demikian, diperlukan
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peningkatan kapasitas di industri P2P Lending untuk
menutupi gap pembiayaan UMKM secara nasional.

Hingga Agustus 2023, tercatat 10 P2P Lending
dengan nilai penyaluran dana terbesar di Indonesia.
Adapun P2P Lending Syariah belum mampu berkontribusi
dalam memenuhi gap pendanaan UMKM dibandingkan
dengan penyelenggara P2P Lending lainnya sebagaimana
ditampilkan pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.5 Peringkat Penyaluran Dana P2P Lending
Terbanyak Per Agustus 2023

Nama Penyelenggara P2P Aplikasi Nilai Penyaluran

Lending Dana

PT Lentera Dana Nusantara SPinjam Rp4,43 triliun

PT Indonesia Fintpia EasyCash Rp1,7 triliun

Technology

PT  Pembiayaan Digital | AdaKami Rp1,31 triliun

Indonesia

PT FinAccel Digital | KrediFazz Rp1,05 triliun

Indonesia

PT Lunaria Annua Teknologi | Koin P2P Rp0,93 triliun

PT Kredit Pintar Indonesia Kredit Rp0,83 triliun
Pintar

PT Berdayakan Usaha | BATUMBU Rp0,81 triliun

Indonesia

PT Pintar Inovasi Digital Asetku Rp0,73 triliun

PT Mapan Global Reksa Findaya Rp0,68 triliun

PT Amartha Mikro Fintek Amartha Rp0,62 triliun

Sumber: OJK (2023b)
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Berdasarkan hasil analisis penelitian, terdapat
sejumlah faktor pembiayaan P2P Lending Syariah dalam
meningkatkan pembiayaan UMKM yang berkelanjutan
yaitu: (a) Produk pembiayaan UMKM yang berkelanjutan;
(b) Segmen usaha produktif dalam pembiayaan UMKM
yang berkelanjutan; (c) Mitigasi risiko pembiayaan
berkelanjutan UMKM; dan (d) Dampak pembiayaan
UMKM yang berkelanjutan.

2. Produk Pembiayaan UMKM vyang Berkelanjutan:
Community-based Financing
Di tengah dinamika perekonomian yang terus
berubah, peran UMKM semakin menjadi fokus utama
dalam menjaga ketahanan ekonomi sebuah negara.
Namun, tantangan yang dihadapi oleh UMKM tidaklah
sedikit, terutama dalam hal mendapatkan akses
pembiayaan yang memadai untuk mendukung
pertumbuhan dan kesinambungan usaha mereka. Oleh
karena itu, penting untuk memahami konsep dan
implementasi produk pembiayaan yang berkelanjutan bagi
UMKM. Dalam narasi ini, berbagai aspek yang terkait
dengan produk pembiayaan tidak hanya memberikan dana
secara sekilas, tetapi juga membantu memastikan
pertumbuhan usaha UMKM secara berkelanjutan.
Bennett, Goldberg & Hunte (1996); Fukuyama
(1995); Coleman (1988); dan Collier (1998), percaya bahwa
mengatasi banyak hambatan yang telah menghalangi
sebagian besar kelompok masyarakat yang berpotensi
produktif untuk memiliki akses terhadap lembaga
keuangan formal memerlukan lebih dari sekedar akses
intermediasi keuangan konvensional. Mengintegrasikan
kelompok yang kurang terlayani ke dalam keuangan
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formal pasar memerlukan sejumlah investasi awal untuk
mengembangkan SDM (kepercayaan diri, pengetahuan,
keterampilan dan informasi) dan pada saat yang sama
membangun struktur lokal yang membantu mereka
terhubung dengan lembaga keuangan.

Ibrahim (2003) berpendapat bahwa metode
pembiayaan Islam lebih cocok dalam memenuhi kebutuhan
keuangan UMKM. Pengusaha diberikan pendanaan tanpa
kewajiban menyediakan secara ketat sekuritas atau agunan
yang seringkali tidak dimiliki oleh UMKM. Pembagian
keuntungan dan kerugian sangat penting dalam keuangan
Islam di mana surat berharga atau agunan apa pun yang
diminta tidak bertentangan dengan risiko kerugian,
melainkan antisipasi terhadap kemungkinan penipuan
atau penghindaran pembayaran.

Menjembatani modal sosial (dengan menegakkan
norma-norma, kepercayaan dan nilai-nilai bersama
perilaku) melalui pembentukan pembiayaan berbasis
komunitas di kalangan masyarakat miskin pedesaan akan
meningkatkan akses terhadap modal, terutama jika tidak
ada jaminan (Dusuki, 2008). P2P Lending berpotensi dalam
menyalurkan modal investor kepada komunitas melalui
upaya revitalisasi di masyarakat berpenghasilan rendah
dan menengah. Meskipun platform online mungkin tidak
pernah menggantikan lembaga pemberi pinjaman
konvensional, seperti bank, adalah penting bahwa P2P
Lending dapat menyokong CBF (Galloway, 2009). Sesuai
Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/1I/2018 CBF yaitu
pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas
yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema
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pembayarannya dikoordinasikan melalui
koordinator/pengurus komunitas.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, produk
pembiayaan UMKM yang diprioritaskan adalah CBF yang
merupakan sebuah pendekatan keuangan yang melibatkan
partisipasi aktif dari komunitas lokal dalam penyediaan
serta pengelolaan dana dan pencapaian tujuan
pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Pendekatan
ini bertujuan untuk memobilisasi sumber daya finansial di
tingkat lokal untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial,
atau pembangunan di dalam komunitas itu sendiri. CBF
melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas lokal
dalam semua aspek pengambilan keputusan terkait dengan
dana yang dikumpulkan dan digunakan. Ini mencakup
proses seperti identifikasi kebutuhan keuangan,
penggalangan dana, pengelolaan dana, dan evaluasi
proyek.

Hal ini sesuai dengan studi Dusuki (2008) yang
menyatakan bahwa mekanisme Peer Guarantee yang intinya
berbasis CBF, memperkenalkan berbagi tanggung jawab
dan tekanan dari kelompok sosial sebagai pengganti
agunan dan penilaian bisnis. Mekanisme ini terbukti
menjadi cara yang efektif dan efisien untuk menurunkan
biaya transaksi dalam penyaluran dan pencairan kredit
(seperti pencarian, monitoring, dan penegakan hukum)
dengan memindahkan tanggung jawab kepada kelompok
penerima pinjaman.

Pendekatan CBF mencakup berbagai metode
untuk mengumpulkan dana dari anggota komunitas,
seperti iuran anggota, tabungan kelompok, atau
sumbangan sukarela. Dana ini kemudian digunakan untuk
mendukung proyek atau inisiatif yang dianggap
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bermanfaat bagi komunitas, seperti pengembangan usaha
mikro, infrastruktur lokal, atau program sosial. Dana yang
dikumpulkan melalui pendekatan ini dikelola secara
kolektif oleh anggota komunitas atau oleh lembaga
keuangan lokal yang berbasis di dalam komunitas.
Pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan dana
biasanya melibatkan mekanisme demokratis, seperti
pemungutan suara atau pertemuan komunitas.

Besley dan Coate (1995) menyatakan bahwa CBF
bisa memanfaatkan ‘jaminan sosial’ yang merupakan alat
insentif yang kuat untuk memberikan hasil tingkat
pembayaran kembali yang lebih tinggi dibandingkan
pinjaman individu. Anggota kelompok yang dipilih sendiri
memiliki kepentingan yang sama dalam mendapatkan
akses terhadap layanan keuangan, dan memiliki cukup
informasi berbiaya rendah untuk menyaring satu sama lain
dan menerapkannya secara memadai sanksi bagi yang
tidak mematuhi aturan.

Secara umum, CBF bertujuan untuk mendukung
pembangunan komunitas secara keseluruhan, dengan
fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan
ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan
pembangunan  infrastruktur = yang  berkelanjutan.
Pendekatan ini juga menekankan keberlanjutan, baik
dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana maupun
dalam hal dampak yang dihasilkan oleh penggunaan dana
tersebut. Komunitas diharapkan dapat terus melanjutkan
praktik ini untuk jangka waktu yang panjang dan
menghasilkan hasil yang berkelanjutan bagi anggotanya.

Merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-
MUI/II/2018 ketentuan pembiayaan CBF adalah sebagai
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berikut:

1.

Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan
yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang
bekerjasama dengan Penyelenggara;
Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan
modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada
Penyelenggara;.
Atas dasar pengajuan, Penyelenggara menawarkan
kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai
kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui
penawaran dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara
Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk
memberikan pembiayaan kepada Penerima
Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil,
dan Penyelenggara sebagai wakil;
Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan,
melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik
akad jual-beli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-
akad lain yang sesuai dengan prinsip Syariah;
Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal
hasil (margin, wujrah, atau bagi hasil) kepada
Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang
bekerjasama dengan Penyelenggara;
Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal
hasil (margin atau ujrah) kepada Pemberi Pembiayaan.
Adapun akad-akad yang dapat digunakan dalam

CBF sebagai berikut:

1.

Akad Wakalah bi al-Ujrah, adalah akad wakalah yang
disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee). Sedangkan
akad wakalah sendiri adalah akad pelimpahan kuasa
dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa
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(wakil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu
yang boleh diwakilkan. Dalam akad Wakalah bi al-Ujrah,
perusahaan P2P Lending Syariah berperan sebagai wakil
untuk mengumpulkan dana dari investor dan
mengelolanya untuk memberikan pembiayaan kepada
penerima pembiayaan. Sebagai imbalan atas jasa
tersebut, platform dapat mengenakan ujrah/fee atau
biaya administrasi kepada penerima pembiayaan atau
kepada investor. Ujrah/fee ini mencakup biaya
pengelolaan, pemrosesan, dan administrasi.

2. Akad Musyarakah, adalah salah satu bentuk kolaborasi
dalam sistem keuangan Syariah adalah ketika dua pihak
atau lebih setuju untuk bekerja sama dalam sebuah
usaha atau investasi dengan cara berbagi modal, risiko,
dan keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati. Dalam akad Musyarakah, setiap pihak
berkontribusi dengan modal atau sumber daya yang
mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama. Dalam
akad Musyarakah, platform P2P Lending Syariah dapat
mengenakan ujrah/fee atas jasa manajemen dan
administrasi dalam usaha bersama dengan penerima
pembiayaan atau investor. Ujrah/fee ini mencakup biaya
pengelolaan dan pemantauan wusaha atau proyek
bersama, serta biaya administratif lainnya.

3. Akad Musyarakah Muntahiyah Bil Al Tamlik, adalah salah
satu bentuk akad kerjasama (musyarakah) dalam sistem
keuangan Syariah yang memiliki ciri khas penyelesaian
akad dengan memindahkan kepemilikan aset dari salah
satu pihak ke pihak lainnya setelah akad selesai.
Musyarakah ~ merupakan bentuk kerjasama atau
kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk
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membiayai suatu proyek atau usaha dengan pembagian
keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan
sebelumnya. Dalam konteks Musyarakah Muntahiyah Bil
Al Tamlik, pihak-pihak yang terlibat berbagi
kepemilikan dan mengelola aset atau proyek bersama.
Istilah "Muntahiyah Bil Al Tamlik" berasal dari bahasa
Arab yang berarti penyelesaian dengan kepemilikan.
Dalam Musyarakah Muntahiyah Bil Al Tamlik, platform
P2P Lending Syariah bermitra dengan penerima
pembiayaan untuk memiliki bersama-sama suatu aset
atau proyek. Platform dapat mengenakan wujrah/fee atas
jasa pengelolaan dan administrasi dalam transaksi ini,
termasuk biaya penilaian aset dan biaya pengelolaan
proyek.

4. Akad Musyarakah Mutanagisah (MMQ), adalah salah
satu bentuk akad kerjasama (musyarakah) dalam sistem
keuangan Syariah yang digunakan dalam pembiayaan
properti atau aset produktif lainnya. Dalam MMQ, dua
pihak atau lebih sepakat untuk berinvestasi bersama
dalam suatu aset dengan cara berbagi kepemilikan.
Namun, yang membedakan MMQ dengan akad
musyarakah konvensional adalah adanya klausul
pembelian secara bertahap (gradual purchase) dari pihak
yang tidak memiliki kepemilikan penuh atas aset
tersebut. Dalam MMQ, platform P2P Lending Syariah
dapat memperoleh ujrah/fee dari penerima pembiayaan
atas layanan administrasi dan pengelolaan dana
investasi. Platform juga dapat mengenakan ujrah/fee
kepada investor untuk jasa pengelolaan dan
pemantauan investasi mereka dalam proyek atau aset
yang dibiayai.

5. Akad Murabahah, adalah salah satu bentuk transaksi
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dalam sistem keuangan Syariah yang digunakan untuk
memfasilitasi jual beli barang dengan cara yang
memungkinkan penjual mendapatkan keuntungan
yang diizinkan secara Syariah. Secara umum, akad
Murabahah merupakan transaksi jual beli di mana
penjual mengungkapkan kepada pembeli biaya harga
barang serta tambahan keuntungan yang telah
disepakati bersama sebelum transaksi dilakukan.

Menurut analisis peneliti platform P2P Lending
Syariah dan pemangku kepentingan dapat memperoleh
beberapa manfaat dari pembiayaan CBF dengan berbagai
akad Syariah seperti seperti yang disebutkan di atas.
Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh:

1. Kepatuhan Syariah. Dengan menggunakan akad-akad
Syariah, platform P2P Lending memastikan bahwa
semua transaksi dan pembiayaan yang mereka
tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti
larangan riba dan keadilan dalam pembagian risiko dan
keuntungan. Ini menarik bagi investor dan penerima
pembiayaan yang ingin menjalankan transaksi yang
sesuai dengan ketentuan Syariah.

2. Diversifikasi Portofolio. Dengan menyediakan berbagai
jenis akad Syariah, platform P2P Lending Syariah dapat
membantu investor untuk melakukan diversifikasi
portofolio mereka. Investor dapat memilih untuk
berinvestasi dalam berbagai jenis akad sesuai dengan
preferensi dan tujuan investasi mereka, baik yang lebih
fokus pada pembiayaan konsumen, usaha, atau proyek-
proyek kegiatan sosial dalam masyarakat.
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3. Pembiayaan yang Lebih Inklusif: P2P Lending Syariah
memberikan solusi keuangan yang lebih inklusif bagi
individu, UMKM, dan masyarakat yang sulit
mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan
konvensional. Ini memungkinkan akses yang lebih luas
terhadap pembiayaan dengan syarat-syarat yang lebih
fleksibel sesuai dengan prinsip Syariah.

4. Pemberdayaan Ekonomi Komunitas: CBF dapat
membantu dalam pemberdayaan ekonomi komunitas
atau kelompok-kelompok tertentu. Ini memungkinkan
komunitas untuk bekerja sama dalam membangun
usaha bersama atau membiayai proyek-proyek yang
memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi
di lingkungan mereka. Dengan fokus pada komunitas,
P2P Lending Syariah membantu dalam menggerakkan
ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Ini memungkinkan UMKM untuk
mendapatkan akses ke pembiayaan yang mereka
butuhkan untuk berkembang dan mendorong
inklusivitas finansial dengan menjangkau individu dan
bisnis yang sebelumnya tidak memiliki akses ke
layanan perbankan konvensional.

5. Transparansi dan Keadilan: Penggunaan akad Syariah
dalam P2P Lending menekankan pada transparansi dan
keadilan dalam setiap transaksi. Ini menciptakan
kepercayaan antara semua pihak yang terlibat, seperti
investor, penerima pembiayaan, dan platform P2P
Lending itu sendiri, sehingga mendukung pertumbuhan
ekosistem  pembiayaan  Syariah  yang  lebih
berkelanjutan. Dengan demikian CBF mendorong
prinsip kerja sama (ta'awun) dan keadilan (adalah), yang
sejalan dengan prinsip-prinsip dasar keuangan Syariah.
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Ini menciptakan hubungan yang lebih adil dan
transparan antara pemberi dana dan penerima dana.
Dengan demikian, P2P Lending Syariah tidak hanya
memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip ~ Syariah, tetapi juga memberikan
keuntungan dalam bentuk diversifikasi portofolio,
pemberdayaan ekonomi komunitas, dan meningkatkan
inklusi keuangan bagi segmen masyarakat yang lebih luas.

3. Segmen Usaha Produktif Pembiayaan UMKM yang

Berkelanjutan
UMKM merupakan sektor yang sangat penting

dalam perekonomian global. Mereka tidak hanya

menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam

penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan

distribusi pendapatan.

Segmen usaha UMKM meliputi berbagai jenis usaha

yang beragam sebagaimana berikut:

1. Pertanian dan Perkebunan. Pertanian dan perkebunan
adalah salah satu segmen utama dalam sektor UMKM.
Di sini, petani, peternak, dan pengusaha kecil lainnya
berkontribusi dalam memproduksi berbagai macam
hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung,
kedelai, kopi, teh, buah-buahan, sayuran, dan lainnya.
Usaha ini sering kali menghadapi tantangan seperti
fluktuasi harga komoditas, cuaca ekstrem, dan
kebutuhan akan teknologi modern untuk meningkatkan
produktivitas.

2. Industri Kreatif dan Desain. Segmen ini meliputi bisnis
yang terlibat dalam industri kreatif seperti seni, desain
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grafis, fashion, kerajinan tangan, desain interior, dan
lainnya. UMKM dalam industri ini sering kali dikenal
karena kreativitas mereka dan kemampuan untuk
menghasilkan produk yang unik dan berdaya saing.
Mereka sering menghadapi tantangan dalam hal
pemasaran, distribusi, dan perlindungan kekayaan
intelektual.

. Pariwisata dan Perhotelan. UMKM dalam sektor

pariwisata dan perhotelan mencakup bisnis seperti
penginapan, restoran, tur, agen perjalanan, dan layanan
terkait lainnya. Mereka  berperan dalam
mempromosikan destinasi wisata lokal, menyediakan
akomodasi, dan memberikan pengalaman yang
memuaskan bagi wisatawan. Tantangan yang dihadapi
oleh UMKM dalam sektor ini termasuk persaingan
global, fluktuasi pasar, dan regulasi yang kompleks.

. Teknologi dan Inovasi. Segmen ini melibatkan UMKM
yang beroperasi di sektor teknologi informasi,
perangkat lunak, layanan digital, dan inovasi teknologi
lainnya. Mereka menciptakan solusi baru, aplikasi,
platform, dan layanan yang memanfaatkan teknologi
terbaru untuk memenuhi kebutuhan pasar. UMKM
dalam sektor ini menghadapi berbagai tantangan,
termasuk tingginya persaingan, masalah pembiayaan,
serta kesulitan dalam merekrut tenaga ahli teknis.

. Manufaktur dan Produksi. UMKM di sektor

manufaktur dan produksi termasuk dalam bisnis yang
memproduksi barang-barang seperti tekstil, furnitur,
kerajinan logam, barang-barang kayu, dan lainnya.
Mereka berperan penting dalam menyediakan produk-
produk lokal berkualitas dan mendukung industri
dalam negeri. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM
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dalam sektor ini termasuk biaya produksi, manajemen
rantai pasokan, dan regulasi lingkungan.

6. Jasa Profesional. Segmen ini mencakup berbagai macam
bisnis jasa profesional seperti konsultan, akuntan,
pengacara, arsitek, dokter, dan insinyur. UMKM dalam
sektor ini menyediakan layanan yang berkualitas dalam
bidang mereka masing-masing dan berkontribusi dalam
mendukung kegiatan bisnis dan perekonomian secara
keseluruhan. UMKM dalam sektor ini menghadapi
berbagai tantangan, termasuk besarnya persaingan,
pembaruan regulasi, dan perlunya kepemimpinan yang
kuat.

7. Perdagangan dan Ritel. UMKM di sektor perdagangan
dan ritel termasuk bisnis seperti toko-toko ritel,
pedagang pasar, e-commerce, dan lainnya. Mereka
menyediakan akses kepada konsumen untuk berbagai
macam produk dan layanan, baik secara fisik maupun
secara online. UMKM dalam sektor ini menghadapi
berbagai tantangan, termasuk tingginya persaingan,
manajemen persediaan, dan integrasi dengan platform
digital.

8. Kesehatan dan Kecantikan. Segmen ini meliputi UMKM
yang beroperasi dalam industri kesehatan, kecantikan,
dan perawatan pribadi. Mereka termasuk praktik
dokter, salon kecantikan, apotek, dan bisnis lain yang
berkaitan dengan kesehatan dan kecantikan. Tantangan
yang dihadapi oleh UMKM dalam sektor ini termasuk
regulasi yang kompleks, persaingan yang ketat, dan
perubahan tren konsumen.

Secara sektoral, UMKM di Indonesia berada pada

sektor perdagangan dan retail dengan porsi sebesar 63
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persen dari total jumlah unit usaha UMKM (ADB, 2021).
Hal ini menunjukkan signifikansi sektor ini dalam struktur
ekonomi UMKM di Indonesia. UMKM dalam sektor
perdagangan dan ritel berkontrusi signifikan dalam
pembukaan lapangan kerja di Indonesia dan mendukung
penguatan perekonomian lokal dengan memperluas
aksesibilitas produk dan jasa ke masyarakat luas.

Dominasi UMKM dalam sektor perdagangan dan
ritel menciptakan pasar potensial yang besar bagi platform
P2P Lending Syariah. P2P Lending dapat membangun
produk-produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan
UMKM dalam sektor perdagangan dan ritel. Misalnya,
produk pembiayaan yang berbasis musyarakah atau
mudharabah dapat digunakan untuk membiayai pembelian
persediaan barang dagangan atau ekspansi usaha di sektor
ini.

4. Mitigasi Risiko Pembiayaan UMKM yang
Berkelanjutan

Kemajuan fintech, di satu pihak, menunjukkan
manfaat yang signifikan bagi konsumen, pelaku usaha, dan
perekonomian nasional, Namun, di sisi lain, terdapat
kemungkinan risiko yang jika tidak dikelola dengan baik,
dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan (Witjara,
Herwany, & Santosa, 2019). Peluang bisnis dan investasi di
sektor P2P Lending ditandai dengan pangsa pasar yang
besar, jumlah peminjam yang terus meningkat, adanya
unsur kepercayaan antara peminjam dan pemberi
pinjaman, sistem pinjaman yang berbasis teknologi dan
tidak rumit, serta tanpa jaminan usaha. Keberadaan
peluang ini bukan berarti tidak ada risiko yang dihadapi.
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Untuk itu dobutuhkan manajemen risiko untuk
meminimalisir risiko (Panglipursari, 2022).

Mitigasi  risiko pembiayaan @UMKM yang
berkelanjutan adalah suatu pendekatan yang bertujuan
untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi
risiko yang terkait dengan memberikan pembiayaan
kepada UMKM secara berkelanjutan. Mitigasi risiko
pembiayaan biasa berupa: (1) Analisis pembiayaan yang
mendalam terhadap UMKM peminjam untuk menilai
kemampuan mereka dalam membayar kembali pinjaman;
(2)  Diversifikasi  portofolio  pinjaman  dengan
mendistribusikan dana kepada berbagai jenis UMKM dan
sektor industri yang berbeda, hingga (3) Pemanfaatkan
teknologi dalam proses pengambilan keputusan
pembiayaan dan pemantauan pinjaman. Analisis data yang
canggih dan algoritma kecerdasan buatan dapat membantu
mengidentifikasi risiko potensial serta memperbaiki
keputusan pembiayaan.

Dengan menerapkan strategi mitigasi risiko yang
tepat, lembaga keuangan dan penyedia pembiayaan dapat
mengurangi risiko pembiayaan yang terkait dengan
pemberian pembiayaan kepada UMKM, serta menciptakan
lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis yang
berkelanjutan. Pembiayaan menjadi kendala penting bagi
UMKM karena beberapa faktor. Banyak pemilik UMKM
tidak efektif dalam mengelola modal kerja, adanya
asimetris informasi antara bank dan UMKM menghambat
proses pengajuan dan persetujuan pinjaman, dan
kurangnya perkembangan pasar ekuitas menghalangi
peluang pertumbuhan UMKM di masa mendatang. Untuk
mengatasi tantangan ini, para pembuat kebijakan dapat
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memainkan peran sebagai fasilitator dan komunikator;
sebaiknya pemerintah tidak langsung menyediakan
pembiayaan jika ada pilihan lain yang memungkinkan
(Abe et al., 2015).

Struktur pasar P2P Lending, baik secara internal
maupun eksternal, memerlukan koordinasi yang lebih baik
di antara semua pihak yang terlibat, sistem yang dijalankan
oleh platform, dan tujuan dari pemilik platform itu sendiri.
Hal ini menjadi titik awal penting bagi para peneliti untuk
memahami bagaimana risiko-risiko berkembang karena
perubahan dalam regulasi dan pasar pinjaman online, serta
untuk memberikan rekomendasi tentang penyesuaian yang
diperlukan dalam model bisnis platform P2P Lending agar
pasar tersebut tetap sukses (Bao et al., 2023).

Regulasi terkait mitigasi risiko dalam pelaksanaan
P2P Lending masih terdiri dari beberapa peraturan.
Beberapa di antaranya adalah (1) POJK Nomor
10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi; (2) POJK Nomor
18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan
Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi
Keuangan; dan (3) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang
Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
Ketiadaan peraturan khusus mengenai mitigasi risiko
kredit dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan
kurangnya perlindungan hukum bagi pengguna layanan
P2P Lending.

Risiko pembiayaan adalah faktor yang signifikan
dalam  konteks pinjaman P2P  Lending.  Setiap
penyelenggara P2P Lending memiliki kebijakan internal
yang dirancang untuk mengurangi risiko gagal bayar oleh
para peminjam. Prinsip utama dalam melindungi
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pengguna layanan P2P Lending mencakup kewajiban
penyedia untuk menerapkan prinsip-prinsip fundamental
seperti transparansi, perlakuan yang adil, keandalan,
kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian
sengketa pengguna yang cepat, sederhana, dan terjangkau.
Salah satu cara mitigasi risiko terbaik untuk menghadapi
kemungkinan gagal bayar oleh peminjam akibat peristiwa
tak terduga adalah dengan menggunakan transfer risiko
melalui asuransi

Dalam hal ini, penyelenggara P2P Lending bisa
menjalin kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk
menawarkan perlindungan kepada para pemberi
pinjaman. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa jika
ada peminjam yang gagal membayar pinjamannya, maka
penyelenggara P2P  Lending akan mendapatkan
penggantian atau pembayaran dari perusahaan asuransi
sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selain
memberikan perlindungan finansial, mekanisme asuransi
ini juga memberikan kepastian hukum kepada para
pemberi pinjaman. Mereka dapat merasa lebih percaya diri
dalam menginvestasikan dananya karena mengetahui
bahwa ada perlindungan yang tersedia jika terjadi risiko
gagal bayar.

Selain itu, kebijakan ini juga memberikan insentif
bagi peminjam untuk mematuhi kewajiban pembayaran
mereka dengan tepat waktu. Kegagalan dalam membayar
pinjaman tidak hanya berdampak pada hubungan mereka
dengan penyelenggara P2P Lending, tetapi juga dapat
berakibat pada kehilangan perlindungan asuransi di masa
mendatang. Mekanisme asuransi menjadi salah satu model
mitigasi risiko yang efektif dan penting dalam menjaga
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keberlangsungan operasional layanan P2P Lending serta
memberikan kepastian dan perlindungan kepada para
pemberi pinjaman (Debora et al., 2021).

5. Dampak Pembiayaan UMKM yang Berkelanjutan

Dampak pembiayaan UMKM yang berkelanjutan
mengacu pada kontribusi positif pembiayaan terhadap
pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Pembiayaan
dapat membantu UMKM untuk memperluas usahanya,
meningkatkan produksi, dan mengembangkan produk
atau layanan baru. Ini berkontribusi pada penciptaan
lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Bloom et al, (2010) & Bruhn, Karlan &
Schoar, (2010) menyatakan bahwa kemampuan mengelola
permodalan (capital managerial) dan keterampilan bisnis
(business  skills)  merupakan  pendorong  penting
pertumbuhan perusahaan dan merupakan kunci penentu
produktivitas.

Dengan modal yang cukup, UMKM dapat
meningkatkan produksi dan penjualan mereka, yang pada
gilirannya meningkatkan pendapatan dan profitabilitas.
Pembiayaan memungkinkan UMKM untuk melakukan
inovasi, penelitian, dan pengembangan produk baru. Hal
ini membantu mereka untuk tetap bersaing di pasar yang
terus berubah. UMKM dapat mengakses pasar yang lebih
besar baik domestik maupun global. Hal ini membantu
mereka untuk mengembangkan jejaring, meningkatkan
visibilitas merek, dan meningkatkan pangsa pasar.

Pembiayaan dapat meningkatkan kontribusi UMKM
terhadap ekonomi lokal, dengan menciptakan dampak
positif pada masyarakat sekitarnya melalui penciptaan
lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Dampak
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pembiayaan UMKM tidak hanya terlihat dalam
pertumbuhan ekonomi mereka sendiri, tetapi juga dalam
kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi dan
sosial yang berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan hasil riset Kumar (2017) yang
menyebutkan bahwa akses keuangan berdampak positif
pada UMKM berkenaan dengan peningkatan produktivitas
dan kinerja, kestabilan pendapatan, inklusi keuangan,
pengembangan SDM dan keberlanjutan usaha dan temuan
penelitian Barata (2019) yang menyatakan bahwa
pembiayaan tidak saja bisa memenuhi kebutuhan modal
UMKM, akan tetapi juga berkontribusi pada perluasan
tenaga kerja serta implikasinya dalam jangka panjang
memperkuat kesinambungan pertumbuhan ekonomi
nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Susan (2020)
menunjukkan bahwa akses keuangan bagi UMKM di Jawa
Barat relatif lebih baik daripada rata-rata, menunjukkan
bahwa mereka aktif dalam memanfaatkan layanan
keuangan. Namun, penting bagi mereka untuk
memperhatikan literasi keuangan sebelum mengakses
layanan tersebut. Terkait dengan pertumbuhan UMKM,
pemilik atau manajer umumnya memiliki pandangan
positif tentang kemajuan bisnis mereka dan berencana
untuk mengembangkannya lebih lanjut. Adanya akses
terhadap pembiayaan yang berkelanjutan, menjadikan
UMKM dapat menjadi lebih mandiri secara finansial,
mengurangi ketergantungan pada pinjaman jangka pendek
atau sumber pendanaan yang tidak stabil.

Temuan penelitian Okello et al., (2017) menunjukkan
terdapat pengaruh yang signifikan antara akses keuangan
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dan literasi keuangan pada pertumbuhan UMKM di negara
berkembang. Literasi keuangan memungkinkan UMKM
untuk mendapatkan wawasan, keahlian, dan kapasitas
dalam merancang rencana keuangan guna membuat
keputusan dan pilihan finansial. Dengan demikian, literasi
keuangan membantu ekspansi UMKM dan meningkatkan
profitabilitas, produktivitas, dan keunggulan kompetitif
mereka.

Pembiayaan tetap menjadi tantangan utama bagi
kelangsungan hidup dan pertumbuhan UKM di wilayah
Asia Timur dan Selatan, yang mencerminkan situasi serupa
di berbagai belahan dunia. Dengan menggabungkan data
dari Bank Dunia dengan pendekatan kualitatif,
teridentifikasi beberapa bidang yang membutuhkan
perbaikan dalam pengelolaan utang dan ekuitas bagi para
pembuat kebijakan. Mengoptimalkan penggunaan modal
kerja, mengurangi kesenjangan informasi, memperluas
akses ke pasar modal, memperkuat kemitraan antara
lembaga keuangan dan UKM, serta menciptakan sistem
keuangan yang inklusif bagi UKM akan memberikan
manfaat yang signifikan. Namun, dalam
mengimplementasikan rekomendasi ini, penting bagi para
pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan konteks
lokal, terutama tingkat perkembangan ekonomi, agar
tindakan yang dilakukan selaras dengan kebutuhan dan
kenyataan yang ada (Abe et al., 2015).

6. Faktor-Faktor Pembentuk Model Bisnis P2P Lending
Syariah
Pembahasan mengenai faktor-faktor pembentuk
model bisnis P2P Lending Syariah merupakan aspek
penting dalam pemahaman tentang ekosistem keuangan
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berbasis Syariah yang sedang berkembang pesat saat ini.
Dalam konteks ini, faktor-faktor sosial, regulasi, manajerial,
dan infrastruktur memainkan peran krusial dalam
membentuk dan mempengaruhi arah serta perkembangan
model bisnis P2P Lending Syariah.

Faktor sosial berperan penting dalam menentukan
adopsi dan penerimaan model bisnis P2P Lending Syariah
di masyarakat. Peningkatan kesadaran sosial akan
kepatuhan Syariah dan permintaan akan layanan keuangan
yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam menjadi kunci
keberhasilan perkembangan sektor ini. Masyarakat yang
semakin peduli terhadap aspek keuangan yang sesuai
Syariah menjadi pemain kunci dalam mendorong inovasi
dan pertumbuhan model bisnis P2P Lending Syariah. Selain
faktor sosial, faktor regulasi juga memiliki dampak
signifikan terhadap pengembangan model bisnis P2P
Lending Syariah. Regulasi yang jelas dan mendukung
menjadi landasan bagi keberlangsungan operasional
platform P2P Lending Syariah. Adanya kerangka hukum
yang jelas mengenai prinsip-prinsip Syariah dalam bisnis
keuangan menjadi kunci dalam menarik minat investor dan
pengguna yang mencari layanan yang sesuai dengan
keyakinan mereka.

Faktor manajerial selanjutnya berperan vital dalam
membentuk model bisnis P2P Lending Syariah. Pengelolaan
yang efektif dan efisien dari platform, pengelolaan risiko
yang cermat, serta kebijakan operasional yang transparan
menjadi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan
sebuah platform P2P Lending Syariah. Kompetensi
manajerial yang kuat dan kesadaran akan prinsip-prinsip
Syariah dalam pengambilan keputusan menjadi landasan
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bagi kesuksesan jangka panjang suatu platform P2P Lending
Syariah. Terakhir, faktor infrastruktur berperan yang tidak
kalah pentingnya dalam membentuk model bisnis P2P
Lending Syariah. Infrastruktur teknologi yang handal dan
aman menjadi prasyarat bagi operasional yang lancar dan
dapat diandalkan dari platform P2P Lending Syariah. Selain
itu, infrastruktur keuangan yang berkembang, seperti
sistem pembayaran dan pelaporan yang terintegrasi, juga
memainkan  peran penting dalam  mendukung
pertumbuhan dan pengembangan model bisnis P2P
Lending Syariah.

Berdasarkan  hasil  analisis, penelitian ini
merumuskan empat faktor pembentuk model bisnis P2P
Lending Syariah sebagai berikut:

a. Faktor Sosial

Dalam AMS 2022/2023 yang diselenggarakan oleh
AFTECH disebutkan bahwa konsep perlindungan
konsumen diperkirakan akan berubah di masa depan.
Reponden menilai perubahan tersebut didorong oleh
meningkatnya kesadaran sosial masyarakat (73,3 persen),
peningkatan regulasi pemerintah (53,3 persen) dan
semakin tingginya kriteria keamanan dunia maya (36,0
persen).

Sebagian besar responden AMS 2022/2023, yaitu
sebesar 88,0 persen, telah menjalankan minimal 10 kali
program spesifik dalam setahun untuk melindungi
konsumen, meliputi edukasi literasi untuk memastikan
penggunaan produk atau layanan yang aman dan efektif,
perlindungan data konsumen untuk menghindari
penyalahgunaan informasi pribadi, serta jaminan dan
garansi untuk melindungi konsumen dari kerugian
keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan
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fintech sangat serius dalam memenuhi tanggung jawab
untuk  melindungi  kepentingan  konsumen dan
menguatkan hubungan dengan konsumen.

Aspek perlindungan konsumen dan keamanan data
telah menjadi perhatian utama penyelenggara fintech.
Meskipun fintech menawarkan layanan keuangan melalui
platform yang mudah digunakan, hal ini juga membuka
kemungkinan penyalahgunaan data pelanggan oleh siapa
saja yang memiliki akses internet.. Dalam situasi yang lebih
ekstrem, fintech bisa mengancam stabilitas keuangan jika
risiko-risiko dalam bisnis tidak dikelola dengan baik.
Praktik keuangan yang dilakukan mungkin melanggar
regulasi dan melahirkan risiko bagi sistem yang lebih luas
(KPMG, 2017 dalam Batunanggar, 2019). Implementasi
program perlindungan konsumen mengindikasikan bahwa
perusahaan fintech sangat serius dalam menjaga
kepentingan konsumen dan membangun hubungan
kepercayaan yang kuat. Diperkirakan bahwa konsep
perlindungan pelanggan akan mengalami perubahan di
masa depan, dipengaruhi oleh bertambahnya kesadaran
sosial masyarakat (AFTECH, 2023).

Regulasi yang ada diharapkan dapat mendukung
inovasi dan investasi perusahaan fintech. Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data
Pribadi dianggap berperan dalam meningkatkan
kepercayaan digital masyarakat terhadap perusahaan
fintech. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,
yang secara khusus mengatur tentang Inovasi Teknologi
Sektor Keuangan (ITSK), juga dilihat sebagai pengakuan
terhadap pelaku fintech di industri jasa keuangan.
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Dalam AMS 2022/2023 dinyatakan bahwa
meskipun regulasi yang ada sudah cukup mendukung
inovasi dan investasi dalam industri fintech Indonesia,
masih terdapat kebijakan lain yang dianggap perlu
diperbaiki. Area yang diharapkan untuk ditingkatkan
meliputi privasi dan keamanan data, kejelasan regulasi, e-
Know Your Customer (e-KYC), kecepatan proses perizinan,
pengurangan birokrasi, serta aturan tanda tangan digital
(AFTECH, 2023).

Adapun faktor-faktor sosial yang dapat diamati

membentuk model bisnis P2P Lending Syariah yaitu:
(1) Perlindungan Konsumen

Perlindungan pelanggan merupakan langkah yang
diambil oleh pemerintah, lembaga, dan organisasi untuk
melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam
berbagai transaksi perdagangan. Ini mencakup serangkaian
kebijakan, regulasi, dan praktik yang dirancang untuk
memastikan bahwa produk dan layanan keuangan aman,
berkualitas, dan sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Perlindungan konsumen dalam konteks lembaga
keuangan mengacu pada serangkaian kebijakan, praktik,
dan regulasi yang dirancang untuk melindungi hak dan
kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi
keuangan, meliputi produk dan jasa perbankan, investasi,
asuransi, dan lainnya. Perlindungan konsumen dalam
lembaga keuangan merupakan prasyarat penting bagi
kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan secara
keseluruhan. Upaya perlindungan konsumen yang kuat
dapat membantu  mencegah  krisis = keuangan,
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pasar
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keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan finansial
secara umum.

Soemitra (2023) berpandangan bahwa fintech hadir
untuk merangsang inovasi dalam bidang keuangan dengan
mempraktikkan perlindungan bagi konsumen serta
manajemen risiko dan kehati-hatian, demi
mempertahankan kestabilan moneter, keandalan sistem
keuangan, dan efisiensi sistem pembayaran yang aman dan
lancar. World Bank (2012) mencatat bahwa perlindungan
konsumen dalam industri jasa keuangan dapat
meningkatkan efisiensi, transparansi, persaingan, serta
akses di sektor tersebut. Hal ini karena dapat mengurangi
informasi yang tidak merata dan ketidaksetaraan posisi
antara lembaga jasa keuangan dan konsumennya.
Kebijakan perlindungan konsumen dapat meningkatkan
kepercayaan di sektor keuangan dengan meningkatkan
keterbukaan produk dan layanan, menghindari praktik
tidak adil, serta menyediakan standar untuk penanganan
keluhan konsumen yang merasa dirugikan.

Setelah krisis keuangan global tahun 2008, perhatian
terhadap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan
meningkat di kalangan regulator dan pengawas di seluruh
dunia. Krisis tersebut menegaskan adanya hubungan
penting antara stabilitas sistem keuangan dan
perlindungan konsumen. Sebelumnya, hubungan ini
dianggap kurang signifikan, tetapi setelah krisis, banyak
regulator dan pengawas internasional mulai fokus pada
perlindungan konsumen di sektor keuangan (World Bank,
2014).

Ada potensi risiko yang mungkin muncul jika aspek
perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan tidak
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diterapkan secara optimal di suatu negara. Beberapa risiko
tersebut adalah:

1.

Ketiadaan budaya perlindungan konsumen (consumer
focuse culture) di industri jasa keuangan dan industri
secara umum. Risiko ini signifikan terkait dengan upaya
suatu negara untuk membangun kepercayaan pasar.
Tanpa kepercayaan pasar, industri jasa keuangan di
negara tersebut tidak akan berkembang secara baik dan
berkesinambungan.

Pengawasan dan tata kelola produk serta jasa keuangan
yang rendah. Risiko terhadap konsumen meningkat
ketika desain produk, pemasaran, dan penyelesaian
sengketa tidak ditangani dengan baik. Aspek
manajemen risiko yang mencakup perlindungan
konsumen harus dipandang sebagai elemen penting,
bukan sekadar pelengkap dalam kesehatan lembaga
keuangan.

Peningkatan ancaman terhadap keamanan data pribadi
konsumen. Perlindungan data pribadi sangat penting
untuk melindungi kepentingan konsumen dari
penyalahgunaan yang bisa merugikan, termasuk
penggunaan data oleh lembaga jasa keuangan untuk
penawaran produk atau jasa tanpa persetujuan
konsumen.

Perjanjian baku yang tidak adil. Banyak perjanjian
dalam industri keuangan mengandung klausula baku
yang harus diperiksa untuk memastikan tidak
merugikan konsumen. Transparansi mengenai manfaat,
biaya, dan risiko perlu dijelaskan agar konsumen
memahami perjanjian tersebut.

Ketidaktersediaan mekanisme penanganan pengaduan
yang memadai. Konsumen membutuhkan jaminan
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dalam penyelesaian pengaduan dan langkah-langkah
lanjut jika pengaduan berlanjut ke sengketa. Forum
penyelesaian sengketa yang disetujui perlu diterapkan
secara konsisten antara kedua belah pihak, termasuk
alternatif penyelesaian di luar pengadilan yang
umumnya tercantum dalam perjanjian (OJK, 2022c).

Dengan demikian perlindungan pelanggan di sektor
jasa keuangan sangat berperan penting dalam menjaga
stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Tanpa adanya perlindungan
konsumen yang efektif, tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap produk dan jasa keuangan yang disediakan oleh
lembaga jasa keuangan bisa menurun..

Perlindungan konsumen sangat penting saat
konsumen berurusan dengan kontrak terutama fokus pada
masalah yang paling krusial, seperti penipuan, yang sering
kali merugikan banyak konsumen. Ada persetujuan dalam
hukum Syariah yang mengutuk tindakan penipuan dan
kerugian konsumen, sesuai yang dinyatakan dalam Al-
Qur'an dan Sunnah. Pemerintah telah mengambil banyak
langkah, termasuk mengeluarkan peraturan tentang
hukum e-commerce, untuk mencegah penyalahgunaan data
pribadi konsumen tanpa izin mereka. Namun, kesadaran
konsumen tentang pentingnya privasi data dan
kemampuan mereka untuk mengendalikan penggunaan
data dalam pasar e-commerce masih perlu ditingkatkan
(Almalki, 2021).

Fintech memberikan manfaat yang besar, tetapi juga
membawa risiko baru. Regulator di seluruh dunia
berupaya dengan cermat untuk mencegah terjadinya
situasi di mana regulasi terlalu banyak atau terlalu sedikit.
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Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan yang

tepat dalam regulasi fintech, yang tidak hanya melindungi

konsumen dan menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga
mendorong inovasi dalam industri fintech (Jagtiani & John,

2018).

UUPK memiliki peran yang penting dalam
mengatur dan melindungi konsumen dalam konteks
transaksi keuangan digital yang difasilitasi oleh industri
fintech. Hubungan ini penting untuk memastikan bahwa
konsumen dilindungi secara efektif dan hak-hak mereka
dihormati dalam era digital yang berkembang pesat. Ada
beberapa hal penting yang dititikberatkan dalam UUPK
yaitu:

1. Pengaturan hak-hak konsumen terkait dengan privasi
dan keamanan data pribadi. Dalam konteks fintech, di
mana transaksi keuangan sering kali dilakukan secara
digital, perlindungan data konsumen sangat penting.
Fintech  harus  mematuhi  ketentuan-ketentuan
perlindungan data yang ditata dalam Undang-Undang
ini untuk melindungi informasi sensitif konsumen dari
penyalahgunaan data.

2. Pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam
hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam
industri fintech, khususnya P2P Lending atau platform
investasi, transparansi tentang biaya, risiko, dan
persyaratan produk sangat penting. Fintech harus
menyediakan transparansi informasi dan mudah
dipahami pelanggan.

3. Penetapan standar bagi pelaku wusaha untuk
memberikan layanan yang aman dan andal kepada
konsumen. Dalam industri fintech, ini berarti bahwa
fintech  harus  mengimplementasikan  tindakan
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keamanan yang memadai untuk melindungi transaksi
dan informasi konsumen dari serangan cyber dan
penipuan

4. Peningkatan literasi keuangan konsumen. Dalam
konteks fintech, hal ini penting karena banyak produk
dan layanan fintech yang relatif baru dan kompleks.
Fintech  harus Dberperan dalam meningkatkan
pengetahuan pelanggan mengenai cara memanfaatkan
layanan keuangan dengan bijak, serta tentang risiko
yang terkait.

UUPK adalah undang-undang yang bertujuan
untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dari segi
materiil maupun spiritual. Dalam menjelaskan asas
keseimbangan ini, UUPK menekankan pentingnya
memperhatikan aspek spiritual sebagai dasar dari
perlindungan konsumen.

Pentingnya aspek spiritual dalam UUPK tercermin
dalam penggunaan istilah yang jelas dan signifikan. Istilah
"spiritual" digunakan untuk menggambarkan cakupan
yang luas dari undang-undang tersebut, yang tidak hanya
terbatas pada hak-hak konsumen secara materiil, tetapi
juga hak-hak mereka yang berkaitan dengan aspek
spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan
konsumen tidak hanya terfokus pada kebutuhan fisik dan
materiil, tetapi juga pada kebutuhan yang lebih dalam dan
universal, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan
kehidupan spiritual dan kemanusiaan. Pentingnya
pemahaman yang luas terhadap hak-hak spiritual
konsumen ditekankan dalam UUPK sebagai bagian dari
keseluruhan upaya untuk menciptakan masyarakat yang
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adil dan berkeadilan. Hak-hak spiritual dipandang sebagai
hak setiap individu yang tak terpisahkan, tidak terbatas
pada mereka yang menganut agama tertentu. Dalam
konteks ini, spiritualitas dipandang sebagai bagian integral
dari kehidupan manusia dan memiliki nilai yang sama
pentingnya dengan hak-hak materiil.

Konsep hak-hak spiritual dalam UUPK mencakup
berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk dipenuhi
kebutuhan spiritual, hak untuk dihormati dan diakui
sebagai individu yang memiliki nilai moral dan etika, serta
hak untuk menjalankan keyakinan dan praktik keagamaan
tanpa diskriminasi atau penindasan. Dengan demikian,
perlindungan konsumen dalam konteks spiritual tidak
hanya mencakup aspek-aspek seperti kualitas produk dan
layanan, tetapi juga meliputi aspek-aspek yang berkaitan
dengan martabat dan keberadaan spiritual seseorang.
Dalam konteks ini, UUPK memberikan landasan hukum
yang kuat untuk melindungi hak-hak spiritual konsumen
dari berbagai bentuk penyalahgunaan dan penindasan.
Mengacu pada aturan yang ada dalam undang-undang ini,
konsumen diberikan perlindungan terhadap praktik-
praktik yang dapat merugikan aspek spiritual mereka, serta
diberikan jaminan untuk dapat menjalankan kehidupan
spiritual mereka dengan bebas dan tanpa hambatan.

Pentingnya pemahaman dan pengakuan terhadap
hak-hak spiritual konsumen juga tercermin dalam upaya-
upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan
literasi konsumen dalam hal ini. Pemerintah melakukan
berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga dan
melindungi aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari.
Ini termasuk penyuluhan, pelatihan, dan kampanye-
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kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran akan hak-hak spiritual konsumen, serta
memberikan informasi yang diperlukan untuk melindungi
diri mereka sendiri dari penyalahgunaan dan penindasan
tinggi (Sugiarto & Disemadi, 2020).

Selain itu, UUPK juga menyediakan pijakan hukum
yang kokoh bagi lembaga-lembaga pengawas dan penegak
hukum untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik
yang merugikan secara spiritual, bertanggung jawab untuk
menjamin hak-hak spiritual konsumen dihormati dan
dilindungi, serta untuk menjalankan aturan yang tertera
dalam undang-undang untuk mencegah praktik-praktik
yang tidak etis atau melanggar hak-hak konsumen. Secara
keseluruhan, perlindungan konsumen dalam konteks
spiritual merupakan bagian integral dari langkah-langkah
untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.
Dengan memperhatikan dan melindungi hak-hak spiritual
konsumen, UUPK berkontribusi pada terciptanya
lingkungan yang lebih baik bagi semua orang, di mana
nilai-nilai spiritual dan moral dihormati dan dijunjung
tinggi (Sugiarto & Disemadi, 2020).

(2) Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan merujuk pada pemahaman,
pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan
seseorang untuk membuat keputusan finansial yang bijak
dan efektif. Ini mencakup pengetahuan yang berkaitan
dengan konsep-konsep dasar keuangan, seperti
pengelolaan anggaran, tabungan, investasi, pembiayaan,
risiko, dan asuransi. Dalam era digital, literasi keuangan
juga mencakup pemahaman tentang teknologi keuangan
seperti  e-banking, e-wallet, investasi online, dan
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perlindungan data keuangan pribadi. Keterampilan literasi
keuangan memiliki dampak yang tidak hanya pada
keputusan pribadi individu, tetapi juga berdampak pada
stabilitas keuangan secara keseluruhan dalam masyarakat.
Peningkatan literasi keuangan dapat membantu
mengurangi tingkat utang konsumen, meningkatkan
tabungan dan investasi, serta memperkuat ketahanan
keuangan individu dan keluarga.

Literasi keuangan Syariah pada pengetahuan dan
pemahaman seseorang tentang prinsip-prinsip dan dasar-
dasar keuangan Islam dan praktiknya dalam aktivitas
kesehariannya, antara lain meliputi larangan riba, keadilan
dalam bertransaksi, pengelolaan risiko sesuai prinsip
Syariah, dan pemahaman tentang berbagai skema
pembiayaan, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan
lain-lain. Tujuannya adalah untuk memungkinkan
individu mengambil keputusan finansial yang sejalan
dengan ketentuan Syariah dan mencapai keberkahan
dalam transaksi finansial mereka.

Sedangkan literasi fintech Syariah dapat didefinsikan
sebagai pemahaman yang dimiliki individu tentang
teknologi keuangan yang dipraktikkan selaras dengan
ketentuan Syariah di antaranya P2P Lending Syariah,
Crowdfunding Syariah, atau platform pembayaran berbasis
Syariah. Literasi fintech Syariah juga mencakup
pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan Islam yang
diimplementasikan dalam teknologi, seperti larangan riba,
keadilan dalam transaksi, dan penghindaran atas aktivitas
yang diharamkan oleh Syariah. Tujuannya adalah agar
individu memanfaatkan teknologi keuangan modern
secara bijak dan sesuai dengan ketentuan Syariah dalam
pengelolaan finansial.
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Penelitian Tegar et al (2024) menyebutkan bahwa
Financial Attitude dan Fintech Literacy merupakan dua aspek
yang saling terkait dalam pemahaman dan pengelolaan
keuangan, terutama dalam konteks fintech dan memiliki
dampak yang signifikan terhadap inklusi keuangan
mahasiswa di UPN Veteran Yogyakarta. Pemahaman dan
keahlian seseorang dalam mengelola keuangan sangat
mempengaruhi kapasitasnya dalam menggunan berbagai
produk keuangan dengan bijaksana. Selain adaptasi
tekologi, pengguna fintech baik individu maupun
masyarakat umum lebih memahami hak dan risiko yang
terlibat dalam menggunakan layanan fintech. Penyedia
fintech juga mengambil tanggung jawab sosial yang lebih
besar dan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang
terbuka dan beretika (Satria et al, 2024). Sehingga,
kombinasi antara sikap keuangan yang positif dan
pemahaman yang baik tentang fintech dapat membantu
secara individu dan masyarakat pada umumnya untuk
membuat keputusan keuangan yang lebih bijak,
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mencapai
tujuan keuangan mereka, dan meningkatkan kesejahteraan
finansial secara keseluruhan.

(3) Keamanan Data Pengguna

Praktik P2P Lending saat ini telah diatur dalam POJK
Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan
Bersama Berbasis Teknologi Informasi, termasuk dalam hal
sistem pengamanan yang diterapkan dalam organisasi dan
sistem elektronik yang dioperasikan. Peraturan tersebut
juga mengatur rekam jejak audit, akses dan penggunaan
data pribadi, serta jangka waktu data dan penghapusan
data. Untuk mengenali lebih jauh risiko-risiko, penerapan
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keamanan siber dalam industri P2P Lending, Badan Siber
dan Sandi Negara (BSSN) bekerjasama dengan AFPI untuk
melakukan survey yang memotret gambaran penerapan
keamanan siber, sekaligus memetakan risiko-risiko siber
yang dinilai merupakan prioritas pada industri P2P Lending
di antaranya adalah risiko phishing (BSSN, 2022).

Phishing adalah salah satu bentuk kejahatan siber
melalui serangan rekayasa sosial (social engineering) dengan
memperdaya korban atau target serangan. Peretas
menggunakan metode-metode tertentu agar korban
memberikan informasi kredensial yang dimiliki seperti
kata sandi, token, dan sebagainya. Selain itu, phishing juga
dapat dilakukan sebagai metode untuk membuat korban
menjalankan suatu malicious software (malware), sehingga
peretas memperoleh akses ke dalam sistem tanpa disadari
oleh korban. Phishing dapat menyasar siapapun dalam
organisasi, sehingga perlu adanya kewaspadaan dari
seluruh pihak terhadap jenis serangan ini. Serangan
phishing berkontribusi besar pada banyak kejadian insiden
siber, seperti kebocoran data nasabah, kebocoran akun
pengelola TI (administrator), kebocoran data konfidensial
organisasi, dan sebagainya. Kebocoran data ini dapat
berakibat fatal bagi organisasi yang menjadi korban.
Phishing dengan rekayasa sosial lebih sering digunakan
oleh peretas karena mudahnya mengeksploitasi kelemahan
manusia, yaitu ketidaktahuan dan rendahnya kesadaran
keamanan informasi.

Risiko kebocoran data yang sering mengemuka
disebabkan karena saluran komunikasi yang tidak
dilindungi atau diterapkannya teknik pengamanan yang
memadai, seperti kesalahan atau tidak diterapkannya
saluran komunikasi terenkripsi berbasis Secure Socket Layer
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(SSL)/ Transport Layer Security (TLS), tidak diterapkannya
teknik kriptografi yang sesuai standar keamanan, dan
sebagainya. Dengan semakin banyaknya interkoneksi antar
berbagai aplikasi, peretas dapat melakukan pencurian
informasi sensitif dengan memantau lalu lintas paket data
yang dikirim-terimakan dalam keadaan tidak terenkripsi
(cleartext).

Kebocoran informasi sensitif karena kurangnya
pengawasan terhadap layanan yang diberikan oleh pihak
ketiga. Risiko ini dapat terjadi ketika akses yang diberikan
kepada pihak ketiga (mitra perusahaan, penyedia jasa, dan
sebagainya) terhadap informasi sensitif yang dimiliki
organisasi tidak dilakukan pengamanan dan pengawasan
dengan baik. Informasi sensitif yang bocor umumnya tidak
dalam volume yang besar, namun tidak dimitigasi dengan
baik tetap dapat berakibat fatal. Minimnya peninjauan dan
penerapan kontrol yang ketat terhadap informasi yang
dibagikan dan/atau diberikan kepada pihak ketiga dapat
berakibat pada bocornya informasi sensitif tersebut.

Salah satu fokus utama penyelenggara fintech adalah
keamanan data. Dalam AMS 2022/2023 yang
diselenggarakan oleh AFTECH dilaporkan bahwa
berbanding dengan periode sebelumnya ada peningkatan
persentase yang signifikan responden yang mempunyai
pusat data dari 37 persen menjadi 44 persen dan pusat data
yang tercatat di Kemenkominfo, turut mengalami kenaikan
dari 96 persen menjadi 100 persen. Upaya peningkatan
keamanan siber juga terlihat dari pertambahan responden
yang memiliki tim Computer Emergency Response Team
(CERT), meningkat dari 44 persen pada 2021 menjadi 65
persen pada 2022/2023. Jumlah responden yang
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mengalami kegagalan sistem juga menurun, dari 21 persen
menjadi 13 persen Hal ini menunjukkan adanya perbaikan
dalam sistem para anggota AFTEC. Selain itu, 89,2 persen
penyelenggara fintech telah mematuhi standar internasional
seperti  ISO 27001, dan 773 persen telah
mengimplementasikan kode perilaku atau standar industri
untuk mengurangi risiko usaha. AFTECH juga telah
menerbitkan Pedoman Perilaku untuk berbagai model
bisnis fintech, dan 66,7 persen penyelenggara fintech sudah
menerapkannya.

Kecenderungan yang berkembang bahwa data
rahasia konsumen dijual tanpa sepengetahuan dan
persetujuan dari pemiliknya kepada pihak ketiga yang
menganalisis data tersebut dan mencari tahu preferensi dan
pilihan konsumen dengan menggunakan algoritma yang
canggih. Pada tahun 2018, The New York Times dan
Guardian melaporkan kebocoran data pengguna Facebook
dalam jumlah besar oleh Cambridge Analytics yang
menggunakan data tersebut untuk membuat profil
psikologis pengguna yang berguna untuk kampanye
pemilihan presiden Amerika Serikat. Google gagal juga
mempertahankan dewan etikanya yang bertujuan untuk
memantau perkembangan Al (Suzuki & Dulal Miah, 2022).
Selain keamanan data konsumen, terdapat korelasi yang
signifikan antara fintech dengan inklusi keuangan, korelasi
yang signifikan antara fintech dengan keberlanjutan UKM
dan terdapat korelasi yang signifikan antara inklusi
keuangan dan keberlanjutan UKM (Nurohman et al, 2021).

(4) Kepercayaan Masyarakat/ Pengguna

Lanskap bisnis fintech di Indonesia didominasi oleh
layanan penggalangan dana dan pinjaman. Kedua kategori
fintech ini tumbuh dan berkembang secara dinamis, seiring
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dengan meluasnya penggunaan internet di masyarakat.
Maraknya perusahaan fintech yang melakukan praktik P2P
Lending secara ilegal di satu sisi menimbulkan
permasalahan hukum yang merugikan masyarakat, di sisi
lain dapat merusak citra dan iklim usaha yang sehat.

Membangun ekosistem bisnis yang sehat tidak
dapat dilepaskan dari penegakan hukum. Oleh karena itu,
perangkat hukum yang mengatur bisnis fintech perlu
disempurnakan. Munculnya berbagai modus operandi
kejahatan siber dan beroperasinya perusahaan fintech ilegal
menunjukkan dua hal. Pertama, lemahnya regulasi dan
pengawasan dari pihak berwenang, dan kedua, masih
terbatasnya literasi masyarakat terhadap bisnis fintech.
Kedua hal tersebut tidak hanya dapat menghambat
terciptanya ekosistem bisnis yang kondusif, namun juga
dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem
keuangan nasional. (Sugeng et al., 2020).

Faktor-faktor = seperti  kepercayaan, persepsi
penggunaan, dan sikap memiliki pengaruh signifikan
terhadap niat pengusaha UMKM untuk memanfaatkan P2P
Lending Syariah. Namun, secara mengejutkan, persepsi
kemudahan dan risiko tidak berpengaruh signifikan
terhadap niat pengusaha untuk menggunakan layanan P2P
Lending Syariah. Ini mengindikasikan bahwa aspek-aspek
seperti kepercayaan terhadap platform, persepsi tentang
manfaat penggunaan layanan tersebut, dan sikap
pengusaha terhadap inovasi berperan lebih besar dalam
mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan
P2P Lending Syariah (Kartika & Rahman, 2023).

Kepercayaan memainkan peran yang sangat penting
dalam konteks layanan P2P Lending Syariah. UMKM perlu
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meyakini bahwa platform tersebut dapat memberikan
layanan keuangan yang andal dan tidak melanggar
kententuan Syariah. Jika mereka percaya bahwa platform
tersebut dapat dipercaya, maka kemungkinan besar
mereka akan merasa nyaman untuk menggunakan layanan
tersebut. Dalam hal ini, kejelasan mengenai kepatuhan
Syariah dan keamanan transaksi menjadi faktor krusial
yang mempengaruhi tingkat kepercayaan pengusaha
terhadap platform P2P Lending Syariah.

Kepatuhan Syariah harus diperjelas dalam setiap
aspek operasional platform P2P Lending Syariah. Ini
mencakup kesesuaian struktur produk, proses transaksi,
dan kebijakan yang diterapkan dengan prinsip-prinsip
Syariah. Pengusaha UMKM ingin memastikan bahwa
pembiayaan yang mereka akses melalui platform tersebut
tidak melanggar ketentuan Syariah, seperti larangan riba
dan larangan transaksi spekulatif. Dengan demikian,
platform P2P Lending Syariah perlu mengadopsi praktik-
praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dalam
menjalankan operasinya. Selain itu, keamanan transaksi
menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam
membangun kepercayaan UMKM terhadap platform P2P
Lending Syariah. UMKM ingin memastikan bahwa data dan
dana mereka akan terlindungi dengan baik dan tidak akan
disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
Sehubungan dengan hal ini, platform P2P Lending Syariah
harus menjamin bahwa sistem proteksi mereka kokoh serta
mampu menjaga integritas transaksi serta kerahasiaan
informasi pengguna. Perbuatan tidak etis menyasar tidak
hanya peminjam, tetapi juga keluarga dan teman. Untuk
mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya
yaitu, menutup akses website dan aplikasi P2P Lending
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ilegal dan membawa kasus pelanggaran etika ke
pengadilan (Hidajat, 2019).

Sertifikasi atau akreditasi dari lembaga yang terkait
dengan prinsip-prinsip Syariah juga dapat meningkatkan
kepercayaan UMKM terhadap platform P2P Lending.
Sertifikasi ini dapat memberikan jaminan bahwa platform
tersebut telah melalui penilaian yang ketat terhadap
kepatuhan Syariah dan memenuhi standar yang ditetapkan
oleh otoritas yang berwenang. Dengan demikian, UMKM
akan merasa lebih percaya diri dalam menggunakan
layanan tersebut karena telah mendapatkan validasi dari
pihak yang kompeten dalam hal kepatuhan Syariah.

Selain faktor-faktor tersebut, transparansi dan
integritas platform P2P Lending Syariah juga akan
memengaruhi tingkat kepercayaan UMKM. Platform yang
transparan dalam menginformasikan tentang biaya, risiko,
dan syarat-syarat transaksi akan lebih dipercaya oleh
UMKM. Mereka ingin memiliki pemahaman yang jelas
tentang bagaimana proses pembiayaan berlangsung,
termasuk prosedur pengelolaan dana dan penyelesaian
sengketa. Integritas platform dalam mematuhi komitmen
mereka terhadap prinsip-prinsip Syariah juga akan
memperkuat kepercayaan UMKM.

b. Faktor Regulasi

Magqasid  al-Syari'ah  merupakan dasar sistem
keuangan Syariah yang pada intinya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan (falah). Ayub
(2015) menjelaskan bahwa ekonomi Islam, di mana
keuangan Syariah merupakan bagian penting darinya,
secara luas didasarkan pada beberapa larangan dan
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anjuran. Larangan riba dan anjuran berdagang,
sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an Surat Al-
Bagarah ayat 275 [Allah telah mengizinkan jual beli dan
melarang riba], memotivasi aktivitas finansial berbasis
aktivitas ekonomi yang riil. Ini menyiratkan bahwa semua
aktivitas finansial harus merupakan representatif transaksi
nyata atas penjualan produk dan jasa atau manfaat.
Sejumlah prinsip dalam keuangan Islam antara lain
menghindari riba (interest rate), menghindari ketidakjelasan
suatu transaksi (gharar) dan menghindari perjudian
(maysir).

P2P Lending Syariah memiliki kaitan yang signifikan
dengan keuangan Islam karena teknologi ini dapat
digunakan untuk memfasilitasi dan memperluas akses
terhadap layanan keuangan yang selaras dengan ketentuan
Syariah. P2P Lending Syariah merupakan alternatif yang
menjanjikan untuk membiayai bisnis UMKM Indonesia.
Namun, potensi fintech ini membutuhkan arah kebijakan
yang kuat dari pemerintah dan OJK. Selain itu, terobosan
strategis untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan bagi
UMKM ini perlu didukung oleh seluruh pemangku
kepentingan industri keuangan dan perbankan Syariah.

Regulasi memiliki kaitan yang sangat penting
dengan industri fintech karena berbagai alasan, antara lain
menyangkut perlindungan konsumen, kepastian hukum,
pemerataan akses keuangan, stabilitas sistem keuangan
dan pencegahan kejahatan keuangan. Menurut pandangan
peneliti, regulasi dalam perspektif Magasid asy-Syari’ah al-
Khashshah Ibnu Asyur, khususnya yang menyangkut
perniagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ar-Rawaj (penyebaran kepemilikan)
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Penyebaran kepemilikan atau distribusi kekayaan
secara adil di masyarakat, memiliki kaitan yang erat
dengan penerapan regulasi P2P Lending Syariah di
Indonesia. Berikut adalah beberapa poin yang
menjelaskan kaitan tersebut:

a. Pemerataan Akses Keuangan. Ar-rawaj menekankan
pentingnya untuk memastikan bahwa kesempatan
akses keuangan tersebar secara adil di antara
seluruh lapisan masyarakat. Regulasi Lending
Syariah dapat dirancang untuk mendukung
pemerataan akses keuangan dengan memfasilitasi
akses bagi individu dan UMKM yang sebelumnya
sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga
keuangan konvensional.

b. Mendukung Ekonomi Mikro dan UMKM. Regulasi
yang memadai dapat memungkinkan platform P2P
Lending Syariah untuk memberikan dukungan yang
lebih besar kepada ekonomi mikro dan UMKM,
yang sering kali menjadi penerima utama dari
layanan ini. Hal ini sesuai dengan prinsip ar-rawaj
yang mengutamakan pemerataan kekayaan dan
kemakmuran di masyarakat.

c. Pengentasan Kemiskinan. Salah satu tujuan ar-rawaj
adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan
sosial di masyarakat. Dengan memberikan akses
yang lebih luas terhadap pembiayaan syariah
melalui platform P2P Lending, regulasi dapat
berperan  dalam  membantu  mengentaskan
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
ekonomi kelompok-kelompok yang kurang mampu.
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d. Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum: Regulasi
yang mengatur P2P Lending Syariah juga harus
menjamin bahwa prinsip-prinsip keadilan ekonomi
dan kepastian hukum dijunjung tinggi. Ini termasuk
perlakuan adil terhadap seluruh pihak yang terkait
aktivitas P2P Lending serta menjamin bahwa semua
aktivitas memenuhi ketentuan Syariah yang
melindungi hak-hak ekonomi individu dan
kelompok.

e. Dukungan terhadap Inklusi Keuangan. Regulasi P2P
Lending Syariah  diharapkan dapat mendorong
inklusi keuangan dengan cara memberikan
alternatif bagi individu yang tidak terlayani oleh
sistem  perbankan konvensional. Ini dapat
mencakup penduduk di daerah terpencil, pemilik
usaha mikro, dan kelompok-kelompok rentan
lainnya.

2. Al-Wudhuhul Amwal (transparansi)

Al-Wudhuhul amwal mengacu pada prinsip
transparansi dalam pengelolaan harta, memiliki kaitan
yang sangat penting dengan penerapan regulasi P2P
Lending Syariah di Indonesia. Berikut adalah beberapa
poin yang menjelaskan kaitan tersebut:

a. Transparansi Informasi. Regulasi P2P P2P Lending
Syariah harus memastikan bahwa semua informasi
terkait dengan produk, layanan, biaya, dan risiko
yang terkait dengan P2P P2P Lending Syariah
disampaikan secara terang dan terbuka kepada
seluruh pihak yang terkait, baik itu peminjam
maupun investor. Hal ini penting agar para
peminjam dan investor dapat membuat keputusan
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yang informasional dan berdasarkan pemahaman
yang jelas.

b. Pengungkapan Syarat dan Ketentuan. Regulasi
harus mengharuskan platform P2P Lending Syariah
untuk secara transparan mengungkapkan semua
klausul dan ketentuan transaksi, termasuk
ketentuan tentang pembiayaan, jangka waktu,
tingkat pengembalian, serta konsekuensi dari gagal
bayar atau keterlambatan pembayaran.

c. Pengelolaan Dana dan Penggunaan yang Jelas.
Regulasi harus mengatur bagaimana dana dari
investor dan peminjam dikelola dan digunakan. Hal
ini termasuk menjaga agar dana tidak digunakan
untuk tujuan yang tidak sesuai atau melanggar
prinsip Syariah, serta memastikan bahwa investor
mengetahui dengan jelas bagaimana dana mereka
akan dikelola dan diinvestasikan.

d. Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Harta.
Prinsip  al-wudhuhul amwal juga melibatkan
perlindungan terhadap penyalahgunaan atau
penipuan dalam pengelolaan harta. Regulasi harus
mengatur dengan ketat untuk mencegah praktik-
praktik yang tidak etis atau ilegal dalam P2P Lending
Syariah seperti pencucian uang atau kegiatan lain
yang melanggar prinsip-prinsip Syariah.

e. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Transparansi
dalam P2P Lending Syariah juga melibatkan
pengungkapan bagaimana platform mematuhi
prinsip-prinsip  Syariah dalam setiap aspek
operasionalnya. Regulasi harus memastikan bahwa
platform dan produk-produknya tidak hanya legal
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secara formal tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai
Syariah yang mendasarinya.

3. Hifz al-Mal (perlindungan terhadap harta)

Hifz al-mal menekankan perlindungan terhadap

harta dan kekayaan individu serta masyarakat secara
umum, memiliki kaitan yang sangat relevan dengan
penerapan regulasi P2P Lending Syariah di Indonesia.
Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan kaitan
tersebut:

a.

Perlindungan Terhadap Konsumen. Regulasi P2P
Lending Syariah harus memastikan bahwa
konsumen yang menggunakan layanan ini
dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan,
seperti penipuan, penyalahgunaan data, atau
kegagalan dalam memberikan nformasi yang
transparan tentang produk dan layanan.

Keamanan Data. Regulasi harus mengatur standar
yang tinggi terkait dengan keamanan dan privasi
data konsumen dan investor. Hal ini penting untuk
mencegah penyalahgunaan data pribadi yang dapat
merugikan konsumen dan menjamin bahwa
informasi sensitif tidak disalahgunakan dalam
proses P2P Lending.

Manajemen Risiko. Hifz al-mal juga mencakup
perlindungan terhadap risiko-risiko yang terkait
dengan pengelolaan dana dan investasi. Regulasi
P2P Lending Syariah harus memastikan bahwa
platform P2P Lending memiliki prosedur yang
memadai  untuk  mengelola risiko  kredit,
operasional, dan lainnya, sehingga dana dari
investor tetap terlindungi.
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d. Transparansi dalam Pengelolaan Dana. Regulasi
harus memastikan bahwa pengelolaan dana dari
investor dan peminjam dilakukan dengan
transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip
Syariah. Penggunaan dana harus dijelaskan dengan
jelas kepada investor, termasuk bagaimana dana
tersebut akan dikelola dan diinvestasikan.

e. Pencegahan Praktik-praktik yang Tidak Etis. Hifz al-
mal juga mencakup pencegahan terhadap praktik-
praktik yang tidak etis atau melanggar prinsip
Syariah, seperti pencucian uang atau penggunaan
dana untuk tujuan yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang telah disepakati.

4. Asbatul amwal (kepastian hukum atas kepemilikan)
Asbatul amwal menekankan kepastian hukum atas
kepemilikan dan hak milik, memiliki kaitan yang
penting dengan penerapan regulasi P2P Lending Syariah

di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin yang

menjelaskan kaitan tersebut:

a. Kepastian Hukum. Regulasi P2P Lending Syariah
harus memberikan kepastian hukum yang jelas
terkait dengan transaksi pembiayaan yang
dilakukan melalui platform P2P Lending. Hal ini
termasuk pengaturan mengenai kontrak, hak dan
kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta
mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Perlindungan Hak Kepemilikan. Regulasi harus
memastikan bahwa hak kepemilikan dan
kepentingan ekonomi dari para investor dan
peminjam dilindungi dengan baik. Ini mencakup
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ketentuan tentang bagaimana kepemilikan atas aset
atau produk investasi ditetapkan dan diakui secara
hukum dalam konteks P2P Lending Syariah.

c. Transparansi dan Pengungkapan Informasi. Untuk
memastikan asbatul amwal tercapai, regulasi harus
mengharuskan platform P2P Lending Syariah untuk
mengungkapkan dengan jelas dan transparan
informasi mengenai produk, layanan, biaya, risiko,
dan hak-hak kepemilikan kepada semua pihak yang
terlibat, baik itu investor maupun peminjam.

d. Penegakan Hukum yang Efektif. Regulasi juga harus
mencakup mekanisme penegakan hukum yang
efektif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang
berkaitan dengan kepemilikan atau hak milik dalam
konteks P2P Lending Syariah. Hal ini penting untuk
menjaga integritas pasar dan melindungi
kepentingan para pihak yang terlibat.

e. Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa. Regulasi
harus menjamin adanya mekanisme yang adil untuk
penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam
transaksi pP2P Lending Syariah, yang
mempertimbangkan  prinsip  keadilan = dan
kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam
prosesnya.

5. Al-"Adlu (berkeadilan)

Al-'Adlu menekankan pentingnya keadilan dalam
semua aspek kehidupan termasuk dalam urusan
ekonomi, memiliki kaitan yang sangat relevan dengan
penerapan regulasi P2P lending syariah di Indonesia.
Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan kaitan
tersebut:
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a. Perlakuan Adil Terhadap Semua Pihak. Regulasi
P2P Lending Syariah harus memastikan bahwa
semua pihak yang terlibat, baik itu peminjam,
investor, maupun platform penyedia layanan,
diperlakukan secara adil. Hal ini mencakup adil
dalam penawaran produk, transparansi biaya dan
syarat-syarat, serta penanganan terhadap keluhan
atau sengketa secara adil.

b. Penghindaran Praktik-praktik Eksploitasi. al-'Adlu
menuntut agar semua pihak tidak mengalami
kerugian dalam transaksi ekonomi. Regulasi P2P
Lending Syariah harus mengatur dan mengawasi
kegiatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi
salah satu pihak secara tidak wajar, seperti imbal
hasil yang berlebihan atau ketidakjelasan dalam
ketentuan kontrak.

c. Distribusi Keadilan Ekonomi. Prinsip al-'Adlu juga
mencakup distribusi keadilan ekonomi di
masyarakat. Regulasi P2P Lending Syariah harus
mendukung  pemerataan  akses  terhadap
pembiayaan dan investasi, sehingga individu dan
UMKM yang kurang terlayani oleh lembaga
keuangan konvensional dapat mendapatkan akses
yang lebih adil dan terjangkau.

d. Keadilan dalam Penentuan Hak dan Kewajiban.
Regulasi harus menegakkan keadilan dalam
menentukan hak dan kewajiban seluruh pihak
dalam transaksi P2P Lending Syariah. Ini mencakup
pemenuhan kewajiban pembayaran yang adil dari
peminjam kepada investor, serta perlindungan
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terhadap  hak-hak  investor = dalam  hal
pengembalian dana dan keuntungan.

e. Kepatuhan Terhadap Prinsip-prinsip Syariah. Al-
'Adlu juga membutuhkan bahwa semua aktivitas
ekonomi harus memenuhi ketentuan Syariah, di
antaranya larangan riba dan prinsip berbagi risiko
dan keuntungan. Regulasi P2P Lending menjamin
bahwa seluruh produk dan layanan yang
disediakan mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

P2P Lending Syariah merupakan alternatif yang
menjanjikan untuk membiayai bisnis UMKM Indonesia.
Namun, potensi fintech ini membutuhkan arah kebijakan
yang kuat dari pemerintah dan OJK. Selain itu, terobosan
strategis untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan bagi
UMKM ini perlu didukung oleh seluruh pemangku
kepentingan industri keuangan dan perbankan Syariah.

Dalam penelitian ini regulasi merupakan faktor
pembentuk utama model bisnis P2P Lending Syariah di
Indonesia. Faktor regulasi dibagi menjadi dua bagian
penting: (a) Regulasi yang berasal dari regulator fintech
yakni OJK; dan (b) Regulasi berupa fatwa dari DSN-MUI.

(1). Regulasi P2P Lending

Dalam berbagai sektor industri, termasuk yang
cepat berubah seperti fintech, regulasi dan tata kelola
berperan sebagai pelindung yang efektif bagi semua pihak
yang terlibat, mulai dari pemilik dan pelaku usaha hingga
konsumen. Perusahaan fintech yang mematuhi regulasi dan
menerapkan praktik tata kelola yang baik cenderung
memiliki manajemen risiko yang solid dan daya saing yang
tinggi di pasar. Bagi konsumen, adanya regulasi dan tata
kelola yang baik dapat menambah rasa aman dan
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memperkuat kepercayaan mereka terhadap produk dan
layanan fintech (AFTECH, 2023).

Regulasi harus mampu beradaptasi dengan
perkembangan teknologi dan dinamika pasar yang terus
berubah. Regulator perlu mengadopsi pendekatan yang
inovatif dalam merumuskan kebijakan untuk mendukung
pertumbuhan dan inovasi dalam industri teknologi
keuangan. Kerangka peraturan yang jelas dan terperinci
sangat penting untuk mengatur aktivitas teknologi
keuangan secara efektif. Regulasi yang kuat menjamin
kepastian hukum kepada pelaku industri dan memberi
perlindungan kepada pelanggan dari potensi risiko.
Dengan adanya regulasi yang memadai, industri fintech
dapat berkembang dengan lebih terstruktur dan terpercaya
(CCAF, ADBI, & FinTechSpace (2019).

Kehadiran regulasi akan mendorong para pelaku
industri fintech maupun pelanggan untuk menjalin
hubungan yang saling menguntungkan untuk
memastikan kondusifitas di pasar secara keseluruhan.
Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) menemukan bahwa sikap pemerintah terhadap
suatu industri, dalam bentuk pengembangan regulasi,
sering dianggap sebagai parameter sinyal. Perusahaan
dan pelanggan akan melihat potensi pertumbuhan
industri  berdasarkan berbagai faktor, termasuk
kecukupan regulasi yang dikembangkan untuk industri
tertentu (AFTECH, 2021). Untuk itu diperlukan kesiapan
pemerintah dan regulator di Indonesia dalam mengatur
fintech, khususnya terkait dengan aspek kelembagaan,
operasional usaha, dan manajemen risiko. OJK, BI, dan
Kementerian terkait masih terus merancang dan
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menyiapkan regulasi fintech di Indonesia (Napitupulu et al.,
2017).

Menurut Hakim & Hapsari (2022) pemantauan
terhadap industri fintech dilakukan oleh dua lembaga, yaitu
BI dan OJK, yang memiliki wewenang masing-masing
dalam mengatur dan mengawasi sektor ini. Meskipun
keduanya bertanggung jawab dalam regulasi fintech,
mereka fokus pada segmen yang berbeda. Bl berfokus pada
regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi inovasi dalam
sektor keuangan, sambil menjaga stabilitas moneter, sistem
keuangan, serta memastikan sistem pembayaran berjalan
dengan efisien, lancar, aman, dan handal. Sebaliknya, OJK
berusaha agar regulasi fintech memberikan manfaat optimal
kepada masyarakat, dengan mengakomodasi inovasi
keuangan digital yang bertanggung jawab, aman,
berorientasi pada perlindungan konsumen, dan memiliki
manajemen risiko yang baik. Meski demikian, baik BI
maupun OJK menekankan pentingnya tanggung jawab
bisnis dan perlindungan nasabah dalam regulasi fintech
yang mereka terbitkan

Dalam mengembangkan regulasi fintech, regulator
seringkali memilih untuk menerapkan regulasi dengan
pendekatan principle-based, di mana regulator memiliki set
of principle dan aturan yang berfokus pada hasil. Di
Indonesia, OJK sebagai regulator juga telah mengikuti
pendekatan principle-based. Pendekatan principle-based OJK
dalam menyusun regulasi fintech paling utama berfokus
pada tujuan-tujuan sebagai berikut: (AFTECH, 2022)

1. Membantu menawarkan akses pendanaan alternatif
dan mendukung strategi inklusi keuangan nasional.
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2. Mendukung perusahaan P2P Lending dalam
berkontribusi bagi perekonomian nasional, termasuk
mempercepat penyaluran dana bagi UMKM.

3. Melindungi kepentingan = konsumen, seperti
penyalahgunaan dana dan data pengguna.

4. Melindungi keamanan nasional meliputi upaya
melawan pencucian uang, mencegah pendanaan
terorisme, dan menjaga stabilitas keuangan.

Hingga saat ini, belum ada regulasi dari Bl atau OJK
yang mengatur fintech Syariah secara spesifik. Namun,
POJK No. 10/POJK.05/2022 bisa dianggap sebagai langkah
dari regulator untuk mendukung perkembangan fintech
Syariah. Ketidakhadiran regulasi dari OJK dan BI ini
diimbangi dengan keluarnya fatwa dari DSN-MUI. Pada
tahun 2018, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No.
117/DSNMUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan
Berbasis Teknologi Informasi yang sesuai dengan prinsip
Syariah (Hakim & Hapsari, 2022).

Regulasi dan dukungan pemerintah merupakan
salah satu faktor pemicu keberhasilan ekosistem fintech.
Perubahan regulasi dan maraknya fintech illegal
merupakan risiko yang paling tinggi di Indonesia
khususnya dalam platform pinjaman P2P Lending (Zheng et
al., 2022). Peraturan dan kebijakan fintech membutuhkan
keputusan yang cepat untuk memberikan perlindungan
hukum kepada para pihak. Namun, perkembangan
teknologi terkadang tidak sejalan dengan hukum dan
kebijakan karena teknologi berkembang lebih cepat dari
regulasinya. Hal tersebut yang menjadi tantangan utama
yang dihadapi oleh aplikasi fintech. Selama dua tahun
terakhir, OJK sebagai regulator utama yang mengawasi
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pinjaman digital, telah melarang lebih dari 400 platform
yang gagal mendaftar dan/atau terlibat dalam aktivitas
penipuan.
Berikut merupakan perbandingan regulasi fintech di
beberapa negara (OJK, 2023b; Putri, 2002):
1. Singapura
Monetary Authority of Singapore (MAS) dan
National Research Foundation membentuk The Fintech
Office  untuk  mengkaji,  menyesuaikan, dan
memperbaiki model pendanaan fintech di seluruh
institusi pemerintah, mengidentifikasi kekurangan,
serta menyarankan rencana, kebijakan, dan struktur
infrastruktur industri, serta pengembangan
keterampilan dan kebutuhan karyawan serta
persaingan bisnis, mengelola dan mengembangkan
branding Singapura sebagai pusat fintech. MAS
mengimplementasikan strategi berbasis risiko untuk
pengembangan fintech di area yang belum diatur, ini
merupakan langkah untuk memastikan bahwa regulasi
yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan membatasi
pengembangan inovasi dan implementasi teknologi
untuk fintech. Oleh karena itu, MAS menerapkan uji
material dan proporsional, jika potensi risiko tumbuh,
regulasi harus disesuaikan. Pada November 2016, MAS
merilis Fintech Regulatory Sandbox yang memaksa
perusahaan fintech untuk diuji pasar dan memiliki
peluang lebih besar untuk diadopsi di jangkauan yang
lebih luas atau negara lain. Sandbox memberikan
keamanan untuk menghadapi risiko kegagalan dan
memastikan aspek perlindungan. Penyedia fintech harus
memahami dan mematuhi kriteria Personal Data
Protection Act untuk menjaga privasi pengguna yang
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dikumpulkan dari lembaga pemerintah, seperti
peraturan yang mewajibkan setiap perusahaan untuk
memiliki kebijakan privasi data pribadi yang bisa
diakses oleh masyarakat, izin pemanfaatan data, dan
mengembangkan keamanan fisik dan sistem untuk
mencegah penyalahgunaan data. Fintech di Singapura
harus memahami dan mematuhi segala syarat dan
ketentuan tentang  Anti-Pencucian Uang dan
Pengendalian Terorisme Keuangan. Penyedia fintech
wajib memverifikasi profil penggunanya dengan
menggunakan alat yang dikenal sebagai Know Your
Customer/KYC Principal dan kemudian mengawasi dan
melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.
2. Cina

Terkait penyelenggaraan fintech, pada Juli 2015,
Bank Rakyat Cina, Komisi Regulasi Perbankan Cina,
Komisi Regulasi Asuransi Cina, Komisi Regulasi
Sekuritas Cina, Kementerian Perindustrian dan
Teknologi Informasi dengan lima regulator pemerintah
merilis Opsi Panduan tentang Promosi Pengembangan
Keuangan Internet yang Sehat (Panduan Pendapat). Ini
merupakan regulasi komprehensif pertama terkait
fintech yang diberlakukan oleh Pemerintah Rakyat
Republik Tiongkok. Di antara 27 perusahaan fintech
Unicorn di Cina, delapan di antaranya telah berhasil
menumbuhkan valuasi lebih dari $9,4 miliar.

3. Thailand

Fintech berkembang cukup pesat di Thailand,
terutama pasca-merebaknya pandemik Covid-19,
namun demikian belum ada regulasi di tingkat undang-
undang yang menjadi payung hukum bagi praktik
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penyelenggaraan fintech. Beberapa pemegang kunci
pengundangan dan pengaturan fintech di Thailand
adalah Bank of Thailand (BOT) yang memiliki peran
sebagai bank sentral, The Securities and Exchange
Commission (SEC) atau Komisi Sekuritas dan
Perdagangan yang menjalankan peran seperti bursa efek
di Indonesia, dan The Office of Insurance Commission (OIC)
atau Kantor Komisi Asuransi. Ketiga lembaga tersebut
menjadi badan yang memberikan izin bagi pelaku usaha
dan penyelenggara fintech melalui proses regulatory
sandbox terlebih dahulu dalam rangka wuji coba
pemenuhan hak-hak masyarakat. Penyelenggaraan
bisnis P2P Lending diatur oleh Bank of Thailand. Pada 29
April 2019, Bank of Thailand merilis Notification 4/2562
Re: The Determination of Rules, Procedures, and Conditions
for Peer-to-Peer Lending Businesses and Platforms yang
menjadi regulasi pertama yang mengatur sektor P2P
Lending di Thailand (Tilekke & Gibbins, 2019). Regulasi
ini mencakup berbagai hal, termasuk bunga pinjaman.
Menurut aturan ini, bunga pinjaman yang ditawarkan
oleh perusahaan P2P Lending harus memenuhi aturan
Civil and Commercial Code of Thailand, yang membatasi
bunga tidak lebih dari 15 persen per tahun. Pembatasan
ini berlaku untuk semua jenis pinjaman, baik konsumtif
maupun produktif (Mendiola, 2019). Tetapi, tujuan
pinjaman bisa memengaruhi batas pinjaman yang
diberikan. Untuk pinjaman terkait keperluan bisnis,
batas pinjaman maksimal 50 juta Bath (Mendiola, 2019).
Sedangkan pinjaman guna kebutuhan pribadi, batas
kredit ditentukan oleh pendapatan peminjam. Jika
pendapatan peminjam di bawah 30.000 Bath per bulan,
maka batas kredit maksimal 1,5 kali pendapatan
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bulanan, dan jika pendapatan peminjam lebih dari
30.000 Bath per bulan, maka batas kredit maksimal 5 kali
pendapatan per bulan.
4. Malaysia

Pada tahun 2020, telah tercatat sebanyak 233
penyelenggara fintech di Malaysia. Bank Negara
Malaysia (BNM) merupakan bank sentral pengendali
keuangan moneter di Malaysia. Masifnya penetrasi
penggunaan telepon seluler yang mendukung adanya
mobile banking mendorong Bank Negara Malaysia
menerbitkan beberapa kebijakan yang mendukung
penyelenggaraan mobile banking dan penyelenggara
keuangan nonperbankan dengan fintech. Beberapa
kebijakan tersebut di antaranya adalah Undang-Undang
Sistem Pembayaran 2003 (Payment System Act) lalu pada
tahun 2017 BNM menerbitkan The Digital Investment
Management dan Financial Technology Enabler Group
(FTEG) pada 2016 yang bertujuan untuk memfasilitasi
inovasi teknologi dan melakukan uji coba. Terhadap
sektor-sektor penyelenggara jasa keuangan. FTEG di
Malaysia menjalankan peran regulatory sandbox seperti di
Indonesia dan praktik negara lainnya untuk
menyediakan kesempatan yang sama, baik untuk
penyelenggara jasa keuangan dan starts up di bidang
fintech untuk beroperasi dalam lingkungan vyang
berisiko. Regulasi P2P Lending di negara ini diterbitkan
oleh The Security Commission. Merujuk Guidelines on
Recognized Markets SC-GL/6-2015 (R9-2022) yang dirilis
The Securities Comission Malaysia bunga pinjaman oleh
P2P Lending maksimal 18 persen per tahun. Perusahaan
P2P Lending harus meminta advis The Securities Comission
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jika akan menerapkan bunga pembiayaan di atas 18
persen per tahun. The Securities Comission tidak mengatur
mengatur jumlah pendanaan yang diterima peminjam,
tetapi merekomendasikan investor ritel agar tidak
berinvestasi lebih dari 50.000 Ringgit. Walaupun tidak
dinyatakan secara eksplisit, panduann tersebut
cenderung lebih menekankan penggunaan jasa
pinjaman dari P2P Lending untuk tujuan bisnis. Hal ini
terlihat dari kewajiban peminjam untuk memberikan
informasi yang relevan, termasuk detail mengenai
karakteristik, rencana dan data keuangan bisnis.
. Amerika Serikat

Peraturan dan mekanisme perolehan lisensi yang
diperlukan untuk sebuah fintech di Amerika Serikat
sangat kompleks dan dapat berkaitan dengan beberapa
permasalahan peraturan serta perizinan federal dan
negara bagian. Terdapat banyak perusahaan fintech yang
bahkan terkejut dengan kompleksitas regulasi di
Amerika Serikat terutama di negara bagian. Hal ini
dikatakan oleh berbagai pihak dapat menjadi
penghalang bagi masuknya serta tumbuhnya inovasi
oleh entitas fintech atau penyelenggara jasa keuangan
fintech nonbank yang ingin beroperasi di Amerika
Serikat. Pada tingkat federal, lembaga yang memiliki
otoritas pengawasan dan pengaturan langsung atas
keberlangsungan praktik penyelenggaraan bisnis jasa
keuangan fintech nonbank adalah Consumer Financial
Protection Bureau (CFPB). Lembaga ini mengatur
penyedia jasa layanan keuangan fintech non-bank yang
menyediakan produk dan layanan keuangan langsung
kepada konsumen. CFPB juga memiliki kewenangan
untuk melaksanakan penegakan peraturan perundang-
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undangan perlindungan konsumen, seperti Federal
Reserve Board's Regulation atau peraturan dewan federal
reserve, serta kemampuan untuk mengambil tindakan
penegakan terhadap penggunaan atau praktik yang
tidak adil, terdapat unsur penipuan oleh fintech dalam
memasarkan maupun menyediakan layanan mereka.
6. Uni Eropa

Secara umum regulasi yang diterapkan di Uni
Eropa terkait pemanfaatan dan pengembangan fintech
berada di bawah regulasi Payment Services Directive 2 of
European Union. Komisi Eropa (European Commission)
menggunakan peraturan perundang-undangan berikut
sebagai aturan dasar sistem pembayaran. Pertama, Single
Euro Payment Area (SEPA) Regulation. Peraturan ini
menetapkan aturan serta syarat-syarat teknis yang
diterapkan dalam penyaluran kredit atau pendebitan
secara langsung mata uang euro. Regulasi ini termasuk
mengatur pula bagaimana akun bank internasional dan
area pembayaran domestik di seluruh Uni Eropa. Kedua,
Payment  Services  Directive. ~ Kebijakan  tersebut
mendefinisikan layanan pembayaran yang diatur dan
bagaimana pengawasan kehati-hatian harus
diberlakukan dan aturan tentang transparansi layanan
pembayaran serta hak dan kewajiban bagi pengguna
layanan ~ pembayaran dan penyedia layanan
pembayaran. Ketiga, Interchange Fee Regulation. Peraturan
ini mengenalkan regulasi mengenai pengenaan biaya
atas adanya transaksi atau pertukaran dalam transaksi
keuangan berbasis kartu. Keempat, Payment Account
Directive yang terdiri (a) kebijakan ini menetapkan syarat
yang paling standar dalam transparansi yang
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disyaratkan untuk penerapan biaya yang ditetapkan
oleh penyedia layanan jasa pembayaran; (b) Menetapkan
syarat untuk pembayaran menggunakan prosedur
switching; dan (c) Mensyaratkan penyedia jasa yang
menawarkan akun pembayaran biasa pada umumnya.
Kelima, Regulation European Union 2019/518 of the
European Parliament and e. of the Council on 19 March 2019
Perubahan Atas Regulation (EC) No. 924/2009. Regulasi
ini mengatur mengenai biaya tertentu pada pembayaran
lintas batas di Uni Eropa serta biaya yang dikenakan
untuk konversi mata uang. Selain regulasi tersebut di
atas, terdapat pula beberapa regulasi tambahan terkait
keamanan transaksi dan pembayaran, baik dalam negara
maupun lintas batas negara yaitu General Data Protection
Regulation.  Peraturan ini mengatur mengenai
perlindungan individu yang berkaitan dengan
pemrosesan atau penggunaan data pribadi serta
perpindahan data tersebut dalam sebuah transaksi.
. Korea Selatan

Korea Selatan memiliki The Financial Services
Commission (FSC) atau Komisi Jasa Keuangan yang
memiliki kewenangan terkait dengan regulator dan
pegawas penyelenggaraan keuangan dan perbankan.
Regulatory  Technology (RegTech) sangat didukung
pengembangannya oleh Pemerintah Korea Selatan
melalui pembentukan Regtech Development Council pada
tahun 2018. Keseriusan Pemerintah Korea Selatan untuk
meregulasi terkait cryptocurrency dan fintech juga
ditunjukkan dengan adanya inspeksi bersama antara
FSC dengan Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)
untuk mengawasi perbankan dan penyedia jasa layanan
fintech terkait beberapa hal antara lain: (a) pengawasan
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internal dan penilaian risiko; (b) uji tuntas (due diligence)
calon nasabah; (c) pelaporan transaksi yang
mencurigakan; (d) konfirmasi bahwa nama pemegang
rekening adalah sama dengan pemilik virtual account; (e)
kontrol untuk dapat melakukan pemblokiran transaksi
mencurigakan; (f) pengawasan dan izin untuk
memblokir transaksi atas informasi terbaru yang tidak
dapat dipercaya/mencurigakan. Pada tahun 2019 Korea
Selatan menerbitkan Undang-Undang Dukungan
Inovasi Keuangan (Act on Financial Innovation Support)
yang bertujuan untuk memberikan payung hukum
pembangunan inovasi di bidang jasa keuangan.
Undang-undang ini diberlakukan secara sinergis dengan
regulasi lainnya di sektor keuangan dan perbankan,
seperti Financial Investment Services and Capital Market
Acts (FISCM), Banking Act (UU Perbankan), Electronic
Financial Transactions Act (UU Transaksi Elektronik), dan
Specialized Credit Finance Business Act (Pinjaman Khusus
Keuangan Bisnis). Dalam rangka menjaga keamanan
data dan privasi warga negara sebagai pengguna
layanan bank dan jasa keuangan, Korea Selatan juga
menerbitkan Credit Information Use and Protection Act
sejak 4 Februari 2021. Implikasi dari pengaturan ini
adalah adanya inspeksi dan pengamanan data secara
rutin yang wajib dilakukan oleh penyelenggara jasa
keuangan dan perbankan.
8. Australia

Bank sentral yang mengawasi dan mengatur
kebijakan fiskal dan moneter di Australia adalah Reserve
Bank of Australia (RBA). Reserve Bank Australia berdiri
berdasarkan Reserve Bank Act 1959. Terkait dengan
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pengembangan dan penyelenggaraan fintech di
Australia, pemerintah mengambil langkah untuk
melindungi kepentingan warganya dengan
melaksanakan regulatory sandbox bagi penyelenggara
fintech yang akan beroperasi di Australia. Saat ini
terdapat lebih dari 650 perusahaan fintech yang
beroperasi di Australia. Dua regulasi rujukan dalam
pemanfaatan fintech adalah The National Consumer Credit
Protection Act 2009 dan The National Consumer Credit
Protection Regulation 2010. Regulasi tersebut memberikan
kewenangan dua lembaga di Australia yang
kewenangannya adalah mengawasi dan mengatur hal-
hal teknis terkait penyelenggaraan fintech. Pertama,
Australia Securities and Investments Commission (ASIC).
ASIC merupakan regulator perusahaan, jasa keuangan,
dan pasar di Australia yang bertanggung jawab untuk
perlindungan konsumen dan integritas pasar di seluruh
sistem keuangan. ASIC didirikan berdasarkan Undang-
Undang Komisi Sekuritas dan Investasi Australia tahun
2001. Tugas utama ASIC adalah mengawal pelaksanaan
Undang-Undang Korporasi tahun 2001 dan segala
bentuk aktivitas jasa keuangan fintech dan juga yang
terkait ~dengan  pelaksanaan = Undang-Undang
Perlindungan Kredit Konsumen Nasional tahun 2009,
Undang-Undang Kontrak Asuransi Jiwa tahun 1995,
Penyelesaian Pengaduan tahun 1993, Undang-Undang
Rekening Tabungan Pensiun tahun 1997, dan Undang-
Undang Pendaftaran Nama Bisnis tahun 2011. Kedua,
Australian Prudential Regulatory Authority (APRA). APRA
berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap
bank, serikat kredit, masyarakat, perusahaan asuransi
umum dan asuransi jiwa, reasuransi, dan sebagian besar
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industri pengumpulan dana pensiun. APRA didirikan
berdasarkan Australian Prudential Authority 1998 yang
sangat terkait juga dengan keberlakuan Banking Act 1959,
Undang-Undang Asuransi tahun 1973, Undang-Undang
Asuransi Jiwa tahun 1995, dan Undang-Undang Industri
Pensiun (Pengawasan) tahun 1993.
9. Inggris

Inggris memiliki The Financial Code of Conduct yang
salah satu kewenangannya adalah mengatur dan
mengawasi  proses  regulatory  sandbox  para
penyelenggara fintech. Banyak ahli menyatakan bahwa
adanya regulatory sandbox dapat membantu penyusunan
kebijakan yang tepat dan membantu penyelenggara
fintech untuk menghemat waktu dan efisiensi biaya.
Terdapat fakta di Inggris bahwa 30 persen dari jumlah
perusahaan yang lolos regulatory sandbox pertama kali
pada tahun 2016 berhasil dalam menarik investasi untuk
mendukung proses bisnisnya. Regulatory sandbox di
Inggris dianggap dapat memberikan akses yang lebih
optimal bagi inovator maupun penyelenggara layanan
jasa keuangan dan bertujuan untuk melaksanakan uji
coba antara lain: (a) keandalan untuk uji produk dan
layanan dalam lingkungan vyang terkendali; (b)
kesempatan untuk mengetahui apakah model bisnis
yang dijalankan dapat menarik konsumen; (c)
bagaimana suatu teknologi tertentu dapat bekerja di
pasar, dan (d) efisiensi waktu dalam mengidentifikasi
perlindungan konsumen yang perlu dibangun dalam
pengembangan sebuah layanan produk baru. Lembaga
yang memiliki kewenangan regulasi dan pengawasan
lembaga keuangan di Inggris adalah Financial Conduct
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Authority ~ (FCA). Dalam rangka mendukung
pertumbuhan ekosistem fintech, Financial Services and
Markets Act (Undang-Undang Pasar dan Jasa Keuangan)
yang diterbitkan pada tahun 2000 memberikan regulasi
yang mengakomodasi mulai digunakannya
cryptocurrency dalam transaksi keuangan serta maraknya
pengembangan perbankan digital. Di negara ini regulasi
terkait model bisnis P2P Lending tercantum dalam Policy
Statement nomor PS19/14 oleh Financial Conduct
Authority. Walaupun ketentuan ini tidak menetapkan
batasan biaya pinjaman, ketentuan mengenai biaya
pinjaman untuk P2P Lending mengikuti ketentuan harga
maksimum untuk kredit jangka pendek berbiaya tinggi
(highcost short-term credit) yang tertera dalam Policy
Statement nomor PS14/16. Dalam kebijakan ini,
ditetapkan batas maksimum biaya pinjaman sebesar 0,8
persen per hari, denda maksimum £15 (sekitar
Rp285.000), dan penerima pinjaman tidak boleh
membayar lebih dari 100 persen dari jumlah pinjaman.
(2). Regulasi P2P Lending Syariah
P2P Lending Syariah yang merupakan bagian dari
industri fintech secara umum berkembang secara
bersamaan. Keberadaan fintech merupakan jawaban atas
kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang lebih
praktis, mudah, nyaman, dan terjangkau. Ini seiring
dengan kemunculan inovasi disruptif yang mengubah
layanan keuangan konvensional. Fintech menyediakan
layanan keuangan kepada segmen masyarakat yang
sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan
tradisional. Inovasi disruptif yang dinamis membuka
produk, layanan, dan pasar baru, yang memerlukan
institusi dan regulasi yang responsif.
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Keberadaan P2P Lending Syariah dapat memberikan
manfaat yang besar, terutama bagi para pelaku UMKM.
Platform ini dirancang untuk memastikan bahwa proses
pendanaan berjalan dengan lebih mudah, efektif, efisien,
ekonomis, dan aman. Ini tidak hanya menguntungkan
pihak peminjam, tetapi juga memberikan manfaat bagi
investor dan seluruh ekosistem keuangan. Dengan adanya
P2P Lending Syariah, diharapkan dapat membantu
meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang
sebelumnya sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari
lembaga keuangan konvensional. Selain itu, dengan
memastikan bahwa operasinya sesuai dengan prinsip-
prinsip Syariah, P2P Lending Syariah bisa menjawab
kebutuhan para peminjam dan investor yang
mengutamakan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam (Sari,
2023).

Regulator memiliki peran penting dalam ekosistem
fintech Syariah. Mereka bertanggung jawab untuk
mengawasi kegiatan perusahaan fintech untuk mematuhi
peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa transaksi
keuangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
Syariah. Regulator juga berperan dalam membentuk
kebijakan dan standar yang mendukung perkembangan
fintech Syariah secara berkelanjutan. Banyak negara
memiliki regulasi yang mengatur praktik P2P Lending
secara umum, tetapi tidak secara khusus mengatur praktik
P2P Lending Syariah. Sebagai gantinya, platform P2P
Lending Syariah harus mematuhi regulasi yang berlaku
untuk lembaga keuangan Syariah secara umum.

Dalam konteks Indonesia, misalnya, OJK mengatur
P2P Lending melalui POJK Nomor. 10 /POJK.05/2022
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tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi. Namun, dalam regulasi ini, tidak ada
definisi khusus untuk P2P Lending Syariah. Oleh karena itu,
praktik P2P Lending Syariah harus sesuai dengan prinsip-
prinsip Syariah yang umumnya diterima dalam praktik
keuangan Syariah, seperti harus bebas dari unsur riba,
spekulasi (maisir), dan transaksi yang tidak jelas (gharar),
serta harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan
tanggung jawab sosial.

Di Indonesia, aturan yang diterbitkan oleh BI dan
OJK belum seluruhnya mencakup praktik P2P Lending
Syariah, meskipun DSN-MUI telah merumuskan regulasi
melalui Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Kompleksitas
bisnis P2P Lending Syariah menimbulkan tantangan bagi
regulator dalam mengawasi kepatuhan Syariah, terutama
untuk melindungi nasabah yang terlibat dengan
penyelenggara P2P Lending Syariah yang sering kali
memiliki keberadaan fisik yang sulit diverifikasi dengan
baik. Sebagai konsekuensi dari kurangnya regulasi terkait
P2P Lending Syariah, keberadaan DPS di setiap perusahaan
P2P Lending Syariah masih bersifat sukarela. Hal ini
menunjukkan bahwa belum ada kewajiban yang diatur
secara khusus untuk memastikan adopsi prinsip-prinsip
Syariah dalam operasional perusahaan fintech. Oleh karena
itu, perlunya upaya lebih lanjut dari pihak regulator untuk
mengembangkan kerangka kerja yang lebih komprehensif
untuk mengawasi dan mengatur praktik fintech Syariah,
sehingga dapat memberikan perlindungan yang memadai
bagi para nasabah (Muhammad & Lanaula, 2019).
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Berikut merupakan regulasi-regulasi yang terkait
dengan P2P Lending Syariah:

1. POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

POJK Nomor 10/POJK.05/2022 merupakan regulasi
yang mengatur operasional perusahaan fintech yang
menyediakan layanan pinjam meminjam uang secara
daring. Namun, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 atau
peraturan regulasi lainnya tidak secara khusus mengatur
tentang P2P Lending Syariah. Untuk memastikan
perlindungan konsumen yang memadai, penting untuk
mengatur P2P Lending Syariah secara spesifik dalam
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian,
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat
terwujud secara lebih efektif (Noor et al., 2021).

Dalam POJK tersebut di atas, ditegaskan setiap
penyelenggara fintech yang ingin menawarkan layanan
tersebut kepada masyarakat harus mendapatkan izin
terlebih dahulu dari OJK. Pentingnya izin ini tercantum
dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dari POJK Nomor
10/POJK.05/2022. Pasal 8 mengatur bahwa setiap
penyelenggara fintech yang ingin beroperasi di Indonesia
wajib memiliki izin usaha dari OJK. Izin ini merupakan
persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan
fintech sebelum mereka dapat memulai kegiatan
operasional mereka. Pasal 9 lebih lanjut menegaskan bahwa
penyelenggara fintech yang tidak memiliki izin usaha dari
OJK akan dianggap sebagai fintech ilegal.

Dalam konteks ini, penyelenggara fintech yang tidak
berizin resmi dari OJK dianggap melanggar hukum dan
tidak berwenang untuk menyediakan P2P Lending kepada
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masyarakat. Hal ini mengisyaratkan pentingnya
pengawasan dan regulasi yang ketat dalam menjaga
keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap layanan
fintech. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi
kepentingan dan keamanan konsumen. Dengan adanya
izin resmi dari OJK, perusahaan fintech diharapkan telah
memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulator,
termasuk dalam hal manajemen risiko, keamanan data, dan
kepatuhan hukum. Ini memberikan kepastian kepada
masyarakat bahwa layanan fintech yang mereka gunakan
telah melalui proses evaluasi yang ketat dan diawasi oleh
otoritas yang berwenang.

Selain itu, peraturan ini juga menjadi instrumen
yang efektif dalam mencegah praktik ilegal dan
penyalahgunaan di sektor fintech. Dengan menetapkan
aturan yang jelas dan memberlakukan sanksi terhadap
pelanggar, OJK dapat mengurangi risiko bagi konsumen
yang mungkin terjebak dalam praktik ilegal atau penipuan
oleh penyedia fintech ilegal. Namun, meskipun regulasi ini
bertujuan untuk melindungi konsumen, implementasinya
juga harus memperhatikan perkembangan teknologi dan
dinamika pasar. Fintech merupakan industri yang terus
berkembang dengan cepat, dan aturan yang kaku dapat
menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor ini sehingga
OJK juga perlu memastikan bahwa regulasi yang
diterapkan dapat mengakomodasi  perkembangan
teknologi dan memfasilitasi inovasi yang sehat dalam
sektor fintech.

Dengan demikian penting bagi OJK untuk
mengadopsi  pendekatan yang seimbang antara
perlindungan konsumen dan memfasilitasi pertumbuhan
industri fintech. Regulasi yang fleksibel namun efektif akan
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memungkinkan sektor fintech untuk terus berkembang
secara berkelanjutan sambil tetap memastikan keamanan
dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, revisi dan
penyesuaian terus-menerus terhadap regulasi yang ada
bisa menjadi langkah yang penting dalam mendukung
perkembangan industri fintech yang berkelanjutan dan
berdaya saing.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 tentang
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
berdasarkan Prinsip Syariah

P2P Lending Syariah hadir untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat akan inovasi ekonomi, karena
menawarkan platform baru untuk layanan transaksi
keuangan yang cepat dan praktis. Meskipun OJK telah
mengeluarkan regulasi untuk P2P Lending, namun belum
ada regulasi yang secara spesifik mengenai P2P Lending
Syariah. Sehingga masih ada kemungkinan terdapat
perbedaan dengan prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu
diperlukan peraturan yang spesifik untuk P2P Lending
Syariah agar sesuai dengan ajaran Islam.

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018
menyoroti isu keuangan digital, khususnya terkait dengan
P2P Lending. Dalam fatwa ini, DSN-MUI memberikan
pandangan hukum Islam terhadap praktik P2P Lending,
yang semakin tumbuh pesat, termasuk jenis akad dan
mekanisme pembagian risiko. Fatwa ini menjadi acuan
penting bagi pelaku industri P2P Lending Syariah di
Indonesia untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang
mereka lakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
hukum Islam. Hal ini juga menjadi pedoman bagi para
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konsumen dan investor yang ingin terlibat dalam praktik
P2P Lending untuk memahami implikasi Syariah dari
kegiatan tersebut.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menjadi
tonggak penting bagi penyelenggara P2P Lending yang
sebelumnya belum memiliki landasan hukum setingkat
undang-undang. Kehadiran regulasi ini menjadikan sektor
keuangan berbasis teknologi memiliki payung hukum yang
jelas dan kokoh, yang secara signifikan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem ini. Salah satu
aspek krusial dari Undang-Undang ini adalah memberi
wewenang kepada OJK untuk mengajukan permohonan
pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran
utang terhadap perusahaan P2P Lending yang mengalami
masalah. Langkah ini merupakan bentuk tindakan
pencegahan yang efektif dalam menjaga stabilitas sektor
keuangan, sehingga risiko terhadap para pelaku ekonomi
dan masyarakat dapat dikelola dengan lebih baik.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tidak hanya
menyediakan landasan hukum yang kuat bagi P2P Lending,
tetapi juga memperkuat peran OJK dalam mengawasi dan
mengelola kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan.
Hal ini merupakan langkah penting dalam menjaga
stabilitas sistem keuangan negara, yang kemudian
berdampak positif bagi peningkatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu,
Undang-Undang ini turut menjadi landasan bagi
pemerintah dalam pengembangan kebijakan yang lebih
progresif dalam mendukung inovasi dan perkembangan
teknologi keuangan. Dengan adanya kerangka regulasi
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yang jelas, pelaku industri dan investor akan merasa lebih
percaya diri untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam
ekosistem fintech, yang pada gilirannya akan mendorong
pertumbuhan sektor ini secara lebih berkelanjutan.

UU Nomor 4 Tahun 2023 mengamanatkan
pembuatan POJK yang mencakup berbagai aspek penting
mengenai penyelenggaraan usaha, penilaian kemampuan
dan kepatutan, sumber dana penyertaan, izin usaha,
pembukaan dan pelaporan kantor cabang, konversi
konvensional menjadi Syariah, pendirian Unit Usaha
Syariah (UUS), spin off UUS, perjanjian dengan nasabah,
tata kelola, manajemen risiko, tingkat kesehatan, aksi
korporasi, pencabutan izin usaha, pelaporan dan
pengawasan, serta penerapan sanksi administratif. Hal ini
memastikan bahwa semua aspek operasional P2P Lending
diatur secara mendetail dan sesuai dengan standar yang
berlaku.

c. Faktor Manajerial
1. Permodalan

Menurut Laporan Fintech in ASEAN 2022,
penyelenggara fintech di kawasan ASEAN sukses
menghimpun modal sebesar $4,3 miliar selama sembilan
bulan pertama tahun 2022. Jumlah ini menandai
peningkatan yang signifikan dalam sumbangan ASEAN
atas permodalan secara global dan meningkat dari 2 persen
pada tahun 2018 menjadi 7 persen pada tahun 2022. Di
Indonesia, industri fintech juga mencatat pencapaian yang
luar biasa dengan menghimpun modal sebesar $1,4 miliar
dalam periode yang sama pada tahun 2022. Indonesia
secara keseluruhan berkontribusi sebanyak 33 persen dari
total modal yang diperoleh oleh ASEAN, menjadikannya
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negara dengan kontribusi terbesar kedua setelah Singapura
yang mencapai 43 persen. Industri fintech Indonesia telah
menjadi tulang punggung utama dalam mendukung
perkembangan sektor fintech.

Survei AMS 2022/2023 menyatakan bahwa
sebanyak 38,7 persen dari responden melaporkan bahwa
permodalan mereka berasal dari perusahaan modal
ventura. Hal ini menunjukkan ketertarikan yang tinggi dari
para pemodal terhadap potensi industri fintech Indonesia.
Pola pendanaan dalam industri fintech mengalami
pergeseran yang signifikan jika dibandingkan dengan hasil
survei AMS 2021. Pada survei AMS 2022/2023, tercatat
bahwa pendanaan mandiri (43,9 persen) melampaui
pendanaan yang berasal dari perusahaan modal ventura
(39 persen). Survei turut menemukan sumber permodalan
sektor fintech di Indonesia, di mana mayoritas modal
bersumber dari pendana dalam negeri, meskipun
proporsinya mengalami penurunan signifikan dari 80
persen menurut AMS 2021 menjadi 57,3 persen sesuai yang
tercatat dalam AMS 2022/2023. Investor asing yang berasal
dari negara-negara seperti Singapura (20 persen) dan
Tiongkok (8 persen) tercatat sebagai sumber utama
pendanaan dari luar negeri.

Permodalan fintech terutama P2P Lending Syariah
berlandaskan pada POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi di mana aturan terkait modal disetor mengalami
peningkatan yang substansial. Dalam POJK No.
77 /POJK.01/2016 regulasi terkait modal untuk perusahaan
fintech hanya sejumlah Rpl miliar untuk registrasi dan
Rp2,5 miliar untuk izin operasional. Namun dalam POJK
No. 10/POJK.05/2022 menyatakan bahwa modal disetor
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perusahaan fintech meningkat menjadi Rp25 miliar,
sementara ekuitas minimal ditentukan sejumlah Rp12,5
miliar. Maksud dari perubahan tersebut adalah untuk
menangani potensi masalah terkait permodalan yang
mungkin dihadapi oleh perusahaan fintech. Peningkatan
persyaratan modal dan ekuitas juga bertujuan untuk
memastikan bahwa perusahaan memiliki dukungan
finansial yang memadai untuk menjalankan operasinya
secara efektif dan wuntuk melindungi kepentingan
konsumen serta stabilitas sektor keuangan secara
keseluruhan.

POJK No. 10/POJK.05/2022 juga mencerminkan
upaya regulator/ OJK untuk meningkatkan standar dan
pengawasan terhadap industri fintech yang semakin
berkembang pesat di Indonesia. Dengan adanya
persyaratan modal yang lebih ketat, diharapkan dapat
mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjaga
integritas serta keamanan pasar (fintech. Selain itu,
peningkatan modal juga dapat meningkatkan kepercayaan
publik terhadap perusahaan fintech. Kepercayaan publik
yang meningkat juga menunjukkan perusahaan fintech
terutama P2P Lending Syariah memiliki kestabilan finansial
yang cukup untuk mengatasi risiko dan menghadapi
tantangan dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Dalam POJK No. 10/POJK.05/2022, ada aturan yang
menetapkan jumlah ekuitas minimum secara gradual yaitu
Pasal 50 yang menetapkan bahwa: (a) Perusahaan fintech
wajib sepanjang waktu mempunyai ekuitas minimal
Rp12,5 miliar; (b) Ekuitas seperti yang tercantum pada ayat
(1) wajib dipenuhi secara gardual, sebagai berikut: (1)
minimal Rp2,5 miliar efektif 1 tahun terhitung mulai POJK
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ini ditetapkan, (2) minimal Rp7,5 miliar efektif 2 (dua)
tahun terhitung mulai POJK ini ditetapkan, dan (3) minimal
Rp12,5 miliar efektif 3 (tiga) tahun terhitung mulai POJK ini
ditetapkan.

Tindakan proaktif dilakukan OJK dengan meminta
perusahaan P2P Lending yang belum sesuai dengan
ketentuan untuk menyusun rencana tindakan guna
mematuhi persyaratan modal minimum. OJK secara
berkelanjutan melakukan monitoring atas perkembangan
pemenuhan aturan permodalan di P2P Lending dan
menyampaikan surat pembinaan serta meminta
penyusunan rencana tindakan untuk perbaikan berkenaan
masalah permodalan. Penerapan rencana tindakan yang
telah dibuat dipantau oleh OJK secara ketat. Jika kondisi
memburuk, OJK akan melakukan tindakan pengawasan
lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan
serta mempertahankan stabilitas dan integritas industri
P2P Lending (OJK, 2023b).

Hingga 31 Agustus 2023, tercatat ada 27 perusahaan
P2P Lending yang belum memuhi persyaratan ekuitas
minimum sebesar Rp2,5 miliar. Untuk mengatasi hal ini,
OJK mendorong peningkatan ketahanan industri P2P
Lending melalui sinergi, yang dapat dicapai melalui aksi
korporasi seperti merger, akuisisi, dan konsolidasi.

Industri fintech, termasuk platform P2P Lending,
harus  memprioritaskan  langkah-langkah  untuk
meminimalisir risiko pencucian uang dan pendanaan
terorisme dalam rangka mematuhi ketentuan modal
minimum. Salah satu pedoman yang penting adalah PBI
Nomor 19/10/PBI/2017, yang mengatur implementasi
tindakan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme (APU PPT) Dbagi perusahaan yang

ated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Untuk Akses
Pembiayaan Umkm Berkelanjutan | 263



menyelenggarakan layanan sistem pembayaran yang non-
bank dan transaksi penukaran valuta asing non-bank.
Regulasi yang ditetapkan pada tanggal 6 September 2017
tersebut memberikan kerangka kerja yang jelas bagi
penyelenggara layanan keuangan non-bank untuk
mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan aktivitas
yang mencurigakan terkait dengan pencucian uang dan
pendanaan terorisme. Dengan mematuhi peraturan ini,
industri fintech bisa meningkatkan keamanan dan
kepercayaan pelanggan serta memastikan kepatuhan atas
aturan yang ditetapkan.

APU PPT adalah serangkaian aturan dan prosedur
yang bermaksud untuk wuntuk menanggulangi dan
menghentikan praktik pencucian uang serta pendanaan
terorisme. Transaksi keuangan yang mencurigakan adalah
transaksi yang tidak lazim dan dan menyimpang dari pola
transaksi normal, yang diduga dilakukan untuk tujuan
tidak sah. Transaksi keuangan mencurigakan tidak selalu
terkait dengan kejahatan tertentu, tetapi juga melibatkan
penggunaan aset yang duduga bersumber dari kegiatan
kriminal, termasuk transfer dana tanpa informasi identitas
yang jelas dari pengirim, transaksi tunai besar dalam surat
berharga yang menyimpang dari pola transaksi normal,
transaksi jual beli sekuritas tanpa disertai tujuan transaksi
yang jelas, dan memindahkan sekuritas dalam nominal
besar ke akun yang tidak teridentifikasi dengan jelas. Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
menetapkan bahwa praktik transaksi finansial dengan
mata uang baik rupiah maupun asing senilai setidaknya
Rp500 juta harus dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan
Mencurigakan.
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2. SDM/Talenta

Dalam industri fintech SDM berperan penting dalam
kesuksesan perusahaan. SDM yang berkualitas dan
terampil menjadi faktor kunci dalam menghadapi
tantangan dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan
bisnis yang cepat berubah. Kehadiran tim yang terlatih dan
berkualitas dapat membantu perusahaan mengembangkan
produk dan layanan yang inovatif, meningkatkan efisiensi
operasional, serta memberikan pengalaman pelanggan
yang lebih baik.

Dalam rangka penyesuaian model bisnis baru,
tentunya penyiapan SDM yang kompeten menjadi salah
satu kunci utama. Menurut McKinsey Global Institute
perubahan digital bisnis juga akan berdampak secara
perlahan terhadap keahlian yang dibutuhkan dari para
talenta (de la Boutetiére, Montagner & Reich, 2018).

Dalam 5% Annual Oxford Entrepreneurship Policy
Roundtable (OXEPR) disebutkan bahwa secara umum
ekosistem fintech berkembang atas talenta dan modal.
Ekosistem yang dinamis memfasilitasi efisiensi
keseimbangan dan sirkulasi sumber daya tersebut.
Ekosistem yang kuat menjaga sumber dayanya dengan
mengamankan keberagaman sumber daya. Keberagaman
sumber modal sudah umum diketahui oleh para
pembangun ekosistem, namun tidak demikian halnya
dengan talenta. Ekosistem fintech dapat sangat terpengaruh
oleh berkurangnya SDM (brain drain) (OXEPR, 2019).

Namun, mengembangkan dan mempertahankan
SDM vyang berkualitas dalam industri fintech juga
merupakan tantangan tersendiri. Pertama, industri fintech
sering kali bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar
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dalam merekrut talenta terbaik. Perusahaan-perusahaan
teknologi raksasa atau perbankan tradisional dapat
menawarkan gaji dan tunjangan yang lebih tinggi, serta
fasilitas kerja yang menarik. Kedua, kecepatan perubahan
teknologi yang tinggi dalam industri fintech memerlukan
SDM yang mampu beradaptasi dengan cepat dan belajar
secara kontinu. Ini menuntut adanya program pelatihan
dan pengembangan karyawan yang efektif untuk
memastikan bahwa tim tetap relevan dan kompetitif di
pasar.

Selain itu, perusahaan fintech juga dapat
mempertimbangkan strategi penggajian yang kompetitif
dan fleksibel, yang mencakup insentif kinerja dan
tunjangan yang menarik. Hal ini akan membantu mereka
menarik dan mempertahankan talenta terbaik dalam
industri. Terakhir, perusahaan juga dapat memanfaatkan
kemitraan dengan universitas dan lembaga pendidikan
untuk mendapatkan akses ke bakat muda yang berpotensi.
Melalui program magang, kerja sama riset, dan pelatihan
kerja sama, perusahaan dapat membantu mengembangkan
dan merekrut talenta masa depan dalam industri fintech.

Menurut Bachtiar, Vandeberg & Sawiji (2022) ada
tiga kanal pengembangan talenta perusahaan startup
teknologi sebagai berikut:

1. Sistem Pendidikan. Sistem pendidikan selain dapat
membekali generasi muda dengan pengetahuan dan
keterampilan, juga menumbuhkan kemampuan berpikir
dan Dbertindak inovatif. Kemampuan berinovasi
diperlukan dalam pengembangan teknologi untuk
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produk baru (tech talent), dan untuk merancang dan
menerapkan model bisnis baru (entrepreneurial talent).

2. Inkubator dan Akselarator. Program-program dari
inkubator dan akselarator menawarkan berbagai jenis
dukungan, terutama pendampingan, yang memberikan
pengetahuan  penting  untuk  mengembangkan
keterampilan yang dibutuhkan.

3.  Startup.  Perusahaan  starup  sendiri  dapat
mengembangkan talenta melalui learning-by-doing,
pelatihan  reskilling dan upskilling kepada para
pekerjanya

4. Pengalaman di Perusahaan Lain. Talenta juga bisa
muncul dari bisnis lain, baik perusahaan kecil,
perusahaan menengah, perusahaan besar, atau dalam
beberapa kasus, organisasi non-pemerintah.

Mengingat strategisnya peran SDM dalam
mendukung bisnis digital maka peningkatan kapasitas
SDM di sekttor keuangan menjadi kewajiban kolektif
seluruh pihak terkait dalam sektor tersebut. Dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024, Presiden Republik Indonesia telah
menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas SDM
untuk mewujudkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi
yang berkualitas dan berkeadilan.

OJK meluncurkan Cetak Biru Pengembangan
Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025
yang bertujuan untuk mendukung industri keuangan yang
sehat, kuat, dan kompetitif dan berfungsi sebagai panduan
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dan referensi bagi semua pihak yang terlibat dalam

pengembangan SDM di sektor jasa keuangan untuk jangka

panjang. Penyusunan Cetak Biru Pengembangan Sumber

Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025

mempunyai dasar yang kuat yaitu:

1. Transformasi digital perlu didukung dengan SDM yang
andal

2. Pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan
kepatuhan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki
kompetensi dan integritas tinggi

3. Signifikasi gap kompetensi SDM di sektor jasa
keuangan

4. Perubahan global yang dinamis perlu dipertimbangkan
dalam pengembangan SDM

5. Perkembangan industri jasa keuangan Syariah perlu
didukung dengan SDM yang berkualitas

6. Besarnya dana publik yang dikelola oleh industri jasa
keuangan yaitu Rp23.234 triliun (per Desember 2020)

7. Aspek perlindungan konsumen harus ditingkatkan
dengan menghadirkan SDM yang terampil dan
berkualitas.

8. Indonesia belum memiliki Cetak Biru Pengembangan
Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan yang
merupakan derivasi dari Masterplan Sektor Jasa
Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025.

Dalam Cetak Biru pengembangan SDM sektor jasa
keuangan yang disebutkan bahwa visi pengembangan
SDM sektor jasa keuangan adalah mewujudkan sumber
daya manusia sektor jasa keuangan yang profesional,
berintegritas, dan berdaya saing global dalam rangka
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meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan. Visi tersebut

ditopang oleh 4 (empat) misi yaitu: (OJK, 2021)

1. Mengembangkan standarisasi kompetensi SDM sektor
jasa keuangan

2. Mengembangkan metode peningkatan kompetensi
SDM sektor jasa keuangan

3. Mengembangkan infrastruktur pendukung SDM sektor
jasa keuangan

4. Mengembangkan SDM sektor jasa keuangan yang
memiliki kompetensi digital.

Asia Timur mendominasi semua aspek digital,
terutama dalam teknologi dan kesiapan di masa depan,
melampaui Amerika Utara dan Eropa Barat. Asia Selatan &
Pasifik, serta Asia Barat & Afrika, mengalami kemajuan
pesat dalam teknologi, mengecilkan kesenjangan dengan
wilayah yang lebih maju secara digital dan menjadi pesaing
potensial dalam inovasi. Negara-negara digital yang
sukses, yaitu negara-negara yang menggunakan talenta
digital, memiliki budaya yang adaptif, dan infrastruktur
digital yang efisien, menyelaraskan keterampilan dan
kompetensi, kapasitas, serta investasi masa depan untuk
mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital baru
yang dapat mengubah pemerintahan, bisnis, dan
masyarakat secara menyeluruh (Propson, et al., 2024).

Tenaga kerja dengan kemampuan digital sangat
diperlukan di industri jasa keuangan. Mereka tidak hanya
penting untuk mendukung kelangsungan operasional
industri ini tetapi juga diharapkan dapat mempercepat
proses transformasi digital. Menurut laporan World
Economic Forum 2020, tingkat keterampilan digital
Indonesia (61 persen) masih berada di bawah Singapura (77
persen) dan Malaysia (66 persen) (Zahidi et al., 2020).
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Sebuah survei yang diinisiasi oleh Ernst & Young tahun
2018 mengindikasikan bahwa Indonesia menghadapi gap
kompetensi SDM dalam teknologi dan perangkat lunak (71
persen). Di samping itu, lebih dari 90 persen responden
perusahaan di  Indonesia  beranggapan  bahwa
pengembangan SDM sebagai tindakan yang krusial dalm
pemenuhan gap dimaksud (Ernst & Young, 2018).

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-
2025), yang dikeluarkan oleh OJK, menggabungkan tujuh
elemen dalam satu ekosistem keuangan yang
berkelanjutan. Dengan memperhatikan aspek lingkungan,
sosial, dan tata kelola, SDM menjadi elemen kunci dalam
mendukung penyaluran dana kepada masyarakat (OJK,
2021).

Peningkatan kapasitas SDM di semua level jabatan
berkontribusi pada pemahaman dan penerapan Good
Corporate Governance (GCG) serta manajemen risiko. Ini
mencakup hal-hal seperti memastikan modal yang cukup,
memperbaiki sistem penilaian kredit, meningkatkan
kualitas pelayanan, dan menerapkan efektifitas teknik
penagihan. Kewajiban menjaga standar The International
Organization for Standardization (ISO), seperti ISO Layanan
Prima, ISO Keandalan IT, ISO Antifraud, dan ISO Cyber,
merupakan bagian penting dari langkah pengembangan
SDM (OJK, 2023b).

Mengacu pada POJK No. 10/POJK.05/2022, Strategi
pengembangan industri P2P Lending di masa depan
menekankan pada peningkatan kualitas industri. Prioritas
utamanya adalah peningkatan kemampuan individu,
mulai dari tingkat direksi dan komisaris hingga karyawan.
Sertifikasi kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi
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yang terdaftar di OJK diperlukan sebagai langkah seleksi
untuk menjamin kecakapan yang dipersyaratkan.

Cara yang dapat dilakukan adalah: Pertama,
penerapan sertifikasi SDM merupakan langkah berarti
dalam menjamin bahwa seluruh individu yang ada dalam
industri ini mempunyai keterampilan dan pengetahuan
yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar, regulasi,
dan praktik terbaik dalam industri P2P Lending. Kedua,
peningkatan pemahaman dan implementasi GCG setiap
level jabatan guna mengelola perusahaan dengan baik,
memastikan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan
kepentingan seluruh pemangku kepentingan. GCG
merupakan konsep yang mengacu pada praktik-praktik
dan prinsip-prinsip yang dirancang untuk mengatur dan
mengelola perusahaan secara efektif, transparan, dan
akuntabel. Pemahaman SDM yang kuat mengenai prinsip-
prinsip GCG diharapkan dapat meningkatkan kinerja
perusahaan operasional secara keseluruhan. Ketiga,
Pelibatan SDM vyang terlatih dan terampil dalam
manajemen risiko yang dapat mengurangi potensi
kerugian perusahaan dan meningkatkan daya tahan
terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis.
Manajemen risiko juga menjadi fokus penting dalam
pengembangan industri P2P  Lending. Perusahaan
diharapkan memiliki sistem yang kuat untuk
mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau
risiko yang terkait dengan operasinya.

AMS 2022 /2023 menyebutkan bahwa talenta dalam
industri fintech memiliki karakteristik khusus seperti
talenta lebih banyak disukai bila berasal dari tenaga kerja
lokal karena dianggap memiliki wawasan yang lebih baik
tentang gambaran bisnis dan kemudahan dalam
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berkoordinasi menurut 73,3 persen responden.. Talenta
dengan pengetahuan industri keuangan juga banyak
disukai industri fintech yang mencapai 49,3 persen
responden. Oleh karena itu, industri fintech sangat
mendukung inisiatif untuk menyediakan peluang bagi
semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, baik
di dalam maupun di luar organisasi.

Namun perlu digarisbawahi, P2P Lending Syariah
sebagai lembaga yang didirikan dalam lingkup Syariah,
membutuhkan SDM dengan seperangkat kompetensi dan
keterampilan tertentu, termasuk pemahaman Syariah.
SDM yang terampil akan memastikan bahwa produk dan
layanan efisien tanpa mengurangi prinsip Syariah.
Kurangnya pengetahuan dan keahlian SDM, misalnya,
akan berdampak pada kualitas produk keuangan Islam
dalam hal kepatuhan syariah (Izhar, 2012).

d. Faktor Teknologi
1. Keamanan Siber (Cyber Security)

Dalam bisnis fintech, keamanan siber dapat dianggap
sebagai salah satu tantangan utama yang perlu diatasi
untuk  mengelola risiko yang terkait dengan
pengintegrasian layanan fintech dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari. Serangan siber menimbulkan
ancaman terhadap stabilitas keuangan sistemik dan dapat
menghalangi adopsi fintech (Albenjasim et al, 2023). Oleh
karena itu, tindakan pencegahan harus segera diterapkan
dan diperluas ke seluruh siklus hidup produk dan layanan.
Hal ini memerlukan kontrol yang kuat dan efektif untuk
mencegah dan memitigasi masalah serius seperti privasi,
keamanan siber, ancaman orang dalam, dan injeksi
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malware, Application Programming Interface (API) yang tidak
aman, kerentanan bersama, dan keamanan data (Magnuson
& Magnuson, 2018).

Menanggapi potensi penipuan di industri fintech,
serangkaian inisiatif keamanan siber dianggap penting
untuk mencegah dan memitigasi risiko yang muncul dalam
operasi dan lingkungan berbasis teknologi informasi (Ng &
Kwok, 2017). Keamanan Siber adalah praktik dan teknologi
yang ditujukan untuk melindungi sistem komputer,
jaringan, perangkat, dan data dari risiko, serangan, atau
akses ilegal.

Kehadiran RegTechs sangat berperan penting dalam
mengidentifikasi potensi ancaman terhadap keamanan
finansial sejak dini dan mampu meminimalkan risiko dan
biaya yang terkait dengan hilangnya dana dan pelanggaran
data, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian
hukum bagi pelaku industri dan menjaga kepentingan
konsumen. Ng & Kwok (2017) lebih lanjut menekankan
bahwa pengendalian risiko oleh regulator keuangan dalam
lingkungan global pasti akan menjadi lebih menantang
dalam  percepatan  teknologi  seiring  dengan
diperkenalkannya teknologi disruptif.

Untuk meningkatkan keamanan siber, pada tahun
2022 OJK melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 mewajibkan
perusahaan P2P Lending untuk memperoleh Sertifikat
Manajemen Keamanan Data (ISO 27001). Namun, hasil
pengawasan ~ OJK  menunjukkan bahwa  setelah
mendapatkan sertifikat 27001, upaya pemeliharaan oleh
perusahaan P2P Lending sering diabaikan dan belum
sepenuhnya dilakukan.

Standar ISO 27001 dirancang untuk melindungi data
dari berbagai ancaman dan risiko, termasuk akses ilegal,

ated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Untuk Akses
Pembiayaan Umkm Berkelanjutan | 273



kerusakan, pencurian, dan gangguan. Standar ini
membantu memastikan kerahasiaan, integritas, dan
ketersediaan data penting bagi organisasi. Namun, hanya
memiliki sertifikasi ISO 27001 tidak cukup, mengingat
dinamisnya industri serta meningkatnya keragaman
serangan siber, peretasan, dan teknik canggih lainnya.
Dengan demikian, pemenuhan sertifikasi keamanan
informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dianggap
memberikan kejelasan tentang metode pelaksanaan
perlindungan data pribadi, yang berkontribusi positif
terhadap  peningkatan  kepercayaan digital dan
menciptakan lingkungan yang mendukung bagi industri
fintech. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
juga dianggap sebagai pengakuan bagi pelaku fintech
dalam sektor jasa keuangan. Penegasan hukum untuk
fintech yang dikenal sebagai Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan (ITSK) memberikan kepastian hukum dan
perlindungan kepada masyarakat dari praktik fintech yang
tidak sah.

2. Infrastruktur Data dan Sistem Informasi

Pada tahap pertama pengembangan model bisnis
P2P Lending Syariah, infrastruktur data dan sistem
informasi menjadi perhatian utama yang sangat penting.
Salah satu langkah signifikan yang dilakukan adalah
pengembangan Pusdafil (Pusat Data Fintech Lending) 2.0
oleh OJK. Langkah ini sangat berarti karena akan
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mendukung integrasi data yang lebih menyeluruh pada
tahap berikutnya..

Pusdafil 2.0 merupakan sebuah platform yang
dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan
mengelola data terkait industri fintech lending, termasuk
P2P Lending Syariah. Dengan adanya Pusdafil 2.0, para
pelaku industri dapat mengakses data secara terpusat dan
terintegrasi, memungkinkan mereka untuk melakukan
analisis yang lebih mendalam dan akurat terkait credit
scoring dan risiko kredit. Integrasi data yang lebih baik
menjadi sangat penting bagi para pelaku industri dalam
membangun credit scoring yang dapat diandalkan.

Salah satu permasalahan dalam online P2P Lending
adalah asimetri informasi antara peminjam dan pemberi
pinjaman. Artinya, pemberi pinjaman tidak mengetahui
kredibilitas peminjam. Asimetri informasi seperti ini dapat
berakibat buruk pada proses pembiayaan (Akerlof, 1970)
dan moral hazard (Stiglitz & Weiss, 1981). Secara teoritis,
beberapa masalah ini dapat diatasi dengan pemantauan
rutin, namun pendekatan ini menimbulkan tantangan
dalam lingkungan online karena peminjam dan pembeli
tidak bertemu secara fisik (Gefen, Benbasat, & Pavlou,
2008).

Riset yang dilakukan oleh Emekter et al,
(2015) menemukan bahwa credit scoring, rasio utang
terhadap pendapatan, FICO Skor (metode untuk mengukur
dan mengevaluasi kelayakan kredit individu) dan debt-to-
limit ratio berperan penting dalam menentukan gagal bayar
pembiayaan. Dengan memiliki akses ke data yang
komprehensif dan terpercaya, P2P Lending Syariah dapat
menerapkan evaluasi risiko yang lebih baik terhadap calon
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peminjam, serta memperkuat proses pengambilan
keputusan terkait penyaluran pembiayaan.

Selain itu, integrasi data juga memungkinkan
terciptanya kerangka kerja yang lebih efisien dalam
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap
industri fintech lending secara keseluruhan. OJK dan pihak
terkait dapat menggunakan data yang terkumpul melalui
Pusdafil 2.0 untuk mengidentifikasi potensi risiko sistemik,
mencegah praktik ilegal atau penyalahgunaan, serta
memastikan bahwa operasional P2P Lending Syariah sejalan
dengan ketentuan Syariah dan regulasi. Pengembangan
infrastruktur data dan sistem informasi, terutama melalui
inisiatif seperti Pusdafil 2.0, menjadi langkah strategis yang
sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan
keberlanjutan industri P2P Lending, khususnya dalam
konteks P2P Lending Syariah. Ini akan mewujudkan
lingkungan yang lebih transparan, efisien, dan dapat
dipercaya bagi semua pihak yang berkepentingan, serta
berkontribusi positif untuk memperkuat indistri keuangan
Syariah secara keseluruhan.

Dalam wupaya untuk memperkuat industri P2P
Lending Syariah, beberapa langkah strategis telah
diidentifikasi, yang meliputi peningkatan permodalan, tata
kelola, manajemen risiko, dan kualitas SDM. Langkah-
langkah ini dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan
keberlanjutan platform P2P Lending Syariah, serta
meningkatkan kualitas layanan yang disediakan kepada
para pemangku kepentingan. Roadmap Pengembangan
dan Penguatan Layanan Pendanaan bersama Berbasis
Teknologi Informasi menerangkan langkah-langkah
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pengembangan infrastrukur data dan sistem informasi
terkait fintech adalah: (OJK, 2023b)

Pertama, pengembangan Credit Scoring.
Pengembangan Credit Scoring merupakan suatu upaya
untuk meningkatkan sistem evaluasi kredit yang
digunakan dalam industri P2P Lending. Credit Scoring yang
efektif sangat penting dalam menilai kreditur dan
mengelola risiko kredit dengan baik. Credit Scoring adalah
proses penggunaan data dan teknik statistik untuk menilai
kemungkinan seorang peminjam akan gagal membayar
pinjamannya. Dengan memperkuat proses Credit Scoring,
penyelenggara P2P Lending dapat membuat keputusan
pinjaman yang lebih tepat dan dapat meminimalkan risiko
kredit yang mungkin timbul.

Salah satu indikator utama dalam Credit Scoring
adalah Tingkat Kredit Bermasalah 90 Hari (TWP90). TWP90
mengukur persentase pinjaman yang memiliki tunggakan
pembayaran lebih dari 90 hari. Tingkat TWP90 yang rendah
menunjukkan kualitas portofolio pinjaman yang lebih baik
karena menunjukkan bahwa sebagian besar peminjam
dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan
jadwal yang ditentukan. Pada umumnya, tingkat TWP90
yang diinginkan oleh penyelenggara P2P Lending adalah
kurang dari 5 persen. Dengan menjaga tingkat TWP90 tetap
rendah, penyelenggara P2P Lending dapat menunjukkan
kepada investor dan regulator bahwa portofolio
pinjamannya memiliki risiko kredit yang terkendali. Hal ini
meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan
terhadap industri P2P Lending secara keseluruhan.

Upaya pengembangan Credit Scoring melibatkan
penggunaan data yang banyak serta kecanggihan teknik
analisis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang

ated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Untuk Akses
Pembiayaan Umkm Berkelanjutan | 277



berkaitan dengan risiko kredit. Ini dapat mencakup
penggunaan data riwayat pembayaran, data keuangan, dan
data perilaku konsumen lainnya untuk memperkirakan
kemampuan peminjam dalam membayar kembali
pinjamannya. Selain itu, pengembangan Credit Scoring juga
mencakup pengembangan model prediktif yang lebih
akurat untuk menilai risiko kredit. Hal tersebut melibatkan
penggunaan algoritma dan teknik machine learning untuk
memprediksi kemungkinan gagal bayar dari seorang
peminjam berdasarkan karakteristik dan perilaku
finansialnya. Dengan memperbaiki Credit Scoring,
penyelenggara P2P Lending dapat membuat keputusan
pinjaman yang lebih cerdas, meminimalkan risiko kredit,
dan meningkatkan kualitas portofolio pinjaman mereka
secara keseluruhan. Ini akan membantu menjaga
keberlanjutan industri P2P Lending dan meningkatkan
kepercayaan pemangku kepentingan terhadap industri
fintech ke depannya.

Kedua, Pengembangan Risk Based Supervision.
Pengembangan Risk Based Supervision adalah strategi
pengawasan yang berbasis pada risiko untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan
industri P2P Lending. Pendekatan ini memungkinkan
regulator untuk fokus pada risiko yang paling signifikan
bagi stabilitas sistem keuangan, sambil meminimalkan
biaya dan sumber daya yang digunakan. Dalam konteks
ini, infrastruktur TI pengawasan yang canggih sangat
penting. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi
yang maju untuk mengumpulkan, menganalisis, dan
memproses data secara cepat dan akurat. Infrastruktur TI
yang kuat memungkinkan pengawas untuk melakukan
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pemantauan secara real-time terhadap aktivitas industri
P2P Lending, mendeteksi anomali atau potensi risiko, dan
merespons dengan cepat.

Selain itu, kerjasama antara pengawas prudensial
dan market conduct juga diperlukan. Pengawas prudensial
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa institusi
keuangan mematuhi peraturan dan standar keuangan yang
berlaku, sementara pengawas market conduct memantau
perilaku pasar dan memastikan perlindungan konsumen.
Dengan bekerja sama, kedua jenis pengawas dapat saling
melengkapi dalam mengawasi industri P2P Lending secara
menyeluruh. Peningkatan jumlah dan kapasitas pengawas
juga menjadi faktor penting dalam pengembangan Risk
Based Supervision. Dengan lebih banyak sumber daya dan
personel yang tersedia, regulator dapat melakukan
pengawasan yang lebih intensif dan menyeluruh terhadap
industri P2P Lending. Ini termasuk melakukan audit dan
inspeksi secara rutin, memberikan rekomendasi atau
peringatan kepada pelaku industri, dan memberikan
pelatihan atau bimbingan kepada staf pengawas.

Dengan menerapkan pengembangan Risk Based
Supervision secara efektif, regulator dapat meningkatkan
kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan
mengelola risiko yang dihadapi oleh industri P2P Lending.
Hal ini mencakup risiko kredit, likuiditas, operasional, dan
kepatuhan, serta risiko sistemik yang bisa mempengaruhi
stabilitas sistem keuangan. Pengembangan Risk Based
Supervision ~ bukan hanya tentang meningkatkan
pengawasan, tetapi juga tentang membangun sistem
pengawasan yang adaptif, responsif, dan proaktif terhadap
perubahan kondisi pasar dan risiko yang muncul. Ini akan
membantu menjaga kestabilan dan keamanan industri P2P
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Lending, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi
secara keseluruhan.

Faktor  penting lainnya adalah  memiliki
infrastruktur digital yang baik. Menurut Strategi Nasional
Pengembangan Ekonomi Digital 2030 (Kemenko
Perekonomian, 2023) Kinerja infrastruktur digital di
Indonesia masih belum memadai, seperti yang terlihat dari
tiga indikator utama, yaitu: (i) rendahnya kualitas
konektivitas; (ii) kurang majunya pusat data dan ekosistem
cloud; (iii) keterbatasan konten dan aplikasi lokal. Pertama,
rendahnya kualitas konektivitas digital dari aspek
cakupan, kualitas, dan aksesbilitas. Dibandingkan dengan
negara lain, Indonesia memiliki posisi yang relatif rendah
dalam cakupan dan kecepatan internet, dengan hanya
sekitar 1 persen populasi yang menggunakan jaringan 5G.
Sedangkan, cakupan internet broadband jaringan 4G hanya
mencakup 38 persen kabupaten. Kecepatan mobile internet
di Indonesia hanya mencapai 24 Mbps, jauh di bawah rata-
rata global sebesar 76 Mbps. Sama halnya dengan
kecepatan fixed internet yang sekitar 33 Mbps, juga di bawah
rata-rata global yaitu 134 Mbps.

Kedua, kemajuan pusat data dan ekosistem cloud di
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pada
tahun 2020, kapasitas pusat data Indonesia hanya mencapai
sekitar 1 MW per satu juta penduduk, sedangkan negara-
negara lain seperti Singapura dan Jepang memiliki
kapasitas yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar 80 MW dan
24 MW per satu juta penduduk. Selain itu, menurut Global
Cloud Ecosystem Index, pada tahun 2022 Indonesia
menempati peringkat ke-56, sedangkan Singapura, Jepang,
dan Thailand berada pada peringkat yang lebih tinggi,
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yaitu masing-masing ke-1, ke-15, dan ke-42. Dalam indeks
tersebut, Indonesia mendapatkan nilai terendah pada
aspek keamanan dan jaminan (security and assurance). Ini
menunjukkan bahwa Indonesia perlu fokus pada
pembangunan regulasi untuk mendukung keamanan dan
kedaulatan data.

Ketiga, ketersediaan dan penggunaan konten serta
aplikasi lokal masih terbatas. Hanya sekitar 30 persen dari
25 situs web paling populer merupakan situs lokal, dan
hanya sekitar 16 persen dari 25 aplikasi yang paling sering
diunduh di Indonesia adalah aplikasi buatan lokal.
Mayoritas konten yang ada berbahasa Inggris, menyulitkan
70 persen penduduk Indonesia untuk mengaksesnya.
Sementara pengeluaran pemerintah untuk aplikasi dan
perangkat lunak TIK juga rendah, hanya sekitar 5 persen
dibandingkan dengan rata-rata global yang mencapai 15
persen. Selain itu, pasar perangkat lunak di Indonesia
mengalami penurunan pertumbuhan, dari 9,7 persen per
tahun (CAGR tahun 2017 hingga 2020) menjadi hanya 3,8
persen per tahun (CAGR tahun 2020 hingga 2022).

3. User Experience (Pengalaman Pengguna)

Konsumen saat ini menginginkan layanan yang
cepat, produk yang dipersonalisasi, dan pengalaman
pengguna yang intuitif tanpa harus berinteraksi dengan
manusia kecuali jika benar-benar diperlukan (MZ, 2022).
Mereka lebih memilih untuk menggunakan teknologi dan
platform digital untuk memenuhi kebutuhan mereka
dalam hal ini. Ada peningkatan signifikan dalam variasi
produk vyang ditawarkan oleh lembaga keuangan
tradisional, fintech, dan aplikasi mobile yang semakin
canggih. Hal ini mendorong perlunya pengalaman
pelanggan yang dipersonalisasi, sambil tetap fokus pada
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kemampuan inti mereka dalam menyediakan solusi
keuangan yang inovatif (KPMG, 2023).

User experience (UX) adalah bidang desain yang
memusatkan perhatian pada pembuatan pengalaman yang
menyenangkan dan memuaskan bagi pengguna ketika
berinteraksi dengan suatu produk atau layanan. Peran
penting UX dalam desain produk mencakup pemahaman
pengguna, perancangan antarmuka yang intuitif, dan
menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna
serta tujuan bisnis. Hassenzahl (2008) mendefinisikan UX
sebagai perasaan evaluatif yang bersifat sementara,
terutama dalam hal perasaan baik atau buruk yang muncul
saat berinteraksi dengan suatu produk atau layanan.
Dengan kata lain, UX dipahami sebagai pengalaman
subjektif yang timbul selama proses interaksi dengan
produk atau layanan tertentu, di mana pengguna
mengukur seberapa baik atau buruk pengalaman tersebut
berdasarkan perasaan yang mereka rasakan.

Istilah UX sering dikaitkan dengan UI (User
Interface). Keduanya merupakan dua hal yang berbeda
namun saling berkaitan. UI fokus pada aspek visual dan
interaktif, sementara UX melibatkan keseluruhan
pengalaman pengguna, termasuk emosi dan pemahaman
konteks pengguna. UX merupakan elemen fundamental
dalam desain produk dan layanan di era digital. UX
mengacu pada keseluruhan pengalaman dan persepsi yang
dirasakan individu saat berinteraksi dengan produk,
layanan, atau sistem digital. Dengan kemajuan teknologi
yang berkelanjutan dan meningkatnya perhatian terhadap
kebutuhan serta keinginan pengguna, UX menjadi faktor
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kritis dalam menentukan keberhasilan suatu produk,
layanan, atau sistem digital. Pemahaman mendalam
mengenai pengguna dan pengalaman yang mereka alami
sangat mempengaruhi tingkat penerimaan dan kesuksesan
desain tersebut (Luther, Tiberius, & Brem, 2020).

UX telah berkembang menjadi salah satu konsep
sentral dalam strategi bisnis digital modern, khususnya
dalam fintech. Dalam konteks ini, UX tidak hanya berperan
penting dalam menentukan bagaimana pengguna
berinteraksi dengan produk dan layanan fintech, tetapi juga
berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan atau
kegagalan produk tersebut di pasar. UX dalam desain
produk dan layanan digital, mencakup keseluruhan
pengalaman dan persepsi individu saat berinteraksi
dengan produk, layanan, atau sistem digital. Seiring
dengan perkembangan teknologi dan peningkatan fokus
pada kebutuhan serta keinginan pengguna, UX menjadi
faktor kritis yang menentukan keberhasilan suatu produk
(Sauro & Lewis, 2016).

Penyelenggara p2p Lending dapat
mempertimbangkan model Technology Acceptance Model
(TAM) yang diinisiasi oleh Fred Davis pada tahun 1986
untuk memahami UMKM dalam mengadopsi teknologi.
Davis (1986) menyoroti dua faktor yang berpengaruh pada
perilaku pengguna dalam menerima teknologi, yaitu
Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) dan Persepsi
Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use), sebagai
berikut:

1. Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness). Ini merujuk
pada keyakinan pengguna bahwa memanfaatkan
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teknologi akan memperbaiki kinerja mereka dalam
melakukan tugas-tugas tertentuu UMKM akan
cenderung mengadopsi layanan P2P Lending jika
mereka melihat nilai tambah yang jelas dalam
penggunaannya. Contohnya, kemampuan untuk
mendapatkan akses ke sumber pendanaan tambahan
dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan
pinjaman  tradisional, atau fleksibilitas dalam
penjadwalan pembayaran. Persepsi ini penting karena
UMKM sering membutuhkan akses ke modal untuk
pertumbuhan atau likuiditas, dan mereka akan memilih
solusi yang paling memberikan manfaat.

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of
Use). Ini mengacu pada keyakinan pengguna bahwa
pemanfaatan teknologi mudah. UMKM cenderung akan
lebih tertarik menggunakan layanan P2P Lending jika
mereka merasa platform ini mudah digunakan.
Misalnya, proses pendaftaran yang sederhana, navigasi
yang intuitif dalam mengajukan pinjaman, dan
kemudahan dalam mengunggah dokumen-dokumen
yang diperlukan. Persepsi tentang kemudahan ini
sangat penting karena UMKM sering memiliki sumber
daya terbatas dalam hal waktu dan keahlian teknologi.

7. Ekosistem Fintech yang Membentuk Model Bisnis P2P
Lending Syariah Dalam Meningkatkan Pembiayaan
UMKM yang Berkelanjutan

Ekosistem fintech adalah lingkungan yang kompleks
yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang
berbeda-beda. Jaringan pemangku kepentingan seperti
perusahaan IT, lembaga keuangan tradisional, pemerintah
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dan regulator, investor, media, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), masyarakat umum dan penyelenggara
fintech, yang menurut Siddiqui & Rivera (2022) saling
berinteraksi dan saling memengaruhi sedemikian rupa
sehingga menghasilkan layanan keuangan digital.

Hasil riset Muthukannan et al (2021) menunjukkan
bahwa lanskap fintech di Indonesia dicirikan oleh jaringan
organisasi yang heterogen, dinamis dan terus berkembang
dan inovasi yang dilakukan untuk memperluas layanan
keuangan. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa
kehadiran fintech berdampak positif terhadap perluasan
layanan keuangan tersebut. Penelitian ini berimplikasi
yang signifikan bagi para pembuat kebijakan terutama di
negara-negara berkembang untuk memfasilitasi dan
mengembangkan fintech dan bagi penyelenggara fintech
untuk merancang teknologi layanan keuangan.

Penyelenggara P2P Lending Syariah adalah pusat
dari ekosistem ini. Mereka adalah platform yang
menyediakan layanan P2P Lending Syariah kepada
masyarakat. Melalui platform ini, pemberi pinjaman dan
penerima pinjaman dapat bertemu dan melakukan
transaksi pinjaman secara daring sesuai ketentuan Syariah.
Selain penyelenggara, institusi keuangan Syariah turut
memainkan peran penting dalam ekosistem ini. Mereka
menyediakan sumber daya keuangan dan dukungan bagi
penyelenggara P2P Lending Syariah, serta membantu dalam
mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah dalam produk
dan layanan yang mereka tawarkan.

Mitra usaha juga merupakan bagian integral dari
ekosistem ini. Mereka termasuk perusahaan lain, institusi
keuangan, atau organisasi non-profit yang berkolaborasi
dengan penyelenggara P2P Lending Syariah untuk
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menyediakan layanan tambahan, memperluas jangkauan
pasar, atau meningkatkan kepercayaan pemangku
kepentingan terhadap industri ini.

Regulator memiliki peran penting dalam mengatur
dan mengawasi ekosistem fintech secara keseluruhan,
termasuk model bisnis P2P Lending Syariah. Mereka
bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan
regulasi yang memastikan transparansi, keadilan, dan
keamanan dalam operasi penyelenggara P2P Lending
Syariah, serta untuk menjamin bahwa mereka mematuhi
ketentuan Syariah yang ditetapkan. Terakhir, infrastruktur
teknologi adalah fondasi dari ekosistem fintech ini. Ini
mencakup sistem dan platform teknologi yang digunakan
oleh penyelenggara P2P Lending Syariah untuk
menyediakan layanan mereka, serta infrastruktur lainnya
seperti jaringan internet, software, dan hardware yang
mendukung operasi sehari-hari mereka.

Berdasarkan roadmap LPBBTI (OJK, 2023b) ekosistem
penyelenggara fintech digambarkan sebagai berikut:

b
Perusahaan rremr ITdan 150 Penilai Publik
ransi

Pei emegan g Saham

&= LAFPI HBNSP

Credit Bureau/ ~ ¢#VC  Digital  Lembaga ~Commerce Satuan Tugas Penanganan Kegistan
mmmmmmmmmmmmmmmm Usaha Tanga i 6t Sekior Kewangon
{sat ni belurm ada}

Gambar 4.18 Ekosistem Penyelenggaraan LPBBTI
Sumber: OJK (2023b)
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Berdasarkan = gambar  tersebut teridentifikasi
beberapa unsur yang terlibat dalam praktik LPBBTI yaitu:
a. Pemberi Dana (lender) dan Penerima Dana (borrower)

dapat berupa individu, entitas hukum, atau badan
usaha yang bertransaksi melalui LPBBTI.

b. Regulator yaitu lembaga atau kementerian yang
bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi
aktivitas LPBBTI, meliputi OJK sebagai otoritas utama
dalam penyelenggaraan usaha, Bl yang terkait dengan
sistem pembayaran, dan Kementerian Komunikasi dan
Informatika yang berhubungan dengan penyediaan
layanan telekomunikasi.

c. Lembaga penunjang yaitu entitas yang berkolaborasi
dengan LPBBTI untuk mendukung aktivitas LPBBTL
Entitas-entitas ini meliputi debt collector yang
menyediakan layanan penagihan, konsultan IT dan ISO
yang menawarkan konsultasi terkait dukungan
teknologi informasi dan standar ISO, kantor jasa penilai
publik yang melakukan penilaian aset, auditor yang
menjalankan audit, kustodian yang menangani
penyimpanan aset, dan aggqregator yang menyediakan
data kepada calon lender dan borrower dalam memilih
LPBBTIL

d. Payment method merupakan metode pembayaran yang
bisa dipakai oleh borrower dalam melakukan transaksi,
meliputi metode pembayaran tanpa tunai, pembayaran
daring, baik melalui rekening bank maupun akun
virtual.

e. Pendukung inovasi keuangan digital merupakan entitas
pendukung dalam kegiatan LPBBTI meliputi Biro
Kredit/Kredit Skoring (penilai kelayakan kredit calon
borrower, e-KYC (sistem untuk memverifikasi identitas
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calon borrower), digital signature (verifikasi digital yang
digunakan dalam proses transaksi), lembaga
pemeringkat platform (memberikan penilaian terhadap
kinerja, kualitas, dan risiko), dan e- platform (aktivitas
jual beli barang atau jasa secara daring melalui
teknologi informasi).

f. Lembaga pengelola risiko, pihak yang menyediakan
dukungan kepada LPBBTI dalam hal pengelolaan dan
mitigasi risiko terkait kegiatan usahanya, meliputi
perusahaan asuransi atau lembaga penjamin.

Pengelolaan  pemangku  kepentingan  dapat
meningkatkan kemampuan perusahaan lebih unggul
dibanding pesaing dalam menciptakan nilai jangka
panjang (Hilman & Keim, 2001). Hubungan jangka panjang
dengan pemangku kepentingan berdampak bagi
perusahaan, memungkinkannya untuk merespons
perubahan lingkungan dengan cepat (Harrison & St. John,

1996). Seluruh proses ini dimungkinkan melalui integrasi

pemangku kepentingan dalam perusahaan yang mengarah

pada penciptaan interaksi relasional, lebih dari sekedar dari
transaksi ekonomi, untuk membangun hubungan jangka
panjang yang saling mempercayai. Penciptaan interaksi
relasional ini menghasilkan keunggulan kompetitif yang
sulit ditiru oleh pesaing (Rueda-Manzanares, Aragon-
Correa & Sharma, 2008).

Dalam konteks UMKM, pemangku kepentingan
merupakan pendorong potensial keberlangsungan bisnis
UMKM (Caputo, Buhnova, & Walletzky, 2018; Tencati &
Perrini, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Journeault,
Perron, & Valli'eres (2021) menemukan bahwa pemangku
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kepentingan memainkan lima peran kolaboratif yang
berbeda dan saling melengkapi dalam mendukung praktik
keberlanjutan dalam UMKM, yaitu sebagai pelatih, analis,
koordinator, spesialis, dan penyedia keuangan. Studi ini
menunjukkan bahwa kelima peran ini dapat dilakukan oleh
berbagai pemangku kepentingan dan dapat berkontribusi
dalam mengatasi berbagai hambatan dalam praktik
keberlanjutan UMKM. Temuan-temuan ini menunjukkan
bahwa langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah
dalam peningkatan kinerja UMKM yang berkelanjutan
yaitu dengan membantu dan mengembangkan jaringan
pemangku kepentingan yang mampu menjalankan lima
peran penting ini sebagai bagian dari upaya untuk
mendorong penerapan keberlanjutan usaha.

Dalam pandangan Rafiki (2020) bagi UMKM
mengakses pembiayaan secara eksternal harus dianggap
sebagai  prioritas utama untuk mempertahankan
operasional usaha dan pada yang sama aktif dalam
membangun jaringan (networking) di antara pemangku
kepentingan. Post, Preston, & Sachs (2002) berpendapat
kemampuan perusahaan dalam menciptakan kekayaan
berkelanjutan ditentukan oleh hubungannya dengan
pemangku kepentingan. Menurut pandangan ini
keberhasilan bisnis jangka panjang mensyaratkan
perusahaan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan
hubungan dengan pemangku kepentingan dengan
manajemen strategi secara keseluruhan. Hal ini didukung
oleh temuan penelitian Manzaneque-Lizano, Alfaro-Cortés,
& de la Cruz (2019), yang kemudian menekankan bahwa
perusahaan yang dapat membentuk strategi keuangan
sesuai dengan perilaku pemangku kepentingan lebih
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mampu mengatasi situasi kritis dan memastikan
keberlangsungan perusahaan di masa depan.

Dengan mempertimbangkan pemangku
kepentingan dalam strategi dan operasi mereka, platform
P2P Lending Syariah dapat mengoptimalkan manfaat
jangka panjang mereka, membangun reputasi yang baik,
dan memperkuat posisi mereka sebagai bagian integral dari
ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan empiris pada studi literatur
terdahulu, penelitian mengenai model bisnis fintech telah
menjadi fokus utama dalam beberapa area, terutama
berkaitan dengan mobile payment, keuangan mikro, P2P
Lending, dan crowdfunding. Studi yang dilakukan oleh Liu et
al., (2020) menggarisbawahi pentingnya pemahaman
mendalam tentang bagaimana bisnis fintech diatur dan
dijalankan dalam konteks mobile payment, yang semakin
menjadi tren utama dalam transaksi keuangan sehari-hari.
Selain itu, keuangan mikro juga menjadi sorotan penting
dalam penelitian ini, mengingat peran krusialnya dalam
memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang
awalnya sulit dilayani oleh institusi keuangan tradisional.

P2P Lending menjadi subjek penelitian yang
signifikan, karena model bisnis ini telah mengubah cara
tradisional pemberian pinjaman dan menjadi alternatif
utama bagi individu dan bisnis kecil yang membutuhkan
akses ke modal. Studi-studi tentang P2P Lending menyoroti
berbagai aspek, termasuk keamanan transaksi, pengelolaan
risiko, dan dampaknya terhadap perekonomian secara
keseluruhan. Terakhir, crowdfunding juga menjadi topik
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yang menarik dalam penelitian model bisnis fintech, karena
kemampuannya untuk menggalang dana dari berbagai
sumber untuk proyek-proyek yang inovatif atau kegiatan
sosial.

Penelitian mengenai model bisnis fintech meliputi
berbagai aspek yang relevan dengan perkembangan
teknologi keuangan modern, dengan tujuan untuk
memahami secara lebih dalam dinamika dan implikasi dari
model bisnis ini terhadap ekonomi dan masyarakat secara
luas (Liu et al., 2020).

Penelitian disertasi ini berupaya mengambil area
model bisnis fintech khususnya P2P Lending Syariah yang
berkenaan dengan keuangan mikro. Hal tersebut sejalan
dengan perkembangan P2P Lending Syariah dalam
pembiayaan UMKM namun jumlahnya masih kecil jika
dibandingkan dengan keseluruhan total pembiayaan
lembaga perbankan nasional. Sehingga, model bisnis dalam
penelitian disertasi ini diharapkan sebagai inovasi dalam
mengembangkan keuangan mikro terutama pembiayaan
mikro Syariah di Indonesia. Adapun berdasarkan
pengembangan P2P Lending di Indonesia baik berdasarkan
ekosistem fintech baik konvensional maupun Syariah
pertama kali didetailkan dalam roadmap LPBBTI yang
disusun oleh OJK.

Peneliti memetakan ekosistem fintech Syariah yang
mendukung model bisnis P2P Lending Syariah menjadi dua
jaringan utama, yaitu Ekosistem Major dan Ekosistem
Minor. Ekosistem Major, sebagai jaringan utama, terdiri
dari entitas-entitas kunci yang menjadi fondasi utama bagi
operasional dan pertumbuhan P2P Lending Syariah.
Komponen Ekosistem Major meliputi: (a) startup P2P
Lending Syariah, yang bertindak sebagai penyelenggara
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layanan pembiayaan berbasis Syariah, (b) bank Syariah,
yang menyediakan dukungan keuangan dan infrastruktur
bagi operasional P2P Lending Syariah, dan (c) mitra P2P
Lending Syariah, yang mungkin meliputi entitas lain yang
terlibat dalam ekosistem P2P Lending Syariah seperti
lembaga keuangan non-bank dan penyedia layanan terkait.

Sementara itu, Ekosistem Minor, sebagai jaringan
pendukung, terdiri dari entitas-entitas yang memainkan
peran penting dalam memfasilitasi dan mengawasi
ekosistem P2P Lending Syariah. Komponen Ekosistem
Minor meliputi: (a) regulator, baik OJK maupun DSN-MUJ,
yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi
aktivitas P2P Lending Syariah sejalan dengan ketentuan
Syariah dan regulasi, (b) Asosiasi Fintech, yang
menyediakan forum kolaborasi dan advokasi bagi pelaku
industri fintech Syariah, (c) Dewan Pengawas Syariah
Fintech, yang memberikan panduan dan supervisi terkait
aspek Syariah dalam operasional fintech Syariah, dan (d)
Kampus, yang dapat Dberperan sebagai sumber
pengetahuan dan riset serta tempat pelatihan bagi
peningkatan kapasitas SDM di bidang fintech Syariah.
Kedua ekosistem ini saling melengkapi dan bekerja sama
dalam menciptakan lingkungan yang mendukung
pertumbuhan dan inovasi dalam model bisnis P2P Lending
Syariah.
a. Jaringan Utama: P2P Lending Syariah

Ekosistem fintech yang stabil dan simbiotik sangat
penting dalam pertumbuhan industri fintech itu sendiri.
Dengan kata lain, kerjasama yang harmonis antara berbagai
pihak dalam ekosistem fintech dapat memberikan
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kontribusi yang besar terhadap perkembangan industri
fintech secara keseluruhan.

Dalam pandangan Lee & Shin (2018) startup fintech
merupakan pusat ekosistem fintech. Perusahaan-
perusahaan ini sebagian besar bersifat wirausaha dan telah
mendorong inovasi besar dalam bidang pembayaran,
manajemen kekayaan, pemberian pinjaman, pendanaan
kolektif, pasar modal, dan asuransi dengan mengurangi
biaya operasional, membidik segmen konsumen yang lebih
spesifik, dan menawarkan layanan yang lebih
terpersonalisasi dibandingkan lembaga keuangan
tradisional. Walchek (2015) menyebutkan startup fintech
menggerakkan  fenomena  pembongkaran layanan
keuangan (unbundling financial services), yang telah sangat
mengganggu  bagi bank-bank tradisional.  Fintech
merupakan jenis inovasi disruptif yang dapat mengganggu
model bisnis tradisional dalam industri keuangan.

Christensen (1997) menggambarkan bagaimana
produk atau layanan baru dapat menggantikan produk
atau layanan yang sudah ada dengan cara yang tidak
terduga. Teknologi disrupsi membawa proposisi nilai yang
sangat berbeda ke pasar daripada yang tersedia
sebelumnya. Ini berarti teknologi baru tersebut tidak hanya
menawarkan perubahan secara bertahap (inkremental) dari
produk atau layanan yang sudah ada, tetapi sering kali
menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru dan
berbeda, baik dalam hal fitur, kinerja, harga, atau cara
penggunaan.
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Lebih lanjut Christensen (1997) menyatakan bahwa
secara umum teknologi disrupsi tidak dapat menyaingi
produk yang sudah mapan di pasar utama. Ini bisa
disebabkan oleh kinerja awal yang lebih rendah, kurangnya
penerimaan atau pengakuan dari pelanggan utama, atau
hambatan lain seperti regulasi yang ketat atau kebiasaan
yang sudah mapan. Namun, teknologi disrupsi memiliki
fitur lain yang dihargai oleh pelanggan yang termarjinalkan
(dan umumnya baru). Ini menunjukkan bahwa meskipun
mungkin tidak populer di pasar utama pada awalnya,
teknologi disrupsi sering menarik bagi segmen pasar kecil
atau pelanggan yang lebih inovatif, yang mungkin lebih
terbuka terhadap eksperimen atau mempunyai kebutuhan
yang tidak dipenuhi oleh produk yang ada.

Dengan demikian teknologi disrupsi tidak hanya
mencoba menyaingi produk yang sudah mapan di pasar,
tetapi juga menghadirkan nilai tambah yang unik yang
dapat menarik perhatian segmen pasar tertentu yang lebih
kecil, namun berpotensi untuk berkembang. Dalam
konteks keuangan, disrupsi dapat terjadi ketika teknologi
baru atau model bisnis baru mengganggu cara lembaga
keuangan tradisional beroperasi.

Dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech
menawarkan solusi keuangan yang lebih cepat dan lebih
dapat dijangkau, termasuk segmen pasar yang sebelumnya
kurang terlayani oleh institusi keuangan tradisional. Sejauh
ini, karena P2P Lending, termasuk P2P Lending Syariah
memberikan kesempatan kepada individu dan UMKM
yang kurang mampu untuk mengumpulkan dana, maka

294 | The Integrated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Unt
Umkm Berkelanjutan



hal ini akan memberikan kontribusi terhadap apa yang
disebut inklusi keuangan. Dengan kata lain, hal ini
mengimplikasikan bahwa P2P Lending tidak akan menjadi
ancaman bagi bank-bank komersial konvensional, karena
individu-individu dan UMKM vyang unbankable dan
termarjinalisasi belum menjadi nasabah utama dalam
sistem perbankan konvensional (Suzuki & Dulal Miah,
2022).

Akses keuangan terhadap lembaga keuangan
tradisional menjadi kendala penting bagi UMKM karena
beberapa faktor, salah satunya adalah adanya asimetris
informasi antara bank dan UMKM yang dapat
menghambat proses pengajuan dan persetujuan pinjaman.
P2P Lending menawarkan bentuk intermediasi yang baru
dalam menghubungkan antara peminjam dan investor
dengan cara yang lebih langsung, efisien, dan inovatif
dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional.
Peran mereka yang krusial dalam mendukung akses
keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah membuat
mereka semakin relevan dalam pasar keuangan global saat
ini. Menariknya, bank-bank sendiri telah menjadi investor
utama di perusahaan P2P Lending menunjukkan minat dan
keyakinan mereka terhadap potensi model bisnis ini
(Tambunan et al., 2021).

Kehadiran P2P  Lending sebagai lembaga
intermediasi pembiayaan UMKM dalam praktiknya
memperkuat Financial —Intermediation  Theory dalam
beberapa aspek sebagai berikut:

1. Asimetriinformasi. Asimetri informasi menjadi kendala
besar bagi lembaga pembiayaan untuk mengurang
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risiko gagal bayar debitur. Beberapa studi dilakukan
berfokus pada asimeteri informasi antara pemberi
pinjaman dengan peminjam dalam proses pembiayaan
(Freedman & Jin, 2011). Implementasi Credit Scoring
(Iyer et al., 2011), informasi kependudukan (Kumar,
2007) dan jaringan sosial (Lin, Prabhala, & Viswanathan,
2013; Liu, Brass & Chen, 2015) merupakan indikator
potensial untuk memitigasi risiko gagal bayar. Inovasi
keuangan berbasis big data dianggap sebagai teknologi
disruptif yang telah mengubah sektor jasa keuangan.
Analisis big data menurut Yan, Yu, & Zhao, 2015; He et
al., 2017) dapat mengurangi asimeteri informasi di
industri P2P Lending.

2. Efisiensi Biaya. Transaction Cost Innovation Theory yang
dikemukakan oleh Niehans (1983) merupakan teori
yang menjelaskan bagaimana inovasi dalam biaya
transaksi (transaction costs) mempengaruhi
perkembangan sistem keuangan. Teori ini terutama
relevan dalam konteks evolusi keuangan modern dan
perubahan dalam struktur pasar keuangan. Platform
P2P Lending hanya bertindak sebagai perantara antara
investor dengan peminjam. Akibatnya platform ini
tidak menanggung risiko kredit dan tunduk pada
peraturan yang lebih sedikit dibanding lembaga
keuangan tradisional. Hal ini menjadikan platform ini
beroperasi dengan modal yang lebih efisien dan biaya
operasioanl yang lebih rendah (Hopstaken et al., 2016).
Kehadiran P2P Lending dapat mengurangi biaya
intermediasi (Yum, Lee, & Chae, 2012; Balyuk, 2016).

3. Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Platform
P2P Lending menyediakan akses keuangan kepada

296 | The Integrated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Unt
Umkm Berkelanjutan



UMKM untuk memperoleh pinjaman dan karenanya
berkontribusi pada pertumbuhan UMKM. Sebagai
mesin ekonomi yang penting pertumbuhan, UMKM
membantu penciptaan lapangan kerja dan pemulihan
ekonomi. Ini yang paling penting alasan bahwa
pemerintah mendorong bentuk pendanaan modal
inovatif ini (Frame & White, 2014, Hopstaken et al.,
2016).

Di Indonesia P2P Lending baik konvensional
maupun Syariah hingga Agustus 2023, terdapat 101
perusahaan yang telah memperoleh izin dari OJK. Tujuh
perusahaan di antaranya merupakan P2P Lending Syariah,
sementara 94 lainnya beroperasi secara konvensional.
Secara keseluruhan, kondisi P2P Lending Syariah terlihat
positif. Berdasarkan data Agustus 2023, aset P2P Lending
mengalami kenaikan sebesar 29,96 persen dibandingkan
tahun lalu, mencapai Rp7,42 triliun. Dari total aset tersebut,
Rp7,28 triliun merupakan milik perusahaan P2P Lending
konvensional dan sisanya Rp139,48 miliar merupakan aset
P2P Lending Syariah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Perkembangan P2P Lending Indonesia Agqustus 2023
Total

Total

Jenis l.)ZP Penyelenggara A. . Liabilitas Ekl.u.t as
Lending (Unit) (it b ) (miliar
p PP Rp)
Konvensional 94 7,277 3,746 3,530
Syariah 7 136 102 35
Total 101 7,413 3,848 3,565

Sumber: OJK (2023b)

Merujuk studi Cambridge Centre for Alternative
Finance (CCAF) tahun 2019 Indonesia termasuk dua besar
negara ASEAN dalam hal jumlah perusahaan fintech, kedua
setelah Singapura dan sebagian besar perusahaan fintech di
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Indonesia fokus melayani kelompok masyarakat unbanked
dan wunderbanked  dengan menargetkan individu dan
UMKM. Dalam studi ini, sebagian besar perusahaan fintech
Indonesia beroperasi dalam model bisnis Pinjaman digital,
diikuti oleh Crowdfunding Pengumpulan Modal dan
Pembayaran Digital. Sub-segmen Pinjaman Digital yang
paling umum digunakan adalah P2P Lending untuk
konsumen dan bisnis (CCAF, ADBI, & FinTechSpace, 2019)

b. Jaringan Utama: Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai
dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan menawarkan
berbagai produk atau jasa, di antaranya tabungan,
pembiayaan, investasi, dan lainnya, dengan mematuhi
hukum Islam yang melarang riba, spekulasi, dan kegiatan
yang dianggap tidak etis atau bertentangan dengan ajaran
Islam. Prinsip-prinsip utama yang diikuti oleh bank
Syariah meliputi keadilan, transparansi, kepatuhan
terhadap hukum Islam, dan pembagian risiko antara pihak-
pihak yang ikut serta dalam transaksi finansial. Bank
Syariah juga sering memberikan perhatian khusus pada
pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil dan kegiatan
investasi yang sesuai dengan ketentuan Syariah.

Layanan fintech memiliki dampak signifikan
terhadap kinerja keuangan Jaringan Institusi Keuangan
Syariah (JIKS). Penelitian yang dilakukan Alghadi (2024)
menunjukkan adanya hubungan yang menguntungkan
antara kesuksesan keuangan JIKS dari tahun 2017 hingga
2021 dengan layanan fintech. JIKS merupakan kumpulan
atau gabungan lembaga keuangan termasuk perbankan,
lembaga keuangan non-bank atau entitas lainnya yang
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menyediakan layanan keuangan berlandaskan ketentuan
Syariah.

JIKS bertujuan untuk memperluas jangkauan
layanan keuangan Syariah, menguatkan kepatuhan
terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam industri keuangan,
dan memperkuat kerja sama antara institusi-institusi
keuangan Syariah dalam mencapai tujuan bersama.
Melalui kerjasama dalam JIKS, institusi-institusi keuangan
Syariah dapat saling mendukung, berbagi sumber daya,
dan meninkatkan kualitas layanan yang mereka tawarkan
kepada masyarakat.

P2P Lending memberikan peluang bagi individu dan
UMKM yang biasanya sulit mendapatkan pinjaman dari
bank untuk memperoleh dana. Ini berarti bahwa P2P
Lending berkontribusi pada inklusi keuangan dengan
memperluas akses ke layanan keuangan. Konsep ini
mengimplikasikan bahwa P2P Lending tidak seharusnya
dianggap sebagai ancaman bagi bank-bank komersial
tradisional. Sebab, pelanggan utama dari bank-bank
tersebut biasanya bukanlah individu atau UMKM yang
unbankable dan terpinggirkan, melainkan mereka yang
lebih stabil secara keuangan.

Disrupsi saat ini dalam industri perbankan dan
keuangan dapat dapat dianggap sebagai situasi yang saling
menguntungkan bagi industri perbankan Syariah (Islamic
Banking Industry/IBI) dan perusahaan fintech Syariah.
Melalui kolaborasi yang tepat dan terencana, IBI akan
dapat memperoleh  praktik-praktik inovatif dari
perusahaan rintisan fintech Syariah yang baru muncul dan
karenanya, perusahaan rintisan fintech Syariah juga dapat
mempelajari kelebihan dan kekurangan dalam berbisnis
dengan IBI yang sudah mapan dan bereputasi baik. Oleh
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karena itu, dengan kolaborasi yang tepat dan efektif, dan
setelah mempertimbangkan semua aspek bisnis seperti
ancaman dan peluang yang harus sesuai dengan Syariah,
secara kolektif mereka akan dapat memperoleh manfaat
dari pengganda pertumbuhan yang dapat dibawa oleh
fintech. Dengan demikian masa depan fintech Syariah
sangatlah cerah (Alam et al., 2019b).

Hasil penelitian Suzuki & Dulal Miah (2022)
mengindikasikan fintech dan digitalisasi akan memberikan
kesempatan bagi bank komersial untuk memperluas
cakupan bisnis serta mendiversifikasi risiko dan
ketidakpastian dengan investor utama. Beberapa layanan
keuangan seperti: Digital Lending dan Digital Capital Raising,
Digital Banking dan Digital Asset Exchange, dan Private
Banking ~ (Wealth ~ Management) akan  memberikan
kesempatan kepada bank-bank komersial untuk mencari
basis nasabah baru. Studi ini berpendapat bahwa revolusi
teknologi keuangan telah membuka akses ke layanan
keuangan dengan biaya yang lebih rendah sehingga
mengurangi potensi pendapatan berbasis biaya bagi bank-
bank Islam.

Risiko memiliki pengaruh dan korelasi yang
signifikan terhadap ekosistem fintech. Dalam hal ini,
industri fintech P2P Lending harus dapat mengelola risiko
dengan baik, melalui pengendalian dan mitigasi risiko
yang ada, sehingga dapat menciptakan kestabilan
ekosistem fintech. Tinggi rendahnya risiko akan berdampak
pada tingkat kestabilan ekosistem fintech, semakin
stabilnya ekosistem fintech, maka dapat mempercepat
perkembangan dan pertumbuhan industri ini di masa
depan. Dalam mengantisipasi gangguan eksternal seperti
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risiko, seluruh elemen ekosistem fintech dapat melakukan
kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi untuk memperkuat
stabilitasnya (Wijaya et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan Liem et al., (2022)
bertujuan untuk menyelidiki apakah pembiayaan fintech
memberikan dampak pada stabilitas bank. Beberapa
temuan penting dalam penelitian adalah: Pertama, terdapat
hubungan positif antara pembiayaan fintech dan stabilitas
bank. Hasil ini menunjukkan bahwa seiring dengan
pertumbuhan fintech, fintech bersaing dengan bank, tetapi
juga menguntungkan bank dalam hal stabilitas. Kedua,
pengaruh pembiayaan fintech terhadap stabilitas bank
mungkin bergantung pada pembagian informasi
pembiayaan. Fintech akan memberikan pengaruh yang
lebih positif terhadap stabilitas bank dengan adanya
lembaga-lembaga pertukaran informasi pembiayaan yang
efisien.

c. Jaringan Utama: Mitra

Kerjasama antarlembaga dalam ekosistem fintech
memainkan peran krusial dalam pengembangan dan
penguatan industri fintech di Indonesia. Menurut AMS
2022/2023, 79,0% responden mengungkapkan bahwa
mereka telah menjalin kemitraan dengan lembaga lain.
Berdasarkan Kklaster, sebagian besar perusahaan yang
melakukan kemitraan berasal dari Inovasi Keuangan
Digital (68,8%) dan pinjaman online (79,3%) (AFTECH,
2023).

Kerjasama antarlembaga fintech merupakan hal
penting karena memungkinkan pemanfaatan bersama
keahlian, sumber daya, dan jaringan. Kolaborasi ini juga
dapat memperkuat inovasi dan memperluas variasi produk
serta layanan yang tersedia untuk konsumen. Manfaat

ated Islamic P2p Lending Ecosystem Model - Untuk Akses
Pembiayaan Umkm Berkelanjutan | 301



kolaborasi antar perusahaan dalam ekosistem fintech
termasuk pertukaran pengetahuan dan teknologi,
pembagian risiko, akses ke pasar baru, serta peningkatan
kapabilitas operasional. Hal ini sejalan dengan pendapat
Lee & Shin (2018) bahwa para pengembang teknologi yang
merupakan bagian dari ekosistem fintech dapat
menciptakan lingkungan yang mendukung bagi startup
fintech untuk meluncurkan layanan-layanan inovatif secara
cepat. Dengan kata lain, infrastruktur teknologi yang ada
menciptakan kesempatan bagi penyelenggara fintech untuk
mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide baru
dengan efisiensi yang tinggi.

Dalam beberapa situasi, kerjasama dapat membuka
kesempatan untuk sinergi yang lebih baik antara produk
dan layanan, seperti integrasi layanan pembayaran dengan
pinjaman  online. Di  samping itu, kolaborasi
antarperusahaan fintech juga berkontribusi dalam
peningkatan inklusi keuangan. Contohnya, perusahaan
fintech yang memfokuskan bisnisnya pada layanan
pembayaran dapat bekerja sama dengan perusahaan yang
berfokus pada layanan pinjaman untuk menawarkan
layanan keuangan yang lebih menyeluruh kepada
konsumen, terutama kepada mereka yang tidak dilayani
atau kurang terlayani oleh lembaga keuangan
konvensional. Dengan demikian, kolaborasi
antarperusahaan dalam ekosistem fintech tidak hanya
mendorong perkembangan dan inovasi dalam sektor ini,
tetapi juga berpotensi memperluas inklusi keuangan di
Indonesia (AFTECH, 2023).

Risiko memiliki pengaruh dan korelasi yang
signifikan terhadap ekosistem fintech. Dalam hal ini,
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industri fintech P2P Lending harus dapat mengelola risiko
dengan baik, melalui pengendalian dan mitigasi risiko
yang ada, sehingga dapat menciptakan kestabilan
ekosistem fintech. Tinggi rendahnya risiko akan berdampak
pada tingkat kestabilan ekosistem fintech, semakin
stabilnya ekosistem fintech, maka dapat mempercepat
perkembangan dan pertumbuhan industri ini di masa
depan. Dalam mengantisipasi gangguan eksternal seperti
risiko, seluruh elemen ekosistem fintech dapat melakukan
kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi untuk memperkuat
stabilitasnya (Wijaya et al., 2022).

Salah satu mitra yang penting dalam ekosistem
fintech adalah Financial Data Center (FDC), yang merupakan
lembaga yang bertindak sebagai pusat pengelolaan data
keuangan bagi perusahaan fintech termasuk P2P Lending.
Peran utama FDC adalah menyediakan infrastruktur dan
layanan terkait pemrosesan data keuangan, pengelolaan
risiko, pemantauan kepatuhan regulasi, serta keamanan
data. Sebagai mitra kunci bagi perusahaan fintech, FDC
memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi
finansial secara efisien dan aman.

Dalam  konteks regulasi, FDC membantu
perusahaan fintech untuk memastikan kepatuhan terhadap
regulasi yang berlaku, seperti KYC dan AML. Mereka juga
dapat berperan dalam memberikan laporan keuangan dan
audit yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan
regulasi. FDC bertanggung jawab atas pemrosesan
pembayaran, verifikasi identitas, pemantauan transaksi
untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, dan
menjaga keamanan data pengguna. Mereka juga
memberikan layanan analisis data untuk membantu
perusahaan fintech dalam mengembangkan strategi
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pemasaran, pengambilan keputusan berbasis data, dan
peningkatan pengalaman pengguna.

FDC dibangun oleh AFPI untuk perusahaan
penyedia layanan P2P Lending. FDC membantu
penyelenggara P2P Lending untuk mendeteksi dan
memberikan tindakan preventif dari calon peminjam. FDC
juga membantu penyelenggara P2P Lending dengan
memberikan berbagai indikator statistik pada level agregat.
AFPI melakukan kajian dengan akumulasi data dari
infrastruktur FDC. Hasil analisis ini akan digunakan untuk
memberikan masukan kepada para penyelenggara.

Dalam lingkup kegiatan FDC, verifikator lapangan
merujuk kepada individu atau entitas yang bertugas untuk
melakukan pengecekan langsung terhadap data atau
informasi yang diberikan oleh klien atau pihak lain yang
terkait, terutama terkait dengan data keuangan atau
informasi yang terlibat dalam proses pemberian pinjaman
atau layanan keuangan lainnya.

Dalam kerangka FDC, keberadaan verifikator
lapangan mungkin diperlukan untuk memvalidasi
informasi yang berkaitan dengan pinjaman P2P Lending,
termasuk penilaian terhadap aset, konfirmasi identitas
pelanggan, atau evaluasi langsung terhadap proses
operasional yang terkait dengan layanan P2P Lending.
Namun, peran verifikator lapangan dapat beragam
tergantung pada kebijakan dan prosedur yang diterapkan
oleh FDC, serta peraturan yang berlaku di wilayah
operasionalnya. Penggunaan verifikator lapangan juga
dapat menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan
keamanan dan keandalan data keuangan, serta untuk
memastikan bahwa operasi tersebut mematuhi peraturan
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yang berlaku dalam industri fintech.
d. Jaringan Pendukung: Regulator

Setelah krisis keuangan global pada tahun 2008, ada
tekanan untuk mengurangi risiko-risiko besar yang
dimiliki oleh bank-bank besar, yang dianggap dapat
menyebabkan kegagalan sistemik. Pemerintah dan
regulator mendorong persaingan yang lebih besar di sektor
keuangan, termasuk dengan memperkenalkan lebih
banyak layanan keuangan alternatif dan fintech, sebagai
upaya untuk mengurangi dominasi bank-bank besar
(Blakstad & Allen, 2018).

Peran regulator sebagai otoritas fintech Syariah
sangat penting dalam mengawasi dan mengatur industri
ini. Regulator bertanggung jawab untuk menciptakan
kerangka kerja yang memberikan kepastian hukum bagi
pelaku industri serta melindungi kepentingan konsumen.
Regulator juga mengeluarkan kebijakan dan peraturan
yang mengatur berbagai aspek operasional dan prinsip
Syariah yang harus dipatuhi oleh platform fintech Syariah
dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi
standar yang ditetapkan untuk menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap layanan keuangan Syariah.

Dalam ekosistem fintech yang maju, regulator harus
bersikap proaktif dalam menanggapi inovasi dan
berinteraksi dengan para pemangku kepentingan untuk
menilai dampak yang mungkin dari produk-produk baru
terhadap konsumen dan kerangka regulasi. Artinya,
regulator tidak hanya menunggu untuk bereaksi terhadap
perkembangan baru dalam industri fintech, tetapi juga
secara aktif terlibat dalam proses pengembangan produk
baru untuk memahami bagaimana produk tersebut dapat
mempengaruhi konsumen dan memastikan bahwa regulasi
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yang ada dapat mengakomodasi inovasi tersebut dengan
baik (Koonprasert & Mohammad, 2020).

Menghadapi perkembangan fintech, BI telah
mendirikan Bank Indonesia Fintech Office (BI-FTO) sebagai
pusat untuk menilai, mengurangi risiko, dan mengevaluasi
model bisnis serta produk/layanan dari fintech. Selain itu,
BI-FTO juga bertindak sebagai inisiator penelitian terkait
aktivitas layanan keuangan berbasis teknologi.. BI-FTO
adalah lembaga di bawah BI yang bertanggung jawab
untuk mengawasi dan mengatur sektor fintech di Indonesia
dan berperan sebagai pusat koordinasi dan pengawasan
untuk memastikan perkembangan fintech sesuai dengan
peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BIL
Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan
inovasi dalam sektor keuangan dengan tetap
memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan
konsumen. Melalui BI-FTO, BI bekerja sama dengan para
pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekosistem
fintech yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi
masyarakat serta perekonomian secara keseluruhan.

Selain BI, OJK juga merespon perkembangan fintech
dengan mendirikan Tim Pengembangan Inovasi Digital
Ekonomi dan Keuangan (PIDEK). PIDEK adalah sebuah
unit di dalam OJK yang berfokus pada pengembangan
inovasi di sektor ekonomi dan keuangan digital. Tugas
utama PIDEK adalah memfasilitasi pertumbuhan dan
perkembangan industri fintech serta ekosistem digital
keuangan secara umum. PIDEK bertanggung jawab untuk
merumuskan kebijakan, mengembangkan regulasi, dan
memberikan arahan strategis terkait inovasi di sektor
ekonomi digital dan keuangan. Melalui kerja sama dengan
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pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan lainnya,
PIDEK berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi pertumbuhan fintech yang sehat, berkelanjutan, dan
memperhatikan kepentingan konsumen serta stabilitas
sistem keuangan.

Selain itu, OJK juga telah membentuk Forum Pakar
Fintech (Fintech Advisory Forum). Forum Pakar Fintech
adalah sebuah badan di bawah naungan OJK yang
bertujuan untuk memberikan saran dan panduan kepada
OJK terkait isu-isu dan perkembangan terbaru dalam
industri fintech. Anggota forum ini terdiri dari pakar-pakar
di berbagai bidang terkait fintech, termasuk akademisi,
praktisi industri keuangan, pengusaha, dan regulator.
Forum ini beranggotakan para ahli di bidang teknologi
informasi dan inovasi digital keuangan dari berbagai
instansi seperti OJK, BI, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri,
dan Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu,
forum ini juga melibatkan personel dari institusi non-
kementerian seperti Badan Ekonomi Kreatif, Bursa Efek
Indonesia, Bareskrim Polri, Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara), Asosiasi Fintech Indonesia, Asosiasi Asuransi
Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia,
Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Universitas Indonesia,
dan Institut Teknologi Bandung. Forum Pakar Fintech
bertujuan untuk menyediakan wadah bagi para ahli untuk
berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mereka
guna mendukung pengembangan ekosistem fintech yang
sehat, inovatif, dan berkelanjutan di Indonesia.
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Kategorisasi perusahaan fintech yang berada di
bawah yurisdiksi OJK yaitu asuransi, investasi,
pembiayaan, P2P Lending, crowdfunding, dan sebagainya.
Sementara Bank Indonesia berwenang terhadap
perusahaan fintech yang masuk ke dalam bidang sistem
pembayaran. OJK juga telah mengeluarkan sejumlah
regulasi terkait fintech sebagai bentuk pengawasan mulai
dari perizinan hingga produk yang disediakan kepada
masyarakat. Selain itu, OJK juga merilis Surat Edaran yang
mengatur perlindungan data pribadi serta perlindungan
hukum bagi pelanggan.

Perkembangan industri P2P Lending membutuhkan
pedoman dan arahan yang jelas, sehingga regulasi
arsitektur keuangan menjadi sangat penting dalam
menciptakan stabilitas di dalam ekosistem P2P Lending di
Indonesia. Penerbitan regulasi dapat memberikan stimulus
dan mendorong ekosistem P2P Lending yang lebih stabil.
Regulasi juga akan mendorong elemen-elemen kunci
dalam ekosistem P2P Lending untuk fokus pada tugas dan
tanggung jawab mereka, serta mendorong kerja sama,
koordinasi, dan kolaborasi di antara elemen-elemen
tersebut (Wijaya et al., 2024).

e. Jaringan Pendukung: Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam rangka mendukung kualitas lembaga
keuangan Syariah, termasuk fintech diperlukan kepatuhan
terhadap regulasi dan prinsip-prinsip Syariah (IFSB, 2015).
Regulasi Syariah memegang peranan kunci dalam
mengarahkan praktik-praktik yang mengikuti nilai-nilai
etis Islam (Rani et al., 2024). Muryanto (2022) menyebutkan
bahwa fintech Syariah harus mematuhi dan didukung oleh
regulasi dan kebijakan syariah untuk mempercepat
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pengembangan fintech berbasis syariah, serta sebagai
elemen dasar yang membuatnya menjadi produk yang
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Merujuk pada prinsip-
prinsip ekonomi Islam, fintech berbasis syariah mengikuti
pedoman yang ditetapkan dalam sumber-sumber utama
Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, di antaranya larangan
terhadap riba, transparansi, keadilan dalam bertransaksi,
dan keadilan sosial ekonomi. Fintech Syariah membangun
layanannya dengan menyatukan nilai-nilai moral dan etika
Islam. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan hukum
Syariah yang mengatur bagaimana transaksi finansial
harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang
diajarkan agama Islam.

Tujuan wutama dari mematuhi prinsip-prinsip
Syariah adalah untuk memastikan bahwa semua aspek
kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi, dilakukan sesuai
dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.Penerapan nilai-nilai
Islam secara komprehensif (kaffah) menunjukkan upaya
untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai panduan utama
dalam setiap tindakan dan kegiatan sehari-hari, termasuk
dalam berbisnis dan berinvestasi.

Muryanto (2022) menyoroti bahwa meskipun
teknologi telah digunakan dalam layanan keuangan selaras
dengan ketentuan Syariah, masih banyak kekurangan
dalam pengawasan dan regulasi terhadap kepatuhan
Syariah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi, standar
operasional untuk tata kelola fintech Syariah, serta DPS
untuk meningkatkan kualitas ekosistem fintech Syariah di
Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa
fintech Syariah benar-benar mematuhi regulasi syariah,
termasuk dalam tata kelola syariah, standar kontrak
keuangan syariah, dan kualifikasi DPS.
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Dalam memastikan layanan lembaga keuangan
Syariah mematuhi prinsip-prinsip Syariah, kehadiran DPS
sangatlah krusial. DPS adalah lembaga yang menjamin
bahwa kegiatan ekonomi Syariah, terutama di lembaga
keuangan Syariah, mematuhi prinsip-prinsip Syariah.
Merujuk Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan
Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah
disebutkan bahwa DPS adalah bagian dari lembaga
keuangan Syariah terkait, dan penempatannya disetujui
oleh DSN-MUI. Anggota DPS direkomendasikan oleh
DSN-MUI dan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). DPS menjadi perwakilan DSN-MUI yang
ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah.

DPS berperan penting menyangkut pengawasan
operasional platform P2P Lending Syariah yang bertugas
untuk memberikan pengawasan dan penjaminan bahwa
seluruh operasional dan produk yang ditawarkan oleh
platform P2P Lending Syariah sesuai dengan ketentuan
Syariah yang telah ditetapkan. Semua pihak yang terlibat
di dalam operasional platform P2P Lending Syariah wajib
mematuhi fatwa dan panduan yang diberikan oleh DPS.
Kesesuaian operasional dengan ketentuan Syariah
merupakan salah satu syarat utama bagi platform P2P
Lending untuk tetap beroperasi dan memperoleh
kepercayaan dari masyarakat.

DPS biasanya terdiri dari sejumlah ahli dan pakar
Syariah yang memiliki pengetahuan mendalam dalam
hukum Islam dan prinsip-prinsip keuangan Syariah.
Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti
ulama, akademisi, praktisi keuangan Syariah, atau tokoh
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masyarakat yang terkait dengan dunia keuangan Islam.
Selain itu, DPS harus bersifat independen dan bebas dari
pengaruh eksternal, termasuk dari pihak-pihak yang
memiliki kepentingan dalam operasional platform P2P
Lending. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap
keputusan atau panduan yang diberikan berdasarkan
pertimbangan yang objektif dan sesuai dengan ketentuan
Syariah.

Fungsi utama DPS dalam fintech Syariah berkisar
pada: Pertama, Memberikan Panduan Syariah. DPS
bertanggung jawab untuk memberikan panduan dan fatwa
Syariah dalam menjalankan operasional platform P2P
Lending Syariah. Mereka memastikan bahwa setiap produk
atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam
dan prinsip Syariah yang berlaku. Kedua, Mengawasi
Kepatuhan Syariah. DPS memantau dan mengawasi
kepatuhan platform P2P Lending terhadap prinsip-prinsip
Syariah dalam setiap aspek operasional, termasuk proses
pemberian pinjaman, pengelolaan dana, dan mekanisme
bagi hasil. Ketiga, Menyelesaikan Sengketa. Jika terjadi
sengketa atau perbedaan pendapat terkait kepatuhan
Syariah, DPS memiliki kewenangan untuk menyelesaikan
masalah tersebut dan memberikan keputusan yang bersifat
Syariah. Dan keempat, Memberikan Rekomendasi
Perbaikan. DPS dapat memberikan rekomendasi perbaikan
atau perubahan dalam operasional platform P2P Lending
Syariah untuk meningkatkan kepatuhan Syariah dan
kualitas layanan.

f. Jaringan Pendukung: Asosiasi P2P Lending Syariah

Riset yang dilakukan World Economy Forum
menunjukkan bahwa banyak perusahaan fintech (lebih dari
60 persen) di berbagai wilayah, kecuali di kawasan Timur
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Tengah dan Afrika Utara, dengan menjadi anggota dalam
asosiasi fintech efektif dalam mendukung pertumbuhan.
Hal ini menyoroti pentingnya asosiasi tersebut, yang
umumnya menyediakan berbagai kesempatan untuk
berbagi pengetahuan, kolaborasi, dan jaringan, serta
melakukan advokasi kebijakan dan memfasilitasi
keterlibatan dengan regulator (Propson et al., 2024).

Di Indonesia, terdapat beberapa asosiasi yang
menaungi perusahaan penyelenggara fintech yaitu
AFTECH, AFPI dan AFSI. Pertama, AFTECH. Didirikan
pada tahun 2016, AFTECH adalah asosiasi yang
menyediakan platform bagi perusahaan fintech di Indonesia
untuk menjalankan upaya advokasi dan bekerja sama
dengan berbagai pemangku kepentingan untuk
mendukung inovasi teknologi dan menguatkan daya saing
industri fintech nasional. AFTECH memiliki empat fokus
utama, yaitu advokasi kebijakan, kerja sama komunitas,
literasi dan edukasi, serta pengembangan pengetahuan.
AFTECH secara resmi diakui oleh OJK sebagai Asosiasi
Penyelenggara IKD di Indonesia sesuai dengan POJK
Nomor 13/POJK.02/2018. Selain itu, AFTECH berfungsi
sebagai organisasi payung untuk semua sektor fintech.
Anggota AFTECH mencakup perusahaan fintech dan start-
up, institusi keuangan, serta mitra dalam bidang
pengetahuan dan teknologi. AFTECH bekerja sama dengan
pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya
untuk  mengembangkan  ekosistem fintech  yang
bertanggung jawab, yang dapat memenuhi berbagai
segmen pelanggan dan memperluas akses keuangan di
Indonesia.
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Anggota AFTECH hingga akhir 2022 tercatat 366
perusahaan, meningkat dari 352 pada akhir 2021 dan 302
pada akhir 2020. Berdasarkan klaster model bisnis
penyelenggara fintech, tiga model bisnis terbesar anggota
AFTECH adalah pinjaman online sebanyak 102 anggota (30
persen), IKD sebanyak 88 anggota (25,88 persen), dan
pembayaran digital 40 anggota (11,76 persen). AFTECH
mendata 64,0 persen perusahaan fintech berdiri dalam
kurun waktu 0-5 tahun, atau masih berada dalam fase
perusahaan startup. Dari jumlah pekerja, 50,7 persen fintech
memiliki kurang dari 50 pekerja. Sebanyak 92 persen, lokasi
usaha penyelenggara fintech berada di Jabodetabek, yang
merupakan pusat ekonomi, politik, dan budaya dengan
akses ke pasar konsumen dan bisnis, infrastruktur
teknologi, dan ekosistem inovasi yang dinamis.

Kedua, AFPIL. AFPI adalah organisasi yang
menaungi penyelenggara P2P Lending di Indonesia. OJK
telah mengakui AFPI sebagai asosiasi resmi untuk layanan
pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sesuai
surat No. 5-5/D.05/2019. AFPI didirikan dengan tujuan
memberikan perlindungan kepada pengguna layanan P2P
Lending, baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Dalam
menjalankan tugasnya dari OJK, AFPI memiliki beberapa
fungsi utama: pertama, berperan sebagai lembaga riset
kebijakan untuk mendukung pertumbuhan industri
keuangan vyang inklusif dan berbasis teknologi di
Indonesia; kedua, menjalin koneksi dengan lembaga fintech
P2P Lending global untuk membangun hubungan dengan
komunitas internasional; ketiga, aktif berkolaborasi dalam
komunitas P2P Lending di Indonesia melalui berbagai
aktivitas pendidikan, diseminasi pengetahuan, dan
promosi teknologi keuangan; keempat, mengawasi
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penyelenggara P2P Lendimg di Indonesia; dan kelima,

menyelenggarakan  seminar  bersertifikat = untuk
penyelenggara P2P Lending sebagai prasyarat pendaftaran
resmi di OJK.

Ketiga, AFSI. AFSI adalah sebuah organisasi yang
mewadahi perusahaan-perusahaan fintech yang berfokus
pada layanan finansial yang selaras dengan ketentuan
Syariah di Indonesia. AFSI didirikan dengan tujuan untuk
memperkuat ekosistem fintech Syariah, mengembangkan
industri ini secara berkelanjutan, dan menyebarluaskan
layanan finansial yang beretika dan mematuhi ketentuan
Syariah. AFSI juga berusaha untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang layanan keuangan
Syariah dan mengedukasi tentang manfaatnya. AFSI
berperan dalam memperkuat infrastruktur dan jaringan
bisnis dalam industri fintech Syariah, memfasilitasi
kolaborasi antara perusahaan fintech Syariah, lembaga
keuangan  Syariah, pemerintah, dan pemangku
kepentingan lainnya dan aktif dalam menyediakan
program pendidikan dan pelatihan tentang fintech Syariah
untuk anggotanya dan masyarakat umum. Asosiasi ini juga
terlibat dalam kegiatan sosialisasi untuk memperdalam
pemahaman tentang prinsip-prinsip Syariah dalam
layanan keuangan.

Selain itu AFSI berperan dalam memantau aktivitas
platform P2P Lending Syariah yang menjadi anggotanya,
memastikan bahwa platform tersebut mematuhi regulasi
dan standar yang ditetapkan oleh OJK serta
mempraktikkan prinsip-prinsip Syariah dalam operasinya,
menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan
untuk para pelaku industri P2P Lending Syariah. AFSI juga
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dapat berperan sebagai advokat bagi kepentingan industri
P2P Lending Syariah di level kebijakan dan membantu
dalam pembuatan standar dan pedoman praktik terbaik
untuk industri P2P Lending Syariah. Ini mencakup
pembuatan kebijakan dan prosedur yang memastikan
bahwa platform P2P Lending Syariah menjalankan usaha
sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

g. Jaringan Pendukung: Kampus

Industri  fintech  telah  menunjukkan  tren
perkembangan yang baik. Skala industri ini terus
berkembang, dan permintaan akan talenta sangat
meningkat. Di masa depan, kerjasama antara lembaga
keuangan dan perusahaan fintech akan terus meningkat.
Pada saat yang sama, perhatian terhadap teknologi inti
seperti kecerdasan buatan, big data, dan blockchain juga
semakin meningkat. Oleh karena itu, perguruan tinggi
harus mengambil peluang dari perkembangan industri ini
dengan mengembangkan talenta di bidang teknologi
keuangan (Mei, Peiguang & Xiushan, 2018). Dalam konteks
P2P Lending Syariah, talenta di sektor ini memainkan peran
krusial dalam mengembangkan solusi inovatif yang
memenuhi  kebutuhan  masyarakat Muslim dan
berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan sistem
keuangan Islam secara keseluruhan (Ajouz & Abuamria,
2023). Akademisi bertanggung jawab untuk menghasilkan
para profesional yang terampil, yang dapat mendorong
industri maju melalui penelitian yang inovatif dan berbagi
wawasan yang berharga (Shino, et al., 2022).

Dengan demikian perguruan tinggi dan akademisi
dapat membantu memperkuat ekosistem P2P Lending
Syariah di Indonesia, meningkatkan pemahaman tentang
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prinsip-prinsip Syariah dalam industri keuangan, dan
mendukung pertumbuhan serta pengembangan industri
P2P Lending Syariah yang berkelanjutan. Kampus dan
akademisi dapat melakukan penelitian tentang P2P Lending
Syariah untuk meningkatkan pemahaman tentang model
bisnisnya, manajemen risiko, dampak ekonomi, dan
keberlanjutan.  Penelitian ini dapat membantu
mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam industri
P2P Lending Syariah serta merumuskan strategi untuk
mengoptimalkan kinerjanya.

Selain itu, kampus dan akademisi memiliki peran
dalam pengembangan teknologi yang mendukung
platform P2P Lending Syariah. Mereka dapat merancang
dan mengembangkan sistem informasi, algoritma analisis
risiko, dan platform teknologi lainnya yang sesuai dengan
ketentuan Syariah dan memenuhi kebutuhan industri P2P
Lending Syariah.

Dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan, kampus
dan akademisi dapat menyelenggarakan program
pendidikan dan pelatihan untuk para profesional dan
praktisi yang terlibat dalam industri P2P Lending Syariah.
Program ini dapat mencakup kurikulum tentang prinsip-
prinsip Syariah, manajemen risiko, analisis kredit Syariah,
dan praktik terbaik dalam P2P Lending Syariah. Kampus
dan akademisi dapat berkolaborasi dengan industri P2P
Lending Syariah untuk mengembangkan program-program
pendidikan, penelitian bersama, dan proyek-proyek
inovasi. Kemitraan ini dapat membantu mengintegrasikan
pengetahuan akademis dengan kebutuhan industri serta
memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antara
kedua belah pihak.
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Beberapa perguruan tinggi di Indonesia dalam
memperkuat ekosistem fintech Syariah dan mendukung
pengembangan SDM yang berkualitas telah bekerja sama
dengan AFSI seperti Universitas Indonesia (Ul), Institut
Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada
(UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas
Padjadjaran (Unpad), Universitas Brawijaya (UB),
Universitas Airlangga (Unair), Universitas Hasanuddin
(Unhas), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)
dan kampus-kampus lainnya. Kerjasama tersebut
mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar,
lokakarya, penelitian bersama, serta pengembangan
kurikulum atau mata kuliah yang relevan dengan fintech
Syariah.

8. Model Bisnis P2P Lending Syariah yang Ideal untuk
Diterapkan Dalam Meningkatkan Pembiayaan
UMKM yang Berkelanjutan di Indonesia

Pengembangan model bisnis yang ideal dalam P2P
Lending Syariah menjadi kunci penting dalam upaya
meningkatkan pertumbuhan  pembiayaan  yang
berkelanjutan untuk UMKM di Indonesia. Dengan
pengetahuan mendalam tentang karakteristik, prinsip, dan
kebutuhan UMKM, serta prinsip Syariah yang mendasari,
peneliti merumuskan model bisnis yang tidak hanya
menguntungkan bagi para pemangku kepentingan, tetapi
juga mampu memberikan dampak positif yang signifikan

bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM di

Indonesia.

Model bisnis dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan Model Konseptual (Conceptual Model). Model

Konseptual umumnya merujuk pada kerangka teoritis
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yang merancang atau menjelaskan hubungan antara
berbagai komponen dalam sistem atau fenomena tertentu.
Menurut Simon (1996) Model Konseptual adalah alat
penting yang digunakan untuk memahami, merancang,
dan memecahkan masalah dalam sistem buatan dan
kompleks. Model Konseptual sebagai alat penting dalam
proses pemecahan masalah. Dengan menggunakan Model
Konseptual, masalah dapat divisualisasikan dan
disederhanakan  kompleksitasnya, sehingga  dapat
dikembangkan solusi yang efektif

Jaringan dalam ekosistem fintech P2P Lending di
Indonesia, termasuk perusahaan rintisan fintech, instansi
pemerintah, pengembang teknologi informasi, konsumen
fintech, lembaga keuangan konvensional, lembaga asuransi
kredit, dan lembaga perlindungan konsumen, memiliki
potensi untuk berkolaborasi, berkoordinasi, dan saling
bekerja sama guna memperkuat stabilitas dan kedalaman
jaringan P2P Lending. Sinergi di antara elemen-elemen ini
akan membantu mendorong pertumbuhan industri fintech
P2P Lending yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.

Model bisnis P2P Lending Syariah berbasis ekosistem
fintech dalam meningkatkan pertumbuhan pembiayaan
UMKM yang berkelanjutan, yang peneliti sebut sebagai The
Integrated Islamic P2P Lending Ecosystem Model
merupakan integrasi dari tiga klaster, yaitu: pertama,
ekosistem fintech yang membentuk model bisnis (Ekosistem
Major/Utama dan Ekosistem Minor/Pendukung); kedua,
faktor-faktor yang membentuk model bisnis (Regulasi,
Teknologi, Manajerial dan Sosial); dan ketiga, faktor-faktor
yang membentuk pembiayaan UKMM yang berkelanjutan
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(Produk, Risiko, Dampak dan Segmen) dapat dilihat pada
Gambar 4.19 berikut:

REGULASI EKOSISTEM

[1] Regulasi OJK
[2] Fatwa DSN | i EINTECH

TEKNOLOGI

Talema‘
(2] Modal

- MANAIJERIAL
Infrastruktur
(2] User Experience

~ SOSIAL
1] Proteksi
Privasi

Keterangan: Penomoran pada masing-masing klaster dan
sub-klaster menunjukkan skala prioritas
Gambar 4.19 The Integrated Islamic P2P Lending
Ecosystem Model
Sumber: Hasil Penelitian: 2023

Dari Gambar 4.19 di atas dapat dijelaskan bahwa
Ekosistem Major/Utama merupakan prioritas tertinggi
klaster ekosistem pembentuk model bisnis P2P Lending
Syariah berbasis ekosistem fintech dalam meningkatkan
pertumbuhan pembiayaan UMKM yang berkelanjutan.
Ekosistem Major merupakan landasan penting dalam
pembentukan model bisnis P2P Lending Syariah yang
efektif. Dalam konteks ini, Ekosistem Major terdiri dari tiga
komponen yang menjadi prioritas dalam pengembangan
model bisnis P2P Lending Syariah, yaitu: P2P Lending
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Syariah itu sendiri, bank Syariah, dan mitra lainnya dalam

industri P2P Lending Syariah.

a. Komponen utama yang menjadi prioritas dalam
pengembangan model bisnis P2P Lending Syariah adalah
P2P Lending Syariah. P2P Lending Syariah menjadi inti
dari ekosistem fintech. Platform P2P Lending Syariah
menyediakan infrastruktur yang memungkinkan
pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk
berinteraksi secara langsung, sesuai dengan prinsip-
prinsip Syariah. UMKM dapat memperoleh akses
terhadap sumber pembiayaan tanpa harus melibatkan
bank konvensional sebagai perantara. P2P Lending
Syariah berfungsi sebagai pusat aktivitas seluruh
ekosistem fintech baik Ekosistem Major maupun
Ekosistem Minor. P2P Lending Syariah yang ideal adalah
platform fintech yang menawarkan sejumlah keunggulan
alami yang menjadi nilai tambah bagi para pemangku
kepentingan. Melalaui pemanfaatan teknologi digital,
penyelenggara P2P Lending Syariah memberikan
kemudahan bagi peminjam untuk memperoleh
pembiayaan tanpa proses yang rumit seperti yang sering
terjadi di lembaga keuangan konvensional. Selain itu,
efisiensi biaya yang dihasilkan oleh penggunaan
teknologi digital memungkinkan platform untuk
menyediakan margin yang lebih bersaing bagi peminjam
dan imbal hasil yang lebih tinggi bagi pemberi pinjaman.
Transparansi yang tinggi dalam hal biaya, persyaratan,
dan risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
keuangan Islam, memberikan rasa percaya dan
keamanan bagi para peminjam dan pemberi pinjaman.
Dengan memfasilitasi diversifikasi portofolio pinjaman,
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platform fintech P2P Lending Syariah juga membantu
mengurangi risiko gagal bayar yang terkait dengan
investasi. Selain itu, inovasi produk yang sejalan dengan
ketentuan Syariah, seperti pembiayaan modal kerja dan
produk-tabungan berbasis bagi hasil, memberikan
fleksibilitas dan pilihan yang lebih besar bagi para
pemangku kepentingan. Dengan demikian, platform
fintech P2P Lending Syariah menjadi solusi yang efektif
dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi berbasis Syariah.

Komponen kedua yang menjadi prioritas dalam
pengembangan model bisnis P2P Lending Syariah adalah
bank Syariah. Bank Syariah memiliki peran penting
dalam mendukung Ekosistem Major yang paling
diprioritaskan yaitu P2P Lending Syariah. Dalam
ekosistem keuangan yang semakin terdigitalisasi, bank
Syariah memainkan peran yang krusial dalam
mendukung perkembangan P2P Lending Syariah, sebuah
entitas yang diutamakan dalam ekosistem tersebut.
Melalui berbagai skema akuisisi dan kemitraan strategis,
bank Syariah dapat memfasilitasi akses pembiayaan
Syariah kepada platform P2P Lending Syariah,
khususnya dalam mendukung UMKM. Kemitraan
semacam ini membentuk sinergi yang saling
menguntungkan, menghadirkan kolaborasi antara
ekosistem fintech dan lembaga keuangan syariah. Selain
sebagai penyedia dana, P2P Lending Syariah juga
berfungsi sebagai kanal distribusi yang efektif bagi bank
Syariah untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas
dan memperluas cakupan layanan keuangan syariah.
Dengan memanfaatkan platform P2P Lending Syariah,
bank Syariah dapat meningkatkan inklusivitas keuangan
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dengan menjangkau lebih banyak nasabah dan
menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan
ketentuan Syariah. Kerjasama antara perbankan Syariah
dan platform P2P Lending Syariah bukan hanya
menciptakan nilai tambah dalam hal akses keuangan
bagi UMKM dan individu, tetapi juga berkontribusi
pada pertumbuhan ekosistem keuangan Syariah secara
keseluruhan.

c. Komponen ketiga yang menjadi prioritas dalam
pengembangan model bisnis P2P Lending Syariah adalah
mitra. Mitra dalam ekosistem fintech dapat berupa
lembaga edukasi fintech, mitra asesor lapangan
kelayakan usaha UMKM, hingga platform-platform lain
seperti pendanaan bersama, dompet digital hingga FDC.
FDC berfungsi mengumpulkan dan menganalisis data
keuangan untuk membuat keputusan pinjaman dalam
P2P Lending Syariah. Mitra-mitra rekanan P2P Lending
Syariah bersama-sama mendukung kegiatan operasional
P2P Lending Syariah dalam pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Ekosistem Major ini
membentuk fondasi yang kokoh bagi pengembangan
model bisnis P2P Lending Syariah untuk mendukung
pertumbuhan pembiayaan UMKM yang berkelanjutan.
Kolaborasi antara platform P2P Lending Syariah, bank
Syariah, dan mitra lainnya memungkinkan adopsi prinsip-
prinsip Syariah dalam pembiayaan secara lebih luas, serta
meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan layanan
keuangan bagi masyarakat Indonesia secara umum.

Selain Ekosistem Major, Ekosistem Minor juga
memiliki peran krusial membentuk model bisnis P2P
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Lending Syariah yang ideal. Kategori Ekosistem Minor ini
berdasarkan temuan penelitian bahwa ekosistem tersebut
bagian penting yang berada di luar P2P Lending Syariah
sendiri. Berdasarkan urutan prioritas terpenting, Ekosistem

Minor terdiri dari beberapa pemangku kepentingan yang

saling berhubungan dan saling mendukung, yaitu:

a. OJK. OJK menjadi otoritas utama dalam mengawasi dan
mengatur sektor fintech, termasuk P2P Lending Syariah.
Sebagai regulator, OJK memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa platform P2P Lending Syariah
beroperasi sesuai dengan ketentuan Syariah dan
mematuhi regulasi yang . OJK membentuk juga
requlation technology (regtech) mengenai kerangka kerja
yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara
P2P Lending Syariah dan memberikan perlindungan
konsumen.

b. DPS. DPS berperan sebagai perpanjangan tangan dari
DSN-MUI yang bertugas memberikan panduan dan
fatwa Syariah dalam operasional platform P2P Lending
Syariah. DPS memastikan bahwa produk dan layanan
yang disediakan oleh platform P2P Lending Syariah
sesuai dengan ketentuan Syariah dan memenuhi kriteria
yang telah ditetapkan..

c. AFSI. AFSI yang berperan sebagai wadah bagi para
pelaku industri fintech Syariah untuk berkolaborasi,
berbagi pengalaman, dan memperjuangkan kepentingan
bersama. P2P Lending Syariah merupakan ekosistem
yang termasuk dalam bagian yang penting dari AFSL
AFSI sendiri bertujuan untuk membantu memperkuat
ekosistem fintech Syariah dengan menyediakan platform
untuk pertukaran ide, pelatihan, dan advokasi kebijakan
yang mendukung pertumbuhan industri.
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d. Kampus dan Akademisi. Kampus dan akademisi
menjadi bagian penting dari Ekosistem Minor yang
berkontribusi dalam hal penelitian, pengembangan
teknologi, dan pelatihan sumber daya manusia untuk
industri fintech Syariah. Melalui kolaborasi dengan
lembaga pendidikan dan akademisi, industri dapat terus
mengembangkan inovasi dan meningkatkan kompetensi
dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung
keuangan Syariah.

Secara keseluruhan, Ekosistem Minor ini saling
melengkapi dan memperkuat upaya dalam membangun
model bisnis P2P Lending Syariah untuk mendukung
pertumbuhan pembiayaan UMKM vyang berkelanjutan.
Dengan kerjasama antara regulator, lembaga fatwa,
asosiasi industri, dan lembaga pendidikan, industri fintech
Syariah dapat terus berkembang dan memberikan
kontribusi positif bagi inklusi keuangan dan pertumbuhan
ekonomi yang inklusif.

Regulasi merupakan prioritas tertinggi pada faktor-
faktor pembentuk model bisnis fintech dan menjadi salah
satu faktor pendorong keberhasilan ekosistem fintech.
Faktor regulasi dibagi menjadi dua bagian penting: (a)
Regulasi yang berasal dari regulator fintech yakni OJK; dan
(b) Regulasi berupa fatwa dari DSN-MUIL Dalam sektor
industri keuangan, termasuk yang dinamis dan tumbuh
pesat seperti fintech, kehadiran regulasi dan tata kelola
berperan sebagai pelindung yang efektif untuk berbagai
pemangku kepentingan mulai pemilik, pelaku usaha
hingga pelanggan. Perusahaan fintech yang mematuhi
regulasi dan menerapkan tata kelola yang baik biasanya
memiliki manajemen risiko yang kuat dan daya saing yang
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tinggi. Bagi konsumen, terutama UMKM, penerapan
regulasi dan tata kelola yang baik dapat memberikan
keamanan serta menguatkan kepercayaan mereka terhadap
industri fintech. Dengan demikian kehadiran regulasi akan
mendorong para pelaku industri fintech maupun pelanggan
untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan
untuk memastikan kondusifitas di pasar secara
keseluruhan.

Produk merupakan prioritas tertinggi pada faktor-
faktor pembentuk pembiayaan UMKM yang berkelanjutan,
dalam konteks ini adalah CBF yang merupakan sebuah
pendekatan keuangan yang melibatkan partisipasi aktif
dari komunitas lokal dalam penyediaan serta pengelolaan
dana dan pencapaian tujuan pembangunan komunitas
yang berkelanjutan. Secara umum, CBF bertujuan untuk
mendukung pembangunan komunitas secara keseluruhan,
dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar,
pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial,
dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Pendekatan ini juga menekankan keberlanjutan, baik
dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana maupun
dalam hal dampak yang dihasilkan oleh penggunaan dana
tersebut. Komunitas diharapkan dapat terus melanjutkan
praktik ini untuk jangka waktu yang panjang dan
menghasilkan hasil yang berkelanjutan bagi anggotanya.
Prioritas produk pembiayaan UMKM yang berkelanjutan
haruslah berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi
masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM. Ini sesuai
dengan tujuan Magasid al-Syariah, yang menekankan
pentingnya menciptakan maslahat yaitu manfaat dan
kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Produk
pembiayaan seperti CBF, Purchasing Order, dan Invoice
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Financing dapat membantu meningkatkan produktivitas
dan pertumbuhan UMKM, sehingga berkontribusi pada
kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan
UMKM yang berkelanjutan haruslah memperhatikan
kebutuhan dan karakteristik unik UMKM, memastikan
keadilan dan kesetaraan dalam akses terhadap sumber
daya keuangan, mencerminkan transparansi, perlindungan
harta, dan kepastian hukum. Temuan penelitian ini
memperkuat teori Magqasid asy-Syari’ah Ibnu Asyur,
khususnya Magqasid asy-Syari’ah al-Khashshah, yakni ar-rawaj
(distribusi kekayaan), al-wudhul amwal (transparansi), al-
‘adlu (keadilan), hifz al-mal (perlindungan harta), dan asbatul
amwal (kepastian hukum).

Temuan penelitian ini juga memperkuat Theory of
Financial Intermediation (Gurley & Shaw, 1956) yang
membantu untuk memahami bagaimana inovasi teknologi
dapat diterapkan dalam konteks intermediasi keuangan,
serta potensi dampaknya terhadap keberlanjutan usaha
UMKM dan inklusi keuangan, dan Theory of Disruptive
Innovation (Christensen, 1997) yang berfokus pada dampak
inovasi atau teknologi baru yang dapat mengganggu model
bisnis yang ada, terutama dalam industri tradisional yang
mapan. Dalam konteks P2P Lending Syariah, teknologi
fintech telah memperkenalkan model bisnis yang baru dan
efisien untuk memfasilitasi pembiayaan UMKM. Platform
P2P Lending Syariah berbasis fintech memberikan akses
yang lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM untuk
mendapatkan pembiayaan, yang sebelumnya mungkin
sulit diakses melalui lembaga keuangan tradisional. Theory
of Disruptive Innovation membantu untuk mengidentifikasi
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bagaimana teknologi dapat berperan dalam meningkatkan
inklusi keuangan, memfasilitasi pertumbuhan UMKM, dan
meningkatkan akses ke modal kerja.

Kemudian, temuan penelitian ini memperkuat
Theory of Business Ecosystem (Moore, 1993) yang merujuk
keberhasilan suatu organisasi tidak hanya bergantung pada
strategi internalnya, tetapi juga pada kemampuannya
untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan entitas lain
dalam ekosistemnya. Dalam konteks ekosistem bisnis,
entitas-entitas tersebut tidak hanya berkompetisi satu sama
lain, tetapi juga berkolaborasi, berbagi sumber daya, dan
menciptakan nilai bersama. Teori ini memberikan
pandangan yang lebih holistik tentang dinamika bisnis
modern di mana perusahaan tidak hanya beroperasi
sebagai entitas terpisah tetapi sebagai bagian integral dari
jaringan yang lebih besar. Hal ini juga relevan dalam
memahami perkembangan dan transformasi industri
seperti fintech, di mana interaksi antara platform fintech,
lembaga keuangan tradisional, regulator, dan konsumen
membentuk ekosistem yang kompleks dan dinamis.
Terakhir, temuan penelitian ini memperkuat Theory of
Stakeholder (Freeman, 1984) yang berfokus pada analisis
interaksi dan hubungan antara berbagai pemangku
kepentingan dalam sebuah ekosistem bisnis. Dalam
konteks P2P Lending Syariah, pemangku kepentingan
meliputi UMKM sebagai peminjam, investor, platform
fintech, penyedia layanan keuangan Syariah, regulator, dan
masyarakat umum. Teori ini membantu untuk memahami
bagaimana interaksi di antara pemangku kepentingan ini
mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan model
bisnis.
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Penelitian mengenai model bisnis P2P Lending
Syariah berbasis ekosistem fintech dalam meningkatkan
pembiayaan UMKM yang berkelanjutan di Indonesia, yang
kemudian menghasilkan sebuah model bisnis yang peneliti
sebut sebagai The Integrated Islamic P2P Lending
Ecosystem Model, sepanjang yang peneliti ketahui belum
dilakukan sehingga ada beberapa pembaharuan (novelty)
yang dapat peneliti kemukakan yaitu:

1. Pendekatan Komprehensif Terhadap UMKM.
Model bisnis yang dihasilkan dari penelitianini tidak
hanya membatasi fokus pada satu sektor UMKM saja
tetapi mencakup berbagai sektor UMKM lainnya.
Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami
kebutuhan dan tantangan yang berbeda di berbagai
sektor UMKM dan mengembangkan solusi yang
relevan dan efektif untuk masing-masing sektor guna
keberlanjutan usaha UMKM. Model bisnis P2P Lending
Syariah yang berbasis ekosistem fintech merupakan
inovasi yang dapat mendukung kebutuhan pembiayaan
berbagai sektor UMKM.

2. Integrasi Ekosistem Fintech. Penelitian ini
mengeksplorasi integrasi lebih dalam dengan
ekosistem fintech secara keseluruhan dapat
meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi UMKM
dalam  mendapatkan  pembiayaan  sehingga
mendukung pengembangan model kemitraan yang
berkelanjutan. Model bisnis ini mengembangkan
kemitraan inovatif dan strategis di antara para
pemangku kepentingan yang ada dalam ekosistem
fintech untuk memastikan keberlanjutan dan
penyebaran yang luas dari layanan pembiayaan
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Syariah bagi UMKM. Kolaborasi ini membantu
dalam meningkatkan kapasitas dan dukungan
terhadap UMKM di berbagai sektor ekonomi.
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BAB YV
MODEL BISNIS P2P LENDING SYARIAH
DAN EKOSISTEM FINTECH UNTUK
PEMBIAYAAN UMKM BERKELANJUTAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil analisis dan
pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini
menghasilkan kesimpulan mengenai model bisnis P2P

Lending Syariah berbasis ekosistem fintech dalam

meningkatkan pembiayaan UMKM yang berkelanjutan di

Indonesia sebagai berikut:

1. Faktor wutama dalam meningkatkan pembiayaan
UMKM yang berkelanjutan adalah Produk, dalam hal
ini adalah produk Pembiayaan berbasis Komunitas
(Community-based Financing) diikuti oleh Mitigasi
Risiko, Dampak Pembiayaan dan Segmen Usaha.
Industri P2P Lending, terutama yang berbasis Syariah,
memiliki peran krusial dalam meningkatkan inklusi
keuangan dengan memberikan akses pembiayaan
kepada pelaku usaha yang belum terlayani oleh
lembaga keuangan formal. Dengan memperluas akses
pembiayaan, UMKM memiliki kesempatan untuk
berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini juga
membantu dalam mengurangi kesenjangan ekonomi
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
umum.

2. Regulasi merupakan faktor utama yang membentuk
model bisnis P2P Lending Syariah dalam meningkatkan
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pembiayaan UMKM vyang berkelanjutan diikuti
Teknologi, Manajerial dan Sosial. Regulasi yang terkait
P2P Lending Syariah di antaranya terdapat pada POJK
dan Roadmap LPBBTI/P2P Lending dengan berfokus
pada peningkatan Tata Kelola Perusahaan yang kuat
dalam industri P2P Lending. Penetapan standar
operasional yang jelas, pengawasan yang ketat terhadap
kegiatan industri, dan kepatuhan terhadap prinsip
Syariah adalah aspek-aspek yang penting dalam
penguatan Tata Kelola Perusahaan tersebut. Faktor
Teknologi berperan pada P2P Lending Syariah dapat
menilai risiko pembiayaan dengan lebih cepat dan
akurat, mengurangi biaya operasional dan transaksi,
dan meningkatkan transparansi dan keamanan dalam
bertransaksi. Faktor Manajerial (Permodalan dan SDM)
adalah kunci untuk meningkatkan pembiayaan UMKM
yang berkelanjutan melalui P2P Lending Syariah.
Permodalan yang kuat diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjaga
integritas serta keamanan pasar fintech. meningkatkan
kepercayaan publik dan memiliki kestabilan finansial
yang cukup untuk mengatasi risiko dan menghadapi
tantangan dalam lingkungan bisnis yang dinamis,
sementara SDM vyang berkualitas dan terampil
memastikan operasional yang efisien, kepatuhan
Syariah, dan pelayanan pelanggan yang baik.
Kombinasi ini mendukung pertumbuhan UMKM yang
berkelanjutan dan berkontribusi pada pengembangan
ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Terakhir, faktor
Sosial (Perlindungan Konsumen dan Kerahasiaan Data
Konsumen). Dengan memastikan perlindungan hak-
hak konsumen dan menjaga kerahasiaan data pribadi
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mereka, platform P2P Lending Syariah dapat
membangun kepercayaan dan loyalitas, yang esensial
untuk keberlanjutan dan pertumbuhan operasional.
Selain itu, dengan kepercayaan yang tinggi, UMKM
akan lebih terdorong untuk menggunakan layanan
pembiayaan yang tersedia, mendukung inklusi
keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

3. Ekosistem Major merupakan ekosistem fintech yang
diprioritaskan dalam model bisnis P2P Lending Syariah
dalam meningkatkan pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan, dalam hal ini adalah penyelenggara P2P
Lending Syariah itu sendiri. Namun dukungan dari
Ekosistem Minor seperti OJK, DPS, AFSI, dan lembaga
pendidikan sangat penting. OJK sebagai regulator
memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar
industri. DPS memberikan panduan Syariah yang
diperlukan untuk menjaga kesesuaian operasional
dengan prinsip Syariah. AFSI memberikan wadah bagi
kolaborasi dan pertukaran pengalaman antara pelaku
industri. Sementara lembaga pendidikan dapat
memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para
pelaku industri untuk meningkatkan kompetensi.

4. Model bisnis P2P Lending Syariah berbasis ekosistem
fintech dalam meningkatkan pembiayaan UMKM yang
berkelanjutan merupakan model bisnis yang dibentuk
dari integrasi tiga klaster, yaitu: pertama, ekosistem
fintech yang membentuk model bisnis (Ekosistem
Major/Utama dan Ekosistem Minor/Pendukung);
kedua, faktor-faktor yang membentuk model bisnis
(Regulasi, Teknologi, Manajerial dan Sosial); dan ketiga,
faktor-faktor yang membentuk pembiayaan UKMM
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yang berkelanjutan (Produk, Segmen Risiko, dan
Dampak) dan merupakan pendekatan komprehensif
terhadap UMKM yang memungkinkan untuk
memahami kebutuhan dan tantangan yang berbeda
di berbagai sektor UMKM dan mengembangkan
solusi yang relevan dan efektif untuk masing-masing
sektor. Model bisnis ini mengembangkan kemitraan
inovatif dan strategis di antara para pemangku
kepentingan yang ada dalam ekosistem fintech untuk
memastikan keberlanjutan dan penyebaran yang luas
dari layanan pembiayaan Syariah bagi UMKM.
Kolaborasi ini membantu dalam meningkatkan
kapasitas dan dukungan terhadap UMKM di
berbagai sektor ekonomi. Model bisnis ini disebut The
Integrated Islamic P2P Lending Ecosystem Model.

B. Saran
1. Untuk regulator, peraturan khusus oleh pemerintah
yang mendukung industri P2P Lending Syariah sangat
dibutuhkan yang menekankan prinsip—prinsip
Syariah yang berlandaskan kepada nilai Magasid
Syariah dan didukung oleh fatwa-fatwa sebagai aturan
yang mengikat transaksi fintech Syariah Selanjutnya
diperlukannya penguatan koordinasi di antara OJK
dengan lembaga-lembaga terkait di Industri Jasa
Keuangan dan Teknologi Finansial melalui wadah
seperti Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI)
yang beranggotakan BI, OJK, Kementerian Keuangan,
Kementerian = Perdagangan, dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika, perumusan kebijakan
yang selaras dalam merespon dinamika industri fintech
Syariah yang semakin berkembang sehingga
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berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,

termasuk UMKM.
2. Untuk penyelenggara P2P Lending Syariah, dalam
menjalankan operasional usahanya dan

mengembangkan model bisnis yang dapat
berkontribusi terhadap kemajuan UMKM di
Indonesia, harus mematuhi regulasi yang telah
ditetapkan oleh OJK dan sesuai dengan ketentuan
Syariah seperti yang tertuang di dalam fatwa DSN-
MUL

3. Untuk akademisi, riset dan pengembangan terkait
industri fintech, khususnya P2P Lending Syariah harus
dikembangkan mengingat besarnya potensi industri
ini ke depannya dengan memperluas cakupan
penelitian, di antaranya adalah perusahaan P2P
Lending Syariah yang menjadi lokus penelitian. Hasil
riset dan pengembangan tersebut diharapkan dapat
berkontribusi bagi perkembangan ekonomi Syariah
pada umumnya dan industri P2P Lending Syariah pada
khususnya.

4. Untuk masyarakat umum, agar lebih berpartisipasi
dan mendukung keberadaan industri P2P Lending
Syariah di Indonesia agar semakin maju dan
berkembang serta berkontribusi lebih baik lagi bagi
perekonomian Indonuesia, khususnya UMKM.
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THE INTEGRATED

ISLAMIC P2P

LENDING ECOSYSTEM MODEL - UNTUK AKSES
PEMBIAYAAN UMKM BERKELANJUTAN

pembiayaan berbasis fintech dan prinsip syariah menjadi sangat penting untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya bagi UMKM di
Indonesia. The Integrated Islamic P2P Lending Ecosystem Model hadir sebagai solusi
komprehensif yang memadukan teknologi digital, regulasi yang tepat, prinsip-prinsip
keuangan syariah, dan kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan.Model ini
tidak hanya menjawab kebutuhan akses pendanaan yang lebih inklusif dan efisien,
tetapi juga memastikan keberlanjutan dan keberpihakan kepada UMKM sebagai motor
penggerak ekonomi nasional. Implementasi yang efektif dari ekosistem ini akan
mempercepat inklusi keuangan, memperluas cakupan layanan keuangan syariah,
serta memperkuat fondasi ekonomi umat melalui pemberdayaan UMKM di seluruh
Indonesia.Ke depan, keberhasilan penerapan model ini sangat bergantung pada
kolaborasi yang harmonis antar semua pemangku kepentingan, peningkatan literasi
keuangan masyarakat, serta dukungan kebijakan yang pro-inovasi dan berkelanjutan.
Dengan demikian, perjalanan menuju ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif
dan‘berkelanjutan tetap terbuka lebar, dan inovasi ini akan terus berkembang seiring
waktu. Semoga buku ini menjadi referensi penting dalam teori dan p
pengembangan ekonomi Syariah berbasis fintech di Indonesia, sekaligu
igjspirasi untuk inovasi dan langkah konkret ke arah kemakmuran bersama ”
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